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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa untuk pencapaian sasaran Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan Daerah, Gubernur
menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan
Berkelanjutan (RAD TPB) 5 (lima) tahunan bersama
Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan
melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku
Usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya, sesuai
ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable
Development,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur tentang Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun
2019-2023 di Provinsi Kalimantan Timur;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Wesite : http://kaltimprov.go.id
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4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Prencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi
Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
583);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 15);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kaliamantan
Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya
disingkat RAD TPB/SDGs merupakan pedoman dalam melaksanakan TPB/SDGs
untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera dan
berkelanjutan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam bentuk arah
kebijakan, program serta kegiatan.

Pasal 2

Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 3

Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Non Pemerintah
seperti Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pihak
terkait lainnya untuk melaksanakan dan mengevaluasi RAD TPB/SDGs.




3.

Pasal 4

(1) Sasaran dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur dapat
‘dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Tim Pengarah
atas masukan dari Tim Pelaksana.

(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur bersama dengan Instansi Teknis terkait.

(3) Susunan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RAD TPB/SDGs.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 31 Desember 2019 Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. SEKRETARIS DAERAH CTRBAT,,

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 80.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimuat di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2019-
2023, yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kaltim (Perda
Kaltim) Nomor 2 tahun 2019. RPJMD Kaltim merupakan rencana pembangunan
tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Kaltim tahun 2005-2025 (Perda Kaltim Nomor 15 tahun 2008).

Visi RPJPD Provinsi Kaltim 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang
Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”, dengan didukung
melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang
mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat
yang seluas-luasnya.

3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan
proporsional.

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif
berbasis penegakan hukum.

5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan
pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 mengusung Visi Pembangunan yaitu
“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”, yang mengandung makna bahwa
Pemerintahan Kaltim memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan
kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber
daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri, berdaya
saing dan sejahtera. Visi Pembangunan Kaltim tersebut dicapai melalui S (lima)
misi, yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak
mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang
disabilitas;

2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan
yang berkeadilan;

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;

4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih,
profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Komitmen Pemerintah
Indonesia dalam mendukung pencapaian TPB tersebut telah diselaraskan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Presiden Republik Indonesia juga
telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang juga
memuat sasaran TPB tahun 2017-2019.



TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial,
ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola. Seluruh tujuan tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan - Mengentas segala bentuk kemiskinan di seluruh
tempat.

2. Tanpa kelaparan — Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera - menggalakkan hidup sehat dan
mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

4. Pendidikan berkualitas — Memastikan pendidikan berkualitas yang layak
dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi
semua orang.

5. Kesetaraan gender — Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan
perempuan.

6. Air bersih dan sanitasi layak — Menjamin akses atas air dan sanitasi
untuk semua.

7. Energi bersih dan terjangkau - Memastikan akses pada energi yang
terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi - Mempromosikan
pertumbuhan ekonom berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan
yang layak untuk semua.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur - Membangun infrastruktur kuat,
mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.

10. Berkurangnya kesenjangan — Mengurangi kesenjangan di dalam dan di
antara negara-negara.

11. Kota dan komunitas berkelanjutan - Membuat perkotaan menjadi
inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab — Memastikan pola
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Penanganan perubahan iklim - Mengambil langkah penting untuk
melawan perubahan iklim dan dampaknya.

14. Ekosistem laut - Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan
sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Ekosistem darat - Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan
perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi
kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh - Mendorong
masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan — Menghidupkan kembali kemitraan
global demi pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Misi RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023, maka dapat dilihat
kewsesuaian RPJMD dan TPB pada tabel berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Antara RPJMD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Misi dan Tujuan RPJMD Program Prioritas Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

Misi 1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya
manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing,
terutama perempuan, pemuda dan penyandang

disabilitas

Tujuan 1. Mewujudkan Sasaran 1 : T 16. Perdamaian,
Masyarakat yang Meningkatnya keadilan, dan
berkarakter berakhlak pengamalan nilai-nilai kelembagaan yang
mulia dan berdaya saing budaya dan keagamaan tangguh




Misi dan Tujuan RPJMD

Program Prioritas Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

di Masyarakat T 17. Kemitraan untuk

Program Pendidikan mencapai tujuan

Politik Masyarakat

Program Pengembangan
Nilai-Nilai Keagamaan

Program Pengembangan
Nilai Budaya

T 4. Pendidikan
berkualitas

Sasaran 2 :
Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat

Program Pengembangan
Sekolah Kejuruan

Program Pendidikan
Menengah Atas

Program Pendidikan
Sekolah Menengah
Kejuruan

Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan
Pendidikan dan
Pengembangan Sumber
Daya Masyarakat

Program Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Pendidikan

Pendidikan Jarak Jauh
(Distance Learning
System)

Pendidikan Luar Biasa

Peningkatan
Perlindungan Dan
Pemenuhan Hak Anak

Program Peningkatan
Layanan, Otomasi dan
Kerjasama Perpustakaan

Sasaran 3 :
Meningkatnya kesehatan
dan gizi masyarakat

T 1. Tanpa kemiskinan

T 2. Tanpa kelaparan

T 3. Kehidupan sehat
dan sejahtera

Program Pengembangan
dan Pemberdayaan SDM
Kesehatan

Program Upaya
Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit

Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan

Program Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Kesehatan

Tujuan 2 : Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 4 :
Meningkatnya partisipasi

T 1. Tanpa kemiskinan




Misi dan Tujuan RPJMD Program Prioritas Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

aktif perempuan dalam
pembangunan

T 2. Tanpa kelaparan
T 5. Kesetaraan gender

Program Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Pemberdayaan
Perempuan

Program Penguatan
Kelembagaan
Perlindungan Perempuan
Dan Anak

Program Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma

T 10. Berkurangnya
kesenjangan

Sasaran S5 :
Meningkatnya
kewirausahaan dan
prestasi pemuda

Program Peningkatan
Prestasi Olahraga

T 3. Kehidupan sehat
dan sejahtera

Sasaran 6 :
Meningkatnya daya saing
tenaga kerja

Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja

Program Pengembangan
Kewirausahaan
Kompetitif

T 8. Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi

Misi 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi
wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Tujuan 3 : Meningkatkan
Ekonomi Kerakyatan

Sasaran 7 :
Meningkatnya usaha
ekonomi koperasi dan
UKM

Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah

T 8. Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi

Sasaran 8 :
Meningkatnya
keberdayaan Masyarakat
Perdesaan

Program Pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan

Program Pembangunan
Desa dan Kawasan

Program Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan

T 10. Berkurangnya
kesenjangan

T 12. Konsumsi dan
produksi yang
bertanggung jawab
T 13. Penanganan
perubahan iklim .




Misi dan Tujuan RPJMD

Program Prioritas

Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

Kelurahan

Program Kampung Iklim+

Sasaran 9 :
Meningkatnya kontribusi
sektor pariwisata
terhadap ekonomi daerah

Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata

T 8. Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi

Tujuan 4 : Mewujudkan

kemandirian ekonomi yang

berkelanjutan

Sasaran 10 :
Meningkatnya kontribusi
sektor perindustrian
dalam perekonomian
daerah

Program Peningkatan
dan Pengembangan
Industri

T 8. Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi

T 9. Industri, inovasi
dan infrastruktur

Sasaran 11 :
Meningkatnya realisasi
investasi

Program Kemudahan
Layanan dan Percepatan
Proses Perizinan

Program Pengendalian
Pelaksanaan Investasi

T 8. Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi

T 9. Industri, inovasi
dan infrastruktur

T 10. Berkurangnya
kesenjangan

Sasaran 12 :
Meningkatnya kontribusi
sektor pertanian
tanaman pangan dan
hortikultura terhadap
ekonomi daerah

Program Peningkatan
produksi dan
produktivitas tanaman
pangan

Program peningkatan
produksi dan nilai
tambah hortikultura

T 2.Tanpa kelaparan
T 12. Konsumsi dan
produksi yang
bertanggung jawab

Sasaran 13 :
Meningkatnya kontribusi
sektor peternakan
terhadap ekonomi daerah

Program Pengembangan
Usaha Peternakan

Program Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas Peternakan

T 2.Tanpa kelaparan
T 12. Konsumsi dan
produksi yang
bertanggung jawab

Sasaran 14 :
Meningkatnya kontribusi
sektor perkebunan
terhadap ekonomi daerah

Program Peningkatan
Produksi Perkebunan

Program Pembinaan dan

T 2. Tanpa kelaparan
T 8. Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi

T 12. Konsumsi dan
produksi yang
bertanggung jawab




Misi dan Tujuan RPJMD

Program Prioritas

Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

Pengawasan Usaha
Perkebunan

Program Peningkatan
Mutu dan Pemasaran
Hasil Perkebunan

Program Mitigasi Emisi

Gas Rumah Kaca Sektor

Perkebunan

T 13. Penanganan
perubahan iklim
T 15. Ekosistem darat

Sasaran 15:

Meningkatnya kontribusi

sektor perikanan

terhadap ekonomi daerah

Program Pengembangan

Produksi Budidaya dan
Penguatan Daya Saing
Produk Perikanan

Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

Program Peningkatan
Penyediaan Benih Ikan
dan Udang Unggulan

Program Pengelolaan
Ruang Laut

T 2. Tanpa kelaparan
T 8. Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi

T 12. Konsumsi dan
produksi yang
bertanggung jawab

T 13. Penanganan
perubahan iklim

T 14. Ekosistem laut
T 15. Ekosistem darat

Sasaran 16 :

Meningkatnya kontribusi

sektor kehutanan

terhadap ekonomi daerah

Program Perencanaan

dan Pemanfaatan Hutan

Program Perlindungan
dan KSDAE

Program Pengelolaan
DAS dan RHL

Program Penyuluhan,

pemberayaan masyarakat

hutan dan perhutanan
sosial

T 8. Pekerjaan layak
dan pertumbuhan
ekonomi

T 13. Penanganan
perubahan iklim .

T 15. Ekosistem darat

Sasaran 17 :
Meningkatnya
pendanaan
pembangunan daerah

Program Perencanaan
dan pengembangan
Sumber Pendapatan
Daerah

T 10. Berkurangnya
kesenjangan

T 17. Kemitraan untuk
mencapai tujuan

Misi 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan

infrastruktur kewilayahan

Tujuan S : Meningkatkan

Pemerataan Pelayanan
Infrastruktur Dasar

Sasaran 18 :
Meningkatnya
aksesibilitas wilayah

Program Pembangunan
Prasarana Pelayaran

T 9. Industri, inovasi
dan infrastruktur

T 11. Kota dan
komunitas
berkelanjutan -




Misi dan Tujuan RPJMD

Program Prioritas

Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

Membuat perkotaan
menjadi inklusif,
aman, kuat, dan
berkelanjutan.

Sasaran 19 :
Meningkatnya
konektivitas antar
kawasan

Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan

T 9. Industri, inovasi
dan infrastruktur

T 10. Berkurangnya
kesenjangan

T 11. Kota dan
komunitas
berkelanjutan -
Membuat perkotaan
menjadi inklusif,
aman, kuat, dan
berkelanjutan.

Sasaran 20 :
Meningkatnya fungsi
pelayanan infrastruktur
sumber daya air

Program Pengelolaan
Sumber Daya Air

Program Pembangunan
Infrastruktur
Keciptakaryaan

T 6. Air bersih dan
sanitasi layak

T 9. Industri, inovasi
dan infrastruktur

Sasaran 21 :
Menurunnya kawasan
kumuh

Program Pengembangan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

T 1. Tanpa kemiskinan

Sasaran 22 :
Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
penataan ruang

Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

T 9. Industri, inovasi
dan infrastruktur

T 10. Berkurangnya
kesenjangan

T 13. Penanganan
perubahan iklim

Sasaran 23 :
Terpenuhinya kebutuhan
energi daerah

Program Diversifikasi &
Konservasi Energi

Program Pengembangan
Ketenagalistrikan

T 7. Energi bersih dan
terjangkau

Misi 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya

alam yang berkelanjutan

Tujuan 6 : Meningkatkan
kualitas lingkungan hidup

Sasaran 24 :
Menurunnya emisi Gas
Rumah Kaca (GRK)

Program Tata
Lingkungan

Program Pengendalian

T 13. Penanganan
perubahan iklim




Misi dan Tujuan RPJMD

Program Prioritas

Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Hidup

Sasaran 25 : T 11. Kota dan
Meningkatnya komunitas
Ketangguhan berkelanjutan

Menghadapi Bencana

Program Pencegahan dan
kesiapsiagaan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Program Tanggap
Darurat Penanggulangan
Bencana

T 13. Penanganan
perubahan iklim

Misi 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi
pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi

pelayanan publik.

Tujuan 7 : Mewujudkan
Birokrasi Pemerintahan
yang bersih, profesional

dan berorientasi pelayanan

publik

Sasaran 26 :
Terwujudnya Birokrasi
yang efektif dan efisien

Program Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

Program Penguatan
Kelembagaan

Program Pengendalian
Rencana Pembangunan
Daerah

T 16. Perdamaian,
keadilan, dan
kelembagaan yang
tangguh

T 17. Kemitraan untuk
mencapai tujuan

Sasaran 27 :
Terwujudnya Birokrasi
yang memiliki pelayanan
publik berkualitas

Program Peningkatan
Pelayanan Publik

Program Tata Laksana
Pemerintahan

Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa

T 16. Perdamaian,
keadilan, dan
kelembagaan yang
tangguh

T 17. Kemitraan untuk
mencapai tujuan

Sasaran 28 :
Terwujudnya Birokrasi
yang bersih dan
akuntabel

Pencegahan KKN

Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan

T 16. Perdamaian,
keadilan, dan
kelembagaan yang
tangguh

T 17. Kemitraan untuk
mencapai tujuan




1.2. Tuyjuan Pembangunan  Berkelanjutan = Menyempurnakan  Tujuan
Pembangunan Millenium

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals
(SDGs) dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada
resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi
pembangunan bersama hingga tahun 2030. TPB merupakan kelanjutan atau
pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium/ Millenium Development Goals
(MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai
Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku
lagi sejak akhir 2015. Mulai tahun 2016, TPB secara resmi menggantikan Tujuan
Pembangunan Millennium, berisi seperangkat tujuan transformatif yang
disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Dibandingkan MDGs, cakupan tujuan dalam TPB lebih luas. Jika MDGs hanya
terdiri 8 tujuan kesejahteraan. Keseluruhan tujuan SDGs mencakup 3 dimensi
tujuan baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan
universal, sedangkan MDGs, di sisi lain dinilai banyak kalangan lebih
mengedepankan aspek sosial-ekonomi (7 item) dibanding satu tujuan terkait
lingkungan. Perubahan mendasar lainnya yang dibawa TPB adalah prinsip “no
one left behind, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. hal ini mengartikan
bahwa pembangunan dalam agenda TPB harus memberi manfaat bagi semua
lapisan kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Selain itu pula, arah tujuan pembangunan berkelanjutan juga mengandung
prinsip yang menekankan kesetaraan antar negara dan antar warga negara.
Pelaksanaan SDGs berlaku secara universal untuk negara—negara anggota PBB,
baik negara maju, miskin, dan negara berkembang.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemprov Kaltim telah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan melalui Keputusan Gubernur Kaltim No.
050/K.362/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Daerah  Pelaksanaan Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023. Susunan Tim Koordinasi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kaltim terdiri dari Tim
Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 3 pilar
Pembangunan, dan Sekretariat.

Sekretariat TPB Provinsi Kaltim adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kaltim.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tiga prinsip pelaksanaan TPB mencakup hal-hal mendasar dalam kehidupan
masyarakat, yaitu:

a. Universality yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi,
menghormati hak individu, perdamaian, dan kemitraan.

b. Integration, yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi
sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling terkait.

c. no-one left behind atau kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan.



1.5. Pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Provinsi Kaltim berkomitmen dalam pelaksanaan TPB dan mengupayakan
seoptimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan
TPB. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kaltim (APBD Provnisi
Kaltim). Pembiayaan dengan menggunakan Dana APBD Provinsi Kaltim
dapat dilihat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kaltim (RPJMD Kaltim), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah di lingkungan Provinsi Kaltim, serta Rencana Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kaltim setiap tahun berjalan, yang telah diintegrasikan
untuk mendukung pencapaian TPB di Provinsi Kaltim.

b) Sumber Pembiayaan  Non-Pemerintah dan = Masyarakat. Mitra
pembangunan (Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat, dan
Lembaga Kerjasama Internasional) di Kaltim melakukan koordinasi dan
integrasi program-program masing-masing organisasi, dalam upaya
pencapaian TPB di Kaltim. Sumber-sumber pendanaan dari organisasi
keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama Kaltim, serta
lembaga serupa dalam keagamaan, juga dikoordinasikan agar mendukung
pencapaian TPB di Kaltim.

c) Sumber Pembiayaan Swasta. Pembiayaan dari swasta dikoordinasikan
melalui Forum Corporate Responsibility Perusahaan.

1.6. Metodologi  Penyusunan Rencana  Aksi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

Tahapan Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) TPB dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang melalui proses sebagai
berikut:

1) Langkah 1: Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang
didasarkan atas Keputusan Gubernur terkait Tim Koordinasi Daerah
Pelaksanaan TPB Kaltim;

2) Langkah 2: Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan
dan tata cara penyusunan Renaksi TPB;

3) Langkah 3: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial,
pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar
pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB, dengan
tahapan:

a. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB

b. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan
indikator terkait dengan pencapaian TPB Mengidentifikasi alokasi
pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana

c. Merumuskan sistem  monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan TPB

4) Langkah 4: Melaksanakan pembahasan draf Rencana Aksi TPB (narasi dan
matrik) masing-masing Pokja;

5) Langkah 5: Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB
berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing Pokja;
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6) Langkah 6 : Melakukan Konsultasi Publik kepada seluruh pemangku
kepentingan

7) Langkah 7: Pengesahan Renaksi TPB oleh Gubernur.

8) Langkah 8: Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB kepada
seluruh pemangku kepentingan.

1.7. Sistematika Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen Renaksi TPB Kaltim ini terdiri dari S (lima) bagian (bab), yaitu:

a. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan kesejarahan TPB dengan
RPJMD, komitmen pelaksanaan, pembiayaan, metodologi penyusunan
rencana aksi dan sistematika rencana aksi

b. Bab II berisikan penjelasan kondisi pencapaian dan tantangan
pelaksanaan TPB dari setiap tujuan di dalam TPB.

c. Bab III berisikan target dan arah kebijakan TPB berdasarkan masing-
masing tujuan dalam TPB

d. Bab IV merupakan bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, yang
berisikan mekanisme pemantauan dan evaluasi, jadwal pemantauan dan
evaluasi pencapaian TPB tahun 2019-2023, dan publikasi hasil
pemantauan dan evaluasi.

e. Bab V merupakan bagian penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan
TPB, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab
ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD
TPB.

Dokumen Rencana Aksi ini juga memuat 2 (dua) lampiran, yaitu Matriks
Program/Kegiatan Pemerintah dan Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah.
Matriks Program/Kegiatan Pemerintah berisikan Program, Kegiatan, Target
Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah berisi
Program, Kegiatan, Target Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan,
instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan
dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan
misalnya nama Provinsi, Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan oleh organisasi
non pemerintah.
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BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
2.1.1. Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.

Selama periode tahun 2013-2017, tingkat kemiskinan Kaltim berfluktuasi dan
cenderung meningkat, yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk miskin dari luar
daerah. Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada tahun 2018 sebesar 218.900
(6,03 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar
220.170 (6,19 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 1.270
orang atau secara persentase turun sebesar 0,16 persen (BPS, angka Maret).

222 - 6.25
g - 22017 %
S 220 - 6.23 ™~ 218.90 - 6.2
s . 6.19
g 218 g . a - 6.15
216 - ~— \ - 6.1
6.11
214 - 212.89 212.92 \ - 6.05
212 - 6.03 - 6
210 - - 5.95
208 T T T 5.9
2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Miskin —0—Persentase Penduduk Miskin

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kaltim

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan
tertinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 11,62 persen, Kabupaten
Kutai Timur sebesar 9,22 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 9,15 persen
dan Kabupaten Paser sebesar 9,03 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan
terendah tercatat di Kota Balikpapan hanya sebesar 2,64 persen. Penduduk
miskin pada tahun 2018 terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kertanegara
sebanyak 56.560, Kota Samarinda sebanyak 39.230 dan Kutai Timur sebanyak
33.020 orang.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim

No Kab/Kota 2014 2015 2016 2017 2018

1 Paser 7,87 8,64 8,68 9,28 9,03
Kutai Barat 7,53 8,13 8,65 8,72 9,15
3 Kutai 7,43 7,58 7,63 7,57 7,41
Kartanegara
4 Kutai Timur 9,1 9,55 9,16 9,29 9,22
5 Berau 4,76 5,11 5,37 5,41 5,04
6 Penajam Paser 7,56 7,62 7,49 7,63 7,40
Utara
7 Balikpapan 2,46 2,78 2,81 2,82 2,64
8 Samarinda 4,56 5,25 4,72 4,77 4,59
9 Bontang 5,1 5,74 5,18 5,16 4,67
10 Mahakam Ulu - 99 10,65 11,29 11,62
11 Kaltim 6,42 6,23 6,11 6,19 6,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota

No Kab/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
1 Paser 20.340 22.510 23.170 25.300 25.140
2 Kutai Barat 12.920 11.820 12.650 12.800 13.490
3 Kutai 52.530 54.100 55.820 56.570 56.560

Kartanegara

4  Kutai Timur 28.300 30.320 30.170 31.950 33.020
5 Berau 9.770 10.760 11.470 11.860 11.330
6 Penajam Paser 11.580 11.700 11.660 12.000 11.760

Utara

7 Balikpapan 15.020 17.100 17.550 17.860 17.010
8 Samarinda 36.650 42.800 38.950 40.010 39.230
9 Bontang 8.210 9.100 8.600 8.750 8.100
10 Mahakam Ulu - 2.670 2.880 3.070 3.250
11 Kaltim 253.600 212.890 212.920 220.170 218.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis
Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama Maret
2015 — Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 21,32 persen, yaitu dari Rp
473.710,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 574.704,- per
kapita per bulan pada Maret 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis
Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan
jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan,
sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Tabel 4. Garis Kemiskinan Provinsi Kaltim

Periode Garis Kemiskinan Jumlah  Persentase
Makanan Non Total Penduduk Penduduk
Makanan Miskin Miskin
Maret 253.600 6,42
2014
Maret 336.356 137.353 473.710 212.890 6,23
2015
Maret 363.918 147.287 511.205 212.920 6,11
2016
Maret 389.152 158.943 548.094 220.170 6,19
2017
Maret 405.108 169.596 574.704 218.900 6,03
2018

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim Tahun 2018

Komoditi makanan mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis
kemiskinan makanan di Kaltim, di mana pada bulan Maret 2018 antara daerah
perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi
penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan,
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tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan, yaitu beras, rokok kretek filter,
dan telur ayam ras.

Tabel 5. Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan
Tahun 2018

No Perkotaan Perdesaan
Komoditi % Komoditi %
1 Beras 25,26 Beras 26,87
2 Rokok Kretek Filter 16,11 Rokok Kretek Filter 16,94
3 Telur ayam ras 6,59 Telur ayam ras 5,64
4 Daging ayam ras 5,96 Mie Instan 4,28
S Mie Instan 4,46 Gula Pasir 4,27
6 Gula Pasir 3,34 Daging Ayam Ras 4,20
7 Tongkol/Tuna/Cakalang 3,04 Tongkol/Tuna/Cakalang 2,73
8 Kue basah 2,54 Kue Basah 2,63
9 Tempe 2,49 Bawang merah 2,44
10 Tahu 2,26 Tempe 2,43
11 Bawang Merah 2,23 Tahu 2,30
12 Kopi Bubuk & Kopi 2,01 Bandeng 2,08
Instan (Sachet)

13 Susu Bubuk 2,00 Cabe Rawit 2,02
14 Susu Kental Manis 1,96 Roti 1,98
15 Roti 1,66 Susu Kental Manis 1,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim Tahun 2018

Penanggulangan kemiskinan di Kaltim dihadapkan pada sulitnya menurunkan
angka kemiskinan, di mana hal ini perlu menjadi perhatian terutama bagi tim
penanggulan kemiskinan di Kaltim, serta perlunya untuk melihat sebaran
penduduk miskin secara faktual untuk menemukan kebijakan yang tepat guna
mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Kaltim, terutama dalam menggali
potensi ekonomi masayrakat di kawasan penduduk miskin.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga perlu di stimulasi dengan
hadirnya pemerintah dalam pengembangan potensi wilayah sekitarnya,
didukung dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
untuk menambah keahlian masyarakat miskin, sehingga mampu meningkatkan
produktivitasnya, serta menciptakan peluang wusaha untuk menambah
penghasilannya.

2.1.2. Sistem Perlindungan Sosial.

Proporsi peserta jaminan kesehatan Kaltim periode tahun 2016 hingga 2018
memiliki tren meningkat. Jumlah peserta jaminan kesehatan selama periode
tersebut berturut-turut yaitu, 1,85 juta (2016) dan 2,04 juta (2017) dan 3,2 juta
(2018). Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan pada tahun 2016 yaitu
sebesar 178.798 orang dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh
banyaknya pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak karyawan kehilangan
kepesertaannya secara otomatis karena tidak membayar iuran bulanan.
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Cakupan Kepesertaan Jaminan Keschatan Nasional
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Gambar 2. Jumlah Kepesertaan Sistem Perlindungan Kesehatan

Tabel 6. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Kaltim, Tahun 2018

BPJS BPJS Kesehatan  Jamkesda Asuransi Perusahaan/
Kesehatan Non-Penerima Swasta Kantor
Penerima Bantuan Iuran
Bantuan Iuran (Non-PBI)
(PBI)
Paser 27,04 23,90 1,04 0,55 7,06
Kutai Barat 31,29 14,24 26,40 0,83 4,63
Kutai 16,21 39,79 0,37 0,34 6,95
Kartanegara
Kutai Timur 17,19 33,19 0,71 6,89 17,27
Berau 18,56 29,49 0,73 2 3,39
Penajam Paser 40,52 32,24 3,79 0,90 4,06
Utara
Mahakam Ulu 63,60 9,79 0,38 0,34 0,47
Balikpapan 16,32 60,57 0,32 2,48 10,37
Samarinda 14,88 50,89 3,25 1,93 5,36
Bontang 30,66 36,63 13,82 0,88 17,96
Kaltim 19,72 41,82 2,99 0,93 8,24

Sumber : BPS Kaltim, 2019

Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di
Kaltim pada tahun 2018 mencapai 78% dari total jumlah penduduk sebanyak
3,5 juta jiwa (BPS Kaltim, 2018) atau sebesar 2,73 juta jiwa. Dengan capaian
tersebut pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kepesertaan jaminan
kesehatan nasional sebesar 430 ribu peserta atau terjadi peningkatan sebesar
15,7%. Sementara itu, jika diambil persentase rata-rata peningkatan kepesertaan
selama periode 2014 s/d 2018 peningkatannya berada pada angka 12,26% per
tahun. Persentase peningkatan tersebut jauh di atas tingkat pertumbuhan
penduduk rata-rata Kaltim. Dengan demikian, dengan kinerja seperti yang
dilakukan saat ini target capaian tersebut bisa dicapai. Namun demikian,
tantangan besar yang harus dihadapi adalah terkait dengan keterjangkauan
beberapa wilayah yang berada pada kawasan tertinggal, terdepan dan terluar
(3T) (KLHS RPJMD, 2019).
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2.1.3. Akses Pelayanan Dasar.

Penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas
merupakan salah satu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Walaupun
demikian, akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar masih belum menjangkau
daerah tertinggal, terpencil dan kepulauan.

Pada akses pelayanan kesehatan yaitu persentase perempuan pernah kawin
umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
setiap tahunnya cenderung meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 71,59% dan
mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, hingga mencapai 81,24% pada
tahun 2016.

Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar perumahan mengalami
peningkatan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan sumber air minum layak
meningkat menjadi 70,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada
tahun 2016 sebesar 29,14%. Disisi lain akses terhadap sanitasi layak juga
mengalami peningkatan dari 15,18 % pada tahun 2015 menjadi sebesar 85,80 %
pada tahun 2017. Kedua indikator aksesibilitas kebutuhan perumahan yang
memadai menunjukkan kecenderungan yang positif.

Tabel 7. Akses Pelayanan Kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah

INDIKATOR 2014 2015 2016

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang 71,59 78,8 81,34
proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
(kelompok penduduk 40% terbawah)

Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima 74,09 58,55 44,84
imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara 66,01 62,24 65,08
pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang
berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 66,44 66,7 71,71
layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40%
terbawah)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 91,03 91,53 92,03
layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)

Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok 91,03 91,53 92,03
penduduk 40% terbawah)

Sumber: BPS Provinsi Kaltim

Angka partisipasi murni Provinsi Kaltim pada kelompok penduduk 40%
terbawah untuk tingkat SMP/MTS dan SMA/SMK/MA cenderung meningkat
sejak tahun 2015, sedangkan tingkat partisipasi murni jenjang sekolah dasar
atau yang sederajat cenderung menurun.

Tabel 8. Angka Partisipasi Murni (APM) Kelompok penduduk 40% terbawah
Provinsi Kaltim Tahun 2015-2017

Jenjang 2015 2016 2017
Angka Partisipasi Murni 97,99 97,02 96,61
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Murni 77,79 76,91 81,70
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Murni 58,65 60,56 63,17

SMA/SMK/MA /Paket C
Sumber: BPS Provinsi Kaltim
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2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,
Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
2.2.1. Menghilangkan Kelaparan.

Asupan energi harian di Provinsi Kaltim pada tahun 2018 adalah 1.923,30
Kkal/orang/hari. Hal ini berarti lebih rendah dari Angka Kecukupan Gizi (AKG)
Nasional, yaitu 2.150 Kkal/orang/hari. Sedangkan rata-rata asupan protein
harian di Provinsi Kaltim adalah sebesar 60,70 gram/orang/hari, yang berarti
telah melebihi AKG Nasional, yaitu sebesar 52 gram/orang/hari. Sebagai pangan
pokok yang umum dikonsumsi padi-padian dan umbi-umbian telah
menyediakan 50,85 persen dari asupan kalori harian. Kelompok pangan
penyumbang energi terbesar selanjutnya adalah pangan hewani (13,35 persen)
serta minyak dan lemak (9,64 persen).

Tabel 9. Konsumsi Kalori, Skor PPH dan Konsumsi Protein per Kapita per Hari,
2012-2018

No.|JENIS BAHAN MAKANAN Energi (Kalori/hari) PROTEIN (gram/hari)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 |PADI- PADIAN 1.051| 1.008,00, 976| 976,15| 1.172,50| 1.188,60| 1.093,20] 24,20  23,30|  22,60| 22,60] 2620 26,50  24,56]

2 |UMBI-UMBIAN 30) 34,00 25 24,65 36,70 39,40 56,30 0,30 0,30 0,20 0,20] 0,30 0,40 0,50

3 |PANGAN HEWANI 243 241,00 226 227,60 252,60 254,50 287,00 23,00 22,60 21,30 21,60 22,40 22,50 26,20

4 |MINYAK DAN LEMAK 215) 186,00 197 196,90 212,30 220,20 207,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 [BUAH/BIJI BERLEMAK 22 17,00 14 13,50 17,20 20,10 14,80 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,30 0,20

6 |KACANG-KACANGAN 30| 42,00 38| 3930 4420 4560 50,80 3,60 3,90 3,70 3,70) 4,50, 4,60) 5,10

7 |GULA 107] 109,00 99| 99,30 88,80 99,60 96,70 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00

8 |SAYURAN DAN BUAH 82 84,00 41 81,70 82,50 82,20 88,80 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90 2,90 2,90

9 |LAIN-LAIN 27| 31,00 25 26,60 31,90 32,40 28,40 1,20 1,40 1,20 1,20 1,00 1,20 1,20

JUMLAH 1.816] 1.752,00 1.641| 1.685,70| 1.938,70| 1.982,60| 1.923,30

% AKE 90,80 87,60 82,10 84,30 96,90 92,20 91,59

%AKP 55,60 54,80 52,20 52,50 57,50 58,4 60,7,

PPH 82,20 82,50 74,00 79,90 82,60 80,70 83,10

Sumber : Diolah Dispan TPH. Prov. Kaltim, 2018
Keterangan : Angka Kecukupan Energi = 2.100 kkal/kap/hr, Angka Kecukupan Protein = 52
gr/ kap/hr, Target Nasional = 90,5

Pada tahun 2018, rata-rata pola konsumsi pangan masyarakat di Provinsi Kaltim
terhadap kelompok pangan padi-padian serta minyak dan lemak telah melebihi
konsumsi ideal yang telah ditetapkan. Sedangkan konsumsi kelompok pangan
yang masih lebih rendah dari konsumsi ideal yang ditetapkan adalah umbi-
umbian, pangan hewani, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta
sayur dan buah.

Kontribusi sumber energi yang berasal dari karbohidrat (kelompok pangan padi-
padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula) telah
mencapai 89,46 persen, dimana hal ini lebih dari standar Kementerian Pertanian
sebesar 74 persen. Sementara sumber pembangun yang berasal dari protein
(pangan hewani dan kacang-kacangan) telah mencapai 15,71 persen. Asupan
sumber pembangun ini masih kurang dari standar Kementerian Pertanian
sebesar 17 persen. Sumber pengatur yang berasal dari vitamin dan mineral
(sayur dan buah) sebesar 4,13 persen. Standar sumber pengatur dari
Kementerian Pertanian sebesar 6 persen, berarti asupan sumber pengatur masih
kurang dari standar. Dari penjelasan tersebut, maka didapatkan kesimpulan
bahwa pola konsumsi masyarakat di Provinsi Kaltim masih belum mencapai
kondisi ideal.
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Mengingat permintaan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring
peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan
pangan di Provinsi Kaltim, maka peluang dalam menghadapi berbagai tantangan
untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, secara umum masih cukup
terbuka peluang potensi sumberdaya alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial
yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghilangkan kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik.

2.2.2. Menghilangkan Kekurangan Gizi

Berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis)
atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Oleh karena keseimbangan
antara berat badan dengan tinggi badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi gizi
yang seimbang. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2016 di setiap
Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi, di mana kabupaten Kutai Kartanegara
menduduki tertinggi kasus gizi buruk sebesar 88 kasus. Oleh karena itu program
dan kegiatan bidang pangan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam
pembangunan.

Faktor makanan dan penyakit infeksi, sebagai penyebab langsung masalah gizi,
keduanya saling berkaitan. Anak balita yang tidak mendapat cukup makanan
bergizi seimbang memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga
mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi
saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat
diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat gizi buruk. Oleh karena itu,
mencegah terjadinya infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi
buruk. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pun terjadi akibat kurang energi
kronik (KEK) pada ibu hamil, dapat meningkatkan angka kematian bayi dan
anak balita. Anemia kurang zat besi pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko
kematian waktu melahirkan dan melahirkan bayi yang juga menderita anemia.
Kurang vitamin A (KVA) pada bayi dan anak balita dapat menurunkan daya
tahan tubuh, meningkatkan risiko kebutaan, dan meningkatkan risiko kesakitan
dan kematian akibat infeksi.

Prevalensi stunting pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di
bawah lima tahun (balita) masih cukup tinggi, walaupun menunjukkan
kecenderungan yang menurun selama periode 2017-2018. Pada tahun 2018
proporsi stunting pada anak balita adalah sebesar 29,4% menurun dari angka
30,6% (Riskesdas, 2018). Sementara itu, prevalensi balita kurus menurun cukup
signifikan dar 9,6% menjadi 7,5% (Riskesdas, 2018). Salah satu faktor yang
berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu
hamil dan pola pemberian ASI eksklusif. Namun, prevalensi anemia pada ibu
hamil menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 10,7% pada Tahun
2016 menjadi 15,16% pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan kurangnya
kesadaran/pemahaman ibu hamil untuk mengkonsumsi Tablet Tambah Darah
(TTD) serta kurangnya cakupan pemantauan Puskesmas/Fasilitas Kesehatan
untuk memantau gizi ibu hamil. Selainn itu cakupan ASI eksklusif juga
berfluktuasi dari sebesar 70,96% pada Tahun 2016 meningkat menjadi 71,6%
pada Tahun 2017, kemudian turun kembali menjadi 70,7% (Riskesdas 2018).

Tabel 10. Kecukupan Gizi di Provinsi Kaltim

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Prevalensi Kekurangan Gizi 17,3 19,1 19,8 19,3 14,7
(underweight) pada anak balita.
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Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Prevalensi stunting (pendek dan sangat 26,1 26,6 27,1 30,6 29,4
pendek) pada anak balita.
Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat 12,3 11,9 9,6 9,4 7,5
badan/tinggi badan) anak pada usia
kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
Prevalensi malnutrisi/ obesitas (berat 7,9 5,5 4.6 4.7 9,4
badan/tinggi badan) anak pada usia
kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
Prevalensi anemia pada ibu hamil. TAD TAD 10,7 11,87 15,16
Persentase bayi usia kurang dari 6 66,21 65 70,96 71,6 70,7
bulan yang mendapatkan ASI ekslusif.
Kualitas konsumsi pangan yang 82,5 79 82,6 83,1 84,6
diindikasikan oleh (i) skor Pola Pangan
Harapan (PPH) dan (ii)) tingkat
konsumsi ikan perkapita

2.2.3. Mengagendakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi
Pangan Berkelanjutan.

Kebutuhan pangan khususnya komoditi-komoditi tanaman pangan sangat tinggi.
Seiring dengan permintaan komoditi pangan ini perlu diikuti peningktan
produksi yang optimal. Pada rentang tahun 2014-2018 pada umumnya produksi
tanaman pangan mengalami trend peningkatan. Sebagai contoh produksi Padi
Gabah Kering Giling (GKG) pada Tahun 2016 sebesar 305.337 Ton GKG dan
pada Tahun 2018 meningkatkan menjadi 383.958 Ton GKG. Namun disisi lain,
nilai produksi GKG tahun 2018 sebesar 383.958 Ton GKG atau setara 240.895
ton beras ini masih belum memenuhi kebutuhan konsumsi beras yang sebesar
327.629 Ton beras atau hanya dapat terpenuhi 73,53% saja dari produksi lokal.
Oleh karena itu masih diperlukan pemasukan stok beras dari Pulau Sulawesi,
Pulau Jawa dalam rangka pemenuhan konsumsi beras di Kaltim. Selain itu pula
masih dihadapkannya pula permasalahan masih belum optimalnya produktivitas
padi dimana Indeks Pertanaman Padi Kaltim masih berada pada posisi 1-2 kali
per Tahun serta alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan
pertambangan menjadikan luasan lahan pertanian semakin berkurang.

Tabel 11. Luas Panen Padi di Kalimnatan Timur

Indikator Tahun

2014 2015 2016 2017 2018%)

Luas Panen Padi (Ha)

berdasarkan :
a Sawah + Ladang 100.262 99.209 80.343 94.393 102.383
b Sawah 71.332 69.072 54.364 71.403 72.348,5
¢ Bukan Lahan Sawah 28.930 30.137 25.979 22.990 28.034,8
(Ladang)
Hasil per Hektar Padi ( Kw ) berdasarkan :
a Sawah + Ladang 42,58 41,2 38,00 37,79 37,26
b Sawah 48,64 47,78 45,08 40,97 40,43
¢ Bukan Lahan Sawah 27,77 26,14 23,21 27,89 29,09
(Ladang)
Produksi Padi ( Ton ) berdasarkan :
a Sawah + Ladang 424.669 408.782 305.337 356.680 374.040
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Indikator Tahun

2014 2015 2016 2017 2018%)

b Sawah 358.119 329.999 245.047 292.562 292.479
c¢ Bukan Lahan Sawah 80.104 78.783 60.290 64.118 81.561
(Ladang)
Luas Panen Palawija menurut 2014 2015 2016 2017 2018
Jenis Tanaman
a Jagung 2.873 2.307 4948 11.139 16.246,3
b  Ubi Kayu 2.988 2.384 2451 3.610 2.762,4
c Ubi jalar 1.217 978 693 548 883,3
d Kacang Tanah 1.189 1.018 737 530 978,7
e Kedelai 768 947 1.059 807 112,9
f Kacang Hijau 342 194 193 157 201
Hasil per Hektar Palawija 2014 2015 2016 2017 2018
menurut jenis tanaman
a Jagung 26,34 36,32 44,73 33,25 60,74
b  Ubi Kayu 203,95 226,37 229,95 167,84 294,17
c Ubi jalar 106,85 111,79 110,55 111,61 67,17
d Kacang Tanah 12,78 12,68 13,45 13,87 12,4
e Kedelai 14,68 16,04 14,94 13,57 10,85
f Kacang Hijau 10,73 10,88 10,83 6,05 10,78

Produksi Palawija menurut jenis 2014 2015 2016 2017 2018
tanaman :

a Jagung 7.567 8379 22.132 37.039 103.155
b  Ubi Kayu 60.941 53.966 56.361 60.589 82.358
c Ubi jalar 13.004 10.933 7.661 6.116 11.350
d Kacang Tanah 1.520 1.127 991 735 1.007
e Kedelai 1.128 1.519 1.582 1.095 166

f Kacang Hijau 367 176 209 95 215

Sumber : SIDATA Kaltim

Membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan setiap tenaga kerja
yang terlibat pada sektor pertanian mampu menghasilkan output atau nilai
tambah yang semakin besar. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang terus
menerus dilakukan Pemprov Kaltim melalui Program Prioritas yang mengarah
pada upaya peningkatan produksi pertanian secara arti luas. Salah satu upaya
tersbut melalui menerapkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi, seperti
penggunaan benih varietas unggul baru, perbaikan manajemen pemupukan
dan pengairan, termasuk juga mendorong penggunaan alat mesin pertanian
modern

Tabel 12. Nilai Tambah Pertanian dibagi Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian

Indikator 2015 2016 2017 2018

Nilai Tambah Pertanian 121.679.320 121.113.677 143.691.361 144.473.888
dibagi jumlah tenaga

kerja di sektor

pertanian (rupiah per

tenaga kerja)

Produksi protein daging mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir,
demikian halnya produksi telur. Tercatat pada Tahun 2014 produksi daging sapi
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mencapai 59.707,5 Ton dan pada Tahun 2018 meningkat hingga mencapai
80.248 ton Daging. Peningkatan Produksi Daging ini menunjukkan bahwa
adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai
akibat peningkatan produksi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang
berdampak pada peningkatan gizi. Namun disisi lain dalam pemenuhan daging
khususnya daging sapi lokal masih ditemui kendala yakni belum mampu
terpenuhinya pemenuhan daging lokal terhadap konsumsi daging sapi.
Pemenuhan daging sapi lokal pada tahun 2018 baru terpenuhi 27% dari
kebutuhan daging sapi lokal. Untuk menutupi kekurangan tersebut, dipenuhi
dengan penyediaan daging beku.

Produksi telur juga cenderung mengalami trend peningkatan, dimana sejalan
pula meningkatnya konsumsi telur. Pada Tahun 2014 tercatat produksi telur
berkisar 9.286,2 ton dan pada Tahun 2018 mencapai 11.520 ton telur. Namun
pemenuhan telur ini belum dapat terpenuhi secara lokal, dimana produksi telur
Kaltim hanya bisa memenuhi 51,74% dari kebutuhan telur Kaltim, sehingga
diperlukan penyediaan telur dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan
Pulau Jawa.

Tabel 13 Capaian Produksi Daging dan Telur Provinsi Kaltim

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
Produksi Daging (Ton) 59.707,5 70.066,00 71.908,50 77.786,60 80.248.3
Produksi Telur (Ton) 9.286,20 11.628,00 10.812,70 11.260  11.520

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh
Penduduk Semua Usia

2.3.1. Mengurangi Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator utama pembangunan
kesehatan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Jumlah
kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2018, yaitu 74 orang. Kematian
ibu disebabkan oleh perdarahan, tekanan darah yang tinggi saat hamil
(eklampsia), infeksi, persalinan macet dan komplikasi keguguran. Penyebab tidak
langsung kematian ibu adalah karena kondisi masyarakat seperti pendidikan,
sosial, ekonomi dan budaya. Kondisi geografi serta keadaan sarana pelayanan
yang kurang siap ikut memperberat permasalahan ini. Beberapa hal tersebut
mengakibatkan kondisi 3 terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat
sampai di tempat pelayanan dan terlambat mendapatkan pertolongan yang
memadai) dan 4 terlalu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu rapat
jarak kelahiran)

Tabel 13. Angka Kematian Ibu Per-100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kematian Ibu 109 100 95 105 74
Proporsi perempuan pernah kawin 94,83 95,57 99,18 96,39

umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih.

Persentase perempuan pernah kawin 81,29 87,64 87,37 87,34
umur 15-49 tahun yang proses

melahirkan terakhirnya di fasilitas

kesehatan.
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2.3.2. Mengurangi Angka Kematian Bayi

Penyebab langsung kematian bayi adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan
kekurangan oksigen (asfiksia). Penyebab tidak langsung kematian bayi baru lahir
adalah karena kondisi masyarakat seperti pendidikan, sosial ekonomi dan
budaya. Kondisi geografi serta keadaan sarana pelayanan yang kurang siap ikut
memperberat tingginya angka kematian ibu maupun bayi. Jumlah Kematian
Balita mengalami penurunan hingga 54 kematian. Sementara Jumlah Kematian
Neonatal masih termasuk tinggi, yaitu 498 kematian dan jumlah Kematian Bayi
sejumlah 608 kasus

Tabel 15. Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah kematian balita 61 65 112 82 54
Jumlah Kematian Neonatal (AKN) 151 186 157 462 498
Jumlah Kematian Bayi (AKB) 730 750 638 605 608

Persentase @ kabupaten/kota yang 100 90 90 100 90
mencapai 80% imunisasi dasar
lengkap pada bayi.

2.3.3. Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular

Beberapa insiden penyakit menular telah mengalami penurunan tetapi tetap
harus diwaspadai karena dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa. Penyakit
menular dikelompokkan dalam 2 kelompok besar berdasarkan penularannya.
Kelompok penyakit menular yang ditularkan melalui binatang (Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik) yang merupakan program nasional yaitu Malaria, DBD,
Rabies, Filariasis dan Kecacingan. Sedangkan kelompok menular langsung yang
merupakan program nasional yaitu TBC, HIV/AIDS, Kusta, Hepatitis dan Infeksi
Saluran Pernafasan Atas. Kegiatan dalam rangka mengakhiri penyakit menular
di atas diantaranya melakukan advokasi sosialisasi kepada pemerintah daerah,
lintas sektor dan lintas program, penjaringan atau deteksi dini penularan
penyakit pada daerah yang mempunyai endemisitas yang tinggi maupun pada
lokasi-lokasi khusus yang diduga terdapat penularan. Promosi kesehatan dan
edukasi pada masyarakat mengenai penyakit menular dan melakukan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Kabupaten/Kota. Dengan
adanya kegiatan tersebut maka bisa dilihat epidemi penyakit menular yang
menurun dari tahun ke tahun pada tabel berikut:

Tabel 16. Indikator Penyakit Menular di Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 2,43 4,38 3,88 2,23 1,72
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 130,43 102,17 46,08
penduduk.

Kejadian Malaria per 1000 orang. 0,47 0,44 0,35 0,44 0,66
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 3 0] 0 0 0
eliminasi malaria.

Persentase kabupaten/kota yang 0 0 1 10 10

melakukan deteksi dini untuk infeksi
Hepatitis B.
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2.3.4. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular

Terjadi epidemiologi yang signifikan di mana penyakit tidak menular (PTM)
menjadi salah satu masalah kesehatan dan penyebab kematian yang merupakan
ancaman global bagi pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan PTM terus
meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. PTM utama meliputi
hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).
Jumlah kematian akibat rokok terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995
menjadi 59,7% di tahun 2007. Selain itu dalam survei ekonomi nasional 2006
disebutkan penduduk miskin menghabiskan 12,6% penghasilannya untuk
konsumsi rokok.

Adapun hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 untuk Provinsi
Kaltim menunjukkan bahwa:

a. Persentase merokok pada penduduk umur = 10 tahun sebesar 25,9%
menurun dibandingkan dengan Riskesdas 2013 sebesar 27,7%.

b. Prevalensi Hipertensi berdasarkan pengukuran penduduk umur = 18 tahun
sebesar 39,3% meningkat secara signifikan dibandingkan dengan Riskesdas
2013 sebesar 29,6%.

c. Proporsi obesitas pada penduduk umur = 18 tahun sebesar 28,7 meningkat
secara signifikan dibandingkan dengan Riskesdas 2013 sebsar 20,6%.

Penanggulangan PTM dan pengendalian konsumsi rokok (aksesi FCTC) menjadi
salah satu upaya untuk mencapai TPB (dalam Tujuan 3). Masuknya isu
pengendalian tembakau dan penanggulangan PTM ke dalam indikator
pencapaian TPB seharusnya menjadikan program tersebut menjadi prioritas
pembangunan di tingkat nasional.

Tabel 17. Indikator Penyakit Tidak Menular di Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Persentase merokok pada penduduk 27,70 25,90
umur <18 tahun.

Prevalensi tekanan darah tinggi. 29,60 39,30
Prevalensi obesitas pada penduduk 20,60 28,70

umur =18 tahun.

Angka kematian (insidens rate) akibat
bunuh diri.

Jumlah kabupaten/kota yang 10 10
memiliki puskesmas yang

menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa.

2.3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung menurun di Kaltim, yaitu
1,77 pada tahun 218, sementara jumlah yang mengakses layanan rehabilitasi
medis semakin meningkat, yaitu sebanyak 1.083 orang di tahun 2018.
Peningkatan angka penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alcohol yang
merugikan yang mengakses layanan rehabilitasi medis dan menurunnya angka
prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa ketersediaan
pelayahan yang semakin meningkat, namun juga dapat menunjukan terdapat
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peningkatan jumlah kesadaran pengguna untuk memperoleh kesembuhan atau
memperoleh penanganan.

Tabel 18. Prevelensi penyalahgunaan narkoba

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah penyalahguna narkotika dan - 822 1392 1022 1083
pengguna alkohol yang merugikan, yang
mengakses layanan rehabilitasi medis.

Jumlah yang mengakses layanan - 82 298 163 89
pasca rehabilitasi.

Jumlah lembaga rehabilitasi sosial - - - - -
korban penyalahgunaan NAPZA yang
telah dikembangkan /dibantu.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba. 3,07 3,23 - 2,12 1,77

2.3.6. Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi sudah dilakukan di seluruh
kabupaten/kota di Kaltim. Peserta KB terbanyak menggunakan suntikan dan pil,
dengan jumlah terbanyak di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Tabel 14. Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim
Tahun 2018

Kabupaten/Kota  IUD MOW MOP Kondom Implant Suntikan Pil

Paser 1.862 381 56 626 1.848 10.863 5.536
Kutai Barat 382 361 34 470 562 6.438 7.458
Kutai 6.823 2.026 200 2.582 7.653 46.436 38.482
Kartanegara

Kutai Timur 2.606 803 64 1.401 3.212 26.599 8.446
Berau 1.908 957 12 642 1.830 16.135 7.935
Penajam Paser 1.169 507 10 591 1.704 11.575 5.790
Utara

Mahakam Ulu 92 20 - 9 133 732 646
Balikpapan 11.277 3.018 138 3.939 4.877 29.684 17.213
Samarinda 18.720 2.058 285 2.484 6.269 37.077 35.162
Bontang 3.646 1.251 144 1.490 1.271 8.698 4.542
Kaltim 48.485 11.382 943 14.234 29.359 194.237 131.210

Sumber : BPS Kaltim, 2018

2.3.7. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Sampai dengan tahun 2018, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
di Kaltim sekitar 2,9 juta jiwa dari 3,5 juta jiwa dan masih tersisa £ 17% atau
sebesar 600.000 jiwa masyarakat yang harus menjadi peserta JKN-KIS agar
dapat memenuhi target Universal Health Coverage (UHC). Pencapaian Kesehatan
Universal di Kaltim baru tercapai di 5 Kab/Kota yaitu Mahakam Ulu, Kutai
Barat, Kutai Kertanegara, Bontang, Balikpapan. Sementara masih ada 5
Kab/Kota lainnya yang belum mencapai UHC yaitu Samarinda, Berau, Kutai
Timur, Paser, PPU. Kendalanya masih ada data yang ganda, sehingga tidak
tersedia data yang valid. Upaya yang sudah dilakukan adalah koordinasi dengan
lintas sektor terkait seperti BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil.
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Tabel 15. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah penduduk yang 2.913.4 2.680.0 3.083.9
dicakup asuransi 40 11 09

kesehatan atau sistem
kesehatan masyarakat per
1000 penduduk.

Cakupan Jaminan 83,21 78,00 87,19
Kesehatan Nasional (JKN)
(%)

2.3.8. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin

Pemerataan tenaga kesehatan menjadi isu penting dalam pemenuhan tenaga
kesehatan, beberapa jenis tenaga kesehatan jika dilihat dari rasio terhadap
100.000 penduduk rasionya sudah mencukupi bahkan melebihi standar seperti
Dokter Spesialis Target rasio 10/100.000 capaian rasio 13/100.000, Perawat
Target rasio 158/100.000 capaian rasio 218.34/100.000. Jika dilihat fasilitas
pelayanan kesehatan setiap kabupaten/kota, maka tenaga kesehatan banyak
terkumpul di daerah-daerah perkotaan, seperti Kota Balikpapan, Bontang, dan
Samarinda.

Tantangan yang masih dihadapi adalah penyerapan tenaga kesehatan dari
perguruan tinggi, redistribusi tenaga kesehatan yang masih sulit dilakukan dan
belum optimal, serta dukungan Pemerintah Daerah pada program penugasan
tenaga kesehatan (Nusantara Sehat), khususnya penugasan khusus yang
berbasis tim dan individu yang masih dirasakan kurang, seperti: penyediaan
sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang
pelaksanaan tugas.

Tabel 16. Sebaran Tenaga Kesehatan di Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Kepadatan dan distribusi tenaga
kesehatan.

Kepadatan dan distribusi dokter 9,67 11,14 11,94 13,56 13,89
spesialis

Kepadatan dan distribusi dokter 27,17 28,77 29,5 28,12 28,17
umum

Kepadatan dan distribusi dokter gigi 6,65 7,32 8,65 8,17 8,41

Kepadatan dan distribusi perawat 184,23 185,24 187,08 216,11 218,34

Kepadatan dan distribusi perawat 2,65 2,88 3,17 3,97 4,49
gigi

Kepadatan dan distribusi bidan 79,45 80,34 80,69 94,37 94,88

Kepadatan dan distribusi tenaga gizi 6,84 7,12 7,91 9,18 9,67

Kepadatan dan distribusi tenaga 5,80 5,97 6,09 7,47 7,56
kesehatan lingkungan

Kepadatan dan distribusi tenaga
ketarapian fisik

Kepadatan dan distribusi keteknisan
medis

Kepadatan dan distribusi tenaga 6,34 6,51 6,63 10.04 10,72
kesehatan masyarakat
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Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan membutuhkan dukungan
berbagai pihak, baik diselenggarakan oleh Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota.
Wujud dari dukungan tersebut dapat berupa kegiatan, anggaran dan komitmen,
Anggaran yang diperlukan dapat berasal dari APBD Provinsi dan Kab/Kota,
APBN dan dana DAK sub bidang pelayanan kefarmasian.

Kebijakan Obat Nasional (KONAS) Tahun 2006 menyebutkan bahwa keberadaan
gudang farmasi Kab/Kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi Kab/Kota
(IFK). Kebijakan tersebut bersinergi dan mendukung langsung terhadap
peningkatan kapasitas institusi pengelola obat di Kab/Kota. Selain itu terbitnya
kebijakan mengenai pengelolaan obat terpadu (one gate policy) memberikan
stimulasi kepada para pengelola program dan pengelola obat, untuk melakukan
manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang baik dan benar.

Faktor geografis masih menjadi tantangan dalam pendistribusian obat dan
vaksin. Masih ada sejumlah daerah yang indikator ketersediaan obat dan vaksin
tidak mencapai 100%. Daerah yang ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmasnya di atas 90%, memang memiliki manajemen suplai yang lebih
baik. Mulai dati perencanaan hingga pengadaan, penyimpanan dan
penggunaannya sudah baik. Mengingat tantangan terbesarnya geografis karena
Kaltim sangat luas maka di daerah harus ada buffer stock. Baik di tingkat pusat
maupun daerah, bisa terjadi kekosongan obat dan vaksin. Karena itu cadangan
harus ada dan kemudian diatasi dengan manajemen suplai yang baik.
Berdasarkan data indikator ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Kaltim
untuk tahun 2018 persentasenya mencapai 98,82%.

Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki peranan
penting dalam memberikan pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan
kesehatan. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang cukup dan
bermutu di sarana pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kemampuan
tenaga kefarmasian pengelola obat di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota.
Keberhasilan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kab/Kota merupakan wujud dari kinerja tenaga kefarmasian
pengelola obat, di samping ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan
anggaran operasional. Selain itu, ditentukan dari kemampuan melakukan
koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengelolaan obat dan perbekalan
kesehatan.

Tabel 17. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Persentase ketersediaan obat dan 79,06 82,73 96,74 98,82
vaksin di Puskesmas.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta
Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

2.4.1. Partisipasi Pendidikan Penduduk

Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk umur
sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK yang tinggi
menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan
ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati
atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah
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belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga
menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia
sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Nilai APK biasanya akan diatas
nilai APS dan APM, karena APK menghitung umur diluar range umur jenjang
pendidikannya. Contohnya adalah APK SD merupakan persentase jumlah
penduduk yang yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk umur 7-
12 tahun. Angka APK bisa bernilai 100 persen lebih (Pada tahun 2018, sebesar
108,02). Hal ini menandakan bahwa ada umur anak yang mengenyam bangku
pendidikan di SD berada di luar range umur 7-12 tahun, bisa disebabkan oleh
ada siswa yang belum cukup umur namun sudah bersekolah, atau ada yang
telat sekolah atau mengalami pengulangan kelas.

Semakin bertambahnya umur maka semakin menurun juga nilai APK nya, untuk
jenjang pendidikan SLTP, pada tahun 2018, Kaltim memiliki nilai sebesar 92,57
persen. Namun ada hal unik di Kaltim ini, APK untuk jenjang SLTA angkanya
lebih tinggi jika dibandingkan dengan APK SLTP. APK SLTA memiliki nilai 96,08
persen. Sedangkan APK untuk tinkgat Perguruan Tinggi jauh lebih kecil, yakni
hanya sebesar 35,64 persen.

Tabel 23. Angka Partisipast Kasar (APK) Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018

Jenjang 2014 2015 2016 2017 2018
APK SD/MI/Paket A 110,32 112,61 110,04 108,07 108,02
APK SMP/MTs/Paket B 92,04 97,9 95,28 91,46 92,57
APK 85,97 90,31 95,38 99,51 96,08
SMA/SMK/MA/Paket C
APK Perguruan Tinggi 28,44 31,60 35,58 35,64

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2019
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Gambar 3. Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/Sederajat sampai
dengan Pendidikan Tinggi di Kaltim, 2014-2018

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat digunakan untuk melihat ketepatan umur
penduduk dalam mendapatkan pendidikan. Dengan kata lain APM menunjukkan
seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan
fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100 berarti
seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Sejalan dengan APS,
semakin umur bertambah maka semakin menurun nilai APM nya. Hal ini terlihat
di Gambar 2.4. yang menyatakan bahwa nilai dari APM jenjang SD, SLTP dan
SLTA mengalami penurunan.
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Gambar 4. Angka Partisipasi Murni di Kaltim tahun 2014-2018

Untuk APM, jenjang pendidikan SD di Kaltim tahun 2018 sebesar 98,4 persen.
APM Kaltim untuk jenjang SLTP adalah sebesar 79,68 persen. tingkat SLTA
Kaltim memiliki angka sebesar 68,43 persen. Kemudian nilai APM Perguruan
Tinngi tahun 2018 merupakan yang paling rendah, yakni hanya sebesar 22,29.
Nilai APM SLTP dan APM SLTA tersebut nilainya dibawah nilai APM SD, hal ini
sesuai dengan umur yang semakin bertambah maka semakin menurun nilai
APMnya.

Persentase kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun ke atas
tahun 2018 di Provinsi Kaltim adalah sebesar 98,96 persen, ini menunjukkan
bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas di Kaltim terdapat sekitar
98 atau 99 orang penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis
atau Angka Melek Huruf (AMH). Sedangkan proporsi penduduk usia 15 tahun
keatas yang masih buta huruf hanya sebesar 1,04 persen. Jika dibandingkan
dengan rata-rata Nasional, angka tersebut relatif cukup bagus karena pada
tingkat Nasional angka buta huruf penduduk 15 tahun ke atas pada tahun 2017
adalah sebesar 2,08 persen. Namun demikian masih dibutuhkan program
pendidikan untuk dapat menghapus buta aksara di Kaltim.

Jika diirinci berdasarkan wilayah kabupaten/kota, terlihat bahwa wilayah
dengan proporsi penduduk yang dapat membaca dan menulis paling tinggi
adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 99,77 persen, sementara, wilayah dengan
AMH terkecil adalah Kabupaten Kutai Barat, yaitu sebesar 98,36 persen. Secara
umum, AMH seluruh kabupaten/kota di Kaltim sudah lebih dari 98 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim telah memiliki akses untuk dapat
memperoleh pengetahuan yang cukup baik, karena sebagian besar masyarakat
memiliki kemampuan untuk dapat menerima informasi melalui kemampuan
membaca dan menulis. Namun masih terdapat tantangan, yaitu untuk lebih
meningkatkan proporsi penduduk yang mampu membaca menulis serta
melakukan pemerataan penyediaan jasa pendidikan, terutama di wilayah
kabupaten yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman.

Tabel 24 Angka Melek Huruf Provinst Kaltim Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
Paser 98,08 97,65 98,41 98,49 99,13
Kutai Barat 98,37 97,62 98,22 98,49 98,36
Kutai Kartanegara 98,41 97,98 98,52 98,85 98,71
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Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018

Kutai Timur 98,03 99,04 98,26 98,97 99,05
Berau 99,13 98,16 98,34 98,94 99,01
Penajam Paser 96,65 96,86 96,71 98,21 99,15
Utara

Mahakam Ulu - 97,98 97,13 97,33 99,49
Balikpapan 99,93 99,22 99,38 99,15 99,33
Samarinda 98,84 99,59 99,61 99,27 98,68
Bontang 99,51 99,55 99,02 99,41 99,77
Kaltim 98,59 98,69 98,82 98,96 98,96

Sumber : BPS Prov Kaltim, 2019

2.4.2. Disparitas Pendidikan antara Perempuan dan Laki-laki

Jika dirinci menurut jenis kelamin, persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas
menurut Jenis Kelamin dilihat dari status pendidikannya di tahun 2018 jumlah
penduduk laki-laki lebih banyak yang sudah tidak bersekolah lagi dan jumlah
penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi dari jumlah
penduduk laki-laki. Dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, jumlah penduduk
laki-laki yang masih sekolah lebih banyak berada pada tingkat sekolah SMP dan
Perguruan Tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Namun
jika untuk level tingkat sekolah SD dan SMA, jumlah penduduk perempuan yang
masih sekolah jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-
laki.

Tabel 25 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan
Status Pendidikan Tahun 2018

Jenis  Tidak/Belum Masih Sekolah Tidak
Kelamin ~ &oros  SD/MI SMP/MTs SMA/SMK Perewman  Bersekolah
/Paket B Tinggi .
/Paket /MA /Paket Lagi
A C
Laki- 4,78 12,54 5,26 5,37 3,19 68,85
Laki
Peremp 6,17 13,48 4,90 5,52 3,13 63,99
uan

Sumber : BPS Prov Kaltim, 2019

Jika melihat persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun menurut jenis kelamin
dilihat dari status Pendidikannya di tahun 2018, berbeda hasilnya terhadap
persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas menurut jenis kelamin dilihat dari
status Pendidikannya. Pada rentang usia 7-24 tahun, terlihat jumlah penduduk
yang masih sekolah pada usia tersebut didominasi oleh penduduk perempuan
disemua tingkat sekolah, kecuali level SMP yang lebih banyak didominasi
penduduk laki-laki. Sedangkan untuk rentang usia 7-24 tahun, diketahui bahwa
penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk perempuan
yang tidak/belum pernah bersekolah, begitu pula hanya dengan yang sudah
tidak bersekolah lagi.

Tabel 26 Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan
Status Pendidikan Tahun 2018

Jenis Tidak/Belum Masih Sekolah o Tid;lkl .
Kelamin g:g;f}ll SD/MI/ SMP/MTs SMA/SMK/ Perguruan |

Paket A /Paket B MA/Paket C Tinggi
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Laki-Laki 0,47 34,72 15,76 15,91 7,66 25,48
Perempu 0,14 36,83 14,20 15,99 7,88 24,96
an

Sumber : BPS Prov Kaltim, 2019

Penduduk perempuan masih belum menjalani Pendidikan lebih baik di banding
laki-laki, dimana angka rata-rata lama sekolah terpaut 3 tahun. Tingkat
Pendidikan yang dominan dicapai oleh perempuan adalah Sekolah Dasar,
sedangkan Laki-laki pada tingkat Sekolah Menengah Pertama.

10 1 975 986

9,53 957 961

213 214 215 216 217 2018

mlaki-laki wmPerempuan

Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kaltim tahun 2013-
2018

2.4.3. Kemampuan Siswa

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat pada tingkat
pendidikan yang ditamatkan. Semakin banyak penduduk yang memiliki ijazah
jenjang pendidikan yang tinggi, maka semakin bagus kualitas pendidikan di
wilayah tersebut. Dan juga menandakan adanya pemerataan dalam hal
pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2018 persentase penduduk usia 15
tahun ke atas di Kaltim, yang tidak memiliki ijazah ada sebesar 11,86 persen.
Persentase terbesar adalah penduduk yang memiliki ijazah tertingginya adalah
SMA/MA yang sekitar sepertiga dari total penduduk usia 15 tahun ke atas.
[jazah tertinggi SD dan SMP juga tidak terlalu jauh, berada di sekitar angka dua
puluhan persen.

Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang memiliki persentase terbesar
penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah, yaitu sebesar
30,65 persen dan kemudian disusul Penajam Paser Utara sebesar 18,59 persen
dan Kutai Barat sebesar 18,31 persen, sedangkan yang paling kecil
persentasenya adalah di Kota Samarinda yaitu sebesar 8,05 persen. Jika dilihat
berdasarkan pengelompokan wilayah perkotaan dan perdesaan maka persentase
penduduk yang tidak memiliki ijazah di wilayah perkotaan (Kota Balikpapan,
Kota Samarinda, dan Kota Bontang) persentasenya lebih kecil jika dibandingkan
dengan wilayah kabupaten di Kaltim. Begitu juga dengan jenjang SD, SMP, SMA
dan Perguruan Tinggi wilayah kota memiliki persentase yang lebih unggul jika
dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini menandakan masih ada
keterpusatan pendidikan di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan memiliki
fasilitas yang lengkap sehingga cukup wajar jika kepemilikan ijazah di kota lebih
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besar persentasenya. Begitu juga dengan persentase penduduk yang memiliki
ijjazah tertinggi Perguruan Tinggi, di kota banyak ditemukan perguruan tinggi,
sedangkan di kabupaten perguruan tinggi cukup terbatas.

Tabel 27 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut
Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki tahun 2018

Kabupaten/ Tidak  SpD/ SMP/ SMA SMK/ DI DIII DIV/
Kota Mempuwal M1 MTs  /MA  MA  dan S1/S
jazah

DII 2/S3
Paser 17,56 25,60 23,28 21,79 3,50 0,81 1,51 5,95
Kutai Barat 18,31 25,11 21,48 23,94 4,46 0,14 1,26 5,30
Kutai 11,54 28,37 23,04 26,36 3,79 0,32 1,12 5,45
Kartanegara
Kutai Timur 13,64 24,33 21,92 2298 7,63 0,32 1,44 7,74
Berau 17,44 21,45 19,81 25,97 3,23 0,51 2,24 9,35

Penajam Paser 18,59 26,35 21,85 21,01 5,45 0,93 2,24 3,58
Utara

Mahakam Ulu 30,65 24,61 14,71 18,99 2,07 0,04 1,32 7,62

Balikpapan 8,96 13,58 19,87 29,03 13,12 0,80 4,09 10,47
Samarinda 8,05 16,94 21,63 30,21 7,97 0,93 3,06 11,22
Bontang 9,38 15,88 15,75 33,37 10,16 1,25 3,57 10,65
Kaltim 11,86 21,10 21,33 27,01 7,18 0,68 2,42 841

Sumber : BPS Prov Kaltim, 2019

2.4.4. Kualitas Guru, Dosen dan Tenaga Pendidikan.

Dilihat dari jumlah Guru menurut tingkat pendidikan, jumlah guru juga sejalan
dengan jumlah sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin
sedikit jumlah gurunya. Jumlah guru di SD/MI lebih banyak jika dibandingkan
dengan jumlah guru di SMP/MTs dan juga jumlah guru SMA/SMK/MA. Jumlah
guru SD/MI di Kaltim tahun 2018 sebesar 25.130 orang, jumlah guru SMP/MTs
sebesar 11.863 orang dan jumlah guru SMA/SMK/MA sebesar 10.050 orang.
Jumlah guru tiap kabupaten/kota pun berbeda-beda tergantung banyaknya
sekolah dan banyaknya murid.

Tabel 28 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota Provinsi
Kaltim,

Kabupaten/ Guru SD  Guru Guru Guru  Guru Guru Guru Jumlah
Kota MI SMP MTs SMA MA SMK pzirﬁ?k
Paser 2.062 175 812 306 348 213 313 46
Kutai Barat 2.079 85 710 97 330 22 247 35
Kutai 5.638 372 1.920 738 881 221 723 215
Kartanegara

Kutai 2.606 89 1.007 126 372 43 410 78
Timur

Berau 1.853 94 763 107 396 23 272 114
Penajam 1.238 33 428 115 197 55 263 -
Paser Utara

Mahakam 420 - 207 - 89 - 26 -
Ulu

Balikpapan 2.859 299 1.306 201 590 125 831 771

Samarinda 3.850 367 1.818 614 868 185 1.34 2.462
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Kabupaten/ Guru SD  Guru Guru Guru Guru Guru Guru Jumlah

Kota MI SMP MTs SMA MA  SMK Tenaga
Pendidik
4
Bontang 919 92 498 90 289 42 332 119
Kaltim 23.524 1.606 9.469 2.394 4.360 929 4.761 3.860

Sumber : BPS Kaltim, 2019

Kualitas SDM dan daya saing bangsa erat sekali kaitannya dengan kualitas
pendidikan nasional, sementara pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh
pembangunan pendidikan di masing-masing daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) sehingga untuk memperbaki kondisi tersebut harus dijawab
dengan meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme pengelola
pendidikan (tenaga kependidikan, khususnya guru).

Melihat nilai persentase Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 di Provinsi
Kaltim, terlihat sejak tahun 2014, jumlah guru yang memiliki kualifikasi minimal
S1/D4 mengalami peningkatan tajam di setiap tingkat pendidikan. Pada tahun
2018, nilai persentase terbesar guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 berada
pada tingkat SMA/SMALB sebesar 97,58 persen, kemudian disusul guru yang
mengajar pada tingkat SMK sebesar 95,05 persen, guru di tingkat SMP/SMPLB
sebesar 94,58 persen, dan terkecil ialah nilai persentase guru SD/SDLB sebesar
86,81 persen. Dari data ini terlihat bahwa makin tinggi tingkat pendidikan yang
diampu oleh guru, makin tinggi pula jumlah guru dengan kualifikasi minimal
S1/D4 yang tersedia.

Tabel 29 Persentase Guru SD/SMP/SMA/SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Persentase guru SD/SDLB dengan 78,48 79,84 81,2 82,56 86,81
kualifikasi minimal S1/D4

Persentase guru SMP/SMPLB 83,2 86,48 89,76 93,04 94,58
dengan kualifikasi minimal S1/D4
Persentase guru SMA/SMALB 95,15 95,83 96,51 97,19 97,58
dengan kualifikasi minimal S1/D4
Persentase guru SMK dengan 91,03 91,53 92,03 92,53 95,05

kualifikasi minimal S1/D4

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)
merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan
kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta
partisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.
Untuk itu, jika didapatkan angka IPG atau IDG yang masih tertinggal
dibandingkan dengan wilayah lainnya, pemerintah setempat diharapkan dapat
mengamati dan mengidentifikasi indikator tunggal/pembentuk strategi bersama
sektor terkait harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan IPG dan IDG dan
berupaya meningkatkannya.

Sampai tahun 2016 terlihat bahwa posisi ataupun peran perempuan dalam
berbagai lini pembangunan masih sangat rendah. IDG masih berada pada garis
cukup, walaupun juga terjadi penurunan ondisi pada tahun 2017 dibandingkan
kondisi tahun 2013.Walaupun demikian, IPG memiliki kecenderungan
meningkat. IDG tertinggi di Kaltim dicapai Kabupaten Mahakam Ulu sebesar
74,12 di atas nasional, sedangkan terendah Bontang sekitar 45,55. Selain itu,
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IPG Provinsi Kaltim sebesar 85,62, sedangkan capaian Indonesia tahun 2017
sebesar 90,96. IPG kabupaten dan kota di Kaltim menunjukkan Balikpapan,
Samarinda, Berau, Bontang dan Penajam Paser Utara memiliki capaian IPG di
atas capaian Kaltim, sisanya di bawah capaian Kaltim.

90 - 84.75 85.07 85.6 85.62 85.63
80 -
70 -
L 55.96 56.93 56.64 57.53
~ S - + ™
50 . .
2014 2015 2016 2017 2018
——IDG IPG

Gambar 5. Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender
Kaltim, 2014-2018

2.5.1. Kebijjakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan

Kaltim sangat berkomitmen mendukung upaya pelaksanaan strategi
pengarusutamaan gender (PUG). Pemprov Kaltim lanjutnya, berkomitmen dalam
upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam pembangunan. Sesuai visi
RPJMD 2018-2023 menjalankan misi Berdaulat dalam pembangunan SDM yang
berakhlak mulia dan berdaya saing rerutama perempuan, pemuda dan
disabilitas.

Prmprov Kaltim bertekad dan berusaha keras agar pembangunan mendapat
partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula dengan pembangunan
perspektif gender, dimana telah dibuka peluang dan diberikan ruang terbuka
luas bagi peran serta kaum perempuan untuk turut berpartisipasi dalam
pembangunan di Kaltim. Selain itu, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan Perda
Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender, serta Rencana
Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender melalui Peraturan Gubernur Kaltim No.
85 tahu 2012

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidup perempuan,
serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, berbangsa dan bernegara, dan untuk mendukung kebijakan
implementasi dan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, serta
peningkatan komitmen pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang responsif
gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Maka diperlukan strategi
untuk mengintegrasikan kebijakan kesetaraan gender terhadap perempuan dan
laki-laki dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan.

Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan

baik di tingkat pusat maupun daerah, diantaranya adalah :

a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan
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Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk
Pemerintah Daerah.

d. Surat Edaran 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan
Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (SE  No. 270/M.PPN/11/2012, No. SE-33/MK.02/2012,
No.050/4379A/SJ, No. SE 46/MPP-PA/11/2012).

e. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penerapan
Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kaltim.

f. Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengarus utamaan gender, diantaranya
adalah:

1. Data terpilah dan informasi masih menjadi kendala utama dalam analisis
gender. Data terpilah nampaknya masih belum menjadi mekanisme yang
terintegrasi dalam pendataan daerah. Bila permasalahan ini tidak segera
diatasi, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak akan efisien, dan
perencanaan serta penganggaran tanpa basis data akan menjadi kurang
efektif.

2. Penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG dan PPRG termasuk instrument
yang digunakan.

3. Peran masing-masing instansi penggerak PPRG yang kurang jelas dan kurang
berimbang.

4. Belum semua aparatur memahami isu gender dan integrasi isu gender dalam
dokumen perencanaan daerah.

Kelompok kerja (Pokja PUG) yang telah terbentuk namun belum sepenuhnya

melibatkan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi (Jejaring

masyarakat masih lemah

2.5.2. Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap perempuan

Pemprov Kaltim telah menyediakan prosedur pelaporan jika terjadi tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anakyaitu melalui lembaga layanan DKP3A
Kaltim, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A). P2TP2A Odah Etam merupakan pusat kegiatan terpadu yang
menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kaltim,
meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis, hukum, pendampingan dan
advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (shelter) melalui rujukan
sacara gratis
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Gambar 6. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim Tahun
2014-2018 (Sumber : sidata.kaltimprov.go.id)

Pada tahun 2017 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak paling tinggi
yaitu sebesar 732 kasus, dan menurun pada tahun 2018 sebanyak 460 kasus,
lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 407 kasus.

2.5.3. Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif serta Kesempatan yang Sama
Bagi Perempuan untuk Memimpin

Rerata perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD di kabupaten/kota di
Kaltim masih berada di bawah 30%. Prosentase terbesar ada di Kota Samarinda
dan Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan yang terkecil ada di Kabupaten
Penajam Paser Utara dan Kota Bontang.

Tabel 18. Persentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
Tahun 2018

Kabupaten/Kota Laki- Perempuan
Laki

Paser 83,33% 16,67%
Kutai Barat 84% 16%
Kutai Kartanegara 91,11% 8,89%
Kutai Timur 85% 15%
Berau 90% 10%
Penajam Paser 96% 4%
Utara

Mahakam Ulu 78,95% 21,05%
Balikpapan 82,22% 17,78%
Samarinda 77,78% 22,22%
Bontang 96% 4%

Sumber : sidata.kaltimprov.go.id

Tabel 19. Persentase Perempuan di lembaga Eksekutif

Jabatan Jumlah Wanita Persentase
Eselon II 48 10 20,83%
Eselon III 240 65 27,08%
Eselon IV 678 268 39,53%

Sumber: BKD Provinsi Kaltim 2018
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2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

2.6.1. Menjamin Penyediaan Sanitasi Layak dan Terjangkau

Rumah atau tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar
hidup manusia. Pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat
juga harus memperhatikan akses air minum dan sanitasi layak. Selama tahun
2014-2018 persentase rumah tangga di Kaltim yang mendapatkan kriteria
sanitasi layak cenderung meningkat. Namun perlu diperhatikan bahwa masih
terdapat Kabupaten yang tingkat persentase Rumah Tangga yang memiliki akses
sanitasi layak dibawah 50% yakni Kabupaten Mahakam Ulu.

Permasalahan dalam penyelenggaraan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan
sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air
baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum
dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh
belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif
pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun pendanaan, serta
penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan
dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum
untuk pemenuhan aspek 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan
Keterjangkauan) (Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kaltim, 2015).

2.6.2. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak cenderung meningkat, walaupun
pada Kabupaten Mahakam Ulu masih di bawah 50%. Kondisi ini menunjukkan
bahwa masih diperlukan upaya peningkatan akses sanitasi layak pada wilayah
yang jauh dari perkotaan.
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Tabel 20. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi
Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim, 2014-2018

Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
Paser 47,73 54,29 54,40 54,30 72,48
Kutai Barat 35,94 20,71 38,60 53,30 63,53
Kutai Kartanegara 76,08 59,66 61,80 53,70 63,80
Kutai Timur 62,14 42,00 54,80 72,80 80,15
Berau 80,60 68,21 73,40 59,50 81,97
Penajam Paser 50,26 63,14 68,90 64,70 67,40
Utara

Mahakam Ulu - 51,75 24,40 33,40 41,61
Balikpapan 93,82 83,43 83,60 91,20 86,00
Samarinda 96,19 87,68 93,50 87,40 92,89
Bontang 88,77 89,98 82,20 91,50 94,73
Kaltim - 68,83 72,70 72,80 79,43

Sumber : BPS Kaltim 2019

2.6.3. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dalam
rangka peningkatan akses sarana kesehatan lingkungan melalui perubahan
perilaku masyarakat dengan S5 (lima) Pilar STBM yang mendukung kesehatan
masyarakat. Kabupaten/Kota STBM Paripurna yaitu Kabupaten/Kota yang telah
mencapai Open Defecation Free(ODF) ditambah memiliki minimal 50%
Desa/Kelurahan minimal 50% KK telah melaksanakan 5 Pilar STBM terdiri atas:
Stop Buang Air Besar, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan
makanan rumah tangga, Pengamanan sampah rumah tangga dan Pengelolaan
Limbah Cair Rumah Tangga.

PP No. 66 tahun 2014 menyebutkan STBM bagian dari kegiatan intervensi
kesehatan lingkungan yaitu untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang
hygiene dan saniter yang mandiri dalam melalui pemberdayaan dengan cara
pemicuan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

Jumlah penduduk Provinsi Kaltim yang mengakses sanitasi layak pada 2018
yakni dari 1.138.395 KK, saat ini baru ada sekitar 945.068 (83,02 persen) desa
yang melaksanakan STBM (pemicuan) baru 620 desa dari 1.032 desa yang baru
(60,78 persen). Sedangkan kabupaten yang stop buang air besar sembarangan
(ODF) baru 139 (13,63 persen) ODF desa verifikasi. Upaya promotif dan preventif
dengan pendekatan STBM melalui pemberdayaan masyarakat menjadi alternatif
yang cukup efektif, untuk memicu perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
mendukung pencapaian akses air minum dan sanitasi yang layak dan
berkesinambungan.

2.6.4. Peningkatan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

Pengelolaan sanitasi tidak hanya dititikberatkan pada pembangunan fasilitas
sanitasi, namun pengelolaan sanitasi mempunyai cakupan yang luas yakni
upaya preventif untuk mencegah masalah kesehatan sebagai akibat penyakit
menular yang ditimbulkan olehlingkungan yang tidak sehat (kesehatan
lingkungan). Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam
pengelolaan sanitasi juga mencakup upaya-upaya promosi kesehatan seperti
peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan pengurangan
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wilayah kumuh telah menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan
nasional.

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat Kabupaten yang tingkat
penggunaan Tangki Septik/IPAL masih rendah, Salah satunya adalah pada
Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi sistem jaringan air limbah domestik di
Kabupaten Mahakam Ulu masih belum memiliki IPAL Kawasan maupun IPLT
sehingga kondisi jaringan air limbah di Kabupaten Mahakam Ulu masih
tergolong sangat minim. Hal ini dikarenakan Pada Kabupaten Mahakam Ulu
masih minimnya sarana dan prasarana sanitasi ditambah kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai sanitasi yang layak maka masyarakat masih
meneruskan kebiasaan lama yang kurang baik salah satunya melakukan Buang
Air Besar (BAB) di sungai (Strategi Sanitasi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2016).

2.6.5. Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau sebagai Air Baku

Kualitas air, utamanya air sungai sangat penting bagi kehidupan. Tercatat lebih
dari 30% keperluan air rumah tangga di Kalimantan bersumber dari air sungai,
dan lebih dari 4% di antaranya digunakan sebagai sumber air minum.

Tabel 21. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat
Pembuangan Akhir Tinja

Kabupaten/Kota  Tangki Kolam/Sawah/ Lubang Pantai/Tanah
Septik/ Sungai/Danau  Tangh  Lapang/Kebun/

IPAL /Laut Lainnya

Paser 76,78 6,67 16,20 0,34
Kutai Barat 76,46 2,82 20,54 0,18
Kutai 72,68 7,45 19,68 0,20
Kartanegara

Kutai Timur 83,35 2,93 10,38 0,00
Berau 87,67 8,38 3,89 0,05
Penajam  Paser 72,53 2,82 24,59 0,06
Utara

Mahakam Ulu 46,72 3,11 50,17 0,00
Balikpapan 85,23 7,17 2,12 3,75
Samarinda 95,75 3,25 0,65 0,13
Bontang 92,05 3,85 1,09 0,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinst Kaltim 2018

Kualitas Air Sungai di Kaltim dicerminkan melalui Indeks Kualitas Air Sungai
dan Danau Kaltim yaitu sebesar 79,78 pada Tahun 2018. Nilai ini cenderung
meningkat dari tahun sebelumnya yakni pada skor 74 pada tahun 2017. Hal ini
mencerminkan bahwa Pemerintah telah memperhatikan kelestarian lingkungan
terutama pengelolaan lahan di wilayah DAS Mahakam.Namun Pemerintah masih
akan terus berupaya melakukan tindakan nyata dalam pengendalian
pencemaran yang dapat menekan beban polutan yang melalui penatagunaan
lahan ataupun pengolahan limbah tambang dan perkebunan disekitar Daerah
Aliran Sungai yang ada di Kaltim.

Tabel 22. Indeks Kualitas Air Sungai Provinsi Kaltim Tahun 2017-2018

Uraian 2017 2018
Indeks Kualitas Air 74 79,78
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Uraian

2017

2018

Sungai

Sumber : sidata.kaltimprov.go.id

2.6.6. Jumlah DAS yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya

Di Provinsi Kaltim terdapat 25 Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pemerintah akan

terus berupaya dalam perbaikan DAS khususnya yang terdapat di Kaltim.
Diharapkan dari pulihnya DAS ini dapat meningatkan fungsi dari DAS itu sendiri
yakni sebagai tempat menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur
hara serta mengalirkannya ke laut atau danau. Sehingga kekeruhan air sungai
dan banjir dapat berkurang, serta ketersediaan air baku lebih lama karena
adanya embung.

Tabel 23. Daerah Aliran Sungai di Kaltim

Pemprov

Nama Daerah Aliran Sungai

Luas (hektare)

Adang-Kuaro 110.950,75
Batakan 7.457,71
Bengalon 388.364,04
Berau 1.677.013,97
Bontang 9.568,92
Dumaring 182.044,82
Karangan 529.052,27
Kendilo 451.147,53
Kerang-Segendang 223.933,43
Mahakam 7.729.397,91
Manggar 11.845,47
Manubar 375.732,15
Pemaluan 26.886,51
Riko 60.036,46
Samboja 71.135,64
Sangatta 262.577,88
Santan 193.245,84
Semoi 8.423,31
Sepaku 23.894,01
Tabalar 225.215,21
Telake 445.000,93
Tengin 32.055,10
Tunan 78.695,33
Wain 24.090,61
Kepulauan Derawan 3.943,17

JUMLAH

13.151.708,96

Kaltim bersama

dengan Pemerintah Pusat

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota memberikan perhatian terhadap pemulihan fungsi DAS sesuai
dengan kewenangannya. Sampai tahun 2018, ada 2 DAS yang dipulihkan
kesehatannya dan dipelihara kesehatannya.

Tabel 24. Capaian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kaltim

INDIKATOR

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah 1

Aliran Sungai

Terpadu

(RPDAST)
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INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

yang  diinternalisasi ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).

Luas pengembangan hutan serta 50 100
peningkatan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) untuk pemulihan kawasan

DAS.

Jumlah DAS Prioritas yang 2 1 2
dipulihkan kesehatannya melalui

pembangunan embung, DAM

pengendali, dam penahan skala kecil
dan menengah.

2.6.7. Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air

Upaya rehabilitasi lahan kritis telah dilakukan dengan pendanaan PSDH-Dana
Reboisasi, maupun melalui program Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Kegiatan
rehabilitasi dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan, yang diidentifikasi
melalui Peta Lahan Kritis dan verifikasi lapangan. Kegiatan ini dilakukan melalui
pembiayaan APBD maupun melalui kontribusi swasta melalui program
Rehabilitasi DAS.

Tabel 25. Luas lahan kritis yang direhabilitast

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Luas lahan kritis dalam KPH yang 3.07
direhabilitasi. 0

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan
Modern

2.7.1. Kebutuhan Energi Daerah

Upaya pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan kegiatan
pembangunan pada semua sektor di seluruh wilayah di Provinsi Kaltim, masih
menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan ketersediaan energi siap pakai
di seluruh wilayah Provinsi Kaltim. Dari semua energi yang terpakai di Kaltim
pada berbagai sektor, hampir seluruhnya menggunakan energi fosil, hanya
kurang dari 4% saja yang menggunakan energi terbarukan.

Total produksi gas alam dan batubara yang menjadi sumber utama energi fossil
mengalami penurunan pada periode 2013-2017 masing-masing sebesar 36,5%
dan 3,9%. Sementara itu, produksi minyak bumi dan LNG juga mengalami
penurunan sebesar 23,7%. Hal ini disebabkan menurunnya harga pasar dunia
beberapa produk pertambangan sangat berpengaruh pada produktifitas
pertambangan di daerah.

Berdasarkan permodelan LEAP, bauran energi primer di Provinsi Kaltim tahun
2015 yang paling besar adalah minyak bumiyaitu 67,71% dari seluruh sumber
energi yang digunakan. Selanjutnya gas bumi sebesar 24%, kemudian batubara
5,16%. Sementara itu bauran energi baru terbarukan masih relatif sangat kecil
dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil di Provinsi Kaltim yaitu
hanya 3,13%.
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Bauran Energi di Kalimantan Timur Tahun 2015

3,13%  5,16%

mBatubara

mGas

B Minyak

W Energi Baru
Terbarukan

Gambar 7. Bauran Energi Berdasarkan sumber energi di Provinsi Kaltim Tahun
2015

Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kaltim menunjukkan tren yang semakin
membaik. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat
terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal dan merata. Dilihat
dari jumlah kebutuhan daya listrik, Provinsi Kaltim mengalami kenaikan sebesar
137 MWh dari tahun 2014 (437 MWh) sampai dengan tahun 2018 (574 MWh).

Pelayanan energi listrik kepada masyarakat (rumah tangga) di Kaltim mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah Desa Provinsi Kaltim Tahun 2014
sebanyak 1.001 Desa, sebanyak 940 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik)
yang bersumber dari PLN maupun Non PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa
berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 620 Desa dan yang bersumber dari
non PLN sebanyak 320 Desa. Pada tahun 2017, desa berlistrik menjadi 974 desa
berlistrik. Oleh karena itu, rasio desa berlistrik mengalami peningkatkan dari
tahun 2014 sebesar 93,91% menjadi 98,94% di tahun 2017.

Hal ini sejalan pula dengan rasio elektrifikasi di Kaltim yang terus mengalami
peningkatan dari 75,90% di tahun 2014 menjadi 85,75% pada tahun 2018.
Peningkatan rasio elektrifikasi didorong oleh infrastruktur ketenagalistrikan yang
terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan pembangunan pembangkit-
pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik yang sudah ada
sehinnga tercatat secara produksi listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltimtara
mengalami surplus pada tahun 2018 sebesar 200 MW.
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Gambar 8. Bauran Energi Berdasarkan sumber energi di Provinsi Kaltim Tahun
2014-2018

Sumber : sidata.kaltimprov.go.id

Tabel 26. Pelayanan Energi Listrik Kepada Masyarakat di Kaltim

Tahun Rasio Desa Berlistrik Rasio Elektrifikasi  Pertumbuhan
(RD) (RE)

2014 93,91 % 75,90 % 0,84 %

2015 96,60 % 76,59 % 0,68 %

2016 96,82 % 79,67 % 3,08 %

2017 97,01 % 84,07 % 4,40 %

2018 98,94 % 85,75 % 1,68 %

Rasio penggunaan gas rumah tangga mengalami kenaikan yang signifikan yakni
sebesar 3,9014. Pada tahun 2014 rasio hanya sebesar 0,4937 dan meningkat
menjadi 4,3951 pada tahun 2018. Pemanfaatan jaringan gas rumah tangga akan
memberikan penghematan dibandingkan jika sebelumnya memanfaatkan LPG.
Hal ini mendukung rencana pemerintah untuk terus memperluas pemanfaatan
gas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi dan
mewujudkan bauran energi gas bumi daerah.

Tabel 27. Penggunaan Energi di Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Rasio elektrifikasi. 75,9 76,59 79,67 84,07 85,75

Jumlah sambungan jaringan 5,052 5,052 5,052 21,052 49,062
gas untuk rumah tangga*

Rasio penggunaan gas rumah 0,4937 0,494 0,4924 1,9539 44,3951
tangga

Namun demikian cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kaltim
masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat dan
rasio elektrifikasi Kaltim masih rendah dibandingkan dengan nasional (98,3%).
Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain: (1)
Akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata dan faktor luas wilayah; (2)
Terkendalanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan (3) Belum
optimalnya kerjasama Pemerintah, PLN dan swasta dalam pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah/wilayah yang belum terjangkau oleh
PLN.
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2.7.2. Produksi dan Penggunaan Energi

Produksi energi listrik untuk kepentingan umum khususnya oleh PT. PLN
(Persero) sebagai Pemegang Pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga Listrik
(IUPTL) di seluruh Indonesia bersama Independent Power Producer (IPP) dan
Excess Power dari Pemegang IUPTL lainnya (PT. Kariangau Power, PT. Indo
Pusaka Berau dan PT. Kaltim Daya Mandiri serta PT. Kalimantan Powerindo) dan
juga Excess Power dari Pemegang Izin Operasi (IO) yaitu PT. Kaltim Prima Coal,
PT. Sumalindo, PT. BUMI (Belimbing), PT. Mangkujenang, PT. Rea Kaltim dan PT.
Daya Lestari dan PT. Hutan Hijau Mas.

Energi listrik di Kaltim diproduksi dari berbagai jenis pembangkit yaitu
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas
(PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik
Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) serta
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Pada tahun 2014 total kapasitas pembangkit listrik di Kaltim sebesar 349,63 MW
dengan produksi tenaga listrik sebesar 2.815 GWh. Adanya peningkatan
infrastruktur ketenagalistrikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
sehingga kapasitas pembangkit di Kaltim meningkat secara signifikan yakni
mencapai 680,61 MW di tahun 2018 dan produksi tenaga listrik mencapai 3.690
GWh.

Tabel 28. Kapasitas Pembangkit dan Produksi Tenaga Listrik di Kaltim

Tahun Kapasitas Pembangkit (MW) Produksi Tenaga Listrik
(GWh)
2014 349,63 2.815
2015 449,63 3.107
2016 540,83 3.304
2017 670,83 3.494
2018 680,61 3.690

Pengguna energi listrik terdiri dari 4 (empat) sektor yaitu Rumah Tangga (RT),
Industri (I), Usaha (U), Sosial (S), Gedung Pemerintah (P),Penerangan Jalan
Umum (PJU). Dilihat dari besaran penggunaan energi listrik per sektor tahun
2018, sektor Rumah Tangga (RT) merupakan yang paling besar penggunaannya
yaitu 1.986,60, diikuti sektor Usaha (U) sebesar 851,56, kemudian sektor
Industri (I) sebesar 236,50. Dari total penggunaan energi listrik secara
keseluruhan pada tahun 2014 sebesar 2.512,53 meningkat menjadi 3.418,33
pada tahun 2018.

Tabel 29. Penggunaan Energi Listrik di Kaltim

Tahun RT 0 (U) (S) (P) (PJU)  Jumlah

2014 1.516,27 148,75 602,39 96,58 94,09 54,45 2.512,53

2015 1.918,93 189,86 707,37 187,92 115,84 53,96 3.103,88

2016 1.819,59 171,92 727,35 120,22 117,01 51,21 3.007,29

2017 1.925,87 176,43 789,78 133,47 127,19 51,11 3.203,85

2018 1.986,60 236,50 851,56 148,25 140,03 55,39 3.418,33
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2.7.3. Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Produksi energi listrik untuk kepentingan umun yang berasal dari pembangkit
tenaga listrik dengan pemanfaatan energi baru terbarukan berupa Pembangkit
Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dilihat dari data capaian produksi
energi, sumber energi baru terbarukan cukup rendah yakni 0,65% di tahun
2014. Penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan daerah terus didorong
oleh pemerintah terutama potensi sumber energi dari energi baru terbarukan.
Hingga tahun 2018 capaian meningkat menjadi 1,86%.

Tabel 30. Produksi Energi Baru Terbaharukan di Kaltim

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Capaian (%) 0,65 1,01 1,95 1,38 1,86

Permasalahan utama belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan
adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi
dan daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di
daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T). tantangan yang dihadapi dalam
peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan antara lain : (1) Lokasi
terpencil, terluar dan tertinggal, tidak memiliki akses terhadap energi; (2) Harga
jual energi listrik yang berasal dari Energi Baru terbarukan masih belum
kompetitif; (3) Lokasi yang memiliki potensi energi terbarukan jenis tenaga air,
biogas dan biomassa terletak didaerah terpencil; dan (4) Diversifikasi bahan
bakar kendaraan bermotor, dari BBM ke BBG.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2.8.1. Perkembangan Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk
melihat kinerja pembangunan perekonomian yang mencerminkan seluruh nilai
tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode
tertentu. PDRB juga merupakan salah satu indikator untuk mencapai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan kedelapan, yaitu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2018, besaran PDRB Kaltim atas dasar harga berlaku sebesar Rp
638,12 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 592,28
triliun. Untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami
kenaikan sebesar 5,57 persen, dari 165,7 juta menjadi 174,9 juta di tahun 2018.

Tabel 31. PDRB ADHB, ADHK, PDRB Per Kapita

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
PDRB ADHB  (Miliar 527.515,26 505.105,06 508.880,24 592.279,94 638.116,90
Rupiah)

PDRB ADHK (Miliar 446.029,05 440.676,36 439.003,83 452.741,91 464.823,49
Rupiah)

PDRB Per Kapita (Ribu 157.400 147.405 145.343 165.652 174.882
Rupiah)

Sumber : BPS Kaltim, 2019

2.8.2. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif.

Angkatan kerja di Kaltim tahun 2018 sebesar 1,73 juta penduduk usia kerja.
Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari
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sejumlah angkatan kerja tersebut proporsi penduduk yang bekerja ada sebesar
93,40 persen atau sebesar 1.618.285 orang, dan sisanya adalah pengangguran.

Dalam bidang ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi
indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke 8 (delapan),
yaitu terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT
menggambarkan angkatan kerja yang yang tidak terserap oleh pasar tenaga
kerja. Pada tahun 2018, TPT Kaltim sebesar 6,60 persen, artinya dari 100 orang
angkatan kerja ada sekitar 7 orang yang menganggur.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kaltim dalam upaya
meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan
kerja yang layak dan produktif, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja (skill mismatch dan underqualified);

2. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan
produktivitas rendah;

3. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;

4. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga
kerja;

5. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda;

6. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target
bersama.

Tabel 44. Jumlah tenaga kerja utama, dan tingkat pengangguran

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Bekerja 1.677. 1.423. 1.581. 1.540. 1.618.
466 957 239 675 285

Tingkat Pengangguran Terbuka 7,54% 7,50% 7,95% 6,91% 6,60%

2.8.3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dibutuhkan upaya meningkatkan
daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mewujudkan atau
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen. Oleh karena
itu pelaku usaha UKM dapat memanfaatkan dan usaha yang berkelanjutan
dengan menggunakan informasi atau pengalaman yang telah diperoleh guna
terciptanya kompetensi UKM.

Usaha Kecil dan Menengah juga berperan sebagai salah satu sumber penting
bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung turut
menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara mikro ekonomi UKM
keberadaannya sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor
usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur
permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM sangat
sulit untuk diketahui perkembangannya, maka diperlukan database by name by
address.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM, dimana salah satunya adalah
keterbatasan UKM dalam mengakses pasar. Oleh karena itu, sebaiknya
pengembangan dan pembinaan UKM lebih diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan pasar domestik, nasional dan Internasional.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltim pada tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 30,65 persen menjadi hanya sebanyak 314.245
unit UMKM. Mengingat besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber ekonomi,
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khususnya membuka lapangan kerja, maka diperlukan upaya yang dapat
mendorong keberlanjutan UMKM. Salah satu upaya dalam mendorong UMKM
adalah memastikan terwujudnya kemudahan UMKM dalam mengakses
pembiayaan atau permodalan. Penyaluran kredit UMKM pada tahun 2018
menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun 2017. Kredit UMKM pada
2018 turun sebesar 0,62%.

Pembinaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih bersifat
“Hit and Run”, dimana pemerintah memberikan pembinaan dalam bentuk
pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan. UMKM diminta untuk berpikir sendiri
melakukan inovasi dan kreatif dan untuk kedepan selain dilakukan pelatihan
diikuti dengan pendampingan bagi pelaku usaha yang telah mendapat
pembinaan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan
pada akses pembiayaan, rendahnya kapasitas inovasi dan teknologi, serta
keterbatasan kapasitas manajemen dan teknis. Selain itu, UMKM juga
menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing diantaranya
ialah rendahnya nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

Tabel 45. Jumlah UMKM dan Proporsi Kredit UMKM

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah UMKM 446.965 446.454 453.097 453.097 314.245
Proporsi kredit UMKM  25,35%  26,32%  26,36% 27,33% 26,71%
terhadap total kredit

2.8.4. Peningkatan Pariwisata

Peningkatan sektor pariwisata merupakan salah satu yang akan ditingkatkan
kontribusinya dalam perekonomian Kaltim dan mendukung peningkatan
kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Salah satu upaya yang dilakukan
yaitu mendorong pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, salah
satunya ialah Kawasan Derawan dan sekitarnya.

Perkembangan pariwisata dalam lima tahun terakhir ditunjukkan oleh
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan rata-rata sebesar 2,24%. Hal ini juga
didukung dengan peningkatan jumlah objek wisata yang sangat signifikan.
Tercatat sebanyak 807 jumlah objek wisata potensial untuk dikembangkan di
Kaltim. Pengembangan destinasi pariwisata di Kaltim tersebut terus diperkuat
dengan percepatan pembangunan, aksesibilitas (infrastruktur konektivitas),
amenitas dan atraksi yang relatif masih banyak yang belum memadai.

Perkembangan sektor pariwisata secara umum masih menghadapi dua
tantangan yaitu: Pertama, peningkatan kunjungan wisatawan dalam lima tahun
terakhir belum diikuti oleh peningkatan pengeluaran wisatawan (peningkatan
kontribusi terhadap PDRB Kaltim). Kedua, praktik pariwisata yang berorientasi
pada jumlah kunjungan belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan
dan keterlibatan masyarakat setempat. Kedua tantangan ini membutuhkan
strategi pengembangan destinasi wisata yang didukung oleh (i) kesiapan
masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menerima
kunjungan wisatawan dan berpartisipasi dalam penyediaan layanan wisata, serta
(ii) pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik wisata yang berkelanjutan.

Tabel 46. Jumlah Wisatawan dan Obyek Wisata

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018%)
Jumlah 3.968.026 4.320.025 5.547.435 5.979.973 3.819.947
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Wisatawan

Jumlah Objek 662 819 833 840 807
Wisata
Keterangan : *) Data Sementara
Tabel 47 Rekapitulasi Objek Wisata Kaltim
No Kabupaten Alam Buatan Budaya
/Kota
1. Samarinda =Wisata Sungai = Mall * Desa Wisata
Mahakam Lembuswana Pampang
»Air Terjun Tanah = Bigmall = Kampung
Merah Samarinda Tenun
* Plaza Mulia Samarinda
* Samarinda - Masjid Tua
Central Plaza
* Mall Samarinda
Square
- Lampion
Garden
2. Balikpapan =Pantai Manggar » Pasar Kebun
» Pantai Lamaru Sayur
- -Mangrove » Penangkaran
Buaya Tritip
» E-walk
» Balikpapan Plaza
» Pentacity Mall
* Transmart
» Balcony
- -Caribbean
Island Waterpark
3. Bontang *Desa Wisata =Bontang City =Pesta Adat
Bontang Kuala Carnaval Erau Pelas
* Bontang Kuala =Waterboom Benua
Ecotourism Kenari Park Guntung
(Sungai Belanda) =Mangrove Beras - Pesta Laut
» Pulau Beras Basah Bontang Laut
Basah - Mangrove BSD
» Pulau Karang
Segajah
- Pulau Selangan
4. Kutai = Wisata Bukit =Pulau Kumala *Adat Kenyah
Kartanegar = Bengkirai » Waduk Panji Lekaq Kidau
a *» Danau Semayang Sukarame - Erau Festival
- Danau Melintang =*Jembatan Repo-
repo
- -Ladang Budaya
(Ladaya)
5. Kutai *Hutang Lindung -Taman Bersemi ®"Desa  Nehes
Timur Wehea Rekreasi, Liang Bing
*Taman Nasional Olahraga dan =Desa Miau
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No Kabupaten Alam Buatan Budaya
/Kota
Kutai Kuliner Baru
*Goa Karst - Dusun
Mangkuris Rindang
- -Pantai Sekerat Benua
6. Kutai Barat =Danau Jempang . Taman Budaya ®Lamin Eheng
- Jantur Inar Sendawar - Lamin Tolan
7. Paser * Goa Mangkulangit » Keraton
» Goa Tengkorak Sadurengas
- Tempat Air Panas *Pesta Budaya
Long Kali Kembo
- Pesta Budaya
Pesisir
8. PPU = Pantai Tanung - Penangkaran
Jumlai Rusa
- Mangrove
9. Berau » Kepulauan = Keraton
Derawan Sambaliung
» Air Terjun Kelay *Kerajaan
» Labuan Cermin Gunung Tabur
- Teluk Sumbang - Irau /
Bakudung
Batiung
10. Mahakam  =Objek Wisata =Goa Maria =Kampung
Ulu Sungai Alan Laham Wisata  Batu
* Riam Panjang - Taman Budaya Majang
*» Riam Udang - Kampung
» Haloq Budaya Long
» Bato Ten'vang Tuyoq
» Wisata Wild
Fishing

- Sungai Tepai

Tabel 48. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional, Kawasan Pengembangan
Pariwisata Nasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (PP RI No.

50/2011)

Destinasi Pariwisata Kawasan Pengembangan

Kawasan Strategis

Nasional Pariwisata Nasional (KPPN) Pariwisata Nasional
(DPN) (KSPN)
1. DPN Long Bagun- 1. KPPN Long Apari dan 1. Long Bagun dan
Melak dan sekitarnya sekitarnya sekitarnya
2. KPPN Long Bagun dan
sekitarnya
3. KPPN Melak-Kersik Luway
dan sekitarnya
2. DPN Tenggarong 1. KPPN Kota Bangun- 2. Kota Bangun-
— Balikpapan dan Tanjung Isuy dan Tanjung Isuy dan
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Destinasi Pariwisata Kawasan Pengembangan Kawasan Strategis

Nasional Pariwisata Nasional (KPPN) Pariwisata Nasional
(DPN) (KSPN)
sekitarnya sekitarnya sekitarnya
2. KPPN Tenggarong dan
sekitarnya
3. KPPN Samarinda Kota dan
sekitarnya

4. KPPN Bontang-Sangatta
dan sekitarnya

5. KPPN Balikpapan-Samboja
dan sekitarnya

6. KPPN Tanjung Redeb dan

sekitarnya
3. DPN Kepulauan 1. KPPN Derawan-Sangalaki 3. Derawan -
Derawan - Kayan dan sekitarnya Sangalaki dan
Mentarang dan 2. Kayan Mentarang dan sekitarnya
sekitarnya sekitarnya

Dinas Pariwisata dalam 5 tahun terakhir telah melaksanakan beberapa program
dan kegiatan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama
masyarakat yang berdiam disekitar obyek wisata. Program dan Kegiatan tersebut
baik dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana mendukung pariwisata,
sosialisasi dan penyuluhan terhadap kelompok sadar wisata, pelatihan-pelatihan
dan peningkatan SDM terhadap pelaku jasa dan sarana pariwisata, serta
pelatihan terhadap para pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini yang berkaitan
dengan seni budaya daerah.

Kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDB terlihat mengalami peningkatan
setiap tahunnya, namun memang secara persentase masih terbilang kecil.
Tercatat di tahun 2018, sektor pariwisata hanya menyumbang sebesar 0,97
persen kepada PDB. Dalam perkonomian Kaltim, pariwisata dapat menjadi salah
satu sector andalan untuk mewujudkan transformasi ekonomi di Kaltim yang
masih bergantung pada Sumber Daya Alam. Namun, perlu kerja ekstra keras
untuk mencapainya, melihat peningkatan proporsi kontribusi pariwisata
terhadap PDRB yang sangat kecil.

Tabel 49. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Proporsi kontribusi pariwisata 0,73 0,86 0,95 0,93 0,97
terhadap PDB

Jumlah kunjungan wisata, didominasi oleh wisatawan nusantara, dan terjadi
fluktuasi antar tahun, dimana kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2016.
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Jumlah Wisatawan ke Provinsi Kaltim

6,000,000
5,000,000
4,000,000 — — - - i —
3,000,000 —— —
2,000,000 — —
1,000,000 — ‘ - ‘ —

0

2014 2015 2016 2017 2018
B Wisatawan Manca Negara 53,257 49,285 76,260 60,007 41,936
Wisatawan Domestik 3,914,769 4,270,740 5,471,175 5,919,966 3,778,011

Gambar 9. Jumlah Kunjungan Wisata di Kaltim

Dari data di atas terlihat bahwa perlu upaya dari seluruh stakeholder dalam
peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kaltim, terutama dalam
rangka menarik minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kaltim.

2.8.5. Kapasitas lembaga keuangan domestik

Jumlah layanan lembaga keuangan domestic dalam lima tahun terakhir belum
meningkat signifikan. Terdapat 55 ATM per 100.000 penduduk dewasa dan 16
kantor Bank setiap 100.000 penduduk dewasa.

Tabel 50 Lembaga Keuangan Domestik di Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah ATM per 100.000 penduduk 50 53 55 56 55
dewasa

Jumlah kantor bank per 100.000 15 16 16 16 16
penduduk dewasa

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan
Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

2.9.1. Pembangunan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur Kaltim belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.
Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap
sampai tahun 2018 mencapai 52,85 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan
yaitu kondisi baik mencapai 444,44 km, kondisi sedang mencapai 69,33 Km,
kondisi rusak ringan mencapai 178,77 Km, dan kondisi rusak berat mencapai
202,55 Km. Pembangunan infrastruktur jalan Provinsi dihadapkan pada
permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah,
dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km?2 di bawah rasio
nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km?2.

Tabel 51 Panjang jalan berdasarkan jenis dan kualitas jalan

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Panjang Jalan
Provinsi berdasarkan | 1.596,38 1.588,69 | 1.661,59 883,70 895,09
Jenis Permukan (Km)

- Aspal 1.063,45| 1.022,46 | 1.081,02 595,10 612,12
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INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
- Tanah 282,58 281,58 306,40 52,53 94,31
- Burda 185,10 182,80 117,60 - 37,58
- Rigid 65,25 101,85 156,57 236,07 151,08
Panjang Jalan

Provinsi berdasarkan | 1.493,68 1.493,68 | 1.661,59 883,68 895,09
kondisi (Km)

- Baik 1.062,66 912,89 152,94 426,16 444,44
- Sedang 285,03 525,53 728,99 29,85 69,33
- Rusak 83,52 41,23 510,84 224,28 178,77
- Rusak Berat 62,47 14,03 268,82 203,39 202,55

Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur terkait konektivitas terus
dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah.
Jumlah penumpang kapal laut dan angkutan udara fluktuatif namun cenderung
menurun, sedangkan jumlah penumpang transportasi darat menurun signifikan.
Pada tahun 2014 jumlah penumpang transportasi darat sebanyak 1.821.094
orang menjadi 602.172 pada tahun 2018. Sementara itu, jumlah angkutan
barang yang menggunakan transportasi darat cenderung menurun, berbeda
dengan jumlah angkutan barang dengan transportasi laut yang mengalami
peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah angkutan barang sebesar 825.825.408
ton meningkat menjadi 2.399.801.887 ton pada tahun 2018. Untuk jumlah
penumpang transportasi udara atau pesawat dari tahun 2014 sebanyak
7.746.765 orang meningkat menjadi 8.171.146 orang pada tahun 2018.

Tabel 32. Jumlah dan kapasitas pelabuhan penumpang, pelabuhan industri

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Transportasi Darat

Jumlah Orang 1.821.094  1.779.384  1.970.567  1.849.432 602.172

melalui terminal

Jumlah barang 5.270.250 4.915.775  4.880.523  4.852.836  4.811.000

melaui terminal (Ton)

Transportasi Laut

Jumlah = Penumpang g4, co4 403.835 453.060 505.777 515.593

Angkutan Kapal Laut

jﬁ“:? da]iar;n% nyir;% 825.825.  2.630.374. 2.432.833. 2.322.471. 2.399.801.
u ong 408 865 106 391 887

(ton)

Sampai dengan tahun 2018, di Kaltim terdapat 9 bandara, 14 pelabuhan, 5
pelabuhan penyeberangan, dan belum ada sarana kereta api. Bandara di Kaltim,
yaitu:

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan

Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda

Bandara Kalimarau, Berau

Bandara Maratua, Berau

Bandara Melalan, Sendawar Kutai Barat

Bandara Data Dawai, Mahakam Ulu

Bandara Muara Wahau, Kutai Timur

. Bandara NGL, Bontang

Bandara Tanjung Bara, Sangatta Kutai Timur

P R0 R0 o

Pelabuhan strategis terdapat 13 pelabuhan, yaitu:
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Pelabuhan Teluk Adang, Paser

Pelabuhan Semayang, Balikpapan

TPK. Kariangau, Balikpapan

Pelabuhan Samarinda, Samarinda

TPK. Palaran, Samarinda

Pelabuhan Loak Tuan, Bontang

Pelabuhan Tanjung Laut, Bontang

Pelabuhan Kenyamukan, Sangatta Kutai Timur
Pelabuhan Sangkulirang, Kutai Timur
Pelabuhan Tanjung Redeb

Pelabuhan Maloy, Kutai Timur

Pelabuhan Buluminung, Penajam Paser Utara
m. Pelabuhan Maloy Teluk Golok, Kutai Timur

n. Pelabuhan Mantaritip

CRTT R me a0 op

Pelabuhan penyeberangan, terdiri dari 6 pelabuhan penyeberangan, yaitu:

Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Balikpapan

Pelabuhan Penyeberangan Penajam, Penajam Paser Utara

Pelabuhan Penyeberangan Somber, Balikpapan

Pelabuhan Penyeberangan Kampung Baru Tengah, Balikpapan
Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Keramat, Sangkulirang Kutai Timur
Pelabuhan Penyeberangan Saka, Peridan Kutai Timur

O OO TP

Tabel 33. Jumlah penumpang, pesawat

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penumpang 7.746. 7.834. 7.099.1 7.803. 8.171.1
Pesawat 765 861 53 106 46

2.9.2. Promosi Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas
industri pengolahan, akses pada bahan baku dan sumber daya manusia.
Pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah
diharapkan dapat mendukung upaya hilirisasi sumber daya alam sehingga
mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDRB industri pengolahan yang lebih
tinggi.

Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan dari
tahun 2017 sebesar 3,47% menjadi 0,52% di tahun 2018. Begitu pula dengan
kontribusinya terhadap PDRB Kaltim cenderung menurun yakni 18,27% pada
tahun 2018, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,08%.Pada
tahun 2018 nilai tambah industri pengolahan non-migas Kaltim mengalami
penurunan yaitu sebesar 7,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnyayakni
sebesar 7,35%. Rendahnya kontribusi Industri pengolahan non migas
disebabkan tingkat produksi dan daya saing produk masih rendah. Namun
demikian, laju pertumbuhan industri pengolahan non migas meningkat menjadi
4,06% pada tahun 2018.

Tabel 34. Nilai Tambah Sektor Industri dan Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor
Industri

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Proporsi nilai tambah sektor industri 6,33 7,36 7,94 7,35 7,23
pengolahan non migas terhadap PDB dan
perkapita.

Laju pertumbuhan PDB industri 2,14 6,56 3,01 2,37 4,06
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pengolahan non migas.

2.9.3. Penguatan Akses Industri dan Perusahaan skala Kecil

Industri juga didorong untuk semakin inklusif dengan memperhatikan peran
dari Industri skala Kecil dan Menengah (IKM). Industri kecil menengah masih
mendominasi di Kaltim dibandingkan industri. Pada tahun 2017 tercatat jumlah
industri kecil menengah mencapai 10.122 unit usaha dengan penyerapan tenaga
kerja sebesar 26.495 orang. Dan nilai investasi dari industri kecil menengah
mencapai Rp 15,2 Triliun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dilihat secara kewilayahan, Kota Balikpapan memiliki nilai investasi IKM
paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai Rp
10,8 Triliun dengan jumlah IKM 1.154 unit usaha, diikuti oleh Kota Samarinda
dengan nilai investasi IKM sebesar Rp 3,7 Triliun dengan jumlah IKM hanya 233
unit usaha. Dari sisi jumlah IKM, Kabupaten Paser mendominasi dengan 2.268
unit usaha yang menyerap tenaga kerja sebesar 4.333 orang.

Sebagian besar produk pengelolaan sumber daya alam Kaltim diekspor dalam
bentuk bahan mentah, integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum
berjalan. Industri Kecil Menengah (IKM) di Kaltim masih belum berkembang
dengan baik. Pengembangan IKM dihadapkan pada permasalahan belum adanya
regulasi pembatasan ekspor bahan mentah, kualitas sumber daya manusia, dan
daya saing produk serta iklim investasi usaha bidang industri masih belum
kompetitif dan kondusif.

Tabel 35. Perkembangan IKM menurut Kabupaten/ Kota di Kaltim Tahun 2017

No. Kabupaten /Kota Jumlah Data Jumlah Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp)
1 Samarinda 233 3.130 3.744.715.559.000
2 Balikpapan 1154 2.244 10.878.674.370.600
3 Bontang 1162 2.452 £8.934.263.500
4 Kukar 606 1.434 12.494.600.000
5 Paser 2.268 4.333 32.274.479.000
& Berau 902 4.599 307.771.134.000
7 Kutai Timur 1.207 2.518 106.217.816.000
& Kutai Barat 1401 2.572 54.347.038.000
S PPU 851 3.168 29.137.593.000
10 Mahulu 338 45 9,556.050.000
Total 10.122 26.495 15.244.122,903.100

2.9.4. Penurunan Emisi GRK pada Industri

Industri di Kaltim menyumbang 7,2% dari nilai emisi CO2, yang mengalami
fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Prosentase emisi terbesar terjadi pada
tahun 2016. Rasio emisi CO2 dibandingkan nilai tambah industri sebesar
52,02%.

Tabel 56 Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri di Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Emisi COz/Emisi Gas Rumah 4,76 4,13 3,69 1,26 52,02
Kaca dengan nilai tambah sektor
industri manufaktur.

Persentase Perubahan Emisi CO3 24 56 37,51 7,2
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2.9.5. Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penetrasi teknologi informasi memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke
tahun. Hanya sebagian kecil penduduk yang belum terpapar teknologi telepon
genggam dan mobile broadband. Pada tahun 2014 penduduk yang terlayani
mobile broadband sebesar 85,46% dan individu yang menguasai/memiliki
telepon genggam sebesar 68,29%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2018
menjadi 90,91% penduduk yang terlayani mobile broadband dan individu yang
menguasai/memiliki telepon genggam menjadi 77,14%. Sementara pengguna
internet meningkat signifikan dari tahun 2014 - 2018 namun capaiannya masih
di bawah 60%.

Seluruh masyarakat kawasan perkotaan di Kaltim telah terakses oleh layanan
jaringan komunikasi dan informasi. Sementara di kawasan perdesaan masih
terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kaltim yang belum memiliki akses
telekomunikasi maupun informatika. Keterbatasan akses telekomunikasi
disebabkan salah satunya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau
terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan. Oleh karena itu capaian
persentase kabupaten daerah 3T yang dapat dijangkau layanan akses
telekomunikasi dan internet sangat rendah yaitu 30%.

Tabel 57. Akses terhadap Teknologi Informasi di Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Proporsi penduduk yang 85,46 85,46 90,91 90,91 90,91
terlayani mobile broadband.

Proporsi individu yang 68,29 74,43 74,47 77,14 77,14
menguasai/memiliki  telepon
genggam.

Proporsi individu yang 31,07 31,56 38,03 41,69 59,43
menggunakan Internet.

Persentase jaringan tulang 10 20 30 45 60
punggung serat optik nasional

yang menghubungkan Ibukota

Kabupaten/Kota (IKK).

Tingkat penetrasi akses tetap 43,74 43,74 50,09 50,09 50,09
pita lebar (fixed broadband) di
Perkotaan dan di Perdesaan.

Persentase kabupaten 3T yang S 10 15 20 30
terjangkau  layanan  akses

telekomunikasi universal dan

internet.

Sumber Data : Kominfo dan BPS Prov. Kaltim tahun 2018

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara
2.10.1. Kesenjangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indeks Koefisien Gini pada tingkat Kabupaten/Kota memiliki kecenderungan
tetap dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kecenderungan jumlah
penduduk yang semakin merata setiap tahunnya, dimana angka 0 menunjukkan
pemerataan sempurna dan angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.
Dalam RKPD 2020 salah satu sasaran prioritas pembangunan adalah Pengautan
Konektivitas dan Pemerataan. Hal ini menjadi acuan untuk meningkatkan
pemerataan sempurna bagi masyarakat wilayah Kaltim agar mampu bersaing
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dengan wilayah lainnya. Pemerataan antar wilayah dapat dicapai dengan
pembangunan infrastruktur darat dan telekomunikasi terutama pada daerah
tertinggal dan kawasan perbatasan.

Tabel 36. Indeks Gini Provinsi Kaltim

Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018
Kaltim 0,348 0,316 0,315 0,33 0,342

Tabel 59. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Kaltim

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014

Paser 0,24 0,2 0,31 0,28 0,31
Kutai Barat 0,23 0,12 0,24 0,29 0,29
Kutai Kartanegara 0,22 0,21 0,3 0,31 0,31
Kutai Timur 0,22 0,16 0,29 0,31 0,31
Berau 0,18 0,16 0,32 0,33 0,32
Penajam Paser 0,23 0,22 0,31 0,33 0,33
Utara

Mahakam Ulu - - - - -
Balikpapan 0,14 0,08 0,33 0,31 0,34
Samarinda 0,11 0,08 0,31 0,31 0,31
Bontang 0,17 0,08 0,37 0,36 0,35

Indeks Gini Provinsi Kalimeanitan Timur
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Gambar 10. Indeks Gini Provinsi Kaltim

2.10.2. Jumlah Desa Tertinggal

Desa tertinggal di Kaltim berjumlah 381 desa, dengan jumlah terbanyak di
Kabupaten Kutai Barat dan yang paling sedikit di Kabupaten Penajam Paser
Utara.

Tabel 60. Jumlah Desa Tertinggal Kabupaten di Kaltim Tahun 2017

No. Kabupaten Jumlah Desa Tertinggal
1. Paser 60

2. Kutai Kartanegara 86

3. Berau 49

4. Kutai Barat 102

5. Kutai Timur 56

6. Penajam Paser Utara 2

7. Mahakam Ulu 26
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No. Kabupaten Jumlah Desa Tertinggal
Total 381

Dari hasil Identifikasi, di Kaltim dari total 841 desa, masih terdapat 518 Desa
Sangat Tertinggal dan Tertinggal, yang ditunjukkan dari skoring indeks sosial,
indeks ekonomi, dan indeks lingkungan (ekologi).

Tabel 37. Jumlah Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri di Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah  daerah  tertinggal yang 7 7 7 7 7
terentaskan.

Jumlah desa tertinggal dan sangat - 688 688 518 518
tertinggal

Jumlah Desa Mandiri - - - 2 2
Jumlah Desa Berkembang - 140 140 289 289

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal.

Persentase penduduk miskin di
daerah tertinggal.

2.10.3. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan rentang
tahun 2014-2018 bervariasi. Terjadi fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi pada
tahun 2014-2018 khususnya di Kabupaten Paser, Kabupaten Berau dan Kota
Samarinda. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat pesat di tahun 2014-
2018 justru terjadi di daerah Kabupaten yakni Kabupaten Paser, Kabupaten
Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu dan terjadi penurunan Laju
Pertumbuhan Ekonomi di daerah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau,
Kabupaten PPU, Kota Bontang. Secara keseluruhan Provinsi Kaltim mengalami
penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2018 apabila dibandingkan
dengan tahun 2017.

Tabel 38. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim

Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018

Paser 4,51 -0,89 -4,98 1,18 3,69
Kutai Barat 1,88 -1,5 -0,83 3,62 4,98
Kutai -1,08 -7,17 -1,97 1,6 2,12
Kartanegara

Kutai Timur 3,43 1,43 -1,08 3,23 2,32
Berau 8,23 5,94 -1,7 3,03 2,04
PPU 2,76 0,14 -0,47 2,44 1,24
Mahakam Ulu 4,94 3,32 3,41 4,27 5,39
Balikpapan 4,64 1,19 4,92 3,81 4,97
Samarinda 5,43 0,04 0,56 3,76 4,98
Bontang -3,23 4,36 -1,39 0,52 -4,18
Kalimantan 1,71 -1,20 -0,38 3,13 2,67
Timur

Pertumbuhan ekonomi Kaltim sampai dengan tahun 2018 tumbuh cukup
signifikan. Pertumbuhan Ekonomi Kaltim naik sebesar 2,67 persen. Angka ini
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lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang rerata
pertumbuhannya hanya 2 persen.Perekonomian Kaltim yang diukur Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) sebesar
638,12 triliun. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Kaltim
merupakan imbas dari perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan
Tiongkok khususnya sepanjang tahun 2018 hingga saat ini.Selain pertumbuhan
ekonomi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, juga disertai dengan
pertumbuhan ekonomi di bidang penyediaan akomodasi dan makan minum
yakni sebesar 9,14 persen. Namun, struktur perekonomian Kaltim masih
ditopang oleh pertambangan dan penggalian sebanyak 46,53 persen.

Tabel 39. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi

Kaltim

Kabupaten/ 2014 2015 2016 2017 2018
Kota
Paser 39.250.901,15  38.309.277,52  37.289.694,49  43.931.754,84  48.264.563,69

Kutai Barat

21.442.756,43

21.298.289,66

22.021.133,01

25.652.601,16

28.068.654,57

Kutai
Kartanegara

156.723.063,82

127.151.490,82

127.869.342,84

148.028.262,47

160.596.040,73

Kutai Timur

95.030.362,22

93.539.101,79

95.186.295,59

118.301.601,49

125.512.188,22

Berau 29.366.862,56 30.077.881,90 30.814.337,31 36.507.139,67 38.977.178,28
o 7.589.458,89 7.452.308,72 7.681.674,05 8.480.809,07 8.850.910,32
Mahakam Ulu 1.778.452,02 1.980.622,51 2.142.118,32 2.337.192,89 2.510.510,39
Balikpapan 71.622.700,99 74.346.438,60 80.201.919,72 86.988.962,99 95.162.062,40
Samarinda 48.273.715,39 50.799.587,57 52.647.368,58 58.461.903,01 63.947.538,98
Bontang 59.055.313,39 58.600.855,04 55.239.308,65 58.797.043,05 58.873.085,32
Kaltim 527.515.256,10 505.105.062,08 508.880.236,50 592.279.940,26 638.116.899,82

2.10.4. Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerajaan

Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan di Kaltim
setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 peserta disektor
formal sebanyak 520.496 orang naik 1,2 persen dibanding tahun 2017 yaitu
sebanyak 434.452 orang. Di sektor informal jumlah peserta sebanyak 69.922
orang naik 8,26 % dibanding tahun sebelumnya. Tantangan bagi penyedia
jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan
pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau
pekerja mandiri.

Tabel 40.. Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan di
Kaltim

Sektor 2014 2015 2016 2017 2018
Formal 398.314 400.216 385.531 434.452 520.496
Informal 21.824 26.033 53.978 64.145 69.922

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Prov. Kaltim
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2.11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan

Pemukiman kumuh masih menjadi masalah serius di perkotaan. Kantung-
kantung pemukiman kumuh masih banyak dijumpai di beberapa titik seperti di
bantaran sungai. Pemukiman kumuh erat hubungannya dengan masalah sosial.
Sebagian besar masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang menghuni
permukiman kumuh tersebut. Penanganan masalah ini sudah sejak lama
dilakukan melalui beberapa program dan kebijakan seperti Penataan Kawasan
Kumuh Perkotaan.

2.11.1. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layak dan
Terjangkau

Sebagian besar rumah merupakan milik sendiri, dengan sebagian kecil berupa
rumah sewa maupun rumah dinas. Demikian halnya fasilitas buang air besar,
91,34% telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, dan tersisa 2,38% yang
belum memiliki fasilitas buang air besar sendiri.

Tabel 65 Status kepenilikan rumah, jenis bangunan rumah, dan jamban

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Persentase Status

Kepemilikan Bangunan

Tempat Tinggal yang 100 100 100 100
ditempati

Milik Sendiri 72,69 71,12 68,87 70,31
Kontrak/Sewa 15,32 17,86 18,45 17,90
Bebas Sewa 9,23 8,02 9,21 9,67
Dinas/Lainnya 2,76 3,00 3,47 2,12
Persentase Rumah

Tangga menurut

Fasilitas Tempat Buang 100 100 100 100
Air Besar

Ada, digunakan hanya

ART sendiri 89,71 89,75 91,76 91,34

Ada, digunakan

bersama ART rumah 6,32 4,72 4,49 2,71
tangga lain tertentu

Ada, di MCK

umum/siapapun 1,85 2,28 1,70 3,52
menggunakan

Ada, ART tidak 0,07 0,01 0,05
menggunakan

Tidak ada fasilitas 2,13 3,18 2,05 2,38

2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Di Provinsi Kaltim terdapat 3.430.788 jiwa, Rp 3.886.890.000.000,- asset fisik

dan Rp 24.437.858.000.000,0 ekonomi, serta 8.289.422 hektare yang potensial
terpapar bencana multi ancaman.

Tabel 41. Jumlah Kejadian Bencana di Kaltim tahun 2013-2018

Jenis bencana Jumlah Korban (jiwa) Rumabh (unit)

Kejadian — Meninggal Luka- Menderita &  Rusak Rusak Rusak Terendam
& Hilang luka mengungsi Berat Sedang  Ringan
BANJIR 139 13 221 367,612 96 0 269 127,667
TANAH LONGSOR 85 14 7 1,134 134 10 178 0
GELOMBANG 3 0 0 9 2 6 0 0
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Jenis bencana Jumlah Korban (jiwa) Rumah (unit)
Kejadian — Meninggal Luka- Menderita & Rusak Rusak Rusak Terendam

& Hilang luka mengungsi Berat Sedang  Ringan
PASANG / ABRASI
PUTING BELIUNG 38 1 8 588 159 122 586 0
KEBAKARAN 161 2 2 4 0 0] 0 0
HUTAN DAN
LAHAN
JUMLAH 426 30 238 369,347 391 138 1,033 127,667

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

Kabupaten/Kota Tangguh telah dilakukan di Kota Samarinda, Kota Balikpapan
dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan
Kabupaten Mahakam Ulu sedang menyusun Kajian Risiko Bencana dan Indeks
Ketahanan Daerah. Dokumen Pengurangan Risiko Bencana telah dimiliki oleh
Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 42. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Kaltim

Kabupaten/Kota Kapasitas Indeks Risiko Bencana
Daerah 2015 2016 2017 2018

Balikpapan Sedang 159,20 108,14 108,14 108,14
Bontang -

Samarinda Sedang 134,80 111,30 108,15 109,20
Berau -

Kutai Timur -

Kutai Kartanegara Sedang 160,40 136,52 116.60 113,00

Kutai Barat -
Mahakam Ulu -
Penajam Paser Utara -

Paser -
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Gambar 11. Peta Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman Provinsi Kaltim (INARisk
BNPB, 2019)

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
2.13.1. Jumlah peserta proper yang mencapai minimal Peringkat BIRU

Sebanyak 222 perusahaan dan industri jasa menerima program penilaian
peringkat kinerja perusahaan (Proper) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
dari Pemprov Kaltim pada tahun 2018-2019. Jumlah tersebut terdiri dari 2
perusahaan pertambangan batubara yang menerima bendera hitam, dari 48
perusahaan industri jasa yang dinilai, sebanyak 2 perusahaan menerima
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bendera merah, 30 perusahaan menerima bendera biru, 13 perusahaan
menerima bendera hijau dan 3 perusahaan industry dan jasa menerima bendera
emas. Kemudian untuk perusahaan industry minyak kelapa sawit, dari 67
perusahaan yang dinilai, 4 perusahaan menerima bendera merah, 43
perusahaan menerima bendera biru dan 20 perusahaan menerima bendera
hijau.

Perusahaan IUPHHK-HT (Hutan Tanaman) dan IUPHHK-HA (Hutan Alam)
merupakan perusahaan paling sedikit dinilai, masing-masing hanya 10
perusahaan. Pada Perusahaan IUPHHK-HT (Hutan Tanaman), terdapat 7
perusahaan yang mendapat bendera biru dan 7 perusahaan yang mendapat
bendera hijau. Sedangkan untuk perusahaan IUPHHK-HA (Hutan Alam), dari 10
perusahaan yang dinilai, 7 perusahaan mendapat bendera biru dan 3
perusahaan mendapat bendera hijau.

Capaian perusahaan yang mendapatkan peringkat minimal biru sebanyak 204
perusahaan (biru-hijau dan emas) sebesar 91 %.

Tabel 68. Peringkat Penilaian PROPER di Kaltim

No. SEKTOR KEGIATAN PERINGKAT PENILATIAN PROPER TAHUN TOTAL
2018-2019
HITAM MERAH BIRU HIJAU EMAS

1 Pertambangan 2 10 44 28 3 87
Batubara

2 Industri dan Jasa 0 2 30 13 3 48

3 Industri Minyak 0 4 43 20 0 67
Kelapa Sawit

4 [UPHHK-HT (Hutan 0 0 3 7 0 10
Tanaman)

5 [UPHHK-HA (Hutan 0 0 7 3 0 10
Alam)

TOTAL 2 16 127 71 6 222

2.13.2. Timbulan sampah yang di Daur Ulang

Sampai saat ini pemerintah provinsi Kaltim tidak melakukan pengelolaan
sampah secara langsung, sesuai kewenangannya hanya melakukan pembinaan,
pendataan dan pengawasan pengelolaan sampah di kabupaten/kota sesuai
dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Kota Balikpapan dan Kota
Samarinda telah menerapkan pengurangan penggunaan plastic satu kali pakai,
melalui Peraturan Walikota.

Tabel 69. Data timbulan sampah Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Volume Produksi Sampah 2.762,27 8.077 8.189 8.759 11.955
(m3/hari)

Volume Sampah 2.495,20 4.480 4.550 4.724 5.260

Terangkut (m3/hari)

Namun jika melihat data yang tersaji, terlihat bahwa setiap tahun jumlah
produksi sampah meningkat cukup drastis di tahun 2018, hingga mencapai
11,96 ribu m3/hari. Sedangkan kemampuan untuk mengangkut sampah yang
terangkut hanya sebesar 5,26 ribu m3/hari atau hanya sebesar 44 persen
sampah yang bisa diangkut per harinya. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi
seluruh stakeholder untuk mencari solusi Bersama agar tidak semakin
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menumpuk dan kemudian menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di
Kaltim.

Lebih jauh, Jumlah timbunan sampah di Kaltim sebesar 2.315 m3 per hari atau
setara 845.011 m3 per tahun. Kabupaten/kota yang memproduksi jumlah
timbunan sampah terbanyak ialah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan
Kabupaten Kutai Kartanegra. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah
penduduk yang ada di wilayah-wilayah tersebut atau sebesar 66,55 persen
timbunan sampah yang dihasilkan di Kaltim berasal dari ketiga wilayah
tersebut.Pengurangan sampah langsung dari sumbernya harus lebih
dimasyarakatkan lagi, dalam rangka mengurangi sampah yang akan ditimbun di
TPS. Demikian juga dengan persyaratan 3R membuat sampah yang masih
bernilai ekonomis dapat termanfaatkan kembali

Tabel 70. Timbulan Sampah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim

NO. KABUPATEN/KO LUAS JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
TA WILAYAH ADM PENDUDUK TIMBULAN TIMBULAN TIMBULAN TIMBULAN
(Ha) ADM (ORANG) SAMPAH/ SAMPAH SAMPAH SAMPAH
ORANG/ PENDUDUK/ PENDUDUK/ PENDUDUK/
HARI HARI HARI TA
(L/ORG/ (L/HR) (M3/HR) (M3/TAHUN)
HR)
1. | Balikpapan 50.330 648.732 0,72 467.087 467,1 | 170.486,8
2. | Samarinda 71.740 858.931 0,7 601.252 601,3 | 219.457,0
3. | Berau 2.124.000 219.263 0,7 153.484 153,5 56.021,7
4. | Bontang 497.600 180.045 0,56 100.825 100,8 36.801,1
5. | Kutim 3.574.750 415.553 0,5 207.777 207,8 75.838,6
6. | Kubar 1.730.700 68.209 0,7 47.746 47,7 17.427,3
7. | Kutai 2.726.300 674.759 0,7 472.331 4723 172.400,8
Kartanegara
g. | Penajam 333.300 169.428 0,72 121.988 122,0 44.525,6
Paser Utara
9. | Paser 773.100 260.815 0,5 130.408 130,4 47.598,9
10. gﬁﬁf‘kam 1.839.000 30.503 0,4 12.201 12,2 4.453,4
JUMLAH 13.720.820 3.526.238 6,20 | 2.315.099 2.315,1 | 845.011,1

2.13.3. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) merupakan salah satu
upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

DLH Provinsi Kaltim melakukan upaya penerapan pola konsumsi dan produksi
yang berkelanjutan melalui kegiatan Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan. Penyebab utama kerusakan lingkungan adalah pola konsumsi dan
produksi yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, Sustainable Consumption
and Production (SCP) dipandang sebagai instrumen dasar untuk mengurangi
kerusakan lingkungan dan memperkuat efisiensi sumber daya. Pengelolaan
sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Untuk
itu diperlukan upaya tindak lanjut untuk mensinergikan pengelolaan sampah
dari hulu ke hilir, peningkatan kesadaran pemerintah, pihak swasta dan
masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) secara
lebih luas. DLH Provinsi Kaltim melakukan upaya penerpan pola konsumsi dan
produksi yang berkelanjutan melalui kegiatan Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan.

2.13.4. Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat
Kabupaten/Kota

Pemprov Kaltim telah menerbitkan Perda Kaltim No. 2 tahun 2013 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, terkait pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, telah diterbitkan Perda Kaltim No. 05 tahun 2009. Rencana
Penanggulangan Bencana Daerah 2013-2017 juga telah disusun melalui Pergub
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Kaltim No. 53 Tahun 2013, dan sedang dalam proses pembaharuan. Untuk
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2013
Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, telah diterbitkan Pergub Kaltim No.
16 tahun 2016.

2.13.5. Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Provinsi Kaltim telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca Provinsi Kaltim, yang diterbitkan melalui Pergub Kaltim No. 54
tahun 2012 dan diperbaharui dengan Pergub Kaltim No. 39 tahun 2014, dan
telah mengalami pembaharuan dokumen pada tahun 2018. Sejak tahun 2015,
Pemprov Kaltim telah menyampaikan laporan pelaksanaan RAD GRK kepada
Pemerintah Pusat.

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

2.14.1. Jumlah Kawasan/Konservasi Perairan di Daerah

Kawasan pesisir dan laut mempunyai sumber daya alam dan ekosistem yang
sangat beragam, seperti ekosistem terumbu karang, mangrove dan ekosistem
pulau-pulau kecil. Keberadaan ekosistem tersebut mempunyai peranan sangat
penting bagi pembangunan ekonomi pada masa sekarang dan masa depan.
Selain fungsi ekonomi sebagai sumber ekonomi masyarakat pesisir, ekosistem
pesisir dan laut juga mempunyai fungsi ekologis yang tidak kalah pentingnya.
Dalam hal ini pencadangan dan Penetapan Kawasan konservasi perairan
merupakan salah satu upaya konservasi ekosistem yang dapat dilakukan
terhadap semua tipe ekosistem, yaitu terhadap satu atau beberapa tipe
ekosistem penting untuk dikonservasi berdasarkan kriteria ekologis, sosial
budaya dan ekonomis. Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang
harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan
keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Saat ini Kaltim mempunyai dua Kawasan Konservasi Perairan yaitu Kawasan
Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan perairan
Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau seluas 285.548,95 ha yang telah
ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEPMEN-KP/2016
tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan
dan perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kaltim,
yang terdiri dari Zona Inti seluas 10.673,55 ha, Zona Pemanfaatan Terbatas
seluas 80.757,47 ha dan Zona lainnya seluas 194.117,93 ha.
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Gambar 12. Peta Penetapan Kawasan Kosnervasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kaltim

Kawasan Konservasi Laut lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Wilayah
Pesisir dan Laut Kota Bontang seluas = 5.049,28 ha. Kawasan Konservasi
Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang saat ini sedang dalam proses
peningkatn SK pencadangan oleh Gubernur yang sebelumnya tertuang dalam SK
Walikota No. 112 Tahun 2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi
Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Taman Pesisir Kota Bontang dan
untuk selanjutnya akan diajukan untuk penetapan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan RI. Rincian zona pada KKP Bontang adalah: Zona Inti Kedindingan
seluas * 564,24 hadan zona pemanfaatan terbatas beras basah seluas + 203,66
ha, Zona pemanfaatan Karang Segajah seluas * 373,97 ha, Zona Pemanfaatan
Melahing seluas * 2.207,41 ha, dan Zona pemanfaatan Tihik-tihik seluas *
1.700,03 ha.
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LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG
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Gambar 13. Peta Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir Beras Basah Kota
Bontang

2.14.2. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

Kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai
yang harus diwujudkan antara kementerian dan instansi pemerintah daerah,
mempunyai tugas untuk mengawal perwujudan kemandirian dalam mengelola
dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat
kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum melalui kepatuhan
pelaku usaha sektor perikanan demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi,
selama 4 tahun yaitu tahun 2015 — 2018, dinas kelautan dan perikanan telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya
kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yaitu melalui
peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta membangun
sentral bisnis kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan terluar. Untuk
mengukur keberhasilan sasaran tersebut, satu diantara indikator adalah
persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan
kepatuhan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan
perikanan sesuai dengan perizinan dan ketentuan perundang-undangan yang
ditetapkan. Capaian persentase kepatuhan tersebut diuraikan berdasarkan
masing-masing kegiatan, yaitu:

a. Pengawasan kapal perikanan di pelabuhan perikanan:
Pengawasan ketaatan kapal perikanan dilakukan melalui pemeriksaan
terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan.
Ketidaktaatan kapal sebagian besar disebabkan oleh tidak lengkapnya
dokumen kapal terutama pada kapal yang izinnya diterbitkan oleh
kabupaten/kota

b. Pengawasan unit pengolahan ikan (UPI):
Pengawasan dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Untuk
skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha
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Perikanan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan
Pengolahan (SKP), Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP),
Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC). Untuk skala kecil dengan
memeriksa dokumen perizinan yaitu TDP/TDUP atau PIRT serta pengujian
terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya bahan tambahan
berbahaya (BTB).

c. Pengawasan distribusi hasil perikanan:
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan
baik peruntukkan ekspor maupun domestik.

d. Pengawasan usaha budidaya:
Pengawasan dilakukan terhadap usaha budidaya di perairan umum (air
tawar) dan usaha budidaya air laut dan air payau. Pengawasan usaha
budidaya di fokuskan pada pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan.

Tabel 71 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Persentase kepatuhan pelaku usaha. 30,25 30,41 31,35 32,42 33,60

2.14.3. Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

Selain pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
serta penguatan daya saing produk perikanan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga
memberikan permodalan yang disiapkan melalui lembaga perbankan milik
daerah yakni Bankaltimtara dengan Kredit Perikanan Sejahtera serta bantuan
kapal guna kegiatan usaha perikanan tangkap. Hingga Tahun 2018 sebanyak
119 Nelayan/Pembudidaya Perikanan telah merasakan manfaat dari akses kredit
nelayan ini.

Selain itu dalam mendukung pengembangan sub sektor perikanan, Pemerintah
Provinsi Kaltim juga memberikan bantuan saranda dan prasaran perikanan
kepada nelayan dan pembudidaya perikanan. Dengan bantuan tersebut
diharapkan dapat menstimulasi peningkatan produksi perikanan yang
berdampak  pada  peningkatan ekonomi daerah khususnya  bagi
nelayan/pembudidaya

Tabel 43. Bantuan bagi nelayan/pembudidaya

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Kelompok nelayan (KUB) 1.425 1.237 1.241 1.241 1.241
Jumlah kelompok nelayan yang 97 109 39 39 39
mendapat bantuan pemerintah

daerah

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan 513 776 1.133 1.152 1.152
(Pokdakan)

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan 42 13 19 22 22
yang mendapat bantuan pemerintah

Sumber : SIDATA, 2019

2.14.4. Jumlah nelayan yang terlindungi.

Dalam kurun 5 Tahun ini jumlah nelayan di Kaltim cenderung menurun. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ilegal fishing atau penangkapan ikan ilegal
yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan. Selain itu kurang
diminatinya lagi bergelut pada sektor ini dikarenakan banyaknya yang beralih
profesi menjadi buruh akibat nilai jual tangkapan nelayan tergolong rendah.
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Sehingga kesejahteraan para nelayan masih minim. Sehingga, mereka memilih
profesi lainnya yang dianggap menjanjikan.

Tabel 44. Jumlah nelayan di Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Nelayan 60.077 71.556 72.121 69.237 59.040

Salah satu cara pemerintah untuk menanggulangi laju pernurunan jumlah
nelayan salah satunya melalui pemberian Asuransi Nelayan. Asuransi Nelayan
ini bermafaat menjaga keselamatan para nelayan selama menangkap ikan di
laut. Jumlah nelayan Kab/Kota Provinsi Kaltim yang telah diasuransikan
sebanyak 17.669 orang nelayan melalui APBN KKP. Pada tahun 2019, Kaltim
mendapatkan bantuan premi Asuransi Nelayan sebanyak 3.300 orang di seluruh
Kabupaten/Kota. Adapun jumlah asuransi yang tersebar sebagai berikut:

Tabel 45. Jumlah Asuransi Nelayan di Provinsi Kaltim

Kabupaten/Kota Jumlah Asuransi
Berau 500
Kutai Timur 300
Bontang 350
Samarinda 200
Kutai Kartanegara 700
Balikpapan 500
Kutai Barat 100
Penajam Paser Utara 450
Paser 200
Mahulu 0
Jumlah 3.300

Namun disisi lain jumlah nelayan yang terlindungi ini megalami penurunan
yang sangat drastis pada Tahun 2018 diakibatkan banyaknya nelayan yang
enggan memperpanjang asuransinya setelah program oemberian asuransi
nelayan gratis, dan apabila ingin melanjutkan asuransi nelayan maka harus
membayar secara mandiri. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan
kesadaran untuk salah satunya melalui sosialisasi Peran Asuransi Nelayan dan
bantuan subsidi asuransi bagi nelayan miskin oleh pemerintah.

Tabel 46. Jumlah Nelayan yang Terlindungi di Kalimantan Tim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah nelayan yang - - 6.917 9.863 876
terlindungi

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
2.15.1. Kinerja Tata Kelola Kehutanan

Kaltim memiliki peran cukup strategis untuk mengimplementasikan berbagai
kebijakan dan isu strategis baik nasional maupun internasional. Hal ini tidak
terlepas dari luasnya kawasan hutan di provinsi ini yang mencapai lebih dari 8
juta ha dan terpenting adalah komitmen Pemerintah Kaltim untuk
mengimplementasikan konsep pembangunan ekonomi hijau yang saat ini
didukung oleh pemerintah pusat dan masyarakat internasional. Bagi pemerintah
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pusat, kebijakan ekonomi hijau yang diusung provinsi ini bisa menjadi
sumbangan positif dalam politik internasional Indonesia yang juga berkomitmen
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca guna ikut serta dalam upaya
pencegahan pemanasan global. Secara hukum bahkan kebijakan terkait program
pembangunan hijau yakni “Kaltim Hijau” telah dituangkan pedoman
pelaksanaannya melalui Pergub Kaltim No. 22 Tahun 2011.

Melihat fungsi dan penugasan lembaga-lembaga kerjasama itu, maka Dinas
Kehutanan akan memiliki keleluasaan dalam melaksanakan program dan
kegiatan diluar program dan kegiatan rutin dengan sumber dana APBD maupun
APBN. Terkait isu konservasi, penelitian serta restorasi lingkungan dalam rangka
melestarikan, merestorasi dan mengelola ekosistem dan keanekaragamam hayati
Indonesia, Dinas Kehutanan dapat berkolaborasi dengan WWF Indonesia
program. Terkait dengan upaya melestarikan daratan dan perairan yang menjadi
sandaran semua kehidupan dengan mempromosikan nilai alam dan membantu
memicu perubahan transformasional dalam konservasi dan pemanfaatan
kelanjutan sumberdaya alam untuk kepentingan manusia dan alam menjadi
tugas TNC Kaltim yang saat ini pun telah bekerja mendukung Program Karbon
Hutan Berau, Perlindungan Karst Sangkulirang Mangkalihat, promosi Reduced
Impact Logging (RIL), dan pendampingan Perhutanan Sosial. Terkait perubahan
iklim, GIZ melalui program Forclime berkomitmen untuk mendukung Provinsi
Kaltim dalam usaha penurunan Gas Rumah Kaca khususnya dari sektor
kehutanan dan GGGI sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan, energi terbarukan dan
pengembangan kawasan ekonomi khusus. Di tingkat tapak, kerja Yayasan Bumi
dan Planete Urgence yang bekerja bersama masyarakat hutan dapat disinergikan
dengan program pemberdayaan masyarakat di Dinas Kehutanan.

2.15.2. Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Hutan Kaltim, sesuai dengan Fungsi Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan
Daerah (PERDA) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim Nomor 01 Tahun
2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036
telah membagi luas fungsi kawasannya menjadi beberapa bagian seperti berikut
ini:

Tabel 47. Luas Fungsi Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan dan Lahan Luas (hektare)
Kawasan Hutan Suaka Alam 438.390
Hutan Lindung 1.844.969
Hutan Produksi Terbatas 2.908.256
Hutan Produksi Tetap 3.027.099
Hutan yang di Konservasi 120.437
Areal Pengunaan Lain 4.299.785
Jumlah Total 12.638.936

Berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kaltim tidak terlepas dengan kegiatan
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK - HA) dan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK -
HTI). Saat ini jumlah izin yang ada beserta luas keseluruhan izin di Kaltim
terdapat :

67



Tabel 48. Perizinan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi
Kaltim

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan  Jumlah (unit) Luas (hektare)

Hutan

IUPHHK - HA 57 3.632.641
IUPHHK - HTI 42 1.590.184
IUPHHK - Restorasi Ekosistem 1 86.000
Pencadangan Areal HTR 1 4.510
Pencadangan Hutan Kemasyarakatan 1 590
Pencadangan Hutan Desa 6 16.052
[Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 83 106.319,61
Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu 23

sebanyak

Pencadangan Hutan Kemasyarakatan 1 590

Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%
adalah 2 unit, yaitu BKSDA Kaltim dan TN Kutai.

Tabel 49. Kawasan Konservasi di Provinsi Kaltim

No Fungsi Nama KK Provinsi Nilai Tahun
Penetapan
1. Taman TN Kutai Kaltim 78 2017
Nasional
2. Cagar Alam CA Teluk Adang Kaltim 71 2018

Untuk menilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Kaltim,
pada tahun 2018 telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan nilai indeks METT
70% atau lebih yang berarti pengelolaannya masuk dalam kategori baik.
Tingginya keanekaragaman hayati diKaltim menuntut sebuah tempat untuk
melindungi dan melestarikan keragaman tersebut, diantaranya dalam bentuk
kawasan konservasi. Sampai saat ini jumlah kawasan konservasi seluruh Kaltim
sebanyak 9 (sembilan) unit terdiri dari 6 (enam) unit yang dikelola oleh Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim (Cagar Alam Teluk Apar, Cagar
Alam Teluk Adang, Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Cagar Alam Padang
Luway, Suaka Margasatwa Pulau Semama dan Taman Wisata Alam Pulau
Sangalaki) , 1 (satu) unit yang dikelola Balai Taman Nasional Kutai (Taman
Nasional Kutai), 1 (satu) unit dikelola oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto Dinas
Kehutanan Provinsi Kaltim (Taman Hutan Raya Bukit Soeharto) dan 1 (satu) unit
lagi dikelola oleh UPTD Tahura Lati Petangis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Paser (Taman Hutan Raya Lati Petangis) . Menjaga keberadaan
potensi keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistemnya merupakan salah
satu mandat dari pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu perlu
dilakukan pemantauan terhadap kondisi pengelolaannya, untuk memastikan
kawasan konservasi telah dikelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan
dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang ada.

2.15.3. Pengelolaan Semua Jenis Hutan Secara Berkelanjutan, Menghentikan
Deforestasi, Merestorasi Hutan yang Terdegradasi dan Meningkatkan
Secara Signifikan Aforestasi dan Reforestasi

Kawasan hutan produksi di Kaltim seluas 86.450 hektare telah memperoleh Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).
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Hingga pertengahan tahun 2018, telah dibentuk 20 unit Kesatuan Pengelolaan
Hutan, yaitu 2 KPH Lindung dan 18 KPH Produksi. Selain itu terdapat 9
(sembilan) unit kawasan hutan konservasi, di mana 1 (satu) dikelola oleh DLH
Kabupaten Paser (Taman Hutan Raya Lati Petangis), 1 (satu) unit dikelola UPTD
Tahura Bukit Soeharto (Taman Hutan Raya Bukit Soeharto), 1 (satu) Taman
Nasional Kutai dikelola Balai Taman Nasional Kutai (luas 192.709,55 hektar),
dan 6 (enam) kawasan konservasi dikelola oleh BKSDA Kaltim (luas total
176.551,01 hektar), yaitu:

Cagar Alam Teluk Apar (46.900 hektar)

Cagar Alam Teluk Adang (59.665,78 hektar)

Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (64.700 hektar)

Cagar Alam Padang Luway (4.785,23 hektar)

Suaka Margasatwa Pulau Semama (220 hektar)

Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki (280 hektar)

O Q0o

2.15.4. Pemulihan Kawasan Terdegradasi

Setiap tahun dilakukan rehabilitasi sekitar 40 ribu hektare. Luas ini
berfluktuasi, tergantung pada ketersediaan pendanaan. Pada tahun 2018,
13.136,17 hektare lahan yang telah direhabilitasi.

Tabel 50. Luas lahan kritis yang direhabilitasi

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Luas Hutan dan Lahan
Kritis yang Direhabilitasi 84.035,54 56.224,46 42.464,21 40.901,85 13.136,77
(Ha)

PETA LAHAN KRITIS
WILAYAH KERJA BPDASHL MAHAKAM BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019

== sl C = = = = emailll,

Gambar 14. Klasifikasi Lahan Kritis di Provinsi Kaltim

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-undang nomor 37 tahun 2014
tentang konservasi tanah dan air, salah satu penggolongan kualitas lahan di
Kawasan lindung dan Kawasan budidaya adalah lahan kritis. Untuk mendukung
perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam termasuk
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didalamnya kegiatan reboisasi dan rehabilitasi sebagai upaya penanganan
degradasi lahan

Untuk lahan Kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Barat dan paling
sedikit berada di Kota Samarinda. Untuk kelas Potensial Kritis paling luas
berada di Kabupaten Kutai Barat dan paling sedikit berada di Kota Samarinda.
Untuk kelas Sangat Kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara
dan paling sedikit berada di Kota Balikpapan dan yang terakhir kelas tidak kritis
paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan paling sedikit berada di

Kota Samarinda.

Tabel 51. Luas Lahan Kritis di Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim

No Kab/Kota Agak Kritis Kritis Potensial Sangat Tidak Kritis Grand Total
Kritis Kritis

1. Kota 18.840,86 7.063,98 10.679,33 1.328,87 7.493,04 45.406,08
Balikpapan

2. Kota Bontang 89.052,75 14.319,15 23.006,37 9.099,66 16.447,17 151.925,10

3. Kota 38.797,87 3.734,39 9,179,44 2.925,09 5.846.53 60.483,32
Samarinda

4. Kutai Barat 1.894.697,81 15.794,92 1.171.507,36 9,745,50 368.246,96  3.459.902,55

S. Kutai 1.391.888,70 55.659,13 623.818,60 48.361,11 479.226,32 2.598.953,55
Kartanegara

6.  Kutai Timur 1.806.966,87 25.132,14 745.615,59 26.197,81 232.733,87  2.836.646,28

7. Paser 591.463,76 30.7980,13 323.350,13 9.197,81 128.663,29 1.083.884,15

8.  Penajam Pasir 214.685,15 4.434,29 59.869,55 11.137,35 47.601,51 337.727,85
Utara

9. Berau 1.028.716,82 33.327,59 663.543,37 11.682,39 375.182,75 2.112.452,58
Total 7.075.110,59 190.155,38 3.630.569,74 130.104,62 1.661.441,44 12.687.381,77

2.15.5. Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Provinsi Kaltim dalam rangka menjamin keanekaragaman hayati masih
dihadapkan pada kendala dan tantangan faktor antropogenik seperti kebutuhan
akan lahan pertanian, bahan bangunan dan sumber penghidupan masyarakat
kebijakan pembangunan makro terkait infrastruktur wilayah, dan kepedulian
yang minim terhadap pentingnya kawasan dengan nilai ekosistem esensial (KEE)
atau nilai konservasi tinggi (NKT) menjadi faktor penghambat upaya
perlindungan dan konservasi di lapangan. Namun demikian, terdapat pula
peluang dan potensi yang cukup besar dalam pengendalian kerusakan,
kebakaran hutan serta konservasi KEE.

Pemerintah Provinsi berupaya memastikan kondisi prima bagi KEE atau
kawasan bernilai konservasi tinggi KBKT) melalui identifikasi KEE dan KBKT,
kawasan penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
(KSA/KPA), pembentukan dan pembinaan forum kolaborasi perlindungan KEE
dan KBKT. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencegahan kehilangan
keanekaragaman hayati diantaranya adalah belum jelasnya status, kondisi,
kewenangan dan perangkat daearah pengampu KEE dan KBKT.

Kawasan konservasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, beberapa upaya
dilakukan untuk mendorong proses deliniasi KBKT di Kaltim (KEE Karst
Sangkulirang Mangkalihat, Lahan Basah Danau Mesangat — Kenohan Suwi, dan
koridor satwa Wehea — Kelay) dan inisiasi pembentukan kelembagaan pengelola
kawasan ekosistem esensial melalui forum-forum kolaborasi pengelolaan KEE
multistakeholder dan pengembangan kawasan-kawasan ekosistem esensial
lainnya terutama untuk wilayah-wilayah lahan basah seperti mangrove dan lain-
lain.. Selain itu ke terdapat juga ekosistem esensial dalam bentuk Taman Kehati
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yaitu Taman Keanekaragaman Hayati Desa Modang Kec. Kuaro Kab. Paser yang
telah ditetapkan oleh Bupati Paser sejak tahun 2015.

Untuk memastikan pengintegrasian Nilai Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati
ke dalam Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Kaltim sedang
menyusun Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kaltim dan akan dilanjutkan
dengan Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
Kaltim.

Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, Pemerintah Provinsi telah
melakukan Pengawasan yang menjadi kewenangan Provinsi sebagai upaya agar
tingkat ketaatan pelaksanaan dilakukan oleh pelaku industri/usaha/kegiatan di
Kaltim.

Pemerintah Provinsi akan berupaya merumuskan berbagai strategi pokok
perlindungan hutan dengan mendorong, memfasilitasi dan perluasan jejaring
dalam rangka meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait
(BPN, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) serta masyarakat dalam rangka
penegakan hukum dan peraturan serta pengamanan kawasan hutan, sehingga
semua strategi bisa berorientasi pada kelestarian hutan dalam memberikan
fungsi dan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi.

Upaya penegakan hukum lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan
Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan berbagai produk hukum
pusat (Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan
Menteri) maupun produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur) serta merumuskan berbagai strategi pokok perlindungan hutan
dengan mendorong, memfasilitasi dan perluasan jejaring kerjasama lintas
sektoral dengan instansi terkait (BPN, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) serta
masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan peraturan serta pengamanan
kawasan hutan, sehingga semua strategi bisa berorientasi pada kelestarian
hutan dalam memberikan fungsi dan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi.

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun
Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam
Pembangunan Berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang inklusif serta
damai, terwujudnya penegakan keadilan (Justice] dengan menyediakan akses
keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong
institutions). Tujuan 16 memiliki 12 (dua belas) target dengan 34 indikator TPB
yang ingin dicapai pada tahun 2030.Menguatkan masyarakat yang inklusif dan
damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk
semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di
semua tingkatan

2.16.1. Mengurangi segala bentuk kekerasan

Rasa aman merupakan variable yang sangat luas karena mencakup berbagai
aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan,
social dan ekonomi. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin
banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa
masyarakat merasa semakin tidak aman.

Jumlah kriminalitas pada tahun 2018 sebanyak 1.364, turun 1.858 kasus dari
tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 3.222. Sedangkan, jumlah kasus
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kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2018 sebanyak 460 kasus, turun
272 kasus dari tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 732.

Tabel 52. TIndak kejahatan dan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di
Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kriminalitas 3.227 4490 3.820 3.222 1.364

Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan 370 62 407 732 460
dan Anak

Sumber : Polda dan DKP3A , 2019

Jumlah Kriminalitas dan Kasus Kekerasan Perempuan-Anak
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Gambar 15. Jumlah Kriminalitas dan Kasus Kekerasan Perempuan Anak

2.16.2. Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua

Penyelesaian tindak pidana di Kaltim cenderung membaik. Pada tahun 2014,
persentase penyelesaian kasus di pengadilan sebesar 67,78%. Hingga pada
tahun 2018 mencapai persentase 81%.

Tabel 82 Penyelesaian kasus di pengadilan

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
Persentase Penyelesaian
Tindak Pidana 67,78 63,99 68,81 75 81

2.16.3. Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Pelaksanaan demokrasi di Kaltim cenderung fluktuatif, bila dilihat dari Indeks
Demokrasi, maka terdapat penurunan dari tahun 2014 dari 77,77 menjadi
73,88 di tahun 2018. Terjadi peningkatan 1,02 persen dengan tahun 2017
dengan capaiannya sebesar 72,86. Indeks Demokrasi di Kaltim masuk dalam
kategori indeks sedang meskipun mengalami peningkatan.

Tabel 53. Indeks Demokrasi

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Demokrasi 77,17 81,24 73,64 72,86 73,88
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2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global
2.17.1. Memperkuat Mobilisasi Sumber Daya Domestik

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan maka Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah merupakan Sumber Daya Domestik hal yang terpenting
termasuk dalam melaksanakan agenda TPB, Pendapatan Daerah dari Pajak
Daerah rata-rata 42,86% dalam periode 2014-2018. Rasio Penerimaan Pajak
Daerah terhadap PDRB Kaltim mengalami kecenderungan fluktuasi yang stabil
dengan Nilai tertinggi pada tahun 2014 sebesar 1,03% dan turun pada titik
terendah tahun 2017 sebesar 0,59% hal ini disebabkan beberapa faktor seperti
kondisi perekonomian yang mulai membaik sehingga berimbas daya beli
masyarakat dan kesadaran membayar pajak. Dan naik kembali walaupun tidak
signifikan pada tahun 2018 sebesar 0,74%.

Tabel 54. Pendapatan Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Total pendapatan 2,14% 1,88% 1,57% 1,38% 1,66%
pemerintah sebagai proporsi

terhadap PDB  menurut

sumbernya.

Rasio  penerimaan pajak 1,03% 0,75% 0,62% 0,59%  0,74%
terhadap PDB.

Proporsi anggaran domestik 59,10% 48,51% 53,01% 55,77% 92,83%
yang didanai oleh pajak
domestik.

2.17.2. Infrastruktur Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi di sektor perdagangan melalui sasaran yang ingin
dicapai yaitu, Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien melalui programnya
yaitu Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Sedangkan kegiatannya
yaitu Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan. Upaya yang
dilakukan untuk mencapai hal tersebut yaitu melalui “Penyediaan Sistem
Informasi Perdagangan Dalam Negeri.” Sistem ini memberikan informasi kepada
masyarakat tentang harga harian bahan pokok dan penting masyarakat serta
ketersediaan stok di tingkat distributor.

Adapun untuk perdagangan luar negeri, sejak tahun 2012 telah diberlakukan
sistem e-SKA (ELEKTRONIK SKA) untuk penerbitan Surat Keterangan Asal
Barang (SKA) atas barang yang akan diekspor ke negara tujuan.

Tabel 55. Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

Persentase jaringan tulang punggung serat 10% 20% 30% 45% 60%
optik nasional yang menghubungkan
Ibukota/Kota (IKK)

Tingkat Penetrasi akses tetap pita lebar 43,74% 43,74% 50,09% 50,09% 50,09%
(fixed broadband) di Perkotaan dan pedesaan

Proporsi penduduk terlayani mobile 85,46% 85,46% 90,91% 90,91% 90,91%
broadband

Proporsi individu yang menggunakan 30% 31,56%  38,03% 50% 55%
internet

Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau 5% 10% 15% 20% 35%

layanan akses telekomunikasi universal dan
internet.

Sumber Data: Diskominfo Prov. Kaltim
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2.17.3. Meningkatkan ekspor non-migas

Beberapa fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di
antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan
ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh
eksportir untuk dapat mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan
Teluk Balikpapan langsung ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku
eksportir komoditi potensial menggunakan ekspor langsung. Masih banyak
eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan
ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar daerah tersebut. Sehingga Kaltim
kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor.

Hal ini tentu saja diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau
mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor, harus memanfaatkan
fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Selain itu peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi
keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Pemerintah Kabupaten Kota belum
memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai
Pelabuhan ekspor komoditi langsung.

Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor
Langsung, juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan
penghubung (hub) akses komoditi dari antar pulau/provinsi potensial ke
Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi
konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan
Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Saat ini
konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan
regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai hub komoditi
antar daerah.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti
kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU
dan lain-lain masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju
Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga
program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu mendapatkan
perhatian agar mobilisasi kontainer dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar
menuju Teluk Balikpapan.

Tabel 56. Nilai dan Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kaltim Tahun
2014-2018

Tahun Nilai Ekspor Non Migas (US$ 000) Laju Pertumbuhan
2014 13.805.898 -23,97
2015 11.069.108 -19,82
2016 10.072.707 -9,00
2017 13.230.030 31,35
2018 15.029.357 13,60

Sumber : BPS Kaltim, 2018

Perkembangan pertumbuhan nilai ekspor non migas Kaltim selama lima tahun
terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekspor non migas
mengalami perbaikan ke arah positif sebesar 31,35% dengan nilai ekspor US$
13,23 Miliar dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi.
Hingga tahun 2018 pertumbuhan ekspor non migas terus positif yakni 13,60%
dengan nilai ekspor mencapai US$ 15,02 Miliar.
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2.17.4. Ketersediaan Data

Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pemeringkatan keterbukaan informasi
publik Menuju informatif) pada tahun 2015 dan 2016 (skor 81,1 pada tahun
2015 dan skor 88,1 pada tahun 2016). Pada tahun 2017 dan 2018, memperoleh
pemeringkatan cukup informatif (skor 73,6 pada tahun 2017). Pada tahun 2017,
terdapat 1.461 permohonan informasi publik dapat diselesaikan di tingkat PPID
badan publik di Kaltim yaitu di PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, PPID
Kota Bontang, PPID Kota Balikpapan, 10 PPID KPUD se kaltim (KPU Provinsi &
Kabupaten/Kota se Kaltim minus KPU Kab. Mahulu), PPID utama Pemprov
Kaltim, PPID Kabupaten Kutai Kartanegara, PPID Kabupaten Berau & 8 PPID
OPD di lingkup Pemprov Kaltim (Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan,
Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan-Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas
Energi dan Sumberdaya Mineral dan BLUD RSJ Atma Husada Mahakam) tanpa
melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
Provinsi Kaltim (KI Kaltim, 2019).

Distribusi 1.461 Permohonan Informasi Publik ';‘;;‘L‘:E'g::ﬁ:
Yang Bisa Dipenuhi PPID Badan Publik di Kaltim Se Kaltim
Tanpa Melalui Sengketa Informasi “'E“Pir:‘:;"s‘f"{'a'::‘i’:‘”'
update data : 31 Mei 2017

ST D

M PPID Kab.Kutai Kartanegara

29 permohonan informasi

21

B PPID Kota Bontang
126 permohonan informasi

m PPID Utama Pemprov Kaltim
21 permohanan informasi

M PPID Disbun Prov.Kaltim

750 permohonan informasi

W PPID Kota Balikpapan

115 permohonan informasi

B PPID Kab.Berau

9 permohonan informasi

PPID KPUD sekaltim (10
KPUD)325 permohonan informasi

— @ PPID 8 OPD lingkup

Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan PTOV. Ka Eum

dan Arsip, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan-Tanaman Pangan & 86 permohonan informasi

Hortikultura, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan BLUD R5) Atma Husada Mahakam

Gambar 16. Permohonan Informasi Publik yang bisa dipenuhi Badan Publik di
Kaltim (Komisi Informasi Kaltim, 2017)

Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan
kualitas data statistik dari tahun 2016-2018 sebanyak 90%. Adapun konsumen
yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
sebesar 82% pada 2018. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data
dan informasi statistik melalui website mengalami peningkatan sebanyak 1000
orang di tahun 2018 yakni sebesar 52.000 orang jika dilihat dari tahun 2017
yakni hanya sebesar 51.000. Presentase konsumen yang puas terhadap akses
data BPS pada 2018 sebesar 85%. Sementara, presentasi konsumen yang
menggunakan data BPS dalam penggunaan perencanaan dan evaluasi
pembangunan nasional pada 2018 mencapai 8%.
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Tabel 57. Tabel Presentase konsumen yang menggunakan data statistik Tahun
2016-2018

INDIKATOR 2016 2017 2018

Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) 90% 90% 90%
yang merasa puas dengan kualitas data statistik.

Persentase konsumen yang menjadikan data dan 81% 81% 82%
informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.

Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, 0 0 0
dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi
Rujukan Statistik (SIRuSa).

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data 51.0 51.0 52.0
dan informasi statistik melalui website. 00 00 00

Persentase konsumen yang puas terhadap akses 82% 82% 85%
data Badan Pusat Statistik (BPS).

Persentase konsumen yang menggunakan data 8,25 8,35 8%
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan % %
evaluasi pembangunan nasional.
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BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.
Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan
7 target yang diukur melalui 42 indikator. Target- target tersebut terdiri dari
pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan
pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta
penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri
kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut
dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh
pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan target Tujuan 1 TPB, RPJMD 2019-2023
diarahkan pada kebijakan utama, yaitu:

1) Pengembangan Fasilitasi dan Pendampingan Permodalan usaha pemuda
dan penyandang disabilitas

2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan  keterampilan dalam
pengurangan risiko bencana

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian
Tujuan 1 TPB, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2) Program pembinaan anak terlantar

3) Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

4) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

S5) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

6) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

7) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Daerah

8) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

9) Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana

10) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Daerah

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program yang dilakukan oleh
organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk
mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Program tersebut adalah: Mitra
binaan desa kreatif, pembinaan pekebun kecil, perhutanan sosial, kampung
iklim+, dan pengembangan rencana bisnis.

Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel 88. Belum semua
indikator TPB Tujuan 1 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1.
Program dan kegiatan organisasi non-pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam
Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi
pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 1 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 88. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

TARGET
Kode Nama Indikator SIULEL. s SATUAN | Baseline

Indikator DATA 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
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TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Kode
Indikator

Nama Indikator

SUMBER
DATA

SATUAN

Baseline

TARGET

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari

semua usia, yang hidup dalam

kemiskinan

di semua d

imensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.2.1*

Persentase
penduduk yang
hidup di bawah

garis kemiskinan
nasional,

menurut jenis
kelamin dan
kelompok umur.

Susenas
BPS,
Dinas
Sosial,
BKKBN

%
(Kondisi
Maret)

6,03

6

5,94

5,87 | 5,78 5,7

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin

dan rentan

1.3.1 (@) | Proporsi peserta % 87,98 98% 100 100 100 100%
jaminan % % % %
kesehatan melalui | BPJS gg%“iasnept
SJSN Bidang ‘19
Kesehatan UHC

(Univers
al Health
Coverage
)

1.3.1.(b) | Proporsi peserta BPJS Formal 520.49 - -

Program Jaminan | Ketenaga | (%) 6 587. 693. 830.
Sosial Bidang kerjaan X;‘)ng;mt) 120 917 137
: SOLU
Ketenagakerjaan. Informal | oo gon | 103. | 121. | 145 |- -
(%) ) 189 959 900

1.3.1.(¢) | Jumlah BPS, Orang 200 215 250 300 350 400
penyandang Dinsos,
disabilitas yang BPJS
miskin dan
rentan yang
terpenuhi hak
dasarnya dan
inklusivitas.

1.3.1.(d) | Jumlah rumah Dinsos, KPM 10.20 | 66.010 | - - - -
tangga yang Susenas (Keluarga | ¢ Tw 3

Penerima
mendapatkan. Manfaat) 75.000
bantuan tunai
bersyarat/Progra
m Keluarga
Harapan.

1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin
dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan
dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,

teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro
1.4.1 (a) | Persentase BPS, % 81,34* 100 100 100 100 100
perempuan Dinkes (2017)
pernah kawin
umur 15-49
tahun yang
proses
melahirkan
terakhirnya di
fasilitas
kesehatan
(kelompok
penduduk 40%
terbawah)
1.4.1 (b) | Persentase anak | BPS, % 44,84* 80 80 80 80 80
umur 12-23 | Dinkes (2017)
bulan yang
menerima
imunisasi dasar
lengkap
(kelompok
penduduk 40%
terbawah)
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TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Kode
Indikator

Nama Indikator

SUMBER
DATA

SATUAN

Baseline

TARGET

2019

2020

2021

2022

2023

1.4.1.(d)

Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses terhadap
layanan sumber air
minum layak.
(kelompok penduduk
40% terbawah)

Susenas BPS

DPU

%

71,71
(2017*

1.4.1.(e)

Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses terhadap
layanan sanitasi layak.
(kelompok penduduk
40% terbawah)

Susenas BPS

DPU

%

72,83*

1.4.1.(f)

Persentase rumah
tangga kumuh
perkotaan. (kelompok
penduduk 40%
terbawah)

Susenas BPS
DPU

%

1.4.1.(g)

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SD/Ml/sederajat.
(kelompok penduduk
40% terbawah)

Susenas BPS
DISDIK

%

96,61*
(2017)

96,81

97,01

97,21

97,41

97,61

1.4.1.(h)

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMP/MTs/sederajat.
(kelompok penduduk
40% terbawah)

Susenas BPS

%

81,70*

81,90

82,1

82,3

82,5

82,7

1.4.1.(i)

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/MA/sederajat.
(kelompok penduduk
40% terbawah)

Susenas BPS

%

63,17*

63,37

63,57

63,77

63,97

64,17

1.4.1.(j)

Persentase penduduk
umur 0-17 tahun
dengan kepemilikan
akta kelahiran.
(kelompok penduduk
40% terbawah)

Susenas BPS
e-infoduk
DKP3A

%

92,22

1.4.1.(k)

Persentase rumah
tangga miskin dan
rentan yang sumber
penerangan

utamanya listrik baik
dari PLN dan bukan
PLN. (kelompok
penduduk 40%
terbawah)

DESDM
TNP2K

%

91,97

1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan

mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan

mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan
bencana.
1.5.1* Jumlah korban | BPBD Kaltim | Jiwa
meninggal, hilang,
dan terkena dampak 740 31 0 0 0 0
bencana per 100.000
orang.
1.5.1.(a) Jumlah lokasi | BPBD Kaltim | Lokasi 24 0 8 7 8 7
penguatan
pengurangan  risiko
bencana daerah.
1.5.1.(b) Pemenuhan Dinas Sosial, | Jiwa 35 35 35 35 35
kebutuhan dasar | BPBD,
korban bencana | Podes
sosial.
1.5.1.(c) Pendampingan Dinas Sosial, | Jiwa - 35 35 35 35 35
psikososial korban | BPBD,
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TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

TARGET
I n;‘f{iﬁ or Nama Indikator S%I\ﬁ,]?fR SATUAN | Baseline
2019 2020 | 2021 | 2022 2023
bencana sosial. Podes
1.5.1.(d) Jumlah daerah | Dinas P & K, | Daerah - - - - - -
bencana Kemenag,
alam/bencana sosial | BPBD,
yang mendapat | Podes
pendidikan  layanan
khusus.
1.5.1.(e) Indeks risiko bencana | BPBD Kaltim | Indeks
pada pusat-pusat Resiko 0 145 140 135 130 125
pertumbuhan  yang Bencana
berisiko tinggi.
1.5.2.(a) Jumlah kerugian BPBD Kaltim | Rupiah
. 3.665.
ekonomi langsung 0 0 0 0 0
. 574.000
akibat bencana.
1.5.3* Dokumen strategi BPBD Kaltim | Dokumen 1 0 1 0 0 0
pengurangan risiko
bencana (PRB) tingkat
nasional dan daerah.

1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan
yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang
berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

l.a.1* Proporsi sumber daya | BAPPEDA, Rupiah - - - - -
yang dialokasikan
oleh pemerintah
secara langsung
untuk program
pemberantasan
kemiskinan.

1.a.2* Pengeluaran untuk | BAPPEDA, Miliar 2.269,58 | 2.695,
layanan pokok Rupiah, (21,27%) 81
(pendidikan, Fungsi (21,93
kesehatan dan Pendidikan %)
perlindungan sosial)
sebagai  persentase
dari total belanja
pemerintah.

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk
mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang
diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan
kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian,
menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan
meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan
untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan
kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi
nonpemerintah.

Arah kebijakan RPJMD 2018-2023 untuk mencapai target Tujuan 2 TPB,
meliputi:

1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian
tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah
terpencil/perbatasan (3T)

Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Perbaikan penanganan pasca penen dan pengolahan hasil tanaman
pangan dan hortikultura

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani

2)
3)
4)
S)

6)
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7) Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian

8) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering

9) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan (LP2B)

10)Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS
SIWAB

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2019-2023
antara lain terkait dengan:

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4) Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
5) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

6) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

7) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan

8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang
dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Pengembangan lahan pangan
lokal, pembinaan pekebun, peningkatan nilai tukar petani.

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat
pada tabel 89. Belum semua indikator TPB Tujuan 2 tercantum pada tabel
tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 2 tercantum Pilar
Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi
nonpemerintah Tujuan 2 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks
2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan
7 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 89. Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Kode Nama SUMBER SATUAN Baseli TARGET
Indikator Indikator DATA ne 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin
dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup
sepanjang tahun.
2.1.1* Prevalensi Dinas % _ _ _ _ _ _
ketidakcukup- | Pertanian
an Konsumsi | , Susenas
Pangan BPS
(Prevalence of
Undernurishm
ent)

2.1.1.(a) Prevalensi Dinas % 14,7 14,2 13,7 13,2 12,7 12,2
Kekurangan Kesehat-
Gizi an,
(underweight) Susenas

pada anak | BPS
balita.

2.1.2* Prevalensi Susenas % 420 418 416 414 412 410
penduduk BPS,
dengan dinas
kerawanan Pertanian
pangan sedang
atau berat,
berdasarkan

pada Skala
Pengalaman

Kerawananan
pangan.
2.2.1.(a) Proporsi dinas % - - - - - _
penduduk pertanian
dengan , Susenas

asupan kalori | BPS
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TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Kode Nama SUMBER SATUAN Baseli TARGET
Indikator Indikator DATA ne 2019 2020 2021 2022 2023
minimum  di | (dihitung
bawah 1.400 | BPS)
kkal/kapita/
hari.
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target

yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan

gizi remaja

perempuan, ibu hamil dan me

nyusui, serta manula.

2.2.1%

Prevalensi
stunting
(pendek  dan
sangat pendek)
pada anak
balita.

Dinkes

%

29,4

28,9

28,4

27,9

27,4

26,9

2.2.1.(a)

Prevalensi
stunting
(pendek  dan
sangat pendek)
pada anak di
bawah dua
tahun/baduta.

Dinkes,
BPS

%

2.2.2%

Prevalensi
malnutrisi/
wasting (berat
badan/ tinggi
badan) anak
pada usia
kurang dari 5
tahun,
berdasarkan
tipe.

Dinkes,
BPS

% (wasting)

7,5

6,5

5,5

%
(obesitas)

2.2.2.(a)

Prevalensi
anemia pada
ibu hamil.

Dinkes
BPS

%

15,1

14

13

12

11

10

2.2.2.(b)

Persentase
bayi usia
kurang dari 6
bulan yang
mendapatkan
ASI ekslusif.

Dinkes
BPS

%

70,7

50

55

60

65

70

2.2.2.(c)

(i)Kualitas
konsumsi
pangan yang
diindikasikan
oleh skor Pola
Pangan
Harapan
(PPH); dan (ii)
tingkat
konsumsi ikan
perkapita

Dinas
Pertanian

Skor

84,6

84,7

86,9

89,1

93,4

Dinas
Kelautan
&
Perikan-
an

Kg/Kapita/
Tahunpita

48

50

52

54

58

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil,
khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui
akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan,
pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.

2.3.1%

Nilai Tambah
Pertanian
dibagi jumlah
tenaga kerja di
sektor
pertanian
(rupiah per
tenaga kerja)

Dinas
Pertanian

(DISNAK,
DKP,
DISBUN)
BPS

Rupiah/
tenaga
kerja

118.2
41,5*%

(2016)

2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan
spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di
tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil
dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.

2.5.1%

Jumlah
varietas
unggul
tanaman dan
hewan untuk
pangan yang
dilepas.
(Nasional)

Dinas
Peternak
an

VUB
Tanaman
Pangan
(padi,
jagung,
kedelai)

80.24
8,3

82.811,6
0

85.479,
7

88.255,
60

91.142,
70

94.144,
50
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TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN
Kode Nama SUMBER SATUAN Baseli TARGET
Indikator Indikator DATA ne 2019 2020 2021 2022 2023
Kumulatif 50 100 100 120 140 150
VUB
Hewan
untuk
Pangan
(ayam lokal
petelur,
ayampedag
ing, itik
unggul,
dan ternak
domba
komposit
Sumatera)
2.5.2% Proporsi Dinas Hewan 3000 | 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
hewan ternak | Peternak | Ternak (Hewan
dan an g
sejenisnya, divaksin)
diklasifikasika
n menurut
tingkat risiko
kepunahan:
berisiko, tidak
berisiko, dan
risiko yang
tidak
diketahui.

3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB adalah menjamin kehidupan yang sehat danmeningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua wusia. Untuk mencapai tujuan
kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang
diukur melalui 37 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan
kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses
layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan
universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control),
pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan
kesehatan.

Kebijjakan dalam RPJMD 2019-2023 diarahkan pada: Pemerataan pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi
Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, Percepatan pemenuhan
standar pelayanan minimal rumah sakit, Peningkatan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan, peningkatan kases dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat miskin.

Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan Tujuan 3 TPB, program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup:

1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)

4) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan

S) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

6) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

7) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

9) Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
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Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel 90. Belum semua
indikator TPB Tujuan 3 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 3 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1.
Program dan kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 3 tercantum dalam
Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan
tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3. Program dan kegiatan
organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 3 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 90. Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Nama Indikator | SUMBER SATUAN Baseli TARGET
Indikator DATA ne 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3.1 Pada tahun 2039, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran
hidup.
3.1.1* Angka Kematian | Dinkes, Jumlah 74 90 85 80 75 70
Ibu (AKI). SENSUS kematian
PENDU- ibu
DUK,
SUTAS
3.1.2% Proporsi Susenas % 96,44 100 100 100 100 100
perempuan BPS, (bps
pernah kawin Dinkes 2017)
umur 15-49
tahun yang
proses
melahirkan
terakhirnya
ditolong oleh
tenaga
kesehatan
terlatih.
3.1.2.(a) Persentase Susenas % 87,37 100 100 100 100 100
perempuan BPS, (bps
pernah  kawin | Dinkes, 2017)
umur 15-49 | BKKBN
tahun yang
proses
melahirkan
terakhirnya di
fasilitas
kesehatan.

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan
seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH
(Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

3.2.1% Angka Kematian | Dinkes Jumlah 54 77 72 67 62 57
Balita (AKBa) Kematian
per 1000 Balita
kelahiran hidup.
3.2.2% Angka Kematian | Dinkes kematian | 498 473 448 423 398 373
Neonatal (AKN) per
per 1000 100.000
kelahiran hidup. kelahiran
hidup
3.2.2.(a) Angka Kematian | Dinkes kematian | 608 581 557 533 509 484
Bayi (AKB) per per
1000 kelahiran 100.000
hidup. kelahiran
hidup
3.2.2.(b) Persentase Dinkes % 90 80 90 90 100 100
kabupaten/kota
yang mencapai
80% imunisasi
dasar lengkap
pada bayi.

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang
terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
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TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Nama Indikator | SUMBER SATUAN Baseli TARGET
Indikator DATA ne 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
3.3.1.(a) Prevalensi HIV | Dinkes, % 1,72 - - - - -
pada  populasi | Komisi
dewasa. Penanggu
langan
Aids
3.3.2.(a) Insiden Dinkes % 46,08 - - - - -
Tuberkulosis
(ITB) per
100.000
penduduk.
3.3.3* Kejadian Dinkes API per | 0,44 <1 <1 <1 <1 <1
Malaria per 1000 (bps
1000 orang. penduduk | 2017)
3.3.3.(a) Jumlah Dinkes Kabupa- 0 0 1 2 2 2
kabupaten/kota ten/ Kota | 8 (bps
yang mencapai 2017)
eliminasi
malaria.
3.3.4.(a) Persentase Dinkes % 10 10 10 10 10 10
kabupaten/kota 7 (bps
yang melakukan 2017)
deteksi dini
untuk infeksi
Hepatitis B.
3.3.5% Jumlah orang Dinkes Juta - - - - - -
yang Orang
memerlukan (Filariasis)
intervensi
terhadap
penyakit tropis
yang terabaikan
(Filariasis dan
Kusta).
Orang - - - - - -
(Kusta)
3.3.5.(a) Jumlah provinsi | Dinkes Provinsi 10 10 10 10 10 10
dengan
eliminasi Kusta.
3.3.5.(b) Jumlah Dinkes Kab/Kota | 1 0 1 2

kabupaten/kota
dengan
eliminasi
filariasis
(berhasil
dalam
penilaian
transmisi tahap
I).

lolos
survei

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat
melalui pencegahan dan pengobatan, serta

penyakit tidak menular,
meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

3.4.1.(a)

Persentase
merokok pada
penduduk umur
<18 tahun.

Dinkes

%

25,90

24

23

22

21

20

3.4.1.(b)

Prevalensi
tekanan
tinggi.

darah

Dinkes

%

39,30

35

34

33

32

31

3.4.1.(c)

Prevalensi
obesitas pada
penduduk umur
218 tahun.

Dinkes

%

28,70

15,4

15,4

15,4

15,4

15,40

3.4.2%

Angka kematian
(insidens  rate)
akibat bunuh
diri.

Dinkes

Kematian
per
100.000
penduduk

3.4.2.(a)

Jumlah

kabupaten/kota
yang  memiliki
puskesmas yang

dinkes

Kab/Kota

10

10

10

10

10

10
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TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode
Indikator

Nama Indikator

SUMBER
DATA

SATUAN

Baseli
ne

TARGET

2019

2020

2021

2022

2023

menyelenggarak
an upaya
kesehatan jiwa.

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalah

dan penggunaan alkohol yang

membahayakan.

gunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika

3.5.1(a)

Jumlah
penyalahguna
narkotika dan
pengguna
alkohol yang
merugikan, yang
mengakses
layanan
rehabilitasi
medis.

BNN

orang

1083

250

250

250

250

250

3.5.1(b)

Jumlah yang
mengakses
layanan pasca
rehabilitasi.

BNN

orang

89

120

240

240

240

240

3.5.1.(c)

Jumlah korban
penyalahgunaan
NAPZA yang
mendapatkan
rehabilitasi
sosial di dalam
panti sesuai
standar
pelayanan.

Dinas
Sosial

orang

38

45

50

55

60

65

3.5.1.(d)

Jumlah lembaga
rehabilitasi
sosial korban
penyalahgunaan
NAPZA yang
telah
dikembangkan/
dibantu.

BNN

Lembaga

3.5.1.(e)

Prevalensi
penyalahgunaan
narkoba.

BNN

%

1,77

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

3.5.2*%

Konsumsi
alkohol (liter per
kapita) oleh
penduduk umur
> 15 tahun
dalam satu
tahun terakhir.

Susenas
BPS,
POLDA

liter
kapita

per

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual
termasuk keluarga berencana, informasi d

strategi dan

program nasional.

an pendidikan, dan integrasi

dan reproduksi,

kesehatan reproduksi ke dalam

3.7.1%

Proporsi
perempuan usia
reproduksi (15-
49 tahun) atau
pasangannya
yang  memiliki
kebutuhan
keluarga
berencana dan
menggunakan
alat kontrasepsi
metode modern.

BKKBN

%

11,8*
(2017)

11,4
2

11,0
4

10,6
6

10,2
8

9,9

3.7.1.(a)

Angka
prevalensi
penggunaan
metode
kontrasepsi
(CPR) semua
cara pada
Pasangan Usia
Subur (PUS)
usia 15-49

BKKBN

%

66,5*
(2017)

59,5

60,3

61,1

61,1

61,90
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TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Nama Indikator | SUMBER SATUAN Baseli TARGET
Indikator DATA ne 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
tahun yang
berstatus kawin.

3.7.1.(b) Angka DKP3A, % 20,7 21,7 | 22,9 | 24,2 | 257 | 26,9
penggunaan BKKBN
metode
kontrasepsi
jangka panjang
(MKJP) cara
modern).

3.7.2*% Angka kelahiran | DKP3A, Kelahiran | 19 18,1 17,2 16,3 15,4 14,54
pada BKKBN per 1000 1 2 2 3
perempuan perempua
umur 15-19 n 15- 19
tahun (Age tahun
Specific Fertility
Rate/ASFR).

3.7.2.(a) Total Fertility | DKP3A, Jumlah 2,7* 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3
Rate (TFR). BKKBN anak per | (2017

WuUS (15-
49 tahun)

3.8 Mencapai cakupan kesehatan univers

al, termasuk perlindungan risiko keuangan,

akses terhadap

pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman,
kau bagi semua orang.

efektif, berkualitas, dan terjan

3.8.1.(a)

Unmet need
pelayanan

kesehatan.

BPS,
Dinkes

%

4,18*
(2017

3.8.2%

Jumlah
penduduk yang
dicakup
asuransi
kesehatan atau
sistem
kesehatan
masyarakat per
1000 penduduk.

BPJS,
Kemen-
keu

Juta
Penduduk

2.680.0
11
(2017)

3.48
7.80

3.89
1.70

4.29
5.60

4.99
0.50

5.103.
399

3.8.2.(a)

Cakupan
Jaminan
Kesehatan
Nasional (JKN).

BPJS

%

87,19

98

100

100

100 100

3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia

berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

3.9.3.(a) Proporsi Sistem % - - - - - -
kematian akibat | Registrasi
keracunan. Sampel
(Nasional)

3.a Memperkuat pelaksanaan

sebagai lan

kah yang tepat.

the Framework Convent

ion on Tobacco Control WHO di

seluruh negara

3.a.1*

Persentase
merokok pada
penduduk umur
215 tahun.

Susenas
BPS,
Dinas
Kesehat-
an

%

24,69*
BPS
2017

100

100

100

100 100

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang
terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin
dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang
menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan
atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi
kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

3.b.1.(a)

Persentase
ketersediaan
obat dan vaksin
di Puskesmas.

Dinkes

%

98,82

100

100

100

100 100

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan,

dan retensi
berkemban

tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya

pulau kecil.

negara kurang berkemb

ang, dan negara

3.c.1*

Kepadatan dan
distribusi

tenaga
kesehatan.

Kepadatan dan
distribusi dokter

Dinkes

dokter
spesialis

13,89

11

11

11

11 12
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TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Nama Indikator | SUMBER SATUAN Baseli TARGET
Indikator DATA ne 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
spesialis per 1.000
penduduk
Kepadatan dan | Dinkes dokter 28,17 45 46 47 49 50
distribusi dokter umum
umum per 1.000
penduduk
Kepadatan dan | Dinkes dokter 8,41 13 13 13 13 14
distribusi dokter gigi  per
gigi 1.000
penduduk
Kepadatan dan | Dinkes perawat 218,34 | 180 185 190 195 200
distribusi per 1.000
perawat penduduk
Kepadatan dan | Dinkes perawat 4,49 18 19 20 21 21
distribusi gigi  per
perawat gigi 1.000
penduduk
Kepadatan dan | Dinkes bidan per | 94,88 120 122 124 127 130
distribusi bidan 1.000
penduduk
Kepadatan dan | Dinkes tenaga 9,67 14 15 16 17 18
distribusi gizi per
tenaga gizi 1.000
penduduk
Kepadatan dan | Dinkes tenaga 7,56 18 19 20 20 20
distribusi kesehatan
tenaga per 1.000
kesehatan penduduk
lingkungan
Kepadatan dan | Dinkes tenaga 0 5 6 6 6 6
distribusi keterapia
tenaga n fisik per
ketarapian fisik 1.000
penduduk
Kepadatan dan | Dinkes tenaga 0 16 17 18 18 18
distribusiketekn kesehatan
isan medis masyara-
kat per
1.000
penduduk
Kepadatan dan | Dinkes tenaga 10,72 12 14 16 18 18
distribusi keteknis-
tenaga an fisik
kesehatan per 1.000
masyarakat penduduk

3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata
serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada
tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera
pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 24 indikator. Target-
target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini,
pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk
universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender
dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang
ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian Tujuan 4
TPB, adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas layana Pendidikan vokasi/kejujuran selaras
kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan
kemitraan swasta/industri
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2) Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Pendidikan melalui
peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SMA/SMK/MA/SLB dan
pengembangan SMA/SMK Neger Terpadu (Boarding School)

3) Peningkatan kualitas dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan
kualifikasi Pendidikan

4) Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak
keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekola melalui
BOSDA dan beasiswa Kaltim Tuntas

5) Penyediaan beasiswa Pendidikan bagi masyarakat miskin

6) Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan jarak jauh

7) Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Luar Biasa

8) Pengembangan perpustakaan digital

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

3) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan

4) Program Pendidikan Luar Biasa

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7) Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas

8) Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

9) Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

10) Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang
dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Peningkatan Kompetensi Kepala
Sekolah dan Guru.

Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel 91. Belum semua
indikator TPB Tujuan 4 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 4 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1.
Program dan kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 4 tercantum dalam
Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi
pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 4 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 58. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Nama Indikator Sum Sa- Baseli Target
Indika- ber tuan ne 2019 2020 2021 2022 2023
tor Data

4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan
dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian
pembelajaran yang relevan dan efektif.

4.1.1% Proporsi anak-anak | Disdik % 0 67,39 67,94 | 68,49 | 69,04 69,59
dan remaja: (¢)
tingkat akhir
SMP/kelas 9 yang
mencapai standar
kemampuan
minimum dalam: (i)
membaca (Bahasa
Indonesia)

Proporsi anak-anak | Disdik % 0 44,09 46,33 | 48,57 | 50,81 53,05
dan remaja: (c)
tingkat akhir
SMP/kelas 9 yang
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TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Nama Indikator Sum Sa- Baseli Target
Indika- ber tuan ne 2019 2020 2021 2022 2023
tor Data

mencapai standar
kemampuan
minimum  dalam:
(ii) matematika.

4.1.1.(a) | Persentase SD/MI | Disdik | % 0 82,1 83,66 | 84,21 84,89 85,33
berakreditasi
minimal B.

4.1.1.(b) | Persentase Disdik | % 0 78 79,56 | 80,21 | 80,97 81,66
SMP/MTS
berakreditasi
minimal B.

4.1.1.(c) | Persentase Disdik | % 0 64,45 65,01 65,97 | 66,56 66,99
SMA/MA
berakreditasi
minimal B.

4.1.1.(d) | Angka Partisipasi | Disdik | % 105,39 | 104,69 | 103,12 | 102,3 | 101,22 | 100,54
Kasar (APK) 108,07 5
SD/MI/sederajat. (bps

2017)

4.1.1.(e) | Angka Partisipasi | Disdik | % 105,59 | 104,26 | 103,53 | 102,3 | 101,21 | 100,01
Kasar (APK) 91,46 5
SMP/MTs/sederaja (bps
t. 2017)

4.1.1.(ff | Angka Partisipasi | Disdik | % 90,75 92,56 94,32 95,32 | 96,14 97,25
Kasar (APK) 99,51
SMA/SMK/MA/sed (bps
erajat. 2017)
Rata-rata lama | Disdik | Ta- 9,48 9,52 9,94 10,10 10,26 10,36
sekolah penduduk hun

umur =15 tahun.

4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang

berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

4.2.2.(a)

Angka  Partisipasi
Kasar (APK)
Pendidikan = Anak
Usia Dini (PAUD).

Disdik

%

58,26

60,21

61,55

62,14

63,52

64,11

4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap
pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan

berkualitas.

4.3.1.(a) | Angka Partisipasi | Disdik | % 90,75 92,56 94,32 95,32 | 96,14 97,25
Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/sed
erajat.

4.3.1.(b) | Angka Partisipasi | Disdik | % 27,4 27,8 27,9 28,2 28,4 28,6
Kasar (APK)

Perguruan  Tinggi
(PT).

4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki
keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan
yang layak dan kewirausahaan.

4.4.1*

Proporsi remaja
dan dewasa dengan
keterampilan
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK).

4.4.1*

Proporsi remaja
(15-24) dengan
keterampilan
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK).

Suse
nas,
BPS

%
rema
ja
(15-
24)

76,99
(bps
2017)

4.4.1*

Proporsi dewasa
(15-59) dengan
keterampilan
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK).

Susen
as,
BPS

%
dewa
sa
(15-
59)

50,56
(bps
2017)
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TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode
Indika-
tor

Nama Indikator

Sum Sa-
ber tuan
Data

Baseli

Target

ne

2019

2020

2021

2022

2023

4.5 Pada

tahun 2030, menghilangkan disparitas

sama untuk semua tingkat pendidikan dan pe

gender d
latihan ki

alam pen
ejuruan,

bagi mas

yarakat

didikan, dan menjamin akses yang
rentan termasuk

penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
4.5.1% Rasio Angka 74,87 75,25 | 75,29 | 75,25 75,29
Partisipasi  Murni
(APM)
perempuan/laki-
laki di
(1) SD/M1/
sederajat
(2) SMP/MTs/
sederajat;
(3) SMA/SMK/MA/
Sederajat; dan
Rasio Angka
Partisipasi Kasar
(APK) perempuan/
laki-laki di
(4) Perguruan
Tinggi.
4.5.1* Rasio APM SD/ | Disdik | % 105,59 | 104,26 | 103,53 | 102,3 | 101,21 | 100,01
MI/sederajat 99,80 5
(bps
2017)
4.5.1* Rasio APM SMP/ | Disdik | % 90,75 92,56 94,32 95,32 | 96,14 97,25
MTs/sederajat 100,30
(bps
2017)
4.5.1* Rasio APK SMA/ | Disdik | % 27,4 27,8 27,9 28,2 28,4 28,6
SMK/MA/sederajat 96,60
(bps
2017)
4.5.1*% Rasio APK | Disdik | % - - - - - -
perempuan/ laki-
laki di PT
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik
laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
4.6.1.(a) | Persentase angka | Suse % 98,96 - - - - -
melek aksara | nas,
penduduk umur = | BPS
15 tahun.
4.6.1.(b) | Persentase angka | Suse % 99,92 | - - - - -
melek aksara | nas, (bps
penduduk umur | BPS 2017)
15-24 tahun dan
umur 15-59 tahun.
Persentase angka | Suse % 100 - - - - -
melek aksara | nas, 99,70
penduduk umur | BPS (bps
15-24 tahun 2017)
Persentase angka | Suse % - - - - - -
melek aksara | nas,
penduduk umur | BPS
15-59 tahun.

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok

miskin dan rentan

4.a.1*

Proporsi sekolah
dengan akses ke:
(a) listrik

(b) internet untuk
tujuan pengajaran,
(c) komputer untuk
tujuan pengajaran,

(d) infrastruktur
dan materi
memadai bagi

siswa disabilitas,
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TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Nama Indikator Sum Sa- Baseli Target
Indika- ber tuan ne 2019 2020 2021 2022 2023
tor Data
(e) air minum
layak,
(f) fasilitas sanitasi
dasar per jenis
kelamin,
(g) fasilitas cuci
tangan (terdiri air,
sanitasi, dan
higienis bagi semua
(WASH).
Proporsi sekolah | Dinas % - - - - - -
dengan akses ke: | Pendi
(a) listrik dikan
Proporsi sekolah | Dinas %
dengan akses ke: | Pendi
(b) internet untuk | dikan 52,1 53,22 53,91 | 54,67 55,11
tujuan pengajaran
Proporsi sekolah | Dinas % SD O SD SD SD SD SD
dengan akses ke (c) | Pendi SMPO | 23,41 46,81 64,86 | 70,88 76,90
komputer untuk | dikan SMA/S SMP SMP SMP SMP SMP
. . MK O 30,75 42,14 51,25 56,95 95,67
tujuan pengajaran SLB 0 SMA/S | SMA/S | SMA/ | SMA/S | SMA/S
Kaltim 0 | MK MK SMK MK MK
26,46 49,83 60,82 | 64,26 74,57
SLB SLB SLB SLB SLB
11,11 22,22 33,33 44,44 11,11
Kaltim Kaltim Kaltim | Kaltim Kaltim
22,93 40,25 52,57 59,13 64,56
Proporsi sekolah | Dinas % - - - - - -
dengan akses ke: | Pendi
(d) infrastruktur | dikan
dan materi
memadai bagi
siswa disabilitas
Proporsi sekolah | Dinas % - - - - - -
dengan akses ke: | Pendi
(e) air minum layak | dikan
Proporsi sekolah | Dinas % - - - - - -
dengan akses ke:(f) | Pendi
fasilitas sanitasi | dikan
dasar per jenis
kelamin
Proporsi sekolah | Dinas % - - - - - -
dengan akses ke: | Pendi
(g) fasilitas cuci | dikan

tangan (terdiri air,
sanitasi, dan
higienis bagi semua
(WASH)

4.b Pada tahun 2020, secara signifikan
berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil,
negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi
dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang

lainnya.

memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara
dan negara-

4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui
kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang

berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

4.c.1* Persentase guru | Disdik | % 78,17 78,76 | 79,35 | 79,86 80,47
(TK, SD, SMP, SMA,
SMK, dan PLB yang
)bersertifikat
pendidik.
Persentase guru | Disdik | % 31,34 31,98 | 32,56 | 33,13 33,78
TK/TKLB yang
bersertifikat
pendidik.
Persentase guru | Disdik | % 87,54 88,21 88,76 | 88,99 89,67
SD/SDLB yang
bersertifikat
pendidik.
Persentase guru | Disdik | % 94 .45 94,98 | 95,67 | 96,12 96,98
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Kode Nama Indikator Sum Sa- Baseli Target
Indika- ber tuan ne 2019 2020 2021 2022 2023
tor Data
SMP/SMPLB yang
bersertifikat
pendidik.
Persentase guru | Disdik | % 88,76 89,32 | 89,88 | 90,53 90,97
SMA/SMALB yang
bersertifikat
pendidik.
Persentase guru | Disdik | % 88,76 89,32 | 89,88 | 90,53 90,97
SMK yang
bersertifikat
pendidik.
Persentase guru | Disdik | % 31,34 31,98 | 32,56 | 33,13 33,78
Dikmas dengan
kualifikasi minimal
S1/D4
Persentase guru | Disdik | % 68,67 68,13 | 68,87 | 69,44 70,87

TK/TKLB dengan
kualifikasi minimal

S1/D4

Persentase guru | Disdik | % 88,87 88,98 | 90,34 | 91,12 91,87
Dikdas dengan

kualifikasi minimal

S1/D4

Persentase guru | Disdik | % 86,81 86,81 87,19 | 87,57 | 87,95 88,33

SD/SDLB dengan
kualifikasi minimal
S1/D4

Persentase guru | Disdik | % 94,58 94,58 9496 | 95,34 | 95,72 96,1
SMP/SMPLB
dengan kualifikasi
minimal S1/D4
Persentase guru | Disdik | % 95,05 95,43 | 95,81 96,19 96,57
Dikmen dengan
kualifikasi minimal
S1/D4

Persentase guru | Disdik | % 97,58 97,58 97,96 | 98,34 | 98,72 99,1
SMA/SMALB
dengan kualifikasi
minimal S1/D4
Persentase guru | Disdik | % 95,05 95,05 95,43 | 95,81 96,19 96,57
SMK dengan
kualifikasi minimal
S1/D4

3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan S5 TPB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan
perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan
memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur
melalui 16 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk
diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik
berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan
keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual
dan reproduksi.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian Tujuan 5
TPB, adalah peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat.

Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah:
Program Kesetaraan Gender, dan Program Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
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Target pencapaian indikator Tujuan S bisa dilihat pada tabel 92. Belum semua
indikator TPB Tujuan S5 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 5 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1.
Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan S5 tercantum Pilar
Pembangunan Sosial - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah
Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 5 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial -
Matriks 3

Tabel 59. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Kode Nama Indikator Sumber Satuan Baseline Target
Indikator Data 2019 | 2020 [ 2021 | 2022 | 2023
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
S5.1.1* Jumlah DKP3A Dokumen 3 1 1 1 1 1
kebijakan yang
responsif gender
mendukung
pemberdayaan
perempuan.
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi,
termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
5.2.1% Proporsi BPS, % 0,023 | - - - - -
perempuan DKP3A
dewasa dan
anak
perempuan
(umur 15-64
tahun)
mengalami
kekerasan (fisik,
seksual, atau
emosional) oleh
pasangan atau
mantan
pasangan dalam
12 bulan
terakhir.
5.2.1.(a) | Prevalensi BPS, % 0,034 | - - - - -
kekerasan DKP3A
terhadap anak
perempuan.
5.2.2% Proporsi BPS, % 0,008 | - - - - -
perempuan DKP3A
dewasa dan
anak
perempuan
(umur 15-64
tahun)
mengalami
kekerasan
seksual oleh
orang lain selain
pasangan dalam
12 bulan
terakhir.
5.2.2.(a) | Persentase DKP3A % 116, 75 80 85 90 95
korban 55
kekerasan
terhadap
perempuan yang
mendapat
layanan
komprehensif.

5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa,
serta sunat perempuan.

5.3.1*

Proporsi
perempuan
umur 20-24
tahun yang

berstatus kawin

DKP3A % 1,8 - - - - -
(sebelum (bps
umur 15 | 2017)
tahun)

DKP3A % 28,05 | - - - - -
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TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Kode Nama Indikator Sumber Satuan Baseline Target

Indikator Data 2019 [ 2020 [ 2021 | 2022 2023
atau berstatus (sebelum (bps
hidup bersama umur 18 | 2017)
sebelum umur tahun)
15 tahun dan
sebelum umur
18 tahun.

5.3.1.(a) | Median usia | DKP3A | Tahun 21,7 - -
kawin pertama (bps
perempuan 2017)
pernah  kawin
umur 25-49
tahun.

5.3.1.(b) | Angka kelahiran | DKP3A kelahiran 53 19 - - - -
pada BKKBN per 1000 (bps
perempuan perempua | 2017)
umur 15-19 n umur
tahun (Age 15-19
Specific Fertility tahun
Rate/ASFR).

5.3.1.(c) | Angka Dinas % 90,75 92, 94,32 95, 96, 14 | 97, 25
Partisipasi Pendidi 99,51 56 32
Kasar (APK) | kan (bps
SMA/SMK/MA/ 2017)
sederajat.

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan
memimpin di semua tingkat

engambilan keputusan

efektif, dan kesempatan yang sama
dalam kehidupan politik, ekonomi,

bagi perempuan untuk

dan masyarakat.

5.5.1% Proporsi  kursi | DKP3A %
yang diduduki % (pusat) 17,32 | 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
perempuan  di % (parle- 7 9 9 10 12
parlemen men)
tingkat  pusat, % 6,722
parlemen (daerah)
daerah dan
pemerintah
daerah.
5.5.2% Proporsi DKP3A % 27 28 29 30 31

perempuan yang
berada di posisi
managerial.

5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti
yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population
andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi

tersebut.

5.6.1*

Proporsi
perempuan
umur 15-49
tahun yang
membuat
keputusan
sendiri  terkait
hubungan
seksual,
penggunaan
kontrasepsi, dan
layanan
kesehatan
reproduksi.

DKP3A

%

5.6.1.(a)

Unmet need KB
(Kebutuhan
Keluarga
Berencana/KB
yang tidak
terpenubhi).

BKKBN

%

10,2
(bps
2017)

9,29

9,01

8,8 8,6

5.6.1.(b)

Pengetahuan
dan

pemahaman
Pasangan Usia
Subur (PUS)
tentang metode
kontrasepsi

BKKBN

%

100
(bps
2017)

100

100

100

100 100
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Kode Nama Indikator Sumber Satuan Baseline Target

Indikator Data 2019 [ 2020 [ 2021 [ 2022 2023
modern.
5.6.2% Undang-undang | DKP3A Dokumen 2 - - - -- -
atau Peraturan
Pemerintah (PP)
yang menjamin
perempuan

umur 15-49
tahun untuk
mendapatkan
pelayanan,
informasi dan
pendidikan
terkait
kesehatan
seksual dan
reproduksi.

5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

S5.b.1* Proporsi Susenas | % 74,30 - - - - -
individu yang | BPS (bps
menguasai/me Diskomi 2017)
miliki telepon | nfo
genggam.

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan
sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air
bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur
melalui 29 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum
layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan,
pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.

Kebijakan RPJMD 2019-2023 yang terkait Tujuan 6 adalah: Peningkatan
infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku, Peningkatan infrastruktur
layanan air minum, Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi
sehat.

Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah:

1) Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang
dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai, Perencanaan Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi.

Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel 93. Belum semua
indikator TPB Tujuan 6 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 6 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup -
Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 6 tercantum
dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan
organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 6 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3

Tabel 93. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

‘ TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK ‘
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Kode
Indikator

Nama
Indikator

Sumber
Data

Satuan

Baseli

Target

ne

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan
terjangkau bagi semua.

6.1.1.(a)

Persentase
rumah
tangga yang
memiliki
akses
terhadap
layanan
sumber air
minum
layak.

Suse
nas Kor
BPS,
Dinas
PUPR

%

82,75
(bps
2017)

81,75

85,25

86,75 88,25 89,75

6.1.1.(b)

Kapasitas
prasarana
air baku
untuk
melayani
rumah
tangga,
perkotaan
dan
industri,
serta
penyediaan
air baku
untuk
pulau-
pulau.

PUPR

m3/dt

7,922

8,322

8,622 8,622 8,982

6.1.1.(c)

Proporsi
populasi
yang
memiliki
akses
layanan
sumber air
minum
aman dan
berkelanjut
an.

Suse
nas
KOR
BPS,
Dinas
PUPR

%

71,33

74,83

76,33 77,83 79,33

Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap

sanitasi dan kebersihan yang memadai dan

merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian

khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
6.2.1.(a) | Proporsi Suse % 69,02 | - - - - -
populasi yang | nas (bps
memiliki KOR 2017)
fasilitas cuci | BPS,
tangan Dinas
dengan PUPR
sabun dan
air.
6.2.1.(b) | Persentase Suse % 72,36 - - - - -
rumah nas (bps
tangga yang | KOR 2017)
memiliki BPS,
akses Dinas
terhadap PUPR
layanan
sanitasi
layak.
6.2.1.(c) | Jumlah BPMPD, | desa/kelu - - - - -
desa/kelurah | Dinkes rahan
an yang
melaksanaka
n Sanitasi
Total
Berbasis
Masyarakat
(STBM).
6.2.1.(d) | Jumlah BPMPD | desa/ 1038 - - - -
desa/kelurah | dan kelurahan
an yang Open | Dinkes
Defecation
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Kode Nama Sumber Satuan Baseli Target

Indikator Indikator Data ne 2019 2020 2021 2022 2023

Free (ODF)/
Stop Buang
Air Besar
Sembarangan
(SBS).

6.2.1.(¢) | Jumlah Dinas Kabupa- 0 0 0 0 0 0
kabupaten/k | PUPR ten/ Kota
ota yang (Skala
terbangun Kota)
infrastruktur
air limbah
dengan
sistem
terpusat
skala kota,
kawasan dan

komunal.
Kabupa- 0 0 0 0 1 1
ten/Kota
(Skala
Kawasan)
Kabupa- 0 0 0 0 0 0
ten/ Kota
(Skala
Komunal)
6.2.1.(f) | Proporsi Dinas % 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 0,22
rumah PUPR
tangga yang
terlayani
sistem
pengelolaan
air limbah
terpusat.

Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan
pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah
proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan
kembali barang daur ulang yang aman secara global.

6.3.1.(a) | Jumlah Dinas Kab/Kota 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00
kabupaten/ PUPR
kota yang
ditingkatkan
kualitas
pengelolaan
lumpur tinja
perkotaan
dan
dilakukan
pembangun-
an Instalasi
Pengolahan
Lumpur Tinja
(IPLT).

6.3.1.(b) | Proporsi Dinas % 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 0,22
rumah PUPR
tangga yang
terlayani
sistem
pengelolaan
lumpur tinja.

6.3.2.(a) | Kualitas air | Dinas Danau 3 3 3 3 3
danau. PUPR prioritas

6.3.2.(b) | Kualitas air | Dinas Sungai 1 1 1 1 1
sungai PUPR
sebagai
sumber  air
baku.

Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor,
dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air,
dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

6.4.1.(a) | Pengendalian | dinas PM - - - - - -
dan LH
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TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode
Indikator

Nama
Indikator

Sumber
Data

Satuan

Baseli

ne

Target

2019

2020

2021

2022

2023

penegakan
hukum bagi
penggunaan
air tanah.

6.4.1.(b)

Insentif
penghematan
air
pertanian/pe
rkebunan
dan industri.

dinas
LH

PM

Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di

termasuk

melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

semua tingkatan,

6.5.1.(a)

Jumlah
Rencana
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai
Terpadu
(RPDAST)
yang
diinternalisa-
si ke dalam
Rencana Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW).

Dinas
PUPR

RPDAST

1

1

1

1

1

6.5.1.(b)

Jumlah
stasiun
hidrologi dan
klimatologi
yang
dilakukan
updating dan
revitalisasi.

PUPR,
BMKG

stasiun

50

50

53

58

63

6.5.1.(c)

Jumlah
jaringan
informasi
sumber daya
air yang
dibentuk.

Dinas
PUPR

wilayah
sungai

6.5.1.(¢)

Luas pengem
bangan
hutan serta
peningkatan
hasil hutan
bukan kayu
(HHBK)
untuk
pemulihan
kawasan
DAS.

Dinas
Kehuta
nan

Ha

100

6.5.1.(f)

Jumlah
wilayah
sungai
memiliki
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
daerah
tangkapan
sungai dan
danau.

yang

Dinas
PUPR

Wilayah
sungai

6.5.1.(g)

Kegiatan
penataan
kelembagaan
sumber daya
air.

Dinas
PUPR

lembaga

6.5.1.(h)

Jumlah DAS
Prioritas yang
meningkat

Dinas
PUPR

DAS
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TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Nama Sumber Satuan Baseli Target
Indikator Indikator Data ne 2019 2020 2021 2022 2023
jumlah mata
airnya
melalui
konservasi
sumber daya
air di daerah
hulu DAS
serta sumur
resapan.
6.5.1.(i) | Jumlah DAS | Dinas DAS 2 2 2 2 2
Prioritas yang | PUPR
dipulihkan
kesehatannya
melalui
pembanguna
n embung,
dam
pengendali,
dam penahan
skala kecil
dan
menengah.
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk
pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau
6.6.1.(a) | Jumlah Dinas Danau 3 3 3 3 3
danau yang | PUPR
ditingkatkan
kualitas
airnya.
6.6.1.(b) | Jumlah Dinas Danau 3 3 3 3 3
danau yang | PUPR
pendangkala
nnya kurang
dari 1%.
6.6.1.(c) | Jumlah Dinas Danau 3 3 3 3 3
danau yang | PUPR
menurun
tingkat
erosinya.
6.6.1.(d) | Luas lahan | Dishut Ha
kritis dalam 3.070 2.226 3.560 4.050 4.450 4.850
KPH yang
direhabilitasi.
6.6.1.(¢) | Jumlah DAS | Dinas DAS 2 2 2 2 2
prioritas yang | PUPR Prioritas
dilindungi
mata airnya
dan
dipulihkan
kesehatannya

3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 TPB adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal,
berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030,
ditetapkan 3 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi
akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern,
meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan
melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan
operasional yang tercantum dalam RPJMD 2019- 2023 meliputi: Peningkatan
ketersediaan daya dan jaringan energi listrik, serta Energi Baru Terbaharukan
(EBT).
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Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 7 antara lain adalah:

1) Program Pengembangan Ketenagalistrikan
2) Program Diversifikasi Energi
3) Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang
dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Pengembangan Energi Baru
Terbaharukan dan Pengembangan Listrik Off-grids.

Target pencapaian indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel 94. Belum semua
indikator TPB Tujuan 7 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1.
Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi
pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 7 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.

Tabel 94. Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Kode Nama Sumber Satuan | Baseline Target
Indikator Indikator Data 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

7.1.1*% Rasio Dinas % 85,75 85,5 87,5 89,5 | 92.00 | 95.00
elektrifikasi. | ESDM

7.1.1.(a) Konsumsi Dinas kWh - - - - - -
listrik per | ESDM
kapita.

7.1.2(a) Jumlah Dinas SR 49,062 54,062 69,062 79,062 | 89,062 99,062

sambungan ESDM
jaringan gas
untuk
rumah
tangga*

7.1.2.(b) Rasio Dinas % 4,3951 4,6799 5,7839 6,4124 | 7,0026 7,5578

penggunaan | ESDM
gas rumah

tangga
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi
global.
7.2.1% Bauran Dinas % 1,86 3,38 3,36 4,13 4,63 5,13
Energi ESDM
Terbarukan

7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.

7.3.1% Intensitas Dinas SBM - - - - - _

energi ESDM (Setara
primer. Barrel
Minyak

3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pelaksanaan TPB, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang
produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-
target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per
kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakkan
kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan
lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak
bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan
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pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun
indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 8 target Tujuan
8 berjumlah 20 sebagaimana tertera pada tabel 95.

Kebijakan Tujuan 8 TPB yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan
8 telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 meliputi kebijakan:

1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi
informasi Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat

2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi

3) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan
penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan
bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis

4) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM
dengan pola kemitraan dan pendampingan

5) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat

6) Pemanfaatan anjungan Kaltim sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif,
etalase budaya dan promosi pariwisata kaltim

7) Optimalisasi peran Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan pemberdayaan
masyarakat

Berbagai Organisasi Perangkat Daerah memiliki program dan kegiatan yang
sejalan untuk mendukung pencapaian target-target pada Tujuan 8 TPB. Berikut
ini adalah program dan kegiatan sebagaimana secara lengkap tercantum pada
Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB Pilar Ekonomi Tujuan 8.

1) Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan

2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM
3) Program pengembangan destinasi pariwisata

4) Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata

5) Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata

6) Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip
pelaksanaan TPB, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan
yang mendukung pencapaian Tujuan 8 TPB sebagaimana termuat dalam matriks
2. Beberapa program dan kegiatan organisasi non-pemerintah tersebut, antara
lain: Pembinaan seni budaya di akar rumput melalui pengabdian pada
masyarakat, pengembangan dan pelestarian seni budaya, serta pengembangan
desa wisata.

Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel 95. Belum semua
indikator TPB Tujuan 8 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 8 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1.
Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 8 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi
pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 8 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Ekonomi - Matriks 3

Tabel 95 Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode In- Nama Sumber Satu Baseli Target

dikator Indikator Data an ne 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya
7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang

8.1.1* Laju BPS % 0,6*(BP
pertumbuhan S 2018)
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TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode In- Nama Sumber Satu Baseli Target
dikator Indikator Data an ne 2019 2020 2021 2022 2023
PDB per kapita
8.1.1.(a) PDB per kapita | BPS % 174,88 - - - - -
2 *(BPS
2018)
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi
teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya
8.2.1% Laju BPS, % 1,69 1,87 | 2,05 2,26 2,48
pertumbuhan Disnaker
PDB per
tenaga
kerja/Tingkat
pertumbuhan
PDB riil per
orang bekerja
per tahun

8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak,
kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan
menengah, termasuk melalui akses terhadap

jasa keuangan.

8.3.1* Proporsi BPS % 32,17 30,5 29 2 26,2 24,9
lapangan kerja | (sakernas), 7,5
informal sektor | Disnaker
nonpertanian,
berdasarkan
jenis kelamin
8.3.1.(a) Persentase BPS % 59,91 62,9 66 69,35 72,82 76,46
tenaga  kerja | (sakernas),
formal Disnaker
8.3.1.(b) Persentase BPS % 69,02 68,32 67,64 | 66,97 66,30 65,63
tenaga  kerja | (sakernas),
informal sektor | Disnaker
pertanian
8.3.1.(c) Persentase BI, BPS, | % 21,31 22,51 23,71 2491 26,11 27,31
akses UMKM | Perindag kop
(Usaha Mikro,
Kecil, dan
Menengah) ke
layanan
keuangan

8.5 Pada tahun 2030, menca

pai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan
laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama

yang layak bagi semua perempuan dan

nilainya.
8.5.1% Upah rata-rata | BPS Rupiah 31.880 | 33.79 | 35.819 37.968 | 40.246
per jam | (sakernas), 2
pekerja Disnaker
8.5.2* Tingkat BPS % 6,6 6,2 5,9 5,5 5,1 4,7
pengangguran (sakernas),
terbuka Disnaker
berdasarkan
jenis kelamin
dan kelompok
umur
8.5.2.(a) Persentase BPS % 4,22 3.7 3.4 3,0 2,7 2,5
setengah (sakernas),
pengangguran Disnaker)
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh
pendidikan atau pelatihan.
8.6.1* Persentase BPS % 23,5 21,1 19 17,1 15,4 13,8
usia muda (15- | (sakernas),
24) yang | Disnaker
sedang tidak
sekolah,
bekerja  atau
mengikuti
pelatihan
(NEET)

8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromos
pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran pere

ikan lingkungan kerja yang aman dan t

erjamin bagi semua
mpuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan

berbahaya
8.8.1.(a) Jumlah Disnakertran 68 78 90 105 120 135
perusahaan s
yang
menerapkan
norma K3.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan
yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
8.9.1% Proporsi Dinas % 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03
kontribusi Pariwisata
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TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode In- Nama Sumber Satu Baseli Target
dikator Indikator Data an ne 2019 2020 2021 2022 2023
pariwisata
terhadap PDB
8.9.1.(a) Jumlah Dinas Juta 28.000 55.500 55.50 | 56.000 56.000 56.500
wisatawan Pariwisata Orang 0
mancanegara
8.9.1.(b) Jumlah Dinas Juta 1.300. 5.500. 6.000 | 6.500. 7.000. 7.500.
kunjungan Pariwisata Orang 000 000 .000 000 000 000
wisatawan
nusantara.
8.9.1.(c) Jumlah devisa | Dinas Triliun 4,962 5 5,3 5,5 5,8 6
sektor Pariwisata, Rupiah
pariwisata BPS (statistik
pariwisata)
8.9.2% Jumlah BPS % 5,01 5,2 5,4 5,5 5,8 6
pekerja pada | (Nesparna)
industri Pariwisata
pariwisata

dalam proporsi
terhadap total
pekerija

8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap
perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
8.10.1* a. Jumlah | Bank unit - - - - - -
ATM per | Indonesia
100.000 (SSKI)
penduduk
dewasa
8.10.1* b. Jumlah | Bank unit - - - - - -
kantor  bank | Indonesia
per 100.000 | (SSKI)

penduduk
dewasa
8.10.1.(a) | Rata-rata jarak | BPS (podes), | Km - - - - - -
lembaga BI
keuangan
(Bank Umum)
08.10.1. Proporsi kredit | BI (data % 26,71 - - - - -
(b) UMKM UMKM)
terhadap total | (Bu Sri Heri)
kredit

3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh,
meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi,
Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang
berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi
inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan
kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan
skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit
industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan
kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan
akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan
penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator-indikator
yang digunakan untuk mengukur pencapaian 6 target Tujuan 9 berjumlah 17
sebagaimana tertera pada tabel 96.

Sejalan dengan pelaksanaan RPJMD 2019-2023, kebijakan pencapaian Tujuan 9
TPB yang berkaitan dengan peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar
perhubungan, penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan, serta
peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah.

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, arah kebijakan RPJMD 2019-
2023 yang selaras dengan tujuan TPB tersebut di antaranya:
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1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya
infrastruktur pelayaran

2) Peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan

3) Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan
pelayanan dasar kehidupan

4) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan
signifikan

5) Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi dan daerah tertinggal
dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah.

Untuk mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta
meningkatkan kontribusinya terhadap PDB, arah kebijakan RPJMD 2019- 2023
yang selaras dengan tujuan TPB tersebut di antaranya:

1) Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan, khususnya pertanian,
migas dan pertambangan

2) Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas

3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor

4) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi
informasi

5) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi

6) Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya
dukung dan daya tampung lingkungan

7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian Tujuan 9 TPB,
sebagaimana yang terlampir pada matriks, antara lain adalah:

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3) Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

5) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

6) Program Tata Lingkungan

Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel 96. Belum semua
indikator TPB Tujuan 9 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 9 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1.
Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 9 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi
pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 9 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Ekonomi - Matriks 3

Tabel 96. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

KODE NAMA INDIKATOR SUMBER | SATU | BASE TARGET
INDIKA DATA AN LINE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR

9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk
infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

9.1.1.(a) | Kondisi mantap | PUPR % 52,85 | 54,3 58,88 63,46 68,04 72,62
jalan provinsi

9.1.1.(b) | Panjang PUPR Km 0 99,02 | 99,02 99,02 99,02 99,02
pembangunan jalan
tol.

9.1.1.(c) | Panjang jalur | PUPR Km - - - - -
kereta api.
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TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER | SATU | BASE TARGET
INDIKA DATA AN LINE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR

9.1.2.(a) | Jumlah bandara. DISHUB unit 9 9 9 9 10 11

9.1.2.(b) | Jumlah dermaga | DISHUB unit 6 6 6 6 6 6
penyeberangan

9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan | DISHUB lokasi | 14 14 14 14 14 14
strategis.

9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030,
meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi

secara signifikan

nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

9.2.1* Proporsi nilai | Perindag | % 7,23 7,50 8,21 8,50 8,96 9,10
tambah sektor | kop
industri
pengolahan non
migas terhadap
PDB dan perkapita.

9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan | Perindag | % 4,06 4,1 4.8 5,2 5,4 5,8
PDB industri | kop
pengolahan non
migas.

9.2.2* Proporsi tenaga | Perindag | % 7,94 7,89 8,51 9,7 10,05 10,85
kerja pada sektor | kop

industri
pengolahan
migas.

non

9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap

jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
9.3.1% Proporsi nilai | Perindag | % 100 12 13 14 15 16
tambah industri | kop
kecil terhadap total
nilai tambah
industri.
9.3.2* Proporsi industri | Komite Rp 21,31 22,51 23,71 24,91 26,11 27,31
kecil dengan | Kebijaka | (juta) %
pinjaman atau | n KUR Persen
kredit.

9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan
peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri
bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.

9.4.1* Rasio Emisi | Perindag | % 52,02 51 50,98 | 49,46 48,94 47,42
CO2/Emisi Gas | kop
Rumah Kaca
dengan nilai
tambah sektor
industri
manufaktur.
9.4.1.(a) | Persentase DLH % 7,2 26,3 26,9 27,7 28,5 29,3
Perubahan Emisi
CO2/Emisi Gas
Rumah Kaca.

9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama
negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial
meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan

pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

9.5.1* Proporsi anggaran | BALITBA | % 0,000 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
riset pemerintah | NGDA) 0059 074 313 470 627 784
terhadap PDB. (Berdas

arkan
PDRB
ADHB
2018)
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan

penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.
9.c.1* Proporsi penduduk | Diskom- | % 90,91 92 95 97 98 99
yang terlayani | info
mobile broadband.
9.c.1.(a) | Proporsi individu | Diskom- | % 77,14 | 80 81 82 83 84
yang info
menguasai/memili
ki telepon genggam.
9.c.1.(b) | Proporsi individu | Diskom- | % 59,43 60 61 62 63 64
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TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

KODE NAMA INDIKATOR SUMBER | SATU | BASE TARGET
INDIKA DATA AN LINE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR

yang menggunakan | info

Internet.

3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 5
target dan 14 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan
mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah
40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata- rata nasional,
memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi
semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil,
mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial,
serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala
dan bertanggung jawab. Adapun indikator- indikator yang digunakan tertera
pada tabel 97.

Arah Kebijakan Tujuan 10 TPB, adalah:

1)
2)
3)
4)

S)

Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa

Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam membangun
desa berkualitas

Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan
iklim.

Pengembangan Demokrasi di Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain:

1) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

2) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
3) Program Pembangunan Desa dan Kawasan

4) Program Kampung Iklim +

5) Program pendidikan politik masyarakat

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang
dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Penguatan Kampung Iklim+,
Penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa.

Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel 97. Belum semua
indikator TPB Tujuan 10 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 10 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks
1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 10 tercantum dalam
Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi
pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 10 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.

Tabel 60. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

KODE NAMA INDIKATOR SUMBER SATUAN | BASELI TARGET
INDIKAT DATA NE 2019 2020 2021 2022 2023
OR

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang
berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

10.1.1* | Koefisien Gini. | BPS | index | 0,342 [ 0,33 | 0,329 [0,328 [ 0,327 | 0,326
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TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

KODE NAMA INDIKATOR SUMBER | SATUAN | BASELI TARGET
INDIKAT DATA NE 2019 2020 2021 2022 2023
OR
(Septem
ber)
10.1.1.(a) | Persentase penduduk | BPS, % 6,03 - - - - -
yang hidup di bawah | Dinsos
garis kemiskinan (Rp/kapit | 574.70
provinsi, menurut a/bulan) 4
jenis kelamin dan
kelompok umur.
10.1.1.(b) | Jumlah daerah | DPMPD Kab 4 4 4 4 4 4
tertinggal yang
terentaskan.
10.1.1.(c) | Jumlah desa | DPMPD desa 381 503 478 448 413 368
tertinggal
10.1.1.(d) | Jumlah desa mandiri | DPMPD desa - 10 13 16 19 22
10.1.1.(e) | Rata-rata BPS, % 3,51 3,51 3,51 3,5+ 3,5+ 3,5+
pertumbuhan DPMPD 1 1 1
ekonomi di daerah | Bappeda
tertinggal.
10.1.1.(f) Persentase penduduk | BPS, % 11,62 9,8 9,5 9 7 5
miskin di daerah | DPMPD
tertinggal. BAPPE-
DA

10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan me
usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, a;

ningkatkan inklusi sosi

al, ekonomi dan politik

bagi semua, terlepas dari

ama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

10.2.1*

Proporsi  penduduk
yang hidup di bawah
50 persen dari
median pendapatan,

menurut jenis
kelamin dan
penyandang
difabilitas.

Susenas
BPS
BAPPE-
DA

% -

10.3 Menjamin kesempatan yang

kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan

legislasi dan kebijakan tersebut.

sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum,

mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat

terkait

10.3.1.(a)

Aspek Kebebasan
Sipil dalam Indeks
Demokrasi Indonesia

Kesbang-
pol

indeks 90,99

91,5 92,0

92,5

93,0

93,5

10.3.1.(d)

Jumlah kebijakan
yang diskriminatif
dalam 12 bulan lalu
berdasarkan
pelarangan
diskriminasi menurut
hukum HAM
Internasional.

Kemenku
mham

kebijakan | -
/doku
men

10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perli

ndungan sosial, serta secara progresif m

encapai

kesetaraan yang lebih besar.
10.4.1.(a) | Persentase rencana | BAPPE 5
anggaran untuk | DA
belanja fungsi
perlindungan  sosial
pemerintah daerah
10.4.1.(b) | Proporsi peserta | BPJS Formal 520.49 587.120 693.91 830.1 | - -
Program Jaminan 6 7 37
Sosial Bidang
Ketenagakerjaan.

3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh
dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang
berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 21
indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang
terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan
perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai
target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang
akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.
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Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 11 TPB seperti yang tercantum
di dalam RPJMD 2019-2023 meliputi:

1) Pemberian bantuan stimulant perumahan swadaya bagi keluarga pra
sejahtera dan kawasan kumuh

2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat

3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam
pengurangan risiko bencana

4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan

Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11
TPB, program yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

1) Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

3) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
5) Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel 98. Belum semua
indikator TPB Tujuan 11 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 11 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup -
Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 11 tercantum
dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan
organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 11 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.

Tabel 98. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang
Berkelanjutan

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

KODE NAMA INDIKATOR SUMBER SATU AN BASELI TARGET
INDIKA- DATA NE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan
pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh
11.1.1.(a) | Proporsi rumah | PUPR % 98,11 - - - - -
tangga yang memiliki | (Koordinasi (BPS
akses terhadap | dengan 2017)
hunian yang layak | Pusat)
dan terjangkau.
11.1.1.(b) | Jumlah kawasan | PUPR Kawasan - - - - - -
perkotaan (Belum perkotaan
metropolitan yang | masuk metropoli -
terpenuhi standar | Metropolitan | tan
pelayanan perkotaan
(SPP).
11.1.1.(c) | Jumlah kota sedang | PUPR Kota 3 3 3 3 4 5
dan kota baru yang sedang dan
terpenuhi SPP. baru

Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses
dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan
transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan,
perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

11.2.1.(a) | Persentase sampah | DLH % 75,9 78,5 75,6 74 73 73
. perkotaan yang
tertangani.
11.2.1.(b) | Jumlah sistem | DISHUB Kota besar | O 0 0 3 3 3
. angkutan rel yang
dikembangkan di kota
besar.
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi,

perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

11.3.1.(a) | Jumlah kota sedang | PUPR Kota - - - - - -
. di luar Jawa yang | (Pusat) sedang

diarahkan sebagai
pengendali (buffen
arus urbanisasi dan
sebagai pusat
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TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

KODE NAMA INDIKATOR SUMBER SATU AN BASELI TARGET
INDIKA- DATA NE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR
pertumbuhan utama.
11.3.1.(b) | Jumlah Metropolitan | PUPR Metropolita | - - - - - -
. baru di luar Jawa | (Pusat) n Baru
sebagai Pusat
Kegiatan Nasional
(PKN).
11.3.2.(a) | Rata-rata institusi | Bappeda PM 1 2 2 2 2 2
. yang berperan secara
aktif dalam Forum
Dialog Perencanaan
Pembangunan  Kota
Berkelanjutan.
11.3.2.(b) | Jumlah lembaga | PUPR PM - - - - - -
. pembiayaan (Koordinasi
infrastruktur. SATKER)

Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

11.4.1.(a)

Jumlah kota pusaka
di kawasan perkotaan
metropolitan, kota
besar, kota sedang
dan kota kecil.

PUPR

Kota
Pusaka

1

Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara
substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus
melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

11.5.1* Jumlah korban | BPBD Orang 0,03 0 0 0 0 0
meninggal, hilang dan
terkena dampak
bencana per 100.000
orang.
11.5.1.(a) | Indeks Risiko | BPBD Indeks 165 0 0 0 0 0
Bencana Indonesia | (Pusat)
(IRBI). INARIS
11.5.1.(b) | Jumlah kota tangguh | BPBD Kota 1 1 8 - - -
bencana yang | INARIS Tangguh
terbentuk. BMKG
11.5.1.(c) Jumlah sistem | BPBD sistem 1 1 1 1 1 1
peringatan dini cuaca peringatan
dan iklim serta dini
kebencanaan.
11.5.2.(a) Jumlah kerugian | BPBD Rupiah - - - - - -
ekonomi langsung
akibat bencana.
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan
memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
11.6.1.(a) | Persentase sampah | DLH % 60,85 61 62 63 64 65
. perkotaan yang
tertangani.
11.6.1.(b) | Jumlah kota hijau | PUPR & DLH | Kota hijau 0 0 0 0 0 0
. yang mengembangkan | (Pusat)
dan menerapkan
green waste di
kawasan  perkotaan
metropolitan.
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah
dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
11.7.1.(a) | Jumlah kota hijau | PUPR Kawasan 3 3 3 4 4 4
. yang menyediakan perkotaan
ruang terbuka hijau metropolita
di kawasan perkotaan s/kota
metropolitan dan kota sedang

sedang.

Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan
mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan
penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

2015-2030.
11.b.1*. Proporsi pemerintah | BPBD % 10 30 40 100 100 100
kota yang memiliki
dokumen strategi
pengurangan  risiko
bencana.
11.b.2*. Dokumen strategi | BPBD Dokumen 1 3 4 10 10 10
pengurangan  risiko
bencana (PRB)
tingkat daerah.
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3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 7
indikator.

Kebijakan Tujuan 12 adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengen
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Program yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah Program pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup, dan Program Pengelolaan Sampah dan Limbah
B3.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang
dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: pemanfaatan POME, road map
waste management, perkebunan berkelanjutan dan pengelolaan hutan produksi
lestari.

Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel 99. Belum semua
indikator TPB Tujuan 12 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 12 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup -
Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 12 tercantum
dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan
organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 12 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Lingkungan Hidup- Matriks 3.

Tabel 99. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang
Bertanggung Jawab

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBE | SATUAN | BASELI TARGET
INDIKAT R NE 2019 2020 2021 2022 2023
OR

Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di
sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi
pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap
kesehatan manusia dan lingkungan.

12.4.1.(a) | Jumlah peserta | DLH peserta 196 180 180 180 180 180
Proper yang proper
mencapai minimal
ranking BIRU.

12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 | DLH juta ton 3.867, 11.000 12.000 | 13.000 14.000 14.000
yang terkelola dan 47
proporsi  limbah

B3 yang diolah
sesuai peraturan
perundangan
(sektor industri).
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan,
daur ulang, dan penggunaan kembali.

12.5.1.(a) | Jumlah timbulan | DLH Juta ton 10 11 12 13 14 15
sampah yang
didaur ulang.

12.6.1.(a) | Jumlah DLH perusaha - - - - - -
perusahaan yang an
menerapkan
sertifikasi SNI ISO
14001.

12.7.1.(a) | Jumlah produk | DLH produk - - - - - -
ramah lingkungan ramah
yang teregister. lingkung

an

111



TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBE SATUAN BASELI TARGET
INDIKAT R NE 2019 2020 2021 2022 2023
OR

12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas | DLH Fasilitas
publik yang Publik
menerapkan
Standar Pelayanan
Masyarakat (SPM)
dan teregister.

3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan
iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun
2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut
terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat
bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kebijakan dalam rangka mendukung Tujuan 13 TPB, Pengendalian Perubahan
Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan
Dampaknya, telah tertuang dalam RPJMD 2019-2023, diantaranya adalah:,
pengembangan kebun rakyat di lahan cadangan karbon rendah melalui
kemitraan, pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi.

Selanjutnya, khusus untuk penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam
RPJMD 2019-2023 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan
ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kebijakan operasional untuk penanggulangan bencana meliputi: Peningkatan
kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko
bencana.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah dipetakan
program dan kegiatan terkait berdasarkan matriks bidang pembangunan,
rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait, atau dokumen lain yang
relevan.

Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13
TPB, program yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan
Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah melalui
partisipasi pihak swasta/kalangan bisnis/filantropi/komunitas/LSM, telah
dipetakan program dan kegiatan antara lain: Kampung Iklim+, sekolah hijau,
perencanaan pembangunan rendah emisi, mitigasi perubahan iklim berbasis
lahan, dan pembangunan rendah emisi.

Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel 100. Belum semua
indikator Tujuan 13 TPB tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 13 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup -
Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 13 tercantum
dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2.
Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 13
tercantum dalam Pilar Lingkungan Hidup - Matriks 3.
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Tabel 61. Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

KODE NAMA INDIKATOR SUMB SATUA | BAS TARGET
INDIKA ER N ELIN 2019 2020 2021 2022 2023
TOR DATA E

Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua
negara.
13.1.1* Dokumen strategi | BPBD Doku 10 10 10 10 10 10
pengurangan risiko men
bencana (PRB) tingkat
nasional dan daerah.
13.1.2* Jumlah korban | BPBD orang 1 0,03 0 0 0 0
meninggal, hilang dan
terkena dampak bencana
per 100.000 orang.

Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan
nasional.
13.2.1. Dokumen pelaporan | DLH Doku 1 1 1 1 1 1
(a) penurunan emisi gas men
rumah kaca (GRK).

3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan
sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam
rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target
yang diukur melalui 9 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengelola
dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, mengatur
pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, melestarikan
setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, melarang bentuk-bentuk
subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan
penangkapan ikan berlebihan, menyediakan akses untuk nelayan skala kecil,
dan meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan
sumber dayanya.

Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu:
perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan,
penignkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, dan peningkatan sarana
prasarana perbenihan dan produksi perikanan.

Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB,
program yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

1) Program Pengelolaan Ruang Laut
2) Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3) Program pengembangan perikanan tangkap

Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel 101. Belum semua
indikator TPB Tujuan 14 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 14 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup -
Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 14 tercantum
dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan
organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 14 tercantum dalam Pilar
Lingkungan Hidup - Matriks 3.

Tabel 101. Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Laut

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER SATUAN | BASE TARGET
INDIKAT DATA LINE 2019 2020 2021 2022 2023
OR

Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk
menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi
untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
14.2.1.(a) | Tersedianya DKP dokumen | - - - 1 1 1
kerangka (PP)
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TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER | SATUAN | BASE TARGET
INDIKAT DATA LINE 2019 2020 2021 2022 2023
OR

kebijakan, dan
instrumen terkait
penataan ruang
laut nasional.
14.2.1.(b) | Terkelolanya 11 | DKP WPP 2 2 2 2 2 2
wilayah
pengelolaan
perikanan  (WPP)
secara
berkelanjutan.

Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang
berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana
pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling
singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan
sesuai karakteristik biologisnya.

14.4.1* Proporsi DKP % (target | 80 80 80 80 80 80
tangkapan  jenis dibagi
ikan yang berada msy)
dalam batasan
biologis yang
aman.

Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan
hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

14.5.1* Jumlah luas | DKP HA 322.9 | 290.3 | 290.38 290.70 290.70 322.948,
kawasan 48,17 | 87,38 | 7,38 0,33 0,33 17
konservasi
perairan.

Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap
kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap
penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui
bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang
harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.

14.6.1.(a) | Persentase DKP % 33,60 | 34,27 | 34,95 35,64 36,36 37,08
kepatuhan pelaku
usaha.

Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut
dan pasar
14.b.1* Ketersediaan DKP regulasi/ | 4 3 4 4 4 4
kerangka hukum/ kebijakan
regulasi/
kebijakan/
kelembagaan yang
mengakui dan
melindungi hak
akses untuk
perikanan  skala
kecil.

14.b.1.(a) | Jumlah provinsi/ | DKP lokasi 8 9 10 10 10 10
Kabupaten dengan
peningkatan akses
pendanaan usaha
nelayan.

14.b.1 (b) | Jumlah nelayan | DKP orang 876 3.300 | 3.350 3.400 3.450 3.500
yang terlindungi.
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan
menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang
menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti
yang tercantum dalam ayat 158 dari “The future we want”.

14.c.1* Tersedianya DKP Pergub 0 0 2 3 3 4
kerangka
kebijakan dan
instrumen terkait
pelaksanaan
UNCLOS (the
United Nations
Convention on the
Law of the Sea).

3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada
tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 12 indikator.
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Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang
tercantum dalam RPJMD 2019-2023 terdiri dari peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas kehutanan, pemulihan kawasan hutan yang
terdeforestasi dan terdegradasi, dan peningkatan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB,
program yang akan dilaksanakan perangkat daerah antara lain:Program
Pengelolaan DAS dan RHL, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah melalui
partisipasi pihak swasta/kalangan bisnis/filantropi/komunitas/LSM, telah
dipetakan program dan kegiatan antara lain: perhutanan sosial, Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Pengembangan
pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, serta Rehabilitasi dan Restorasi Hutan.

Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel 102. Belum semua
indikator Tujuan 15 TPB tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 15 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup -
Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 15 tercantum
dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan
organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 15 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.

Tabel 62. Target Pencapaian Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

KODE NAMA INDIKATOR SUMBER | SATU | BASELI TARGET
INDIKA- DATA AN NE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR

Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan
dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering,
sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

15.1.1.(a) | Proporsi tutupan | Dishut % 51,06 50,56 50,06 49,56 49,06 48,56
. hutan terhadap luas
lahan keseluruhan.

Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan,
menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan
reforestasi secara global.

15.2.1.(a) | Luas kawasan | BKSDA a 9000 10000 11000 12000 14000 14000
. konservasi BNKT

terdegradasi yang

dipulihkan kondisi | BKSDA

ekosistemnya.

BTNK

15.2.1.(b) | Luas usaha | dishut Ha 86.450 86.450 86.450 86.450 86.450 86.450
. pemanfaatan hasil

hutan kayu restorasi

ekosistem.
15.2.1.(c) | Jumlah kawasan | Dishut/B | unit 2 3 4 5 6 7
. konservasi yang | KSDA

memperoleh nilai | Kaltim

indeks METT minimal
70%.

15.2.1.(d) | Jumlah Kesatuan | dishut Unit 8+1 20 +1 20 +1 20 +1 20 +1 20 +1
Pengelolaan Hutan.

Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang
terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan | Dishut Ha 0,30 0,3 0,3 0,3 0,3
kritis yang
direhabilitasi
terhadap luas lahan
keseluruhan.

Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang
dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara illegal

15.7.1.(b) | Jumlah penambahan | BKSDA Spesi- | - 2 2 2 2 2
. spesies satwa liar dan es

tumbuhan alam yang
dikembangbiakan
pada lembaga
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TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

KODE NAMA INDIKATOR SUMBER | SATU | BASELI TARGET
INDIKA- DATA AN NE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR
konservasi.

Target 15.9 Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan
daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran.

15.9.1.(a) | Dokumen rencana | Dishut doku 1 1 1 1 1 1
. pemanfaatan BKSDA men

keanekaragaman (Danang)

hayati.

3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian
seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya
menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya
penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua,
serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Tujuan 16
memiliki 9 target dengan 34 indikator TPB yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMD
2019-2023 yang selaras adalah: pengembangan demokrasi di daerah,
peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum
Pendidikan sebagai muatan lokal.

Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel 103. Belum semua
indikator Tujuan 16 TPB tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 16 tercantum dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata
Kelola - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi non-pemerintah Tujuan 16
tercantum dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Matriks 2.
Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 16
tercantum dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola - Matriks 3.

Tabel 63. Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
yang Tangguh

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER | SATUAN | BASELI TARGET
INDIKATOR DATA NE 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 | 2023

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang
paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan

16.1.1.(a) Jumlah kasus | Polda, kasus 0 0 0 0 0
kejahatan Kesbang
pembunuhan pada | pol

satu tahun
terakhir.

16.1.2.(a) Kematian Polda, kematian 0 0 0 0 0 0
disebabkan konflik | Kesbangp | /100.000
per 100.000 | ol pendu
penduduk. duk

16.1.3.(a) Proporsi penduduk | Polda, % 1,39 0 0 0 0 0
yang menjadi | Kesbangp (BPS,
korban kejahatan | ol 2017)
kekerasan  dalam
12 bulan terakhir.

16.1.4* Proporsi penduduk | statistik % 55,42 100 100 100 100 100
yang merasa aman | kriminal
berjalan sendirian | (BPS)

di area tempat
tinggalnya.

16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama
terhadap keadilan bagi semua.
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TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER | SATUAN | BASELI TARGET
INDIKATOR DATA NE 2019 2020 2021 2022 2023
16.2.1.(a) Proporsi rumah | statistik % 0 0 0 0 0 0
tangga yang | kriminal
memiliki anak | (BPS)
umur 1-17 tahun
yang mengalami
hukuman fisik
dan/atau agresi
psikologis dari
pengasuh dalam
setahun terakhir.
16.2.1.(b) Prevalensi DKP3A % 0,046 0,040 0,038 0,036 0,034 0,03
kekerasan 2
terhadap anak laki-
laki dan  anak
perempuan.
16.2.3.(a) Proporsi DKP3A, % 0,009 - - - - -
perempuan dan | BPS
laki-laki muda
umur 18-24 tahun
yang mengalami

kekerasan seksual
sebelum umur 18
tahun.

1.3 Menerapkan secara nasional sis
paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial ba,

tem dan upaya perlindungan sosial yang tepat

bagi semua, termas
i kelompok miskin dan rentan

uk kelompok yang

16.3.1.(a)

Proporsi korban
kekerasan  dalam
12 bulan terakhir
yang melaporkan
kepada polisi.

DKP3A,
BPS

%

11,07

15

20

25

30

35

16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisi

atif dan re

resentatif di setiap

tingkatan.

16.5.1.(a)

Indeks
Anti
(IPAK).

Perilaku
Korupsi

BPS

indeks

16.6.1*

Proporsi
pengeluaran utama
pemerintah
terhadap anggaran
yang disetujui.

BPKAD,
Bappeda

%

92

16.6.1.(a)

Persentase
peningkatan Opini
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
atas Laporan
Keuangan
Kementerian/
Lembaga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupate
n/Kota)

Biro
pemerin-
tahan

%

90

90

100

100

100

100

16.6.1.(b)

Persentase
peningkatan Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
(SAKIP)
Kementerian/Lemb
aga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/
Kabupaten/Kota).

Biro
pemerin-
tahan

%

74,89

77,50

78

78,5

79

80

16.6.1.(c)

Persentase
penggunaan
E-procurement
terhadap  belanja
pengadaan.

Biro
pemerin-
tahan

%

63

64,95

65,5

67

70

75

16.6.1.(d)

Persentase instansi
pemerintah  yang
memiliki nilai
Indeks Reformasi
Birokrasi Baik
Kementerian/Lem-
baga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/
Kabupaten/Kota).

Biro
pemerin-
tahan

%

16.6.2.(a)

Persentase
Kepatuhan

pelaksanaan Uu

Biro
pemerin-
tahan

%
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TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

KODE
INDIKATOR

NAMA INDIKATOR

SUMBER
DATA

SATUAN

BASELI
NE

TARGET

2019

2020 2021

2022

2023

Pelayanan  Publik
Kementerian/Lemb
aga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/
Kabupaten/Kota).

1.3 Menerapkan secara nasional sis
paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial ba,

tem dan upaya perlindungan sosial yang tepat

bagi semua, termas
i kelompok miskin dan rentan

uk kelompok yang

16.7.1.(a)

Persentase
keterwakilan
perempuan di
Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
(DPRD).

DKP3A

%

9,09

9,00 | 9,09

9,09

9,09

16.7.1.(b)

Persentase
keterwakilan
perempuan sebagai
pengambilan
keputusan
lembaga
(Eselon I dan II).

di

eksekutif

BKD

%

18%

18%

18% 18%

18%

18%

16.7.2.(a)

Indeks Lembaga
Demokrasi.

BPS,
kesbang-
pol

indeks

68,72

72,22

72,72 | 73,22

73,72

74,22

16.7.2.(b)

Indeks
Sipil.

Kebebasan

BPS,
Kesbang-
pol

indeks

83,33

90,99

91,49 | 91,99

92,49

92,99

16.7.2.(c)

Indeks
Politik.

Hak-hak

BPS,
kesbang-
pol

indeks

67,18

61,38

61,88 | 62,38

62,88

63,38

16.9 Pada tahun 2030, memberika:

n identitas yang syah bagi

semua, termasuk pencatatan kelahiran.

16.9.1*

anak
bawah 5

yang

Proporsi
umur di
tahun
kelahirannya
dicatat
lembaga
pencatatan sipil,
menurut umur.

oleh

Susenas
(BPS),
DKP3A

%

93,552

95

96 97

98

98

16.9.1.(b)

Persentase anak
yang memiliki akta
kelahiran.

Susenas
(BPS),
DKP3A

%

90,3

95

97 98

99

99

16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan
kesepakatan internasional.

nasional dan

mendasar, sesuai

dengan pe

raturan

16.10.2.(a)

Tersedianya Badan
Publik yang
menjalankan
kewajiban
sebagaimana diatur
dalam UU No. 14
Tahun 2008
tentang
Keterbukaan
Informasi Publik.

Kominfo

%

50
(KIP
Kaltim)

%

60 %

70 % 80 %

90 %

100
%

16.10.2.(b)

Persentase
penyelesaian
sengketa informasi
publik melalui
mediasi dan/atau
ajudikasi non
litigasi.

Kominfo

%

94 %
(KIP
Kaltim)

95 %

96 % 97 %

98 %

99 %

16.10.2.(c)

Jumlah
kepemilikan
sertifikat  Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
(PPID) untuk
mengukur kualitas
PPID dalam
menjalankan tugas
dan fungsi
sebagaimana diatur
dalam peraturan
perundang-

undangan.

Kominfo

PPID

16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan
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TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER | SATUAN | BASELI TARGET

INDIKATOR DATA NE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
berkelanjutan.

16.b.1.(a) Jumlah kebijakan | Kanwil Kebijak- - - - - - -

yang diskriminatif | Hukum an/doku
dalam 12 bulan | dan HAM | men
lalu  berdasarkan
pelarangan
diskriminasi
menurut hukum
HAM Internasional.

3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of
implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari TPB 17 yang
memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 13 target
global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras untuk mencapai target- target
Tujuan 17 adalah: peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah
dari hasil pengelolaan sumber daya alam, peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik, serta peningkatan efektifitas pengendalian rencana investasi.

Program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah:

1) Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak

2) Program Koordinasi Pajak Daerah

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan

4) Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa

5) Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja
BUMD

Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel 104. Belum semua
indikator Tujuan 17 TPB tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan
pemerintah Tujuan 17 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks
1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 17 tercantum dalam
Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi
pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 17 tercantum dalam Pilar
Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.

Tabel 64. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai
Tujuan

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER | SATUA | BASELI TARGET
INDIKA DATA N NE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR

17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara
berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
17.1.1.* Total pendapatan | Bapenda | % 1,66
pemerintah
sebagai  proporsi
terhadap PDB
menurut
sumbernya.

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok
yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan
17.1.1.(a) Rasio penerimaan | Bapenda % 0,74% 0,71 0,71 0,71
pajak terhadap 0,67 0,71
PDB.
17.1.2* Proporsi anggaran | Bapenda % 92,83% | 41,90% | 45,40% | 46,47% | 49,56% | 49,91
domestik yang %
didanai oleh pajak
domestik.

17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

1,61 1,6 1,59 1,58 1,58
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TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER | SATUA | BASELI TARGET
INDIKA DATA N NE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR
17.3.2.(a) Proporsi  volume | BI % - - - - - -
remitansi TKI

(dalam US dollars)
terhadap PDB.

17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan
internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan
berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada,

khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

17.4.1*

Proporsi
pembayaran utang
dan bunga (Debt
Service) terhadap
ekspor barang dan
jasa.

BI

%

Target 17.6.

internasional terkait dan akses

berdasarkan

Meningkatkan kerjasama utara-selatan, selatan-selatan dan kerjasama triangular secara regional dan
terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan
kesepakatan timbal balik.

17.6.1.(a)

Jumlah kegiatan
saling berbagi
pengetahuan
dalam  kerangka
Kerjasama
Selatan-Selatan
dan Triangular

kegiata
n

17.6.2.(a)

Persentase
jaringan
punggung
optik
yang
menghubungkan
Ibukota
Kabupaten/Kota
(IKK).

tulang
serat
nasional

Diskom-
info

%

60

65

70

75 80

85

17.6.2.(b)

Tingkat penetrasi
akses tetap pita
lebar (fixed
broadband) di
Perkotaan dan di
Perdesaan.

Diskom-
info

%

50,09

51

52

53 54

55

17.6.2.(c)

Proporsi
penduduk
terlayani
broadband

mobile

Diskom-
info

%

90,91

92

95

96 97

98

17.8 Mengop
dan inovasi

dan komunikasi.

erasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekan
untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan
memampukan, khususnya teknologi informasi

isme pemb

angunan kapasitas teknologi
penggunaan teknologi yang

17.8.1* Proporsi individu | Diskom- % 42,14 60 65 70 75 80
yang info
menggunakan
internet.
17.8.1.(a) Persentase Diskom- % 30 35 40 45 50 55
kabupaten 3T | info
yang terjangkau
layanan akses
telekomunikasi
universal dan
internet.
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan

adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha
Development Agenda.
17.10.1.(a) Rata-rata tarif rata- - - - - - -
terbobot di negara rata
mitra Free Trade tarif
Agreement (FTA) (6 berbo-
negara). bot
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan
pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
17.17.1.(a) | Jumlah proyek | Biro Doku- - - - - - -
yang ditawarkan | ekonomi, | men
untuk BPKAD, daftar
dilaksanakan Bappeda proyek
dengan skema KPBU
Kerjasama
Pemerintah  dan
Badan Usaha
(KPBU).
17.17.1.(b) | Jumlah alokasi | Biro alokasi | - - - - - -
pemerintah untuk | ekonomi,
penyiapan proyek, | BPKAD,
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TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

KODE NAMA INDIKATOR | SUMBER | SATUA | BASELI TARGET
INDIKA DATA N NE 2019 2020 2021 2022 2023
TOR
transaksi proyek, | Bappeda

dan dukungan
pemerintah dalam
Kerjasama
Pemerintah  dan
Badan Usaha
(KPBU).

17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk
negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan
data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras,

etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

17.18.1.(a) Persentase BPS % 90 90
konsumen Badan
Pusat Statistik
(BPS) yang merasa
puas dengan
kualitas data
statistik.
17.18.1.(b) | Persentase BPS % 82 82
konsumen  yang
menjadikan data
dan informasi
statistik BPS
sebagai  rujukan
utama.
17.18.1.(c) Jumlah metadata | BPS metada | O 5
kegiatan statistik ta
dasar, sektoral,
dan khusus yang
terdapat dalam
Sistem Informasi
Rujukan Statistik
(SIRuSa).
17.18.1.(d) | Persentase BPS % - - - - -
indikator SDGs
terpilah yang
relevan dengan
target.
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan

pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan

statistik di negara berkembang.

mendukung pengembangan kapasitas

17.19.2.(b) | Tersedianya data | DKP3A data 1 1 1 1 1 1
registrasi  terkait registra
kelahiran dan si
kematian (Vital
Statistics Register)
17.19.2.(c) Jumlah BPS pengun 52.000 52.000
pengunjung jung
eksternal yang
mengakses  data
dan informasi
statistik  melalui
website.
17.19.2.(d) | Persentase BPS % 85 85
konsumen  yang
puas terhadap

akses data Badan
Pusat Statistik
(BPS).
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BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
4.1.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB
dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana
Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-
masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha,
akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan
Target TPB di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada
Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB dan juga kepada
Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres No. 59/2017. Gubernur
Kaltim juga telah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Kaltim
Tahun 2019-2023 melalui SK Gubernur Kaltim No. 050/K.362/2019.
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Gambar 17. . Alur informasi untuk pemantauan Rencana Aksi TPB

Alur pemantauan Rencaksi TPB mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.1)
sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB Provinsi setiap enam bulan
sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB tingkat
provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat
program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta
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alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja
yang dibantu Sekretariat TPB Provinsi melaporkan capaian RAD kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada
Sekretariat TPB pusat (Langkah 1).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB
menggunakan format yang telah  ditetapkan kepada  Menteri
PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah (Langkah 2).

3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian = PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah
dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang
dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).

4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk
melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh
Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).

5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan
keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana
(Langkah 5).

6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari
Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB Nasional (Langkah 6).

7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku
Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target
TPB tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali
dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai
pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (Langkah 7).

4.1.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak Non-
Pemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi
kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi
berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan
kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB bersifat
sukarela (Voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannyapun juga bersifat
sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan
tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui
mekanisme “penilaian diri sukarela” (Voluntary Self Assesment) dengan
menggunakan format laporan melalui Self Assesment Tool (SAT) yang disepakati.
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Gambar 18. Alur Informasi Monitoring Organisasi non-Pemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-
langkah (Gambar 52) sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas
program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self
assessment tool, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing
pilar terkait dengan tembusan kepada Tim Pelaksana SDGs. (Langkah 1).

2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan
kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada KetuaTim
Pelaksana (Langkah 2).

3. Tim Pelaksana TPB mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi
nonpemerintah dengan format yang ditetapkan, dan menyampaikan
kepada Tim Pengarah (Langkah 3).

4. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri
PPN /Kepala BAPPENAS (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah
forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim
Pelaksana TPB yang merupakan panel independen dan nir kepentingan.
Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui
kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres
59/2017 khususnya pasal 20 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan,
Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
sebagai berikut: Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau
sewaktu- waktu bila diperlukan. Evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
sekali atau sewaktu- waktu bila diperlukan.
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Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan, maka pemantauan
RAD akan dilakukan pada bulan Januari. Laporan pemantauan dari Gubernur
disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri

15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

Tabel 65. Jadwal Pemantauan dan Pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

KEGIATAN

BULAN

6|78

10

11

12

Pemantauan Rencana Aksi

Daerah Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
Pelaporan Rencana Aksi
Nasional Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
Pelaporan Rencana Aksi
Daerah Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Pelaksana TPB dibantu oleh Sekretariat TPB menempatkan RAD TPB,
Kegiatan-kegiatan seputar TPB, Laporan TPB, serta informasi public lainnya di

laman bappeda.kaltimprov.go.id

media publik untuk melakukan

diseminasi informasi terkait TPB. Laman ini akan terus dikembangkan sesuai
muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB Kaltim. Laporan
dan publikasi juga dapat diakses di Sekretariat TPB.
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BAB V. PENUTUP

5.1. Prinsip Pelaksanaan TPB

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama.
Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB,
yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-
aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB
Provinsi. Prinsip integrasi dalam TPB menekankan bahwa pencapaian target
setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian
dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu
juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antar
tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB yang diterapkan pada
setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap
aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi
target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif
juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah
maupun nonpemerintah.

5.2. Penguatan Pelaksanaan TPB
5.2.1. Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi

Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data
dan informasi atas target dan indikator TPB dari 17 Tujuan yang saling terkait
satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk
mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB di tingkat pusat dan
daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi
nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi dasar untuk
mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pencapaian TPB.

Pemprov Kaltim merancang aplikasi pengelolaan data capaian TPB di mana
dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat memudahkan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

5.2.2. Kemitraan Multipihak

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global,
juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah.
Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat nasional dan daerah
dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi
dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini
diwuyjudkan dengan ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam
keanggotaan Kelompok Kerja TPB. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para
pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB
secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara
daring (online) dan luring (offline).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan menjadi dasar kerangka kerjasama
antar multi pithak dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dimana akan melibatkan setiap unsur baik
pemangku kebijakan maupun non pemangku kebijakan.
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5.2.3. Penguatan Koordinasi

Pelaksanaan pencapaian TPB mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka
hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek
tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk
pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat nasional dan daerah. Kementerian
PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah
mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB.

Bappeda akan berencana melakukan penguatan kapasitas kesekretariatan SDGs
Provinsi Bengkulu dimana akan dilakukan pelatihan dan peningkatan
pengetahuan dalam  pelaksanaan  pencapaian tujuan  pembangunan
berkelanjutan.

5.2.4. Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB di Provinsi Kaltim diperlukan
peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, baik pada lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun
organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara
memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB, pelatihan tenaga perencana,
fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta
pertemuan tahunan. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas menjadi salah satu
cara peningkatan kapasitas dari para pemangku kebijakan baik Kabupaten/Kota
maupun Provinsi. Sehingga pencapaian TPB di Provinsi Kaltim dapat terlaksana
dengan baik.

5.2.5. Pendanaan.

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi nonpemerintah untuk
mencapai target pelaksanaan TPB. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan
pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB, baik
di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga pembiayaan tidak hanya
mengandalkan dari dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan.
Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak
swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

5.2.6. Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak.

TPB Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah
kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta
akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB. Kriteria
penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Pelaksana TPB sehingga
dengan pemberian penghargaan ini dapat menimbulkan motivasi serta tanggung
jawab dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.2.7.Penguatan Strategi Komunikasi.

Agar TPB menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi
komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang
akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk
menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Pemprov Kaltim, melalui Biro
Humas dan Kerja sama Setprov Kaltim, melakukankerja sama dengan media
massa untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat
mengenai TPB dan pencapaiannya sehingga seluruh masyarakat bisa memahami
dan bisa bersama memantau pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.
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5.3. Pemutakhiran Dokumen

Dokumen RAD TPB ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat
dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah.
Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik
secara daring (online) dan luring (offline).
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MATRIK 1 : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALTIM

PROGRAM/
KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2018

2019

2020 | 2021 | 2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 1 Tanpa Kemisikinan

INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok

umur.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan | Jumlah Korban Tindak | Orang 30 30 30 30 30 1.940.950.000 | Dinas Sosial
perlindungan Kekerasan dan Pekerja -
sosial, hukum | Migran terlantar, KDRT
bagi korban | & Korban Trafficking
eksploitasi, yang mendapatkan
perdagangan penanganan/pelayanan
perempuan dan
anak
Program pembinaan anak terlantar
Pelatihan Jumlah Anak | Orang 55 95 95 95 95 | 8.721.6p50.000 | UPTD Panti
ketrampilan dan | Terlantar, Anak - Sosial Bina
praktek belajar | Jalanan, Anak Remaja
kerja bagi anak | berhadapan  Hukum,
terlantar Anak dengan
Kecacatan dan Balita
Terlantar yang
mendapatkan bantuan
sosial
Pengembangan Jumlah Anak | Orang 200 200 200 200 200 1.323.000.000 | Dinas Sosial
bakat dan | Terlantar, Anak -
ketrampilan anak | Jalanan, Anak
terlantar berhadapan  Hukum,
Anak dengan
Kecacatan dan Balita
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/ BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF T
PROGRAM ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN LA B L 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN

Terlantar Luar Panti

yang mendapatkan

bantuan sosial
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Operasi dan | Jumlah kebutuhan | Panti 1 1 1 1 1 14.903.500.000 | UPTD Panti
pemeliharaan dasar penghuni panti - Sosial  Tresna
sarana dan | yang dilayani Werdha
prasarana  panti Nirwana Puri
asuhan/jompo
Operasi dan | Jumlah kebutuhan | Panti 1 1 1 1 1 11.931.875.000 | UPTD Panti
pemeliharaan dasar penghuni panti - Sosial
sarana dan | yang dilayani Perlindungan
prasarana  panti Anak Dharma
asuhan/jompo
Operasi dan | Jumlah kebutuhan | Panti 1 1 1 1 1 12.287.225.000 | UPTD Panti
pemeliharaan dasar penghuni panti - Sosial Asuhan
sarana dan | yang dilayani Anak Harapan
prasarana  panti
asuhan/jompo
Pendidikan dan | Jumlah penghuni panti | Orang 80 80 80 80 80 390.000.000 | UPTD Panti
pelatihan bagi | yang mendapatkan - Sosial
penghuni panti | pendidikan dan Perlindungan
asuhan/jompo pelatihan Anak Dharma
Pendidikan dan | Jumlah penghuni panti | Orang 70 70 70 70 70 187.500.000 | UPTD Panti
pelatihan bagi | yang mendapatkan - Sosial Asuhan
penghuni panti | pendidikan dan Anak Harapan
asuhan/jompo pelatihan
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/ BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF T
PROGRAM ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN LA B L 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
Pelatihan Jumlah WRSE dan | Orang 200 500 500 500 500 | 7.523.350.000 | Dinas Sosial
Keterampilan KUBE yang -
Berusaha Bagi | diberdayakan
Keluarga  Miskin
dan PMKS
Lainnya
Pelaksanaan Jumlah Keluarga | KPM - 50 75 75 75 75 3.241.135.000 | Dinas Sosial
Program Keluarga | Penerima Manfaat
Harapan (KPM) yang mendapat
bantuan sosial
Peningkatan Jumlah Lansia luar | Orang - 270 270 270 270 270 1.415.700.000 | Dinas Sosial
Kualitas panti yang mendapat
Pelayanan Sarana | pelayanan
dan Prasarana
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial Bagi PMKS

INDIKATOR SDGs:

1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yan

g miskin dan rentan yang ter

penuhi

hak dasarnya dan inklusivitas.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendidikan dan
pelatihan bagi
penyandang cacat
dan eks trauma

Jumlah Penyandang
Disabilitas yang
mendapatkan bantuan
pelayanan

Orang

30

250 250 250

250

4.012.200.000

Dinas Sosial

INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Kedaruratan,
Peralatan
Logistik

dan

Jumlah Peserta
Simulasi dan Peralatan
Penanggulangan

Orang

120

355.020.000

Badan
Penanggulangan
Bencana
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PROGRAM/
KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2018

2019 | 2020 | 2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Penanggulangan
Bencana

Bencana

Daerah

Peserta
Radio

Jumlah
Pelatihan
Komunikasi

Orang

40 - -

Jumlah peserta Rapat
Koordinasi Penanganan
Darurat
Penanggulangan
Bencana

Orang

55 - -

INDIKATOR SDGs:

1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan

risiko bencana daerah.

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Daerah

Penanggulangan
bencana berbasis
masyarakat

Jumlah peserta Bimtek
Relawan Desa Tangguh
Bencana (Destana)

Orang

60 60 60

60

60

1.428.500.000

Badan
Penanggulangan
Bencana

Daerah

Jumlah peserta Bimtek
Relawan
Penanggulangan
Bencana

Orang

30

Jumlah
Sosialisasi
Tangguh Bencana

peserta
Desa

Orang

240 240 240

240

240

Jumlah peserta
penyegaran Fasilitator
Desa Tangguh Bencana

Orang

30 30 30

30

30
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PROGRAM/
KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Jumlah peserta
Fasilitasi Pembentukan
Relawan
Penanggulangan
Bencana dan Forum
PRB Desa Tangguh
Bencana

Orang

180

180

180

180

180

Jumlah dokumen
Kajian dan Pemetaan
Risiko Bencana Desa T
angguh Bencana

Dokumen

Jumlah dokumen
Rencana Kontinjensi
Penanggulangan
Bencana Desa Tangguh
Bencana

Dokumen

Jumlah peserta
Pembekalan Teknis
Penanggulangan
Bencana Relawan Desa
Tangguh Bencana

Orang

240

240

240

240

240

Jumlah Peserta
Seminar Hasil Desa
Tangguh Bencana

Orang

210

210

210

210

210

Jumlah Peserta
Simulasi
Penanggulangan
Bencana Desa Tangguh
Bencana

Orang

120

120

120

120

120
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PROGRAM/
KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Jumlah Peta
evakuasi Destana

Jalur

Peta

6

6

6

Jumlah Rambu-rambu
Destana

Buah

90

90

90

90

90

Laporan perkembangan
Desa Tangguh Bencana

Laporan

Jumlah orang yang
mengikuti Kompetensi
Desa Tangguh Bencana
tingkat Provinsi dan
Nasional

Orang

15

15

15

15

15

INDIKATOR SDGs:

1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

sosial.

Program Tanggap Darurat Penanggulangan

Bencana

Pengembangan

Sistem Manajemen
dan

Logistik
Peralatan

Jumlah Peralatan
Penanggulangan
Bencana yang Tersedia

Unit

75

75

75

75

75

2.160.000.000

Badan
Penanggulangan
Bencana

Daerah

Jumlah Peserta
Pelatihan Manajemen
Pergudangan dan
Peralatan
Penanggulangan
Bencana

Orang

70

70

70

75

75

Jumlah peserta
Simulasi Peralatan
Penanggulangan
Bencana

Orang

120

120

120

120

Jumlah
penanggulangan

logistik

barang

100

100

100

100
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BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN LA B L 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
bencana

Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana
Penguatan Jumlah kegiatan | Kegiatan - 1.518 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.274.165.000 | Dinas Sosial
Kesiapsiagaan, penanganan Korban
Perlindungan bencana dan orang
Sosial Korban | terlantar yang
Bencana dan | mendapatkan bantuan
Pemulangan, sosial
Permakanan

Orang Terlantar

INDIKATOR SDGs:

1.5.1.(d) Jumlah daerah

bencana alam/bencana

sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Daerah

Peningkatan Jumlah kegiatan yang | kegiatan - 1 8 8 8 8 633.000.000 | Badan
Kapasitas dan | dilaksanakan untuk Penanggulangan
Partisipasi peningkatan kapasitas Bencana
Masyarakat dalam | dan partisipasi Daerah
Pengurangan masyarakat dalam

Risiko Bencana | pengurangan risiko

(PRB) bencana

INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyusunan Data | Jumlah Peta Rawan | Peta - - - 5 - 5 1.700.000.000 | Badan

Base dan | Bencana Penanggulangan
Pemetaan Rawan Bencana
Bencana Daerah
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/ BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF T
PROGRAM ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN LA B L 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN

Jumlah dokumen | Dokumen - - 1 - 1 -

Rencana Aksi Daerah (

RAD) Pengurangan

Risiko Bencana

Jumlah dokumen | Dokumen - - 1 - - -

Rencana

Penanggulangan

Bencana (RPB)/review

BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATUAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Peningkatan Data ketersediaan | Laporan 4 4 4 4 4 4 3.890.000.000 | Dinas Pangan,
Ketersediaan dan kerawanan Tanaman
dan Penanganan | pangan Pangan dan
Daerah Rawan Hortikultura
Pangan
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Perbaikan  Gizi | Jumlah kab/kota | kab/kota 10 10 10 10 10 10 4.670.280.000 | Dinas
Masyarakat yang dibina untuk Kesehatan
perbaikan gizi

Pembinaan Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota 10 10 10 10 10 10 2.693.360.000 | Dinas
upaya yang dikonfirmasi Kesehatan
kesehatan kasus gizi buruk
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BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATUAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
masyarakat
sekunder dan
primer (DAK)
Jumlah Kab/Kota | kab/kota 10 10 10 10 10 10
yang
melaksanakan AMP
Rakontek Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota 10 10 10 10 10 10 2.749.773.800 | Dinas
terpadu tingkat | yang dikonfirmasi Kesehatan
kabupaten dan | kasus gizi buruk
kota (DAK)
Jumlah Kab/Kota | kab/kota 10 10 10 10 10 10
yang
melaksanakan AMP
Pengelolaan Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota 10 10 10 10 10 10 762.790.000 | Dinas
Satker (DAK) yang dikonfirmasi Kesehatan
kasus gizi buruk
Jumlah Kab/Kota | kab/ko6ta 10 10 10 10 10 10

yang
melaksanakan AMP

INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,

Kerawananan pangan.

berdasarkan pada Skala Pengalaman

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penguatan Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota 10 10 10 10 10 10 1.754.250.000 | Dinas
program yang Kesehatan
Indonesia sehat | melaksanakan AMP
melalui
pendekatan
Keluarga (DAK)

Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota 10 10 10 10 10 10

yang dikonfirmasi
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BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATUAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
kasus gizi buruk
Jumlah kab/kota | kab/kota 10 10 10 10 10 10
yang
menyelenggarakan
program JKN
menuju UHC
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pengembangan Jumlah cadangan | Ton 184 285 325 350 375 415 8.349.991.656 | Dinas Pangan,
Cadangan beras provinsi Tanaman
Pangan Daerah Pangan dan
Hortikultura
Pengembangan Informasi harga | Laporan 3 3 3 3 3 3 1.750.000.000 | Dinas Pangan,
Sistem Informasi | pangan yang Tanaman
Pasar tersedia Pangan dan
Hortikultura
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penurunan Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota 2 2 2 2 2 2 14.950.315.000 | Dinas
Stunting (DAK) yang Kesehatan
didistribusikan
PMT sesuai
sasaran
Jumlah Kab/Kota | Kab/Kota 10 10 10 10 10 10

yang dikonfirmasi
kasus gizi buruk

INDIKATOR SDGs:

konsumsi ikan perkapita

2.2.2.(c) (i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat
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BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATUAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
Analisis Pola | Jumlah laporan | Laporan 1 1 1 1 1 1 1.650.000.000 | Dinas Pangan,
Pangan Harapan | analisis PPH Tanaman
Konsumsi Pangan dan
Hortikultura
Pengembangan | Jumlah produk | Jenis S 7 9 11 13 15 3.850.000.000 | Dinas Pangan,
Pangan Lokal olahan pangan Tanaman
lokal yang Pangan dan
dikembangkan Hortikultura
Pengawasan Jumlah  Sertifikat | Sertifikat 3 5 7 9 11 13 4.000.000.000 | Dinas Pangan,
Mutu Pangan | mutu pangan segar Tanaman
Segar asal tumbuhan Pangan dan
Hortikultura

INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tamba

h Pertanian

dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah

Hortikultura

Peningkatan Produktivitas Ton/Ha 2.15 2.16 2.16 2.17 2.17 2.17 9.798.900.000 | Dinas Pangan,
Produksi tanaman Tanaman
Hortikultura hortikultura Pangan dan
Hortikultura
Penanganan Jumlah  produksi | Unit 5 10 15 17 20 25 4.121.700.000 | Dinas Pangan,
Pasca Panen | tanaman Tanaman
dan Promosi | hortikultura yang Pangan dan
Atas Hasil | disertifikasi Hortikultura
Pertanian
Hortikultura
Penyediaan dan | Jumlah kelompok | Kelompok 103 135 135 150 150 165 4.150.000.000 | Dinas Pangan,
Pengembangan tani yang | Tani Tanaman
Prasarana dan | mendapat bantuan Pangan dan
Sarana Hortikultura
Pertanian
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BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATUAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN

Hortikultura
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Peningkatan Luas tanam padi Ha 1.000 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 50.887.980.000 | Dinas Pangan,
Produksi Tanaman
Tanaman Pangan dan
Pangan Hortikultura
Penanganan Rata-rata Hari/Ha 11 10 9 8 7 6 4.069.000.000 | Dinas Pangan,
Pasca Panen | percepatan Tanaman
dan Promosi | penanganan pasca Pangan dan
Atas Hasil | panen padi Hortikultura
Pertanian
Tanaman
Pangan
Penyediaan dan | Peningkatan indeks | IP 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 13.314.600.000 | Dinas Pangan,
Pengembangan pertanaman Tanaman
Prasarana dan Pangan dan
Sarana Hortikultura
Pertanian
Tanaman
Pangan
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan
Pengembangan Jumlah ternak sapi | Ekor 50 100 100 120 140 150 | 42.800.000.000 | Dinas
Perbibitan bibit yang memiliki Peternakan dan
Ternak SKLB (Surat Kesehatan

Keterangan Layak Hewan

Bibit)

Service per | Indeks 2.09 1.8 1.75 1.7 1.65 1.6
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BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATUAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
Conception

INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan:

berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.

berisiko, tidak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengendalian
dan
Pemberantasan
Penyakit Hewan

Jumlah
yang divaksinasi

hewan

ekor

3.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3.041.700.000

Dinas
Peternakan dan
Kesehatan
Hewan
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BASE INDIKATIF
PROGRAM/ LINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN AU AR S 20 L N A ANGGARAN 5 | PELAKSANA
2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 TAHUN
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan Jumlah kegiatan | Kali - 3 6 9 12 15 4.537.460.000 | Dinas
masyarakat penguatan OPD/Lintas Kesehatan
pola hidup | Sektor yang
sehat mengimplementasikan
kebijakan publik
berwawasan kesehatan
Jumlah penyebarluasan | Kali S S S S S S
informasi kesehatan
melalui berbagai
saluran komunikasi
pertahun
Jumlah Kab/Kota yang | Kab/Kota 10 10 10 10 10 10
dilakukan pembinaan
dan penilaian
(posyandu dan PHBS)
dalam setahun
Jumlah Rumah Sakit di | Rumah - 10 15 20 25 30
Kalimantan Timur yang | Sakit
dilakukan pembinaan
PKRS
Kampanye Jumlah kab/ kota yang | kab/kota 5 6 7 8 9 10 4.550.575.000 | Dinas
sosialisasi, melaksanakan min 5 Kesehatan
advokasi tema kampanye
perilaku hidup | Germas hidup sehat
sehat di tingkat
provinsi dan
pemberdayaan
masyarakat

142



BASE INDIKATIF
PROGRAM/ LINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN AU AR S 20 L N A ANGGARAN 5 | PELAKSANA
2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 TAHUN
(DAK)
Jumlah kegiatan | Kali - 3 6 9 12 15
penguatan OPD/Lintas
Sektor yang
mengimplementasikan
kebijakan publik
berwawasan kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Peningkatan Jumlah kab/kota yang | Kab/Kota 6 7 8 9 10 10 2.735.110.000 | Dinas
surveillance dilakukan pembinaan Kesehatan
epidemiologi dalam pencapaian IDL
dan
penanggulanga
n wabah
Jumlah kab/kota yang | Kab/Kota 7 8 9 10 10 10
dilakukan pembinaan
dalam pencapaian
persentase respon
kewaspadaan kejadian
luar biasa
Jumlah Kab/Kota yang | Kab/Kota - 1 2 2 2 3
melakukan sosialisasi
dan membuat rencana
kontijensi
wabah /bencana
Rujukan Jumlah Kab/Kota yang | Kab/Kota 3 4 5 6 7 8 175.000.000 | Dinas
Spesimen (DAK) | memiliki Kesehatan
desa/kelurahan  yang
cakupan IDL tercapai
target (desa UCI)
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PROGRAM/
KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASE
LINE

TARGET TAHUNAN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Pelayanan
pencegahan

dan
penanggulanga
n penyakit
menular

Jumlah kab/kota yang
dilakukan pembinaan
dalam program P2TB
untuk mencapai
CDR=>70% dan
SR=>90%

kab/kota

2

4

10

2.924.905.000

Dinas
Kesehatan

Jumlah kab/kota yang
dilakukan pembinaan
dalam program P2HIV
untuk mencapai
presentase ODHA yang
mendapatkan ARV =>
55%

Kab/Kota

Jumlah kab/kota yang
dilakukan pembinaan
dalam  program = P2
Malaria untuk
mencapai  persentase
pengobatan Malaria
Positif sesuai standart
=>95%

Kab/Kota

10

Jumlah kab/kota yang
dilakukan pembinaan
dalam program P2 DBD

Kab/Kota

10

INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar

pelayanan.
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BASE

INDIKATIF

PROGRAM/ LINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN LA B L ANGGARAN 5 | PELAKSANA
2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 TAHUN
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pemberdayaan | Jumlah Eks | Orang - 38 38 38 38 38 2.201.000.000 | Dinas Sosial
eks penyandang | penyandang  penyakit
penyakit sosial | sosial yang
diberdayakan
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan
Kemitraan Bagi | Jumlah Kab/Kota yang | Kab/Kota 3 10 10 10 10 10 180.640.020.0 | Dinas
Pasien Kurang | menyelenggarakan 00 Kesehatan
Mampu, Non | program JKN menuju
BPJS UHC
Jumlah penduduk | orang - 131.74 | 132.00 | 132.000 | 132.000 | 132.000
miskin dan tidak 3 0
mampu yang
memperoleh  jaminan
pelayanan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Jumlah Kab/kota yang | kab/kota - - 2 2 2 2 6.254.725.000 | Dinas
pelayanan memiliki Fasyankes Kesehatan
kesehatan telah  mempersiapkan
rujukan pelayanan telemedicine
Persentase kejadian | % - 100 100 100 100 100
bencana yang ditangani
Persentase KLB yang | % - 100 100 100 100 100
ditangani
Jumlah RSUD yang | RSUD - 3 7 11 15 21
mendapatkan
pembinaan dan
pendampingan
akreditasi SNARS edisi I

INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.
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BASE INDIKATIF
PROGRAM/ LINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN AU AR S 20 L N A ANGGARAN 5 | PELAKSANA
2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 TAHUN
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Peningkatan Jumlah PD provinsi | OPD - 3 6 9 12 15 4.081.225.000 | Dinas
pencegahan yang dilakukan Kesehatan
dan pembinaan deteksi dini
pengendalian faktor resiko PTM dan
penyakit tidak | implementasi KTR
menular
Persentase Kab/Kota | % - 30 S0 70 90 100
yang melaksanakan
implementasi KTR
minimal di 50% sekolah
Jumlah Kab/Kota yang | Kab/Kota - 2 3 S 7 10
mempunyai min 50%
Puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan terpadu PTM
(kasus Hipertensi &
DM)
Jumlah Kab/Kota yang | Kab/Kota - 3 S 7 9 10
min S50%
Puskesmasnya
melaksanakan deteksi
dini kanker payudara
pada perempuan usia
30-50 tahun
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pemenuhan Jumlah obat dan | Jenis 150 150 150 150 150 150 1.344.745.000 | Dinas
Sarana/Prasara | perbekalan kesehatan Kesehatan
na Instalasi | yang diadakan
Farmasi
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BASE INDIKATIF
PROGRAM/ LINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN AU AR S 20 L N A ANGGARAN 5 | PELAKSANA
2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023
TAHUN

Provinsi (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Jumlah fasyankes yang | fasyanke - 28 80 119 180 187 2.842.576.760 | Dinas
Kefarmasian difasilitasi dan | s Kesehatan
dan Alat | dilakukan kegiatan
Kesehatan pemeliharaan alkes

(RMC)

Jumlah sarana | sarana 11 13 16 19 22 25

produksi dan distribusi

yg mendapatkan izin

alat kesehatan

Jumlah Fasyankes yang | fasyanke 38 72 150 160 170 187

dibina untuk mampu | s

melaksanakan

pelayanan kefarmasian

sesuai standar

Jumlah sarana | sarana 13 15 19 23 27 31

produksi dan distribusi

yg mendapatkan izin

Kefarmasian
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Standarisasi Jumlah puskesmas | Puskes- - - 25 30 40 49 4.906.700.000 | Dinas
Tenaga daerah DTPK/3T, | mas Kesehatan
Kesehatan di | sangat terpencil dan
Fasilitasi terpencil yang
Pelayanan difasilitasi memiliki
Kesehatan tenaga kesehatan

sesuai standar
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | gpgiaran | SATUAN | "'5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan | jumlah Unit 4 4 4 4 4 4 28.795.336.400 | Dinas
dan Kelengkapan | perlengkapan Pendidikan
Sarana dan Prasarana | gedung kantor dan
yang diadakan Kebudayaan
pada skpd dan
unit kerja
internal SKPD
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Peningkatan Kapasitas | jumlah aparatur | Orang - 3 3 3 3 3 50.000.000 UPTD
Sumber Daya Aparatur | yang dilatih Taman
Budaya
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyusunan Dokumen | Dokumen Dokumen - 1 1 1 1 1 5.000.000.000 | Dinas
Perencanaan dan | Perencanaan Pendidikan
Anggaran (DAK) dan Anggaran dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Luar Biasa
Pemberian Bantuan | jumlah Orang - 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 5.000.000.000 | Dinas
Operasional Sekolah | penerima Pendidikan
Nasional/BOSNAS Bantuan dan
(DAK) Operasional Kebudayaan
Sekolah Daerah
Sekolah Luar
Biasa (SLB)
Negeri
Rehabilitasi Prasarana | Jumlah Sekolah - 9 9 9 9 9 5.000.000.000 | Dinas
Belajar SLB (DAK) Pembangunan Pendidikan




TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | gpgiaran | SATUAN | "'5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN

dan Rehab dan

Gedung Sekolah Kebudayaan
Pembangunan jumlah Orang - 95 95 95 95 95 5.000.000.000 | Dinas
Prasarana Belajar SLB | penerima Pendidikan
(DAK) Bantuan dan

Operasional Kebudayaan

Sekolah Daerah

Sekolah Luar

Biasa (SLB)

Negeri
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pengembangan mutu | Jumlah Orang - 250 250 250 250 250 5.000.000.000 | Dinas
dan kualitas program | pendidik dan Pendidikan
pendidikan dan | tenaga dan
pelatihan bagi pendidik | kependidikan Kebudayaan
dan tenaga | yang
kependidikan ditingkatkan

mutu dan

kualitasnya
Pemenuhan Sarana & | Jumlah Orang - 200 200 200 200 200 5.000.000.000 | Dinas
Prasarana Tenaga | pendidik dan Pendidikan
Pendidik tenaga dan

kependidikan Kebudayaan

yang

ditingkatkan

mutu dan

kualitasnya
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan Ujian | Jumlah laporan | Laporan - 1 1 1 1 1 5.000.000.000 | Dinas
Nasional/Ujian capaian kinerja Pendidikan
Sekolah yang disusun dan
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | gpgiaran | SATUAN | "'5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN
Kebudayaan
Penerimaaan  Peserta | Jumlah laporan | Laporan - 1 1 1 1 1 5.000.000.000 | Dinas
Didik Baru yang Pendidikan
menerapkan dan
sistem dan Kebudayaan
infromasi
manajemen
pendidikan
Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Pembangunan Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Prasarana Belajar SMA | Pembangunan Pendidikan
dan Rehab dan
Gedung Sekolah Kebudayaan
Pemberian Bantuan | Bantuan Kab/Kota - 10 10 10 10 10 5.000.000.000 | Dinas
Operasional Sekolah | Operasional Pendidikan
Nasional/BOSNAS Sekolah Daerah dan
(DAK) Sekolah Kebudayaan
Menengah Atas
(SMA) Negeri
Pembangunan dan | Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Rehabilitasi Gedung | Pembangunan Pendidikan
Sekolah dan Rehab dan
Gedung Sekolah Kebudayaan
Pembangunan  Pagar | Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Sekolah Pembangunan Pendidikan
dan Rehab dan
Gedung Sekolah Kebudayaan
Rehabilitasi Prasarana | Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Belajar SMA (DAK) Pembangunan Pendidikan
dan Rehab dan
Gedung Sekolah Kebudayaan
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | gpgiaran | SATUAN | "'5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN

Pembangunan Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Prasarana Belajar SMA | Pembangunan Pendidikan
(DAK) dan Rehab dan

Gedung Sekolah Kebudayaan
Pengadaan Sarana | Jumlah Sekolah 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Belajar SMA (DAK) Pembangunan - Pendidikan

dan Rehab dan

Gedung Sekolah Kebudayaan
Pembangunan Rumah | Jumlah Sekolah 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Dinas Guru dan | Pembangunan - Pendidikan
Asrama Siswa SMA | dan Rehab dan
(Afirmasi) (DAK) Gedung Sekolah Kebudayaan
Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Pemberian Bantuan | jumlah Orang - 42.998 | 42.998 | 42.998 | 42.998 | 42.998 | 5.000.000.000 | Dinas
Operasional Sekolah | penerima Pendidikan
Nasional/BOSNAS Bantuan dan
(DAK) Operasional Kebudayaan

Sekolah

Menengah

Kejuruan (SMK)

Negeri
Pendidikan Penguatan | Peningkatan Siswa - 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000.000.000 | Dinas
Karakter mutu siswa Pendidikan

dalam  rangka dan

SDM berkualitas Kebudayaan
Pembangunan Ruang | Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Praktik Siswa (RPS) | Pembangunan Pendidikan
Beserta Perabotnya | dan Rehab dan
(DAK) Gedung Sekolah Kebudayaan
Pengadaan  Peralatan | Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Praktik Utama/Praktik | Pembangunan Pendidikan
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | gpgiaran | SATUAN | "'5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN

Produksi (DAK) dan Rehab dan

Gedung Sekolah Kebudayaan
Pembangunan Ruang | Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
Kelas Baru (RKB) | Pembangunan Pendidikan
Beserta Perabotnya | dan Rehab dan
(DAK) Gedung Sekolah Kebudayaan
Pembangunan toilet | Jumlah Sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
(jamban) beserta | Pembangunan Pendidikan
sanitasinya (DAK) dan Rehab dan

Gedung Sekolah Kebudayaan
Rehabilitasi ruang | Jumlah sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
belajar dengan tingkat | Rehabilitasi Pendidikan
kerusakan sedang atau | ruang disekolah dan
berat beserta | kab/kota Kebudayaan
perabotnya (DAK) jenjang SMA
Rehabilitasi toilet | Jumlah sekolah - 15 15 15 15 15 5.000.000.000 | Dinas
(jamban) dengan | Rehabilitasi Pendidikan
tingkat kerusakan | ruang disekolah dan
sedang atau  berat | kab/kota Kebudayaan
beserta sanitasinya | jenjang SMA
(DAK)
Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
Penyebarluasan dan | Jumlah kegiatan | Kegiatan - 10 10 10 10 10 5.000.000.000 | Dinas
Sosialisasi Berbagai | yang Pendidikan
Informasi  Pendidikan | dilaksanakan dan
Menengah dalam  rangka Kebudayaan

penyebar luasan

dan sosialisasi

informasi

pendidikan

menengah
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | gpgiaran | SATUAN | "'5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN

Program Pengembangan Sekolah Kejuruan
Peningkatan Kerjasama | Peningkatan Siswa - 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000.000.000 | Dinas
Dengan Dunia Usaha | mutu siswa Pendidikan
dan Industri dalam  rangka dan

SDM berkualitas Kebudayaan
Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)
Pengembangan Metode | Jumlah kegiatan | Kegiatan - 10 10 10 10 10 5.000.000.000 | Dinas
Belajar dan Mengajar | yang Pendidikan
Dengan Menggunakan | dilaksanakan dan
Teknologi Informasi | untuk  belajar Kebudayaan
dan Komunikasi mengajar

menggunakan

teknologi

informasi  dan

komunikasi
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
Program Pendidikan Luar Biasa
Pengadaan Sarana | jumlah Orang - 95 95 95 95 95 5.000.000.000 | Dinas
Belajar SLB (DAK) penerima Pendidikan

Bantuan dan

Operasional Kebudayaan

Sekolah Daerah

Sekolah Luar

Biasa (SLB)

Negeri




PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT SATUAN BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF INSTANSI
KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ALOKASI PELAKSANA
ANGGARAN
5 TAHUN

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Program Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender | Jumlah diklat | Diklat - - - 125 150 175 | 800.000.000 | Dinas

Bidang Sosial dan | yang diikuti Kependudukan,

Budaya pegawai Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual,
atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perlindungan Jumlah Peserta | orang/peserta - 100 80 80 80 80 | 800.000.000 | Dinas
Perempuan yang mengikuti Kependudukan,
kegiatan Pemberdayaan
perlindungan Perempuan dan
perempuan Perlindungan
Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Anak Jumlah  Peserta | orang/peserta - 110 80 80 80 80 | 800.000.000 | Dinas
yang mengikuti Kependudukan,
kegiatan Pemberdayaan
Perlindungan Perempuan dan
anak Perlindungan
Anak

INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki pe

rempuan di

parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pe

merintah daerah.

Program Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender | meningkatnya kebijakan - - - - - - 800.000.000 | Dinas
Bidang Politik dan | ketersediaan Kependudukan,
Hukum kebijakan Pemberdayaan
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PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT SATUAN BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF INSTANSI
KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ALOKASI PELAKSANA
ANGGARAN
5 TAHUN
keterlibatan Perempuan dan
perempuan dalam Perlindungan
politik Anak
jumlah peserta | orang/peserta 100 100 100 125 150 175
yang mengikuti
kegiatan
kesetaraan
gender bidang
politik dan
hukum
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT
KEGIATAN

SATUAN

BASELINE
2018

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak

INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memailiki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

Program Pembangunan Infrastruktur Keci

takaryaan

Pembangunan Sistem | Jumlah SPAM | Unit 6 1 7 4 3 2 415.737.000.000 | Dinas Pekerjaan
Penyediaan Air Minum | (unit) Umum, Penataan
dan Sanitasi Ruang dan
Perumahan
Rakyat
Jumlah IPAL | Unit - - - - 1 1
yang dibangun
(Unit)
Jumlah IPLT yang | Unit - - - - 1 1
dibangun (Unit)
Jumlah TPA yang | Unit - - 1 1 1 -

dibangun (Unit)

INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksa

nakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan Persentase % - 20 40 60 80 100 2.446.000.000 | Dinas Kesehatan
penyehatan lingkungan | pembinaan
Kab/Kota
memenuhi
Kualitas
Kesehatan
Lingkungan
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Pemantauan Frekuensi Frekuensi 120 - 231 308 385 385 5.526.408.000 | Dinas
lingkungan pemantauan Lingkungan
kualitas Hidup
lingkungan

INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | ppgiatan | SATUAN | ""5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar - - 300 300 300 300 1.600.000.000 | UPTD Taman
Kegiatan Hutan Raya
Penanaman dan Bukit Soeharto
Luas Penanaman
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar - - 800 400 400 400 3.228.000.000 | UPTD Kesatuan
Kegiatan Pengelolaan
Penanaman Hutan Produksi
Berau Barat
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar - - 500 500 500 500 2.400.000.000 | UPTD Kesatuan
Kegiatan Pengelolaan
Penanaman dan Hutan Produksi
Luas Penanaman Bongan
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar 100 100 470 360 360 360 1.868.943.975 | UPTD Kesatuan
Kegiatan Pengelolaan
Penanaman Hutan Produksi
Meratus
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar - 100 300 500 500 500 8.488.751.775 | UPTD Kesatuan
Kegiatan Pengelolaan
Penanaman Hutan Produksi
Kendilo
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar - 450 600 400 400 400 1.201.537.500 | UPTD Kesatuan
Kegiatan Pengelolaan
Penanaman Hutan Produksi
Santan
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar - - 400 400 350 300 2.521.877.685 | UPTD Kesatuan
Kegiatan Pengelolaan
Penanaman dan Hutan Produksi
Luas Penanaman DAS Belayan
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar - 1.605 - - 1.000 - 952.950.000 UPTD Kesatuan
Kegiatan Pengelolaan
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT
KEGIATAN

SATUAN

BASELINE
2018

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Penanaman dan
Luas Penanaman

Hutan Produksi
Bengalon

Perencanaan

Luas Rancangan
Kegiatan
Penanaman

Hektar

1.000

1.000

1.000

1.000

4.700.000.000

UPTD Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Batu Ayau

Pelaksanaan

Luas Penanaman

Hektar

86

300

300

300

300

30.060.300.000

UPTD Taman
Hutan Raya
Bukit Soeharto

Pelaksanaan

Luas Penanaman

Hektar

200

600

1.000

1.400

1.800

50.529.066.775

UPTD Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Berau Barat

Pelaksanaan

Luas Penanaman

Hektar

100

100

100

100

100

100

51.209.333.875

UPTD Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Bongan

Pelaksanaan

Luas Penanaman

Hektar

100

470

360

360

360

41.612.738.400

UPTD Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Meratus

Pelaksanaan

Luas Penanaman

Hektar

2.000

200

300

500

500

500

33.668.433.550

UPTD Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Kendilo

Pelaksanaan

Luas Penanaman

Hektar

350

350

350

350

350

51.626.292.500

UPTD Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Santan

Pelaksanaan

Luas Penanaman

Hektar

720

340

340

340

340

340

42.577.732.806

UPTD Kesatuan
Pengelolaan
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | ppgiatan | SATUAN | ""5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN
Hutan Produksi
DAS Belayan
Pelaksanaan Luas Penanaman | Hektar 250 600 600 600 600 600 67.416.423.875 | UPTD Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Bengalon
Pelaksanaan Luas Penanaman | Hektar - 250 500 500 500 500 | 37.092.000.000 | UPTD Kesatuan
Pengelolaan
Hutan Produksi
Batu Ayau
Monitoring dan | Jumlah Monev | Laporan - - 7 8 7 7 1.875.000.000 | UPTD Taman
Evaluasi RHL Hutan Raya
Bukit Soeharto
Monitoring dan | Jumlah Monev | Laporan - - 17 17 17 17 1.705.000.000 | UPTD Kesatuan
Evaluasi RHL Pengelolaan
Hutan Produksi
Berau Barat
Monitoring dan | Jumlah Dokumen | Dokumen - 6 9 9 9 9 4.194.000.000 | UPTD Kesatuan
Evaluasi Laporan Pengelolaan
Pengendalian dan Hutan Produksi
Evaluasi Bongan
Pelaksanaan
Kegiatan
Monitoring dan | Jumlah Monev | Laporan - - S 7 7 7 1.319.164.800 | UPTD Kesatuan
Evaluasi RHL Pengelolaan
Hutan Produksi
Meratus
Monitoring dan | Jumlah monev | Laporan - - 12 12 12 12 1.320.000.000 | UPTD Kesatuan
Evaluasi deforestasi  dan Pengelolaan
degradasi hutan Hutan Produksi
dalam Rangka Kendilo
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | ppgiatan | SATUAN | ""5018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN
Mitigasi
Perubahan Iklim

Monitoring dan | Jumlah Monev | Laporan - 8 10 15 15 15 4.800.000.000 UPTD Kesatuan

Evaluasi RHL Pengelolaan
Hutan Produksi
Santan

Monitoring dan | Jumlah Monev | Laporan UPTD Kesatuan

Evaluasi RHL - - 4 4 4 4 1.600.000.000 Pengelolaan
Hutan Produksi
DAS Belayan

Monitoring dan | jumlah kegiatan | laporan UPTD Kesatuan

Evaluasi monev - 1 S S S S 1.000.000.000 Pengelolaan
Hutan Produksi
Bengalon

Monitoring dan | Jumlah Monev | Laporan UPTD Kesatuan

Evaluasi RHL - - 40 40 40 40 8.400.000.000 Pengelolaan
Hutan Produksi
Batu Ayau
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATUAN BASELINE ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.
Program Pengembangan Ketenagalistrikan
Pembangunan Penambahan Desa 2 2 2 2 2 2 39.400.000.000 | Dinas Energi
Ketenagalistrikan Desa/Kelurhan dan Sumber
berlistrik Daya Mineral
Perencanaan Data Dasar untuk | Laporan 3 3 - - - - 0.00 Dinas Energi
Pengembangan Basic Desain Renc dan Sumber
ketenagalistrikan Penyediaan Tenaga Daya Mineral
daerah Listrik
Survey, Monitoring | Jumlah monev | Lokasi - 20 - - - - 423.350.000 Dinas Energi
dan Evaluasi dan | pengembangan/pe dan Sumber
Koordinasi mbangunan Daya Mineral
Pengembangan infrastruktur
Ketenagalistrikan ketenagalistrikan
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.
Program Diversifikasi Energi
Pengembangan Energi | Jumlah DED PLTS | DED 3 4 - - - - 1.540.000.000 | Dinas Energi
Baru dan Terbarukan | Terpusat dan Sumber
Daya Mineral
Pengembangan Jumlah Potensi | rumah - 75 - - - - 365.200.000 Dinas Energi
Bioenergi pengembangan tangga dan Sumber
instalasi biogas Daya Mineral
skala rumah tangga
Jumlah Perusahaan | perusaha - 15 - - - -
dengan potensi | an
energi berbasis
POME
Jumlah penyalur | penyalur - 50 - - - -
BBM bersubsidi
Jumlah penyalur | penyalur 50 - - - -
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATUAN BASELINE ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN
LPG bersubsidi -
Monitoring Jumlah OPD yang | Laporan 2 - - - - 295.500.000 Dinas Energi
Penggunaan energi | hemat listrik dan - dan Sumber
Listrik dan Air air Daya Mineral
Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan
Jumlah perusahaan | Perusaha 29 - - - - 363.220.000 Dinas Energi

Penggunaan Efisiensi
biodiesel pada
perusahaan tambang
batubara

yang menggunakan
biodiesel

an

dan Sumber
Daya Mineral
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT
KEGIATAN

SATUAN | BASELINE

2018

TARGET TAHUNAN INDIKATIF

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ALOKASI
ANGGARAN 5

TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Program Kemudahan pelayanan dan perce

atan proses perijinan

Penyederhanaan Jumlah izin | Izin/ Non 1.094 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 2.016.100.000 | Dinas
prosedur perijinan dan | investasi  sektor | Izin Penanaman
peningkatan pelayanan | primer yang Modal dan
perizinan sektor primer | diterbitkan Pelayanan
Terpadu  Satu
Pintu
Penyederhanaan Jumlah izin | Izin/ Non 1.385 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.625 | 1.630.650.000 | Dinas
prosedur perijinan dan | investasi Izin Penanaman
peningkatan pelayanan | sekunder dan Modal dan
perizinan sektor | tersier yang Pelayanan
sekunder dan tersier diterbitkan Terpadu  Satu
Pintu
Penyederhanaan Jumlah izin | Izin/ Non 48 - - - - - 1.232.250.000 | Dinas
prosedur perijinan dan | investasi Izin Penanaman
peningkatan pelayanan | sekunder dan Modal dan
perizinan dan  non | tersier yang Pelayanan
perizinan penanaman | diterbitkan Terpadu  Satu
modal Pintu
Jumlah NIB | NIB - 200 200 200 250 275
(Nomor Induk
Berusaha) yang
diterbitkan
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM
Produksi, Pembiayaan | Jumlah Koperasi | KUMK - - 500 525 550 575 | 8.892.520.000 | Dinas
dan Pemasaran dan UKM yang Perindustrian,
Meningkatkan Perdagangan,
Kapasitas Koperasi dan
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PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT SATUAN | BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF INSTANSI
KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ALOKASI PELAKSANA
ANGGARAN 5
TAHUN
Usahanya Usaha Kecil
Menengah

INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
Program pengembangan destinasi pariwisata
Peningkatan kualitas | Jumlah Unit - - 4 S S S 8.000.000.000 | Dinas
dan kuantitas | infrastruktur Pariwisata
pembangunan sarana | yang dibangun di
dan prasarana | destinasi
pariwisata pariwisata
Pengembangan Jumlah wisata | Destinasi - - 4 4 4 4 2.050.000.000 | Dinas
destinasi unggulan | alam dan buatan Pariwisata
alam dan buatan yang

dikembangkan
Pengembangan Jumlah wisata | Destinasi - - 3 3 3 3 1.900.000.000 | Dinas
destinasi unggulan | bahari dan Pariwisata
bahari dan  minat | khusus yang
khusus dikembangkan
Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata
Pemberdayaan Jumlah anggota | Orang - - 200 250 250 250 | 2.050.000.000 | Dinas
masyarakat sadar | kelompok sadar Pariwisata
wisata dan kampanye | wisata
Sapta Pesona (pokdarwis) yang

dilatih
Pengembangan Jumlah  pelaku | Orang - - 170 230 230 230 | 2.050.000.000 | Dinas
pengendalian usaha | usaha sarana Pariwisata
sarana pariwisata pariwisata yang

dibina
Peningkatan SDM dan | Jumlah  pelaku | Orang - - 150 180 180 180 | 1.900.000.000 | Dinas
profesionalisme usaha | usaha jasa Pariwisata
jasa pariwisata pariwisata yang

dibina
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PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT SATUAN | BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKATIF INSTANSI
KEGIATAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ALOKASI PELAKSANA
ANGGARAN 5
TAHUN
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara
Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata
Penguatan analisa | Jumlah laporan | Laporan - - 2 2 2 2 1.900.000.000 | Dinas
pasar pariwisata analisa pasar Pariwisata
pariwisata
Penguatan data dan | Jumlah data dan | Jenis - - 10 10 10 10 2.050.000.000 | Dinas
informasi pariwisata informasi Pariwisata
pariwisata yang
di umumkan
Pengembangan Jumlah Kegiatan - - 8 9 9 9 1.900.000.000 | Dinas
promosi dan kerjasama | kerjasama dan Pariwisata
pariwisata promosi yang
dilakukan
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif
Peningkatan kualitas | Jumlah pelaku | Orang - 70 100 100 100 | 1.900.000.000 | Dinas
dan kreatifitas seni | ekraf seni Pariwisata
budaya pertunjukan pertunjukan yang
dilatih
Pengembangan Jumlah pelaku | Orang - - 100 120 120 120 | 1.900.000.000 | Dinas
pengelolaan karya seni | seni budaya yang Pariwisata
budaya ditingkatkan
karyanya
Pengembangan wisata | Jumlah fasilitasi | Kegiatan - - 100 130 130 130 | 2.050.000.000 | Dinas
budaya kegiatan dan Pariwisata
peningkatan SDM
bagi pelaku ekraf
wisata budaya
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PROGRAM/ BASE TARGET TACRAR ITI?(I)KK[:\EIF INSTANSI
KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN | LINE | 5419 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN5 | PELAKSANA
2018
TAHUN
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan | Panjang Jalan yang Dibangun | Km 29.6 | 7.75 | 74.33 | 70.99 | 78.82 | 114.99 | 6.521.582.581.128 | Dinas
Jalan Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang dan
Perumahan
Rakyat
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara.
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengembangan | Jumlah perencanaan | Perencanaan - 2 4 4 1 1 87.905.160.000 | Dinas
Sarana dan | angkutan pemadu moda Perhubungan
Prasarana
Pemadu Moda
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.
Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
Pembinaan, Jumlah dan Progres | (Unit/%) - 1 2 1 1 1 120.042.136.500 | Dinas
Pembangunan | Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas Perhubungan
dan yang dibangun
Peningkatan
Pelabuhan
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
Pemantauan Jumlah Pemantauan | Perusahaan - - - - - - 1.429.100.000 Dinas
dan evaluasi | perusahaan PMA/ PMDN di Penanaman
Penanaman Kaltim Modal dan
Modal Jumlah LKPM yang | LKPM 100 4 5 6 7 8 Pelayanan
dilaporkan perusahaan secara Terpadu Satu
daring (online) Pintu
Pembinaan Jumlah pembinaan dan | Perusahaan - - - - - - 6.282.400.000 Dinas
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PROGRAM/ BASE TARGET TACRAR ITI?(I)KK[XI;IF INSTANSI
KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN | LINE | 5419 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN5 | PELAKSANA
2018
TAHUN
dan pengawasan perusahaan Penanaman
Pengawasan PMA/ PMDN di Kaltim Modal dan
Pelaksanaan Jumlah Perusahaan yang | Perusahaan 121 10 5 6 7 8 Pelayanan
Investasi dibina dan diawasi Terpadu Satu
Pintu

INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.

Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

Pengembangan | jumlah industri yg difasilitasi | unit - - 28 32 35 38 12.633.240.000 | Dinas

dan pengembangan Perindustrian,

Pembinaan Perdagangan,

Indsutri Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah

INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.

Program Tata Lingkungan

Adaptasi dan | Persentase Jumlah Aksi | % 69.57 - 82.61 | 89.13 | 95.65 100 7.400.000.000 Dinas

mitigasi Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan

perubahan Perubahan Iklim di Hidup

iklim integrasikan dengan dokumen

RAD GRK
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PROGRAM/ BASELI TARCET TATTNAY ITI?(I)KK‘XI;IF INSTANSI
KEGIATAN ATV SRS e NE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
2018
TAHUN
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Peningkatan Jumlah Bumdesa | unit 15 15 25 30 35 45 3.052.045.000 | Dinas
Kemandirian yang Terbentuk Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan
Masyarakat Persentase BUMDesa | Unit 302 15 25 30 35 45 Pemerintahan
Aktif Desa
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Peningkatan Data aparatur | Kabupaten - 10 10 10 10 10 2.240.300.000 | Dinas
Kapasitas Desa/kelurahan dan | /Kota Pemberdayaan
Penyelenggaraan | badan Masyarakat dan
Pemerintahan Permusyawarahan Pemerintahan
Desa yang belum Desa
dilakukan
peningkatan Kapasitas
Monitoring Data penyaluran Dana | Kabupaten - 7 7 7 7 7 1.541.800.000 | Dinas
Penyaluran Desa dari RKUN ke Pemberdayaan
Keuangan Desa RKUD dan dari RKUD Masyarakat dan
ke RKD dan Pemerintahan
pengelolaan keuangan Desa
Desa
Peningkatan Desa dan Kelurahan | Kabupaten - 10 10 10 10 10 2.659.900.000 | Dinas
Penataan di Provinsi Kalimantan | /Kota Pemberdayaan
administrasi Timur yang mengikuti Masyarakat dan
penyelenggaraan | Perlombaan Pemerintahan
pemerintahan Desa/Kampung dan Desa
desa Kelurahan Tingkat
Provinsi Tahun 2019
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BASELI TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN NE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
2018
TAHUN
Program Pembangunan Desa dan Kawasan
Pengembangan Kabupaten yang | Kabupaten - S 7 - - - 2.135.000.000 | Dinas
dan  Monitoring | dibina Pemberdayaan
Pembangunan Masyarakat dan
Desa Pendamping Desa | Orang - 50 50 - - - Pemerintahan
yang dibina Desa
Pengembangan Laporan Penguatan | Laporan 1 1.350.000.000 | DPMPD
dan Monitoring | Pengembangan dan
Pembangunan Pembangunan Antar
Antar Desa Desa
Penguatan Informasi kali - 1 1 1 1 1 1.350.000.000 | DPMPD
Informasi Pembangunan  Desa
Pembangunan dan Antar Desa
Program Kampung Iklim +
Pemberdayaan Jumlah Kampung/ 28 20 22 25 27 28 5.400.000.000 | DPMPD
Masyarakat Kampung/Desa/Kelur | Desa/Kelu
dalam ahan iklim rahan
Pengembangan
Emisi Rendah
Desa / Village
Low Emission
Development  /
VLED
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BASELI TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN ATV SRS e NE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
2018
TAHUN
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia
Program pendidikan politik masyarakat
Penyusunan IDI | Terselenggaranya Orang 100 100 100 100 100 2.369.835.000 | Badan Kesatuan
Kegiatan IDI  bagi Bangsa dan
Aparatur Politik
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Jumlah  perumahan | Unit 6 5 9 8 6 8 503.899.618.332 | Dinas
Rumah Layak & |yang mendapat Pekerjaan
Prasarana bantuan PSU (unit) Umum,
Sarana dan Fjumlah Rumah Tidak | unit 39 200 | 600 | 600 | 600 | 500 Penataan
Utilitas Layak Huni yang Ruang dan
ditangani Perumahan
Rakyat
Pembangunan Luas kawasan kumuh | ha - 11 11 11 11 11 536.062.416.975 | Dinas
Sarana dan | yang ditangani Pekerjaan
Prasarana Umum,
Kawasan Kumuh Penataan
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BASELI TARGET TAHUNAN INDIKATIF
PROGRAM/ ALOKASI INSTANSI
KEGIATAN ATV SRS e NE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
2018
TAHUN
Ruang dan
Perumahan
Rakyat
INDIKATOR SDGs: 11.2.1.(b). Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengembangan Jumlah lintasan/trase | Lintasan - - 2 3 1 - 3.656.010.000 | Dinas
Prasarana  dan | kereta api yang Perhubungan
Fasilitas direncanakan
Perekeretaapian
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*%. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Koordinasi, Jumlah koordinasi | kali - - 17 17 17 17 2.278.620.000 | Badan
Evaluasi dan | penanggulangan Penanggulang
Monitoring bencana an Bencana
Penanggulangan Daerah
Bencana Jumlah laporan | Laporan - - 2 2 2 2
monitoring evaluasi
penanggulangan
bencana
Jumlah operasi | kali - - 20 20 20 20
penangan kejadian
bencana
Pusat Jumlah Pendataan, | Kab/Kota - 10 10 10 10 10 1.400.000.000 | Badan
Pengendalian Kaji Cepat PB dan Penanggulang
Operasi Penyebaran Informasi an Bencana
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PROGRAM/ BASELI TARCET TATTNAY ITI?(I)KK‘XI;IF INSTANSI
KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN NE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
2018
TAHUN

Penanggulangan | Kebencanaan Daerah
Bencana
(PUSDALOPS-PB)

Jumlah Laporan | Laporan - - 12 12 12 12

Kegiatan Pusdalops

PB

Jumlah laporan | Laporan - - 12 12 12 12

pemantauan titik

panas

Jumlah laporan | Laporan - - 12 12 12 12

pemantauan early

warning system

Jumlah Laporan | Laporan - - 12 12 12 12

Kejadian Kebencanaan
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengembangan Jumlah Lokasi | Kabupaten 8 10 10 10 10 10 562.500.000 Badan
Sistem Monitoring Daerah | /Kota Penanggulang
Peringatan Dini | Rawan Bencana an Bencana
Kebencanaan Daerah

Jumlah Peserta Yang | Orang 5 S - - - -

Mengikuti Pekan

Pengurangan  Risiko

Bencana
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PROGRAM/
KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASELI
NE
2018

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Jumlah peserta yang
mengikuti Hari
Kesiapsiagaan
Bencana Nasional

Orang

100

Jumlah dokumen
Kajian Teknis
Bencana

Dokumen

Jumlah pemasangan
peralatan Peringatan
Dini (EWS)

Unit

Jumlah pemantauan
peralatan Peringatan
Dini (EWS)

Unit

12

15

18

Jumlah dokumen SOP
peringatan dini/review

Dokumen

Jumlah media
penyebaran informasi
kebencanaan

Media

Jumlah
Sistem
Kebencanaan

Aplikasi
Informasi

Aplikasi

INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase

sampah perkotaan yang tertangani.

Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pengelolaan
sampah

Persentase timbulan
sampah yang dikelola

%

60

62

63

64

65

3.900.000.000

Dinas
Lingkungan
Hidup

INDIKATOR SDGs: 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah

173



PROGRAM/ BASELI TARCET TATTNAY ITI?(I)KK‘XI:IF INSTANSI
KEGIATAN ALY AU S T B SN NE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
2018
TAHUN

Peningkatan Jumlah peserta Rapat | Orang - - 100 100 100 100 1.000.000.000 | Badan
Kapasitas dan | Teknis Kesiapsiagaan Penanggulang
Partisipasi dalam menghadapi an Bencana
Masyarakat bencana Daerah
dalam
Kesiapsiagaan

Jumlah peserta | Orang - - 500 500 500 500

Jambore Relawan

Bencana

Jumlah peserta | Orang - - 250 250 250 250

Peringatan Hari

Kesiapsiagaan

Nasional

Jumlah dokumen | Dokumen - - 1 1 1 1

Rencana Kontijensi

Bencana dan Simulasi

Penanggulangan

Bencana

Jumlah dokumen | Dokumen - - 1 1 1 1

review Rencana

Kontijensi Bencana

dan Simulasi

Penanggulangan

Bencana

Jumlah peserta yang | Orang - - 500 500 500 500

mengikuti kegiatan

Apel Siaga

Jumlah lokasi | Kab/Kota - - 1 1 1 1

pemasangan Peta dan

Rambu Bencana
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PROGRAM/
KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASELI
NE
2018

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Jumlah Kab/kota
yang mendapat
pelayanan  informasi

rawan bencana

Kab/Kota

10

10

10

10

Jumlah Satuan Tugas
(Satgas) Kesiapsiagaan
Kebakaran Hutan dan
Lahan (Karhutla)

Orang

26

26

26

26

Jumlah dokumen
Profil Kesiapsiagaan

Dokumen
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF

BASELI
OUTPUT ALOKASI INSTANSI
R G KEGIATAN SATUAN NE 2019 | 2020 2021 2022 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
2018
TAHUN
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Pengendalian Penurunan beban | % 10 - 10 10 10 10 4.650.000.000 | Dinas
pencemaran pencemaran Lingkungan
lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor
industri).

Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Pengelolaan limbah B3 | Jumlah  limbah | Ton 10.000 - 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 2.450.000.000 | Dinas

B3 yang dikelola Lingkungan

sesuai peraturan Hidup
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
R G KEGIATAN SATUAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN

Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Pengembangan SDM | Jumlah Peserta | Orang - - 10 10 10 10 1.305.060.000 | Badan
dan Informasi | Peringatan Penanggulangan
Penanggulangan Bulan PRB Bencana
Bencana Daerah

Jumlah peserta | Orang - - 30 30 30 30

pelatihan SAR

Jumlah peserta | Orang - - 30 30 30 30

pembekalan Tim

Reaksi Cepat

(TRC)
INDIKATOR SDGs: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan
Pengembangan energi | Jumlah Perusahaan 1 142.400.000 | Dinas
baru terbarukan di | perusahaan Perkebunan
sektor perkebunan yang

memanfaatkan

limbah POME
Penanaman Pada | Luas area yang | Ha Cadangan - 10.000 - - - - 133.400.000 | Dinas
Wilayah Cadangan | ditanami Carbon Perkebunan
Karbon Rendah Rendah/tahun
Pengembangan EBT | Jumlah PMS - - 2 3 3 3 1.565.000.000 | Dinas
pada sektor | perusahaan Perkebunan
Perkebunan yang

mengembangkan
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
R G KEGIATAN SATUAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
TAHUN

bioenergi
Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah
Koordinasi Kebijakan | Jumlah kali 1 1 1 1 1 Biro
Peningkatan Daya | koordinasi - 523.500.000 Perekonomian
Dukung  Lingkungan | kebijakan
Hidup Berkelanjutan peningkatan

daya dukung

lingkungan

hidup
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
BASELINE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | OUTPUT KEGIATAN | SATUAN 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN

Tujuan 14 Ekosistem Lautan
INDIKATOR SDGs: 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan.
Program Pengelolaan Ruang Laut
Kegiatan Konservasi | Jumlah Kawasan yang | Hektare 20 4 4 4 4 4 4.810.820.000 | Dinas
Kelautan dan | direhabilitasi Kelautan Dan
Perikanan Perikanan
INDIKATOR SDGs: 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.
Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pengawasan, | Juml;ah Pengawasan | Operasi 10 10 10 10 10 10 6.613.145.000 | Dinas
Pembudidaya, Pembudidaya, Kelautan Dan
Pengolahan dan | Pengolahan dan Perikanan
Pemasaran Hasil | Pemasaran Hasil
Perikanan Perikanan
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.
Program pengembangan perikanan tangkap
Kegiatan Pengelolaan | Jumlah Kelompok | KUB 1.224 60 60 60 60 60 | 19.684.500.000 | Dinas
Penangkapan Ikan dan | Usaha Bersama (KUB) Kelautan Dan
Kenelayanan Perikanan Tangkap Perikanan

yang Dibina

Indeks Kesejahteraan | NTN 115.2 100 100 100 100 100

Nelayan
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TARGET TAHUNAN INDIKATIF
OUTPUT BASELINE ALOKASI INSTANSI
R G KEGIATAN SATUAN 2018 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 | PELAKSANA
TAHUN
Tujuan 15 Ekosistem Daratan
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Program Pengelolaan DAS dan RHL
Rehabilitasi Hutan dan | Luas lahan kritis | Ha 38.771 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 1.100.000.000 | Dinas
Lahan yang Kehutanan
direhabilitasi
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)
Perencanaan Luas Rancangan | Hektar - - 500 500 500 500 635.280.000 | Dinas
Kegiatan Kehutanan
Penanaman dan
Luas Penanaman
Pelaksanaan Luas Penanaman | Hektar - 350 350 350 350 350 |[30.794.314.750 | Dinas
Kehutanan
Monitoring dan | Jumlah Monev | Laporan - - 25 25 25 25 14.335.040.000 | Dinas
Evaluasi RHL Kehutanan
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INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATU | BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI | DTS
ANGGARA
KEGIATAN KEGIATAN AN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 N5 TN NA

Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak
Koordinasi Jumlah Realisasi | Rupiah | 19.955.750. | 28.616.725. | 33.620.185. | 22.489.341. | 21.723.275. | 31.209.722. | 6.445.416 | Badan
Pendapatan Penerimaan 000 000 000 200 704 618 .500 Pendapatan
Retribusi Retribusi Daerah Daerah
Daerah
Koordinasi Jumlah  realisasi | Rupiah - Badan
Penerimaan Pengelolaan 244.898. 227.111. 347.869. 416.492. 435.905. 2.899. Pendapatan
lain-lain Kekayaan Daerah 000.000 724.398 891.338 946.444 980.434 192.000 | Daerah

yang dipisahkan

Jumlah  realisasi | Rupiah -

lain - lain 571.234. 785.923. 795.350. 806.111. 826.152.

pendapatan asli 000.000 810.602 270.462 727.852 807.448

daerah yang sah

Jumlah  realisasi | Rupiah 9.335.897. | 12.420.000. | 12.607.000. | 12.798.000. | 12.992.000.

lain - lain - 000 000 000 000 000

pendapatan daerah

yang sah
Peningkatan Jumlah  realisasi | Rupiah Badan
Pendapatan bagi hasil pajak - 4.371.375 | Pendapatan
Bagi Hasil | dan bukan pajak .500 Daerah
Pajak dan
Bukan Pajak

Jumlah  realisasi | Rupiah 642.102.00 | 815.693.64 | 815.693.64 | 815.693.64 | 815.693.64

DAU - 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Program Koordinasi Pajak Daerah
Peningkatan Jumlah  realisasi | Rupiah 788.000. 800.000. 824.000. 848.720. 874.181. 900.407. 12.915. Badan
pendapatan penerimaan PKB 000.000 000.000 000.000 000.000 600.000 048.000 943.000 | Pendapatan
PKB dan Daerah
BBNKB
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INDIKATIF
PROGRAM/ OUTPUT SATU | BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI | DTS
KEGIATAN KEGIATAN AN 2018 ANGGARA
2019 2020 2021 2022 2023 e NA

Jumlah  realisasi | Rupiah | 000. 800.000. 856.000. 907.360. 952.728. 990.837.

penerimaan 000.000 000.000 000.000 000.000 000.000 120.000

BBNKB
Peningkatan Jumlah  realisasi | Rupiah | 2.300.000. 10.300.75 | Badan
pendapatan penerimaan 000.000 6.000 Pendapatan
Pajak Daerah | PBBKB Daerah
Lainnya

Jumlah  realisasi | Rupiah | 7.200.000. 10.000. 12.000. 14.400. 17.280.000. | 20.736.000.

penerimaan Pajak 000 000.000 000.000 000.000 000 000

AP

Jumlah  realisasi | Rupiah | 200.000. 150.000. 160.500 171.735. 183.756. 196.619.

penerimaan Pajak 000.000 000.000 000.000 000.000 450.000 401.500

Rokok
INDIKATOR SDGs: 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas
Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Perdagangan Jumlah Eksportir | Ekspor - - 60 70 80 90 4.121.087 | Dinas
Luar Negeri yang mendapatkan | tir .000 Perindagkop

fasilitasi dan UKM
INDIKATOR SDGs: 17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi.
Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa
Peningk Siner | Hasil Rapat | Lapor- - 3 3 3 3 3 2.269.000 | Biro
gi  Kebijakan | Koordinasi, an .000 Perekonomi
Perekonomian | Monitoring dan an
Daerah Evaluasi
INDIKATOR SDGs: 17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD
Koordinasi Jumlah koordinasi | kali - 3 7 7 7 7 1.794.800 | Biro
Kebijakan perusda dan .000 Perekonomi
Peningkatan lembaga keuangan an
Tata Kelola
dan Kinerja
BUMD
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MATRIK 2. PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

Target Tahunan Indikatif
Alokasi
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran L Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023 | 5 hun | Pendanaan
(Rp Juta)

TUJUAN 2 Tanpa Kelaparan
INDIKATOR TPB/SDGs 2.3.1* : Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
Program : Penerapan Praktek Budidaya Yang
Baik, Berkelanjutan Dan Ramah Iklim Sebagai
Upaya Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan
Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri
Kegiatan : ToT Indikator : Trainers untuk Petani N/A 75 75 75 75 Hibah Solidaridad | Kab. Paser,
Sekolah Lapang Bagi [Sekolah Lapang Bagi PPU, Berau
Petani Kelapa Sawit Petani Kelapa Sawit
Mandiri Mandiri Tersedia
Kegiatan :Sekolah Indikator : Terdapat xx Petani N/A 1,500 1,500 1,500 1,500 Hibah Solidaridad | Kab. Paser,
Lapang Bagi Petani petani kelapa sawit PPU, Berau
Kelapa Sawit Mandiri |mandiri yang meningkat

kemampuan GAPnya
Kegiatan :Pembuatan [Indikator : Demplot kebun Unit 1 1 1 1 Hibah Solidaridad | Kab. Paser,
Demplot kelapa sawit yang PPU, Berau

menerapkan GAP sebagai

tempat belajar bagi petani

kelapa sawit mandiri

tersedia
Kegiatan : Pemetaan [Indikator : Terpetakannya Ha N/A Hibah Solidaridad | Kab. Paser,
Kebun Petani xx ha kebun petani kelapa PPU, Berau

sawit mandiri sebagai

bahan pengurusan STDB
Program 3: Pendampingan Program Replanting Solidaridad | Kab. Paser,
Bagi Petani Mandiri PPU, Berau

183



Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nfgaran Pendanaan Lokasi
ahun
(Rp Juta)

Kegiatan 1: Indikator : Lokasi Hibah Solidaridad | Kab. Paser,
Identifikasi Lokasi Teridentifikasinya lokasi PPU, Berau
Program Replanting pendampingan proses

replanting
Kegiatan 2: Indikator : Terdapat xx Petani, Ha N/A Hibah Solidaridad Thd
Pendampingan Proses |petani mandiri (seluas xx
Replanting Bagi Petani|Ha kebun) kelapa sawit
Mandiri yang didampingi dan

menerapkan proses

replanting dengan baik
Program: Penguatan Petani sekitar hutan
Kegiatan: Dukungan |Indikator : Kembangkan
pada pembangunan plot demonstrasi kakao di
3500 ha sistem 3 wilayah sasaran WWE
pangan lokal tangguh [Indikator : Peningkatan Mahakam

) Networks WWF
kapasitas untuk kelompok . landscape
& Alliance

perkebunan kakao,
sekolah lapangan petani di

3 wilayah sasaran
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnfgaran Pendanaan Lokasi
ahun
(Rp Juta)
Kegiatan: Indikator 1. Melakukan
Intensifikasi kelapa serangkaian
sawit oleh petani kecil |pengembangan kapasitas
(diluar Hutan primer) [pada praktik pertanian
yang baik untuk kelompok
petani kecil
Indikator 2.
Mengarusutamakan
Kebijakan Daerah tentang
Perkebunan Berkelanjutan WWF Mahakam
di perencanaan kabupaten Networks WWF landscape
& Alliance

Indikator 3. Memfasilitasi
implementasi GAP pada
karet di desa Linggang
Melapeh
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 As'nfgaran Pendanaan Lokasi
ahun
(Rp Juta)
Kegiatan: Pemerintah [Indikator 1. Melakukan
dan kelompok pelatihan untuk lokakarya
masyarakat sipil telah [pelatih / fasilitator (ToT)
dilatih dalam untuk pejabat pemerintah
pelaksanaan dan masyarakat sipil
mekanisme keuangan [tentang pengembangan
untuk mereplikasi desa hijau termasuk
komunitas tambahan. |distrik lain di mana FCPF WWF Mahakam
dilaksanakan pada Networks WWE
p . landscape
kelompok sasaran (50) & Alliance
Indikator 2. Paparkan
hasil implementasi,
pengembangan desa hijau
dari desa ke desa lain
(berbagi pengetahuan)
Kegiatan: fasilitasi Indikator 1.
pengembangan Pengembangan rencana
rencana dan desa hijau & rencana
implementasi desa anggaran di 5 desa
hijau (hutan desa, sasaran
kegiatan mata Indikator 2.
pencaharian) di lima [Mengembangkan
desa dengan fokus perjanjian hibah dan WWF
khusus pada mencairkan USD 30.000 Networks WWF Mahakam
pencairan subsidi, dan|ke 5 desa menggunakan & Alliance landscape

mengadakan 5
konsultasi masyarakat

mekanisme keuangan
lokal

Indikator 3. Membantu
desa melaporkan
penggunaan dan dampak
dana yang dicairkan di
lima desa

TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran S L Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023 5 tahun Pendanaan
(Rp Juta)

INDIKATOR TPB: 3.1.2.* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup. 3.2.2. (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
3.c1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan

PROGRAM 1 : Kesehatan

Kegiatan : Indikator Kegiatan: Peduli Jumlah 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 [CSR Bankaltimtara| Seluruh
Peningkatan kasih Orang Tua Orang Bankaltimt Kabupaten
Kehidupan Sehat & Bankaltimtara ara dan Kota di
Sejahtera (Peningkatan Literasi Propinsi
Keuangan dan Edukasi, Kaltim dan
serta kegiatan Kaltara

Pemeriksaan Kesehatan
bagi para pensiunan
setiap bulannya)

Kegiatan : 1.2. Khitan Bersama Nominal 60,000,000 72,000,000 f 86,000,000 ] 103,000,000 | 123,000,000 |CSR Bankaltimtar |Seluruh
Peningkatan Bankaltimtara Bankaltimt a Kabupaten
Kehidupan Sehat & ara dan Kota di
Sejahtera Propinsi
Kaltim dan
Kaltara

TUJUAN 4 Pendidikan Berkualitas

INDIKATOR TPB/SDGs 4.a.1* : Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran

PROGRAM : Peningkatan sarana dan prasarana
penunjang penelitian

Kegiatan : % 20 20 20 20 20 30,000 APBD Kalimantan

Pembangunan dan Indikator: terbangunnya Timur

pengembagan fasilitas riset untuk

laboratorium atau menunjang penelitian

balai reiset > -
Indikator: peningkatan %o 20 20 20 20 20 5,000 APBD Kalimantan
funsi fasilitas riset yang Timur
sudah ada
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Pembinaan [Indikator: meningkatnya % 20 20 20 20 20 5,000 APBD Kalimantan
tenaga peneliti untuk [jumlah minat masyarakat Timur
melakukan riset menjadi peneliti dalam
berbagai bidang ilmu
% 20 20 20 20 20 5,000 APBD Kalimantan
Indikator: meningkatnya Timur
publikasi ilmiah
% 20 20 20 20 20 5,000 APBD Kalimantan
Indikator: meningkatnya Timur
hasil riset yang
termanfaatkan untuk
pembangunan Kalimantan
Timur
Kegiatan: Sosialisasi Persen 20% 30% 50% 60% 80% 150.000.0 | Kas PWM [ Kab/kota se-
Ilz/fogam . Indikator: Terbentuknya 00,- Kaltim Kaltim
uhammadiyah .
bidang seni budaya rumusan mengenai
dan olahrasa program Muhammadiyah
g o .
di bidang seni budaya dan
olahraga
Indikator: Dibentuknya
tim sosialisasi didaerah
untuk menggencarkan
berbagai program
Muhammadiyah di bidang
seni budaya dan olahraga
PROGRAM : Sekolah sehat
Kegiatan : Audit Indikator :Meningkatnya unit
Lingkungan Mandiri |efisiensi penggunaan Sekolah
Muhammadiyah energi listrik dan (SD-SMP- 60.000.000 Amal Usaha Kaltim
(ALiMM) penggunaan air bersih di SMK) Muhammadiyah
gedung sekolah Mu}?arr]lqmad
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran Lokasi
& /Keg 4 5 2019 2020 2021 2022 2023 g Pendanaan
5 tahun
(Rp Juta)
Kegiatan: Konservasi [Indikator : Meningkatnya
Lingkungan tutupan lahan marjinal Amal Usaha
dengan tanaman 5 Paket 100,000,000 [\ o\ e diyah Kaltim
penghijauan
Kegiatan: 3R Indikator : Berkurangnya YTt
(REDUCE-REUSE- penggunaan kemasan Sekolah
RECYCLE) SAMPAH  |plastik dalam aktivitas (SD-SMP- 80.000.000 | Amal Usaha Kaltim
harian di sekolah SMK) Muhammadiyah
Muhammad
;‘79]’\
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
P Kegiatan/Indikator Kegiat Sat A Lokasi
rogram/Kegiatan/Indikator Kegiatan atuan 2019 2020 2021 2022 2023 nggaran | o o haan okasi
5 tahun
(Rp Juta)
INDIKATOR TPB/SDGs :4.c.1.: Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
PROGRAM : Peningkatan mutu pendidikan tinggi
dan Tenaga kependidikan
Kegiatan 1 :
Pembinaan tenaga . . )
Indikator: Dosen yang o Kalimantan
idi i % 20 20 20 20 20 APBD LPSM U 1 .
kepend1d1ka1.'1 di . melanjutkan pendidikan ° nmu Timur
perguruan Tinggi pada strata 2 dan 3
(Dosen, Laboran)
Indikator: Tenaga Laboran % 20 20 20 20 20 APBD LP3M Unmul Kahmantan
dan pustakawan yang Timur
bersertifikasi
2.1. Ind1ka‘For Keg@tan : % 20 20 20 20 20 APBD LP3M Unmul Kahmantan
Kegiatan 2 : kemgugn siswa lgnjut ke Timur
Pembinaan minat pendidikan tinggi
siswa lanju}[:.ke . 2.2. Indikator Kegiatan :
perguruan tinggi . . )
memngkatkan siswa asal % 20 20 20 20 20 APBD LP3M Unmul Kahmantan
kaltim yang masuk ke Timur
perguruan tinggi
3.1. Indikator Kegiatan : Kali ¢
Hasil Penelitian yang % 20 20 20 20 20 APBD |LP3M Unmul| “2nnantan
. . Timur
terpublikasi
Kegiatan 3 :
pembinaan penelitian [3-2. Indikator Kegiatan :
di perguruan tinggi Hasil penelitian yang .
termanfaatkan untuk % 20 20 20 20 20 APBD LP3M Unmul Kal[l‘?:r?ﬁ: -

pembangunan Kalimantan
Timur
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran Lokasi
& /Keg 4 5 2019 2020 2021 2022 2023 g Pendanaan
5 tahun
(Rp Juta)
Kegiatan : Bantuan Indikator: Beasiswa Prima | Nominal
. . . Seluruh
peningkatan kualitas [Bankaltimtara . .
didikan Universitas
pen Kabupaten dan
CSR . Kotadi
. Bankaltim |Propinsi Kaltim
1,200,000,000| 1,584,000,000 | 1,728,000,000 | 1,872,000,000 |#####uussuniss| Bankaltim
tara dan Kaltara
tara
yang
bekerjsama
dengan
Bankaltimtara
Kegiatan : Bantuan Indikator: Beasiswa Prima Jumlah 100 110 120 130 140
. . . Seluruh
peningkatan kualitas |Bankaltimtara Orang . .
didikan Universitas
pen Kabupaten dan
Kota di
CSR . Bankaltim |Propinsi Kaltim
Bankaltim
tara dan Kaltara
tara
yang
bekerjsama
dengan
Bankaltimtara
PROGRAM : Peningkatan Kompetensi Kepala
Sekolah dan Guru
Kegiatan: Penguatan |1 dikator: @ 400,000,000 | APBD Samarinda,
Kompetensi Kepala 5.000.000 Kaltim Kaltim

Sekolah

Terselenggaranya Diklat
Penguatan Kepala
Sekolah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah
(Kepmen. Mendikbud)

x 80 orang

400.000.0
00
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020

2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Indikator: . Diikuti oleh
Seluruh Kepala Sekolah
Muhammadiyah sesuai
dengan Peraturan
Pemerintah

Kegiatan: Diklat
Calon Kepala
Sekolah

Indikator:
Terselenggaranya Diklat
Calok Kepala Sekolah
bagi Sekolah
Muhammadiyah

Indikator: Tersedianya
calon kepala sekolah
khususnya
dilingkungan
pendidikan
Muhammadiyah secara
periodik sesuai
peraturan pendidikan
yang berlaku

@10.000.0
00 x 80
orang =

800.000.0

00

2,400,000,000

APBD
Kaltim

Samarinda,
Kaltim
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020

2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Program: Pembinaan Olahraga

Kegiatan: Program
unggulan Cabang
olahraga

Indikator:
Terlaksananya forum
untuk membahas
tindaklanjut
pengembangan pada
cabang olahraga
renang, panahan dan
bela diri (Tapak Suci)

Indikator: Adanya
rumusan termutakhir
dalam upaya
pengembangan olahraga
renang, panahan dan
bela diri (Tapak Suci)

Kegiatan /
Lomba

600.000.0
00,-

Kas PWM
Kaltim, Kas
Kepanitiaan

Kab/kota se

Kaltim

Kegiatan: Tatakala
kegiatan olahraga

Indikator: Pembentukan
tim khusus pengawasan
agar sesuai dengan
tatakala kegiatan
olahraga

Indikator: Dibentuknya
rancangan yang lebih
rinci terkait tatakala

kegiatan olahraga yang
telah diatiir

persen

80%

100%

100%

100%

100%

50.000.00
0,-

Kas PWM
Kaltim

Kab/kota se-

Kaltim
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program : Pembinaan seni budaya di akar
rumput melalui Pengabdian masyarakat
Kegiatan: Indikator: Kegiatan
Pembinaan dan . pengabdian kepada . 185.000.0| Kas PWM Lokus
pengembangan seni, masyal'*akat oleh Kegiatan 2 2 2 2 2 00,- Kaltim Pengabdian
budaya, dan mahasiswa (KKN)
olahraga diselenggarakan
Kegiatan: KKN, PPM, |Indikator: sosialisasi
dan P3M yang pencanangan program
dilaksanakan oleh [pengabdian pada
Amal Usaha masyarakat
Muhammadiyah .
(AUM) Indikator: nota Kegiatan 4 6 19 18 18 150.000.0| Kas PWM Kab/ kgta se
kesepemahaman pada 00,- Kaltim Kaltim

pihak terkait sebagai
bentuk dukungan pada
program pengabdian
pada masyarakat.
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program : Syiar Islam melalui pagelaran senin
Kegiatan: Meneliti, [Indikator: tim
membina kolaborasi dibentuk
mengembangkan, (tugas melakukan
dan melestarikan penelitian, pembinaan,
seni budaya yang pengembangan dan Kegiatan / 5 4 6 6 6 150.000.0| Kas PWM [Kab/kota se-
membawa pesan pelestarian seni budaya Modul 00,- Kaltim Kaltim
kerisalahan dan yang membawa pesan
peradaban islam kerisalahan dan
serta melakukan peradaban islam)
evaluasi
Kegiatan:Perumusan |Indikator: perumusan
dan strategi dan kategorisasi Hari-
Muhammadiyah hari Besar baik Hari
dalam memperingati [Besar Islam ataupun
HBI dan HBN Nasional
Indikator: perencanaan Koo . . o 18 g |70:000.00| Kas PWM |Kab/kota se;
jangka panjang dalam egiatan 0.- Kaltim Kaltim

bentuk kegiatan sebagai
upaya mengisi atau
memperingati Hari-Hari
Besar Islam maupun
Nasional
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Tujuan 5: Kesetaraan Gender
Indikator 5.1.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun
Program : Pengembangan isu Gender di
sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 1: Indikator 1 : 2
Dukungan peraturan Nasional dan
peningkatan 2 peraturan daerah GIZ Kalimantan
kapasitas bagi yang baru/diperbaharui FORCLIME Timur dan
aparatur di KLHK dalam pengembangan Berau
mengenai pengarus- (KPH yang merujuk pada
ntamaan Gender UuU 23/2014
Kegiatan 2: mengadopsi
Dulsungan pembelajaran dari Kalimantan
kebijakan dan Forclime TC. FOR%IIZ,IME Timur dan
proses revisi Berau
modul serta
cncialicacinya
kegiatan 3
:Peningkatan
kapasitas tentang GIZ Kglimantan
pengarus-utamaan FORCLIME Timur dan
Gender bagi Berau
masyarakat di lokasi
EOPRPCIIME
kegaitan 4:
Penyediaan materi .
Komunikasi Edukasi GIzZ I;?irzfzz?
dan Informasi FORCLIME
Berau

ramah Gender.

Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Indikator 6.5.1.(e) : Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran S L Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023 5 tahun Pendanaan
(Rp Juta)
Kegiatan :(15.9) Indikator :Rencana UNMUL dan | Kalimantan
Pengembangan hasil |pemanfaatan Balai Besar Timur
hutan bukan kayu [keanekaragaman hayati Pen;alilan
pengembanga
n Ekosistem
Hutan
Dipterokarpa

INDIKATOR TPB/SDGs 6.5.1.(h):Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya

melalui konservasi sumber daya air di

rawa air tawar

Kegiatan 1: (15.2)
Restorasi hutan

Indikator : Luasan
kawasan KEE lahan
basah yang dipulihkan
kondisi ekosistemnya

20,200,000

Yasiwa

Lahan
basah Suwi
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
Indikator: 7.1.1* Rasio Elektrifikasi,
Program: 1. Penerapan strategi Pertumbuhan
Kegiatan 1. Bantuan |Indikator Kegiatan 1: 1 Laporan | n/a n/a Review n/a n/a GGGI Kalimantan
Teknis Penyusunan |Dokumen Rencana RUED Timur
Dokumen Rencana |Umum Energi Daerah
Umum Energi Kaltim
Daerah (RUED
Kaltim)
Indikator: 7.2.1* Bauran Energi Terbarukan
Program: Mendorong investasi hijau pada
sektor utama/penting (energi)
Kegiatan 1. Pra-FS |Indikator Kegiatan 1: 1 Laporan| n/a n/a n/a n/a n/a GGGI On-Grid:
Penyebaran Solar PV|Pre-FS solar Photo Kabupaten
(2015) Voltaik selesai dan maju Kutai
ke tahap detil FS dan Kartanegara
Implementasi , Off-Grid:
Kabupaten
Berau (Long
Gie,
Merabu)
Kegiatan 4. Pra-FS |Indikator Kegiatan 4: 1 Laporan | n/a n/a n/a n/a n/a GGGI Kutai Barat,

Pemetaan Potensi
Limbah Biomass di
Kaltim

Daftar Potensi Biomass
di Kalimantan Timur

Kutai Timur,
Mahakam
Ulu dan
Berau
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan 5. Market |Indikator Kegiatan 5: 1 Laporan | potensi n/a analisis n/a n/a GGGI Kalimantan
assesment BioCNG |Pasar BioCNG pasar financial Timur
dari limbah cair teridentifikasi, terident &
kelapa sawit dan dilanjutkan dengan fikasi kelemba
industri pengolahan [analisis kelembagaan, gaan
singkong regulasi, finansial.
Indikator: 7.3.1*Intensitas energi Primer
Program: Mendorong investasi hijau pada
sektor utama/penting (energi) (2017)
Kegiatan 1. Indikator Kegiatan 1: 1 Laporan | n/a n/a n/a n/a n/a GGGI Kalimantan
Mempromosikan Setidaknya 1 industri Timur
Audit Penggunaan |bersedia melaksanakan
Energi pada Industri |EE dengan skema ESCO
untuk mengakses
skema ESCO
(Energy Services
Company) (2017)
TUJUAN 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
INDIKATOR TPB 8.3.1(b).Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
PROGRAM 1 : Peningkatan pendapatan
Kegiatan: Pelatihan [Indikator : peserta
Kemampuan perempuan pelatihan Solidaridad
Pengelolaan mampu mengelola Rumah ‘ Kerjasama Kab. Paser,
Keuangan Rumah keuangan rumah N/A XX XX XX XX Hibah Dengan
. . . Tangga PPU, Berau
Tangga/Financial tangganya secara lebih Lembaga
Capabilities baik Keuangan
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan: Indikator : eserta
Dukupgan Akses perempuan pelatihan Solidaridad
Pembiayaan Untuk |mendapatkan Keriasama
Kegiatan Produktif |dukungan pembiayaan Rumah . ) Kab. Paser,
. N/A XX XX XX XX Hibah Dengan
Rumah Tangga untuk kegiatan Tangga PPU, Berau
. Lembaga
produktif Rumah
Keuangan
Tangga
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
INDIKATOR TPB/SDGs 8.3.1.(c) : Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan
PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi
KKegiatan: Indikator: Disetiap Kota |10
Membangun / / Kabupaten dimana Kab/Kota
Mendirikan ada Pimpinan Daerah
Lembaga Keuangan |Muhammadiyah
Mikro Berbasis terdapat LKM / BTM /
Syariah Baik Berupa|Koperasi Syariah Terjadi
Koperasi / Baitut Akselerasi terhadap 3.500.000 APBD )
Tamwil (BTM) Akses Keuangan .000 Kaltim Kaltim
Sebagai Sumber
Permodalan Bagi UMKM
Pergeseran Kegiatan -
Ekonomi dari
Konvensional ke
Syariah
Kegiatan: Indikator: Memahami
Pendidikan, Pengelolaan Keuangan
Pelatihan & Bimtek [Memahami Risiko-risiko
Berjenjang Pengelola Keuangan
Pengelolaan Kompetensi Pengelola
Keuangan Berbasis |Keuangan Semakin 2.500.000 APBD Kaltim
.000 Kaltim

Syariah

Baik Memahami Konsep
Dasar Pembentukan
Lembaga-lembaga
Keuanagan BTM /
Koperasi
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan: Study Indikator: Pengelolaan |10
Banding Bench Kegiatan Usaha yang Kab/Kota
Marking Leb.ih ?rofesional, 1.500.000 APBD .
Terjadi Tata Kelola 000 Kaltim Kaltim
Usaha yang lebih baik
IT, Sistem Aplikasi dan
SOP vang lebih baik
Kegiatan: Indikator: Mengetahui &|10
Pendidikan, memahami konsep Kab/Kota
Pelatihan Seminar, |dengan Manajemen
Bimtek, Sertifikasi [usaha yang baik
bagi Masyarakat / [(Pengembangan dan
Pelaku-pelaku pemasaran Produk,
Usaha Pemanfaatan IT dan 2.500.000 APBD ‘
Sistim Aplikasi Berbasis 000 Kaltim Kaltim

Online, Pengelolaan
Keuangan yang Lebih
Baik, Tercipta
Instruktur Coaching,
Mentoring dan
Pendamping yang

bhandal ['TaT
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan: Indikator: Disetiap Kota |10
Membentuk Desa / [Kabupaten Minimal Kab/Kota
RT Kreatif sebagai |terdapat satu Desa
Mitra Binaan MEK, [Binaan Setiap
PW, Muhammadiyah |Tahunnya, Terciptanya
Kaltim Lapangan Kerja 3.500.000| APBD .
Memlnlmallsa31 Tingkat 000 Kaltim Kaltim
kemiskinan /
Pengangguran,
Pemberdayaan
Masyarakat yang Lebih
Produktif
PROGRAM : Taspen
Kegiatan : Indikator: Smart Card
Optimalisasi Fungsi |terdistribusi kepada Jumlah Seluruh
70% 100% 100% 100% 100% Kabupaten/
Smart Card seluruh peserta peserta
Kota
Indikator:Peserta
memahami fungsi
Smart Card sebagai Jumlah Seluruh
kartu diskon melgalui sosialisa 24 24 24 24 24 48 (P;TEEQE;%T Kabupaten/
sosialisasi dan publikasi si Kota
yang berkelanjutan
Kegiatan : Advokasi [Indikator: Advokasi
Penguatan payung |kepada seluruh Jlh Seluruh
hukum PT TASPEN | Pemda/KPPN advokasi/ |, 24 24 24 24 ag | PLTASPENI, upaten/
(PERSERO) sebagai sosialisa (PERSERO) Kota

BUMN Jaminan
Sosial Khiisiis ASN

si
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Indikator: Pemasaran Jumlah
Mengembangkan produk peserta yaig PT TASPEN Seluruh
menggunaka
program Loyalty BUMN/BUMD/Swasta . Karta 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 24 (PERSERO) Kabupaten/
benefit bagi ASN kepada seluruh peserta TASPEN Kota
Kegiatan : Indikator: Fee based
Pemasaran produk |income atas pemasaran Seluruh
anak perusahaan produk Taspen Save, Rupiah 7,000,000 [ 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 45 PT TASPEN Kabupaten/
Taspen Dwiguna LIFE Kota
Sejahtera, dan Taspen
Proteksi Beasiswa
Kegiatan : Indikator: Data pegawai
Penerimaan iuran  |Non-ASN dan Non-PPPK . . . . . PT TASPEN Seluruh
Jaminan Kecelaka |yang diterima orang 100% 100% 100% 100% 100% (PERSERO) Kabupaten/
an Kerja & Jami- Kota
nan Kematian bagi Indikator:Iuran pegawai
Eeg l\IIDOH PNS’ e Non-ASN dan Non-PPPK Rupiah 70% 80% 90% 100% 100% PT TASPEN K Sbeluruh /
on Pegawai ane diterima upia () () () 0 0 abupaten
Pemerintah dgn yansg (PERSERO) Kota

Perianiian Keria
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran rale Lokasi
& g 5 2019 2020 2021 2022 2023 5 faghun Pendanaan
(Rp Juta)
INDIKATOR TPB/SDGs 8.3.1*: Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin
INDIKATOR TPB/SDGs 8.9.1.(a)/(b): Jumlah wisatawan mancanegara / Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Program : Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat di sekitar hutan
Pengembangan 50 %
o §uk dang Indikator: jumlah jenis 4jenis | . . | 8jenis | 10 jenis (Kapuas
P . HHBK dan/atau Jasling | jumlah | HHBK | >3 HHBK | HHBK Hulu, Kutai
pemasaran hasil . _ HHBK Barat
hutan bukan kayu/ dikembangkan dan jenis dan/at dan/ata dan/ata|dan/ata TFCA TFCA Mahal ’

. YU | menjadi sumber au u u NDY |KALIMAN |KALIMANTA| ., o am
komoditas ekonomi masyarakat Jaslin v Jasling | Jaslin TAN N Ulu, Berau)
pertanian/perkebun Yy ' &| Jasling & & 20 % diluar 4
an/ perikanan/jasa kabupater'l
linekunean sasaran di

g g Kalimantan
80 %
400 KK | 600 KK | 800 KK (1000 KK (Kapuas
; ; ; ; lu, Kutai
. . mening |meningk|meningk|[meningk Hulu,
Ir;fllkiizziiluili}éf}( jumlah & kat at at at TFCA TFCA MBlir‘r’llt’
yang & . prosen | pendap [pendapa|pendapa|pendapa KALIMAN | KALIMANTA anatam
prosentase peningkatan Ulu, Berau)
tase atannya| tannya | tannya | tannya TAN N 20 % dil 4
pendapatan o diluar
sebesar | sebesar | sebesar | sebesar kabupaten
2%. 3% 4%. 5%. sasaran di
Kalimantan
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Target Tahunan

Sat
atuan 2019

2020 2021 2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

INDIKATOR TPB 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas. 9.3.1.*Proporsi nilai tambah industri kecil

INDIKATOR TPB: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional

Program: Pendekatan pemungkin secara

Kegiatan 1.
Penerapan extended
cost benefit analysis

Indikator Kegiatan 1:
Laporan teknis model
sistem dinamik KSP KIO

dan model sistem Maloy (Rencana Aksi Kalimantan
. . Laporan GGGI .
dinamik pada Percepatan Timur
kawasan strategis Implementasi KEK
provinsi (Maloy) Maloy)
INDIKATOR TPB/SDGs 9.3.1*: Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
INDIKATOR TPB/SDGs 9.3.2*: Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
Program: Dukungan Akses Pasar & Finansial
Kegiatan 1: Indikator Kegiatan 1:
Pemetaan Aktor dan |Pelaku usaha komoditas
Rantai Nilai kelapa sawit, karet, dan Kab. Paser
kakao beserta dengan Dokumen 1 XX N/A N/A N/A Hibah ’ > | Solidaridad
.. PPU, Berau
rantai nilai terpetakan
Kegiatan 2: Indikator Kegiatan 2:
Peningkatan Lembaga pengelola unit
Kapasitas usaha
Koperasi/Bentuk terbentuk/menguat, Kegiatan N/A 1 2 2| Hibah Thbd Solidaridad

Usaha Lainnya Bagi
Petani Mandiri

rencana usaha tersedia




Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan 3: Indikator Kegiatan 3:
Dukungan Teknis Proses kerjasama
Kerj t it h
chjassma antara unit nsana Kegiatan | N/A 1 2 Hibah Thd Solidaridad
ekonomi milik petani
mandiri terfasilitasi baik
Tujuan 11: Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
INDIKATOR TPB/SDGs 11.5.1.(b) : Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
PROGRAM : Pencegahan, kesiapsiagaan,
kedaruratan danrehalititasi rekontruksi
Keghf;ltan: Inidikator : Menyusun
Meningkatkan basis data kapasitas,
sistem pemahaman |,.ntin b D h 9 kab
g, cabang, Daera ‘ ab/kota
dan kesadaran Muhamadiyah dalam S L L L : L woconoao | Muhamadiyah | © o Itim
warga persyarikatan penanggulangan
muhamadiyah dan |pencana
masyarakat secara
Y Inidikator: Pembuatan
umum dalam . . .
enanggulangan sistem informasi 9 kab/kota
P e . terpadu kapasitas S 1 1 1 1 1 150,000,000 | Muhamadiyah .
dan mitigasi i se kaltim
ranting, cabang, daerah
bencana yang )
muhamadiyah
berwawasan
pengurangan risiko
Eenlcar(lja dlfngar.ll . |Inidikator : Publikasi
erlandaskan nilai- .
nilai kemanusiaan kampanye siaga . 15 3 3 3 3 3 150,000,000 | Muhamadiyah 9 kab/ k.ota
bencana melalui media se kaltim

dan keislaman
sebagai bagian dari
perwujudan gerakan

dan sekolah
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
1slam berkemajuan
Inidikator : Rapat
koordinasi
penanggulangan 5 . 1 1 1 ) 50000000 | Muhamadiyah 9 kab/ kpta
bencana dan bantuan se kaltim
kemanusiaan di dalam
jaringan muhamadiyah
Kegiatan: Indikator
Memn.gkatkan ‘ :Mengemba'ng.kan ' 5 ) 1 1 1 1 50000000 | Muhamadiyah | PWM Kaltim
kapasitas personil [sistem administrasi
pimpinan dan kantor
kelemb
Zrzziljagfail di Inidikator : Rapat kerja
p . Wilayah LPB 5 1 1 1 1 1 200,000,000 | Muhamadiyah | PWM Kaltim
seluruh tingkatan . .
. . |[Muhamadiyah Kaltim
yang efektif sebagai
penggerak Inidikator : Workshop
ketangguhap fnitigasi bencana . 9 kab/kota
menghadapi kesepahaman pengarus 10 2 2 2 2 2 200,000,000 [ Muhamadiyah .
: se kaltim
bencana utamaan PRB di
muhamadiyah
Kegiatan:
.Menguatkan dan Inidikator : Mewakili
menjaga simpul PW.Muhamadiyah .
o . . . Sesuai
jaringan Kaltim dalam koordinasi
, undangan
penanggulangan penanggulangan 15 3 3 3 3 3 200,000,000 [ Muhamadiyah
tempat
bencana antar bencana dan
o acara
pimpinan penanganan masalah
persyarikatan kemanusiaan
(Majlis,
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
lembaga,ortom amal Indikator: Membangun
usaha) dan dengan |, ) . su , 9 kab/kota
gerakan pelajar Turun 5 1 1 1 1 1 50,000,000 | Muhamadiyah )
lembaga | se kaltim
tangan
penanggulangan
bencana tingkat
kaltim d ional
attm can nasional 1 glan Donasi mdme 10 2 2 2 2 2 50,000,000 [ Muhamadiyah ? kab/k.ota
se kaltim
ﬁiﬂ?r:alziatkan Indikator: Pengadaan
Kka asi%as mpinan dan pengelolaan gudang S 1 1 1 1 1 50,000,000 [ Muhamadiyah | PWM Kaltim
P PIMPINATL, 1) bp pwM Kaltim
kader, anggota dan
relawan dalam Indikator: Pengadaan
mengoptimalkan peralatan dan 5 1 1 1 1 1 200,000,000 [ Muhamadiyah [PWM Kaltim
program kelengkapan pelaksana
muhamadiyah kegiatan
bidang Indikator: Pelatihan
penanggulangan Tingkat wilayah : (a)
bencana Manajemen tanggap
darurat, (b) SAR, © 15 3 3 3 3 3 250,000,000 | Muhamadiyah | PWM Kaltim
Medis, (d)Sekolah siaga
bencana (e)jamaah
tangguh
Kegiatan: Indikator: Kabupaten/
Meningkatkan peran |Mensosialisasikan SOP 10 2 2 2 2 2 100,000,000 | Muhamadiyah tha
penanggulangan tanggap darurat
dan mitigasi
zfenrfiini;l tkan Indikator :
6 . Pembentukan Pusdalop S 1 1 1 1 1 50,000,000 [ Muhamadiyah |PWM Kaltim
fungsi advokasi . .
di tingkat PWM kaltim
pelayanan dan
kebijakan
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
gzrl:l);l;ll)erkmtan Indikator : Pelaksanaan
penanggulangan respon lokal yang 10 2 2 2 2 2 200,000,000 | Muhamadiyah | Kab/Kota
berjalan efektif
bencana
PROGRAM : Perencanaan Pembangunan
Kegiatan 1 : Indikator Kegiatan 1 :
Dukungan Tersedianya Peraturan
penyusunan Desa tentang rencana
rencana tata ruang [tata ruang desa-desa di
Peraturan -
desa Kecamatan Kombeng, desa 3 7 BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
yang disepakati oleh
para pihak
Kegiatan 2 : Indikator Kegiatan 2 :
Dukungan rencana [Tersedianya Rancangan
detail tata ruang Peraturan Daerah Rancanga
Kecamatan tentang RDTR ? 1 BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
Kombeng Kecamatan Kombeng peraturan
yang memperhatikan daerah
Rencana Tata Ruang
desa-desa
Dukungan kapasitas|Pengembangan
daerah dan desa kebunan di Kecamatan
dalam monitoring  |Kombeng sesuai dengan|  pa 1000 | 2000 | 3000 | BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
rencana tata ruang [rencana tata ruang desa
dan RDTR

TUJUAN 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

INDIKATOR TPB/SDGs 12.7.1.(a) : Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.

Program 2: Mendorong Proses Sertifikasi ISPO Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)

Kegiatan : Indikator Kegiatan 1: Poktan, | N/A N/A XX XX XX Hibah | Kab. Paser, | Solidaridad
Pendampingan Terdapat xx kelompok Petani, Ha PPU, Berau
Kelompok petani (xx Individu

petani, seluas xx ha

kebun) kelapa sawit

mandiri yang

didampingi guna

persiapan proses

sertifikasi
Kegiatan : Indikator Kegiatan 2: Poktan, | N/A N/A N/A XX XX Hibah Thd Solidaridad
Dukungan Proses Terdapat xx kelompok Petani, Ha
Audit Sertifikasi petani (xx individu

petani, seluas xx ha

kebun) kelapa sawit

mandiri yang mengikuti

sertifikasi
Kegiatan : Pelatihan |Pelatihan tentang
penerapan standar [Praktik Perkebunan
perkebunan yang |yang Baik telah | Petani | 100 | 400 600 600 | 600 |BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
baik diberikan kepada petani

di Kecamatan Kombeng
Kegiatan : Lahan kebun sawit
Dukungan milik pekebun anggota
pemetaan dan koperasi mitra telah ha (untuk -
pengumpulan data |memiliki STDB dan S’(I“DB) 500 1000 2000 BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
kebun petani bukti kepemilihan lahan
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Fasilitasi |Tersedianya insentif,
kesepakatan terutama untuk
kemitraan untuk pekebun, untuk Jumlah
penyediaan insentif [menerapkan praktek insentif 1 BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
pertanian yang
berkelanjutan dan
rendah emisi
Kegiatan : Para pekebun di
Duk.unga.n kf)pera51—kopera31 mitra Petani dg
sertifikasi ISPO dan |di Kecamatan Kombeng fikat
RSPO untuk terfasilitasi untuk sIe Sr;l C; & 100 BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
pekebun mendapatkan ISPO dan
RSPO RSPO
Kegiatan : Tersusunnya Rencana
Dukungan Perkebunan
penyusunan Berkelanjutan Rencana
rencana perkebunan|Kabupaten Kutai Timur 1 BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
daerah oleh multi-pihak; perkebuna
Kegiatan : Beroperasinya portal
Penguatan kapasitas|data yang diperlukan
pengelolaan data untuk tata kelola lahan |Portal data 1 BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur
kabupaten dan perkebunan
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Tersedianya pedoman
Penyusunan integrasi konsep “Area
pedoman integrasi [Bernilai Konservasi
konsep ABKT ke Tinggi” ke dalam Proses | Pedoman 1 BMU-ICI | GIZ SCPOP |Kutai Timur

dalam proses
AMDAL

AMDAL dan Izin
Lingkungan untuk
Usaha Perkebunan

213



Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program: Sertifikasi pengelolaan hutan
Kegiayan :[Indikator 1. Identifikasi
Implementasi BMP|& penilaian
pada 300.000 halkesenjangan unit
produksi hutan baru|[manajemen hutan
berada di bawah|Indikator 2.
sertifikasi yang|Mengembangkan
kredibel rencana aksi sertifikasi WWE
(CAP) menuju FSC dan Mahakam
ditandatangani oleh Netwprks landscape WWF
& Alliance
UPH
Indikator 3. Identifikasi
HCV dan kembangkan
rencana manajemen
Indikator 4. Melakukan
pelatihan tentang BMP
dan SFM (FSC)
Tujuan 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
Indikator: 13.2.1(a): Dokumen pelaporan
Program: Penerapan strategi Pertumbuhan
Kegiatan: Bantuan |Indikator: rencana
;eeli:lifr?;:r?I;;PD E)eer?;;iian crst ident.ifi Pelaksa Ver%fika Pembay Ver.iﬁka GGGI Kalirpantan
kasi naan sil aran [ sill Timur
Kegiatan : Bantuan |Indikator: Review target
teknis untuk dalam rencana umum .
. Review .
penyusunan R.U.ED energi daerah doku.men n/a n/a RUED n/a n/a GGGI Kahmantan
(pelaporan emisi review Provinsi Timur

dari sektor energi
dan transportasi)
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Bantuan |Indikator : Petunjuk
teknis penyusunan [pelaksanaan pelaporan
ERPD dan pelaporan |(adaptasi) .
e . Kal t
mitigasi dan guidance | tdb tdb tdb tdb tdb GGGI nantan
. Timur
adaptasi
Kegiatan: Fasilitasi [|Indikator : Jumlah
peningkatan Rencana Bisnis KPH
kapasitas KPH masuk ke tahap
d .
alam Penyusunan persiapan pelaksanaan rencana
strategi penurunan bisnis 1 1 1 1 1 GGGI
emisi terintegrasi
Kegiatan: Bantuan |[Indikator : Identifikasi

. . . 150 Desa

teknis persiapan lokasi/desa untuk
. . dengan
pelaksanaan ERPD [intervensi Kampung .

s . indeks
(sosialisasi dan Iklim Plus umlah risiko emisi
dukungan ] GGGI . .

. desa tinggi
pendampingan
kampung iklim plus) menurut
analisis
spasial
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program : Dukungan Penyelenggaraan Proklim Dalam Kerangka FCPF-CF Di Kaltim
Kegiatan 1: Indikator Kegiatan 1:
Penyusunan Dokumen Rencana
Rencana Tataruang [tataruang De§a yang Desa N/A 3 3 N/A N/A Hibah | Solidaridad Kab. Paser,
Desa mengakomodir upaya PPU, Berau
mitigasi & adaptasi
perubahan iklim
Kegiatan 2: Indikator Kegiatan 2:
Penyusunan Dokumen perencanaan
Rencana Kerja desa yang selaras . D Kab. Paser,
i . Desa N/A 3 3 Hibah | Solidaridad
Proklim dan dengan upaya mitigasi PPU, Berau
Integrasi ke Dalam |[& adaptasi perubahan
RKP Desa iklim
Kegiatan 3: Indikator Kegiatan 3:
Pendampingan Pelaksanaan program Desa N/A 3 3 Hibah | Solidaridad Kab. Paser,
Implementasi kampung iklim berjalan PPU, Berau
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program : Menguatnya praktik mitigasi
88.000 [92.000 ]96.000 [100.000
ha ha ha ha 80 %

. ha tutupan hutan hutan. |[hutan. |hutan. [hutan. (Kapuas
Kegiatan : . .
Pencecahan dipertahankan. ha Hulu, Kutai

& 760 ha |790 ha |800 ha |850 ha Barat,
penutunan ha lahan direhabilitasi. |ha lahan [lahan lahan lahan TFCA Mahalam
cadangan karbon ’ . . s Ny .| NDY |KALIMAN TBD
dan/atau direhab [direhabi |direhabi |direhabi TAN Ulu, Berau)

X Jumlah jenis aksi jumlah ilitasi. |litasi. litasi. litasi. 20 % diluar
peningkatan e N

mitigasi dilaksanakan di|jenis 4 kabupaten
cadangan karbon . . . L .
kabupaten sasaran. S jenis |5 jenis |5 jenis |5 jenis sasaran di
aksi aksi aksi aksi Kalimantan
mitigasi [mitigasi. |mitigasi. |mitigasi.
PROGRAM : Praktek perusahaan
berkelanjutan - Hutan Produksi
Kegiatan : Praktek |[Indikator : Peningkatan
manajemen yang pengelolaan hutan pada
lebih baik untuk setidaknya 1,8 juta ha
hutan produksi area hutan (po1fe¥151 luasan | 360,00 360,000 360,000|360,000 TNC
penurunan emisi 15 area hutan 0
MtCO2e / tahun).
Kegiatan : Indikator : Mencegah
Pengembalian terjadinya konversi
keuangan yang lebih [400.000 ha hutan
baik dari produksi |produksi (potensi hektar | 80,000 [ 80,000 | 80,000 [ 80,000 TNC

kehutanan untuk
menghindari
konversi hutan alam

pengurangan emisi
sebesar 1,1 MtCO2e /
tahun).
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020 2021 2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Kegiatan :
Menunjukkan
restorasi hutan

Indikator K : Upaya
restorasi hutan di
Kalimantan Timur
dimulai setidaknya 500
ha (potensi penurunan
emisi 1.100 tCO2e /
tahun).

hektar
luasan
hutan

100

100 100 100

TNC

Kegiatan :
Pengelolaan hutan
rakyat yang
ditingkatkan melalui
tata kelola yang
lebih baik, mata
pencaharian, dan
keamanan tenurial

Indikator Kegiatan 1 :
Mencegah konversi
77.000 ha hutan
lindung (potensi

penurunan emisi 9.000
+ONNDa [ tahiin)

hektar
hutan
lindung

15,400

15,400 | 15,400 | 15,400

TNC

Indikator Kegiatan 1 :
Peningkatan
pengelolaan hutan
80.000 ha hutan
produksi (potensi
penurunan emisi 0,1
MtCO2e / tahun).

hektar
hutan
produksi

16,000

16,000 | 16,000 | 16,000

TNC

Indikator Kegiatan 1 :
Setidaknya 50% desa
SIGAP mendapatkan
Indeks Pembangunan
Desa yang lebih tinggi
mengikuti sistem
penilaian Kementerian
Desa.

Desa

TNC

PROGRAM : Inisiatif yurisdiksi hutan dan iklim
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan 1 : Indikator Kegiatan 1 : hektar
Peningkatan Dua inisiatif model: hutan
investasi menuju Pencegahan kebakaran
pengurangan emisi |7.000 ha hutan dan
di sektor land- menghindari deforestasi
based, dan alat 5.000 hektar hutan 1,000 1,000 1,000 1,000 NC
pendukung bakau di Berau (potensi
keputusan pengurangan emisi 1
penggunaan lahan |MtCO2e / tahun)
di tingkat provinsi
Kegiatan 2 : Indikator Kegiatan 2 : hektar
Menunjukkan Satu inisiatif model:
Kepemimpinan Restorasi 1.000 ha
Sistem Kolektif Bentang Alam Kutai
melalui (potensi pengurangan 200 200 200 200 TNC
implementasi Green [emisi 11.000 tCO2e /
Growth Compact di [tahun)
tingkat provinsi
PROGRAM : Pengelolaan areal konservasi
Kegiatan 1 : Indikator Kegiatan 1 : hektar
Peningkatan Mencegah konversi hutan
pengelolaan dan hutan seluas 345 ha
perlindungan dalam kawasan lindung 69 69 69 69 TNC
bentang alam karst [karst (potensi
penurunan emisi 4.400
tCO2e / tahun).

PROGRAM :Peningkatan kapasitas restorasi hutan dan lahan
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Pelatihan [Indikator : -
kapasitas restorasi |Meningkatnya Foundatio Pusat
hutan bagi penge'Fahuan dan Orang 30 30 30 1’}3 Konservasi Bontang
masyarakat kapasitas masyarakat - Private [ Mangrove,
lokal dalam restorasi - Funding| Bontang
huitan Agencies
Kegiatan : Pelatihan |Indikator :
pengukuran serapan|Meningkatnya
dan cadangan pengetahuan masyarkat
karbon hutan oleh [mengenai penyerapan Foundatio
masyarakat karbon ns Planete
Indikator : _ Private Urgence, Delta
Meningkatnya kapasitas orang 15 . BIOMA,
- Funding Mahakam
masyarakat daam . DLH Prop
Agencies
pengukuran penyerapan CKLHK dan DDPI
dan cadangan karbon (FCPF)

hutan
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019 2020 2021 2022 2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Program:Tersedianya desain dan konsep kebijakan menge

nai pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan:
Konsolidasi
informasi & dok
pembelajaran terkait
isu pencegahan
kebakaran hutan &
lahan termasuk
Grand Desain
Bappenas mengenai
kebakaran hutan,
perkebunan &
lahan.

Indikator : Konsep

Pencegahan kebakaran

hutan berbasis KPH
telah teruji di satu
provinsi

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan:
Pengkajian dan
penyusunan
konsepsi
pengelolaan hutan
KPH terkait isu
pencegahan
kebakaran hutan
dan pembangunan
jaringan para pihak
terkait dalam
kerangka proses
adaptasi maupun

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020 2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

kegiatan:
Menyediakan
pedoman teknis,
standar kompetensi
dan prosedur
operasional untuk
pengelolaan hutan
dan pencegahan

kahakarannva

GIzZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan Fasilitasi
pertukaran
pengetahuan terkait
pencegahan
kebakaran hutan
dan lahan maupun
jaringannya.

Kegiatan :
Dukungan terhadap
pengembangan
pedoman teknis
prosedur
pencegahan
kebakaran hutan
dan lahan serta
sosialisasinya pada
tingkat nasional dan
daerah.

Indikator 4. Konsep

Pencegahan kebakaran

hutan berbasis KPH
telah teruji di satu
provinsi

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
P Kegiat Indikator Kegiat Sat A Lokasi
rogram/Kegiatan/Indikator Kegiatan atuan 2019 2020 2021 2022 2023 nggaran | o oo oan okasi
5 tahun
(Rp Juta)
kegiatan :
Dukungan
sosialisasi
kepedulian Kalimantan
pencegahan Gz Timur dan
kebakaran hutan FORCLIME B
) erau
dan lahan melalui
publikasi (pedoman
penyuluhan, buku?2,
brosur. leaflets dsb)
. Indikator: Teralirinya Anggota
Kegiatan : . . . :
Listrik ke Desa sekitar Unit 4 - - - - ) GAPKI Kaltim
Pemanfaatan POME . Iuran/Donasi .
perusahaan beroperasi Keanggotaan Kaltim
GAPKI Kaltim
. X Semua Semua Semua Semua Semua
Kegiatan : Indikator : Pemanfaatan Anggota |Anggota  |Anggota  |Anggota  |Anggota Anggota
Pemanfaatan Janjang kosong di Paket |GAPKI GAPKI GAPKI GAPKI GAPKI luran/Donasi GAPKI Kaltim
. memiliki  |memiliki memiliki memiliki memiliki Keanggotaan .
Janjang Kosong kebun PKS PKS PKS PKS PKS GAPKI Kaltim| ~ Kaltim
Kegiatan : Indikator: Mencegah Semua Semua Semua Semua Semua AnggOta
Pencegahan terjadinya pembakaran Program Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota . /D ) GAPKI Kaltim
. . .« . uran onasi .
Karhutlabun lahan baik didalam izin GAPKI GAPKI GAPKI GAPKI GAPKI Keansgotann Kaltim
maupun diluar izin GAPKI Kaltim
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran S L Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023 5 tahun Pendanaan
(Rp Juta)
Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan
Indikator: 14.2.1.(a): Tersedianya kerangka
Kegiatan :[Indikator 1. Mendukung
Pengelolaan Satu|Revitalisasi Forum DAS
sistem sungai|Mahakam dan
(Mahakam) dif{fungsinya dalam
Kalimantan  Timur|pengelolaan sungai
secara efektif untuk|Indikator 2. Studi untuk
meningkatkan menentukan e-flow
kualitas dan aliran|Sungai Mahakam dan
air, ketersediaan |penerapannya dalam
untuk  kebutuhan|pengelolaan sungai
masyarakat. Indikator 3.
Mempromosikan konsep
Sungai Aliran Bebas WWF
(FFR) dan Aliran Networks WWF i\: ig:f;;;
Lingkungan (e-flow) & Alliance
kepada pemerintah dan
pemangku kepentingan
lokal
Indikator 4.
Penggunaan lahan,
tutupan hutan, dan
pemetaan pemangku
kepentingan (DAS
Mahakam)

Indikator 14.4.1* : Proporsi tangkapan jenin ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

PROGRAM :Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Indikator :
Penyediaan bantuan |Meningkatnya hasil -
alat tangkap ikan tangkap ikan Foundatio
masyarakat . ns Delta
Unit 25 25 25 25 25 _ Private BIOMA Mahakam
- Funding
Agencies
Indikator : Tersedianya
rumpon ikan sebagai -
Kegiatan : sarana peningkatan Foundatio
Memfasilitasi hasil tangkap . ns Delta
pembangunan masyaraligat Unit 1 - Private BIOMA Mahakam
rumpon ikan bagi - Funding
kelompok Agencies
masyarakat nelayan
PROGRAM :Peningkatan kapasitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perikanan
Kegiatan : Indikator : Tersedianya -
Membangun demo- |demo-plot tambak Foundatio
plot tambak ramah [ramah .lingkungan plot 1 0 0 0 0 ns BIOMA Delta
lingkungan sebagai ruang - Private Mahakam
pembelajaran - Funding
masvarakat nelavan Agencies
Kegiatan : Pelatihan
pengolahan hasil Indikator : i,
hutan bukan kayu |Meningkatnya kapasitas Foundatio
dan hasil perikanan [masyarakat dalam ns Delta
ekosistempmangrove pengolahan hasil hutan Orang 15 15 15 15 15 - Private BIOMA Mahakam
bukan kayu dan hasil - Funding
perikanan ekosistem Agencies
mangrove
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran S L Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023 5 tahun Pendanaan
(Rp Juta)
Kegiatan : Indikator :
Mengembangkan Meningkatnya kapasitas -
inkubator bisnis dan jiwa entepreuner Foundatio
hasil hutan non pada masyarakat ns Delta
kayu dan hasil nelayan sZkitar hutan paket i i - Private BIOMA Mahakam
perikanan - Funding
Agencies
Indikator 14.5.1.*: Jumlah luas kawasan konservasi perairan
PROGRAM 1.3 : Pengelolaan data dan informasi restorasi hutan dan lahan
Kegiatan : Indikator : Tersedianya
Mengembangkan tool pemantauan -
tool pemantauan penanaman Foundatio
penanaman system ns
pemantau 1 - . TBD Samarinda
an - Private
- Funding
Agencies
Kegiatan: Analisis Indikator: Data dan
perubahan tutupan |informasi perubahan -
lahan tutupan lahan Foundatio
data - - ns TBD Samarinda
- Private
- Funding
Agencies
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan :
Peningkatan -
kesadartahuan Indikator : Foundatio Delta
k Meningkatnya Mahak

masyarakat gratny Orang | 100 | 100 100 100 | 100 ns Bioma ahakam
mengenai kesadartahuan - Private dan
pentingnya masyarakat mengenai - Funding Samarinda
ekosistem mangrove |pentingnya ekosistem Agencies

mangrove
Kegiatan : -
Mengembangkan Indikator : Tersedianya Foundatio
meateri komunikasi seperar‘lgka.t materi paket 1 . _ ) ns TBD Samarinda
dan kampanye komunikasi dan - Private
konservasi kampanye konservasi - Funding
ekosistem mangrove |mangrove Agencies
PROGRAM 2.2 :Peningkatan kapasitas restorasi hutan dan lahan
Kegiatan : Pelatihan [Indikator : -
kapasitas restorasi |[Meningkatnya Foundatio Pusat
h i h K i

utan bagi pengetta uan dan Orang 30 - 30 30 r.1s onservast Bontang

masyarakat kapasitas masyarakat - Private | Mangrove,

lokal dalam restorasi - Funding| Bontang

hutan Agencies
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan 2.2.2: Indikator 2.2.2a:
Pelatihan Meningkatnya
pengukuran serapan |pengetahuan masyarkat Foundatio
dan cadangan mengenai penyerapan s Planete
karbon hutan oleh [karbon Private Urgence, Delta
masyarakat Indikator 2.1.2b: orang 15 - - - " |- Fundin BIOMA, Mahakam
Meningkatnya kapasitas . & DLH Prop
mas I Agencies
yarakat daam KLHK dan DDPI
pengukuran penyerapan (FCPF)

dan cadangan karbon
hutan

Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan

pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, menge

lola hutan se

cara lestari,

Indikator 15.1.1(a) :

Proporsi tutupan hutan

terhadap luas lahan keseluruhan.

Kegiatan : Fasilitasi
pengusulan
perhutanan sosial
dengan skema
hutan desa di
wilayah gambut
oleh lembaga
pengelolaan hutan
desa kepada
kementrian
Lingkungan hidup
dan Kehutanan

Indikator: Jumlah SK
yang di terbitkan di
KLHK

kebijakan
di
tingkatan
desa

The Asia
Foundation

Kutai
Kartanegara
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Fasilitasi |Indikator: Jumlah .
.. . kebijakan
penyusunan kebijakan yang di ) i i
X . di The Asia Kutai
rencana tata ruang [terbitkan di tingkatan . 1 )
. . . tingkatan Foundation [Kartanegara
di 5 desa di Kutai desa
desa
Kartanegara
Kegiatan : Fasilitasi |Indikator: dokumen
pembuatan kalendar|acuan untuk dokumen
musim di 6 desa di [penyusunan rencana rujukan di ) The Asia Kutai
Kutai Kartanegara |pengelolaan desa tingkatan Foundation [Kartanegara
desa
Kegiatan: Fasilitasi |Indikator: Jumlah
penyusunan kebijakan yang di kebijakan
peraturan gubernur [terbitkan di tingkatan |di 1 The Asia | Kalimantan
terkait dengan Provinsi tingkatan Foundation Timur
penyelesaian konflik provinsi
lintas sektor
Kegiatan: fasilitasi |Indikator: Jumlah kebija
penyusunan SOP Kebijakan terkait .
. . . ) kan di _ '
terkait penyelesaian [penyelesaian konflik . The Asia Kutai
i tingkatan .
konflik sektor sektor kehutanan perang Foundation |Kartanegara
kehutanan
kat daerah
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program : Konsep MRV dan pendirian Kelembagaan MRV berjalan dengan baik dan mendapat pengakuan pemerintah provinsi.
Kegiatan: Dukungan TAIRator 1. advoKasl
pada pembangunan pengarusutamakan
sistem dan pengurangan emisi dlm
mekanisme untuk dokumen perencanaan
MRV subnasional Ind1_kator 2. i
dan kegiatannya peningkatan kapasitas
dimasukkan ke pejabat pemerintah utk
dalam dan memungkinkan MRV
mendapat manfaat emisi karbon hutan.
dari proses MRV Indikator 3. protokol
nasional dengan komunikasi data di
partisipasi para pI‘OYlnSl
pemangku Indikator 4. WWF Mahak
termasuk karbon hutan & Alliance andscape

masyarakat sasaran.

Indikator 5. Melatih
penduduk desa utk
menggunakan alat
kerumunan ttg
pemantauan &
pemulihan penggunaan
lahan (RESTORE +)

6. analisis partisipatif
ttg perubahan tutupan
hutan & penyebab
deforestasi &
kembangkan rencana
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)

Kegiatan 1: Indikator 2: 2 GIzZ Kalimantan
Mendukung proses |Peraturan national dan FORCLIME | Timur dan
pembentukan dan |2 peraturan daerah Berau
penguatan terkait reformasi sektor
kelembagaan MRV [kehutanan memasukan
di tingkat provin unsur mitigasi

perubahan iklim sektor
kehutanan
Program: FREL tingkat provinsi terbaru mendapat pengakuan.

Kegiatan 1: Indikator2: 2 Peraturan GIzZ Kalimantan
Mendukung proses |national dan 2 FORCLIME | Timur dan
memperbarui FREL [peraturan daerah Berau
tingkat Provinsi terkait reformasi sektor
termasuk referensi |kehutanan memasukan
bagi pemetaan unsur mitigasi
bekas kebakaran perubahan iklim sektor
Kegiatan 2: kehutanan GIz Kalimantan
Mendukung proses FORCLIME | Timur dan
pengajuan FREL Berau

tingkat Provinsi.
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan: Advokasi mempromosikan
strategi perencanaan dan
pertumbuhan hijau penganggaran yang
secara efektif ke berkelanjutan di tingkat
dalam rencana kabupaten & provinsi
pembangunan Indikator 2. Identifikasi
kabupaten. potensi kegiatan
pengembangan REDD +
(FCPF-CF) di
pemerintah kabupaten
& provinsi dari
anggaran publik.
Indikator 3. WWF
memasukkan elemen Networks WWF }\/I ahakam
. . andscape
desain ERPD ke dalam & Alliance

rencana pembangunan
kabupaten Kutai Barat
& Mahakam Ulu
Indikator 4.
Mengarusutamakan
ekonomi hijau ke dalam
perencanaan kabupaten
/ provinsi

5. Mempromosikan
infrastruktur
berkelanjutan & energi
berkelanjutan
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan:Pemulihan |Indikator 1.
150 hektar|Memfasilitasi
ekosistem lahan|pertemuan para
gambut dan 150|pemangku kepentingan
hektar tanah|dan konsultasi untuk
mineral (ekosistem|mengidentifikasi dan
hutan) di Bentang|memetakan lokasi
Alam Mahakam. restorasi (2 target)
Indikator 2. Kegiatan
komunikasi, sosialisasi,
dan pelibatan di daerah WWF
sasaran lokal Networks fi 222(1:{;2 WWF
Indikator 3. & Alliance P

Pemantauan demontrasi
plot identifikasi,
pengembangan alat dan
metodologi & indeks
keanekaragaman hayati
Indikator 4.
Memperkuat hutan
rakyat di area yang
ditargetkan
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program : Dukungan Sistem Pemantauan Kehutanan Nasional (Simontana) (termasuk FREL dan pemetaan areal bekas kebakaran) dan
kegiatan : Indikator : 2 Peraturan GIz Kalimantan
Mendukung data national dan 2 FORCLIME | Timur dan
management dan peraturan daerah Berau
monitoring terkait reformasi sektor
degradasi hutan dan [kehutanan memasukan
deforestasi di unsur mitigasi
tingkat nasional dan [perubahan iklim sektor
provinsi (termasuk [kehutanan
raclaci)
Program : Dukungan Penguatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Pengelolaan Lansekap Yang Berkelanjutan
Kegiatan 1: Indikator Kegiatan 1:
Penyusunan Dokumen rencana Dokumen | N/A 1 1 1| N/A | Hibah | Solidaridad | X&P- Paser,
Dokumen Rencana |kelola tersedia PPU, Berau
Kelola
Kegiatan 2: Indikator Kegiatan 2:
Peningkatan Managerial pengelola
Kapas%tas Pengelola mampgu melzksinakan Dokumen N/A 1 1 1 N/A Hibah | Solidaridad 5138’ Pl_;,isr(:;;
rencana kelola
PROGRAM : Praktek perusahaan berkelanjutan - Kelapa Sawit
Kegiatan 1 : Indikator Kegiatan 1 :
Pengembangan Mencegah terjadinya
kelapa sawit dan konversi setidaknya 0,2 hektar
menunjukkan juta ha area HCV area HCV 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 Kutai Timur | GIZ SCPOP

mitigasi dan
kompensasi RSPO

(potensi penurunan
emisi 8 MtCO2e /
tahun).
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi

(Rp Juta)

PROGRAM :Restorasi hutan dan lahan

Kegiatan: Indikator : - Foundati

Penanaman pohon |Terlaksananya ons

pada kawasan yang |penanaman sejumlah 1 Pohon 200,000 | 200,000 | 200,000 [ 200,000 | 200,000| - Private LSM Pesisir

(e . - Funding

kritis dan rentan juta pohon dalam 5 .

Agencies
tahun

Kegiatan : Indikator : Tersedianya - Foundati

Memfasilitasi pusat pembibitan dan ons

pengembangap sumber bibit mangrove Unit 1 i i i i -_Flzlrrllv;fg BIOMA Ds. Muara

pusat pembibitan masyarakat . Kembang
Agencies

mangrove

masyarakat

Kegiatan Indikator : Tersedianya - Foundati

:Memfasilitasi desa |informasi mengenai ons

dalam pemetaan lokasi dan luasan lahan | Dokumen ) Pr1vgte Kel. Muara

i " 1 - - - - | - Funding BIOMA

lahan kritis dan kritis desa tata ruang . Kembang

Agencies

perencanaan
restorasi kawasan
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
PROGRAM : Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Hutan di luar Kawasan Hutan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten.
Kegiatan : Indikator: Kebijakan
Mendukung terkait yang disahkan
fasilitasi dan berdampak
penyusunan
Peraturan Gubernur
Kaltim tentang Hektar
Pengelolaan luasan PROVINSI
HCV/ABKT Kaltim. areal GEF KALTIM &
Kegiatan : Fasilitasi |Indikator: Kebijakan b'erhutam ###### | 15,000 25,000 | 30,000 | 40,000 UNDP KLHK-PKTL | KABUPATE
. . di APL N KUTAI
Penyusunan terkait yang disahkan
. yang TIMUR
Kebijakan dan berdampak
terdampak

(SK/PerBup) di
tingkat Kabupaten
tentang Pengelolaan
HCV/ABKT Kutai
Timur.
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program :[Indikator 1.
Pengelolaan 150.000|Memfasilitasi proses
ha hutan|identifikasi dan
kemasyarakatan persiapan persyaratan
dan / atau hutan|aplikasi hutan adat (3
sosial dan hutan|wilayah sasaran)
adat / adat secara|lndikator 2.
berkelanjutan Memfasilitasi proses
diamankan dan|penyerahan dan
diakui. pemantauan penerbitan
dokumen (Keputusan
Bupati / pengakuan
lokal)
Indikator 3. Pemetaan WWF Mahakam
landscape

hutan kemasyarakatan
dan / atau sosial dan
hutan adat / adat
Indikator 4. Fasilitasi
diskusi di tingkat desa
untuk memastikan
hutan adat dan
kehutanan sosial
lainnya ke dalam
anggaran & rencana
desa (diusulkan ke
kabupaten)
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan Penguatan |Indikator: Portal data Jumlah
kapasitas untuk perencanan dan [data yang
engelolaan data engawasan dikelola A
Is)pasgial ienigunaam lahan dan 35 41 41 ICI-BMU Glz | Kutai Timur
. LEPOALD & Berau
perkebunan tersedia
dan terkelola (spasial &
non-spasial)
Kegiatan: Bantuan |Indikator: Rencana Jumlah
teknis penyusunan perkebur'lan sawit rencanaa GIZ Kutai Timur
rencana perkebunan [berkelanjutan 1 ICI-BMU LEPOALD & Berau
kabupaten Kab.Berau diresmikan
Kegiatan : Indikator: Tersedianya |Jumlah
Penguatan kapasitas|SoP penggunaan peta SoP
sistem perizinan arahan pengembangan
dalam kebun dalam proses GIzZ Kutai Timur
.. 1 ICI-BMU
menggunakan peta [perizinan LEPOALD & Berau
arahan
pengembangan
kebun
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program: Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Provinsi pilot.
Kegiatan 1: Indikator 3: Peraturan
Supporting the baru/diperbaharui
consolidation of terkait pengembangan
province’s pengelolaan hutan dan
stakeholders on the |memasukan aspek GIZ Kglimantan
Essential keanekaragaman hay.at1 FORCLIME Timur dan
Ecosystem Area berdasarkan Indonesian Berau
(KEE) of Berau Biodiversity Strategy
Kalimantan Timur [|and Action Plan (IBSAP).
and Kapuas Hulu
Kalimantan Barat
Kegiatan 2:
Dukungan terhadap
proses penetapan
dan pengembangan
kebijakan maupun Kalimantan
peraturan terkait GIz Timur dan
Kawasan Ekosistem FORCLIME
Berau

Esensial (KEE) di
tingkat nasional.
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program: Dukungan proses meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan Kawasan Konservasi dan KPHK di wilayah kerja FORCLIME.
Kegiatan 1: Indikator 3: Peraturan
Pelatihan Penilaian |baru/diperbaharui
METT kepada staf |terkait pengembangan
teknis terkait di pengelolaan hutan dan Kali
alimantan
tingkat nasional. memasukan aspek GIz Timur dan
keanekaragaman hayati FORCLIME Berau
berdasarkan Indonesian
Biodiversity Strategy
and Action Plan (IBSAP).
Kegiaitan 2:
Mendukung proses
penilaian METT Kalimantan
sedikitnya 3 Gz Timur dan
. FORCLIME
kawasan konservasi Berau
di tingkat provinsi.
kegiatan 3:
Mendukung
pengembangan
pusat penelitian, GIZ Kglimantan
konservasi FORCLIME Timur dan
jenis/spesies, dan Berau
pengembangan

ekowisata di Taman

Naogcinnal
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Indikator 15.2.1(d) : Jumlah Kesatuan
Program: Penguatan Kapasitas KPH
Kegiatan : Indikator Kegiatan 1:
Duk kni R i
ukungan teknis tenc‘ana Strategis RSB 10| 20+1 20 + 1 KPH
penyusunan Bisnis KPH; Rencana KPH Profile di
Rencana Strategis |Bisnis, Profile KPH Dokumen ’ tdb tdb tdb GGGI .
Bisnis/RSB tersedia RB 1| KPH, 4 Kalimantan
. KPH |RB KPH Timur
rencana bisnis/RB
dan profile KPH
Kegiatan :
Penerapan strategi
Pertumbuhan Hijau
pada sektor berbasis GGGI
lahan (renstra)
KKegiatan : Indikator Kegiatan 1:
Dukungan teknis Dokumen Rencana
penyusunan Strategis Dinas
rencana strategis Kehutanan Kalimantan
Dok 1 1 I
Dinas Kehutanan oxumen n/a n/a n/a GGG Timur
dan Review Renstra
Dinas Kehutanan
Kegiatan : Indikator Kegiatan 2:
Penyusunan Laporan Baseline
Baseline peluang Finalisa
penerapan skema Dokumen Lapora si GGGI KPH
PES/ 1n§tr}1ment n awal laporan Bongan
ekonomi lingkungan
lainnya di KPH
Bonoan
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Target Tahunan Indikatif
- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program: Dukungan terhadap operasionalisasi KPH di tingkat nasional dan provinsi terwujud
Kegiatan 1. Indikator 5. Rencana
Dukungan terhadap |pengelolaan atau
peningkatan rencana tahunan KPH
kapasitas model memasukan
(pelatihan /lokakary |unsur
a) dan proses penenanggulangan
perbaikan RPHJP kebakaran hutan,
(rencana jangka penanganan konflik, GIZ Kalimantan
panjang pengelolaan [target keanekaragaman FORCLIME Timur dan
KPH) dan rencana |hayati (seperti konsep Berau
pengelolaan konservasi untuk key
tahunan pada species/ spesies kunci).
tingkat nasional dan
tingkat provinsi.
Kegiatan 2.
Dukungan terhadap
kegiatan Tim Penilai
pencapaian
operasionalisasi
KPH, pengembangan GIZ Kglimantan
dan peningkatan FORCLIME Tlrgur dan
erau

organisasi serta
hubungan antar
instansi di tingkat
provinsi.
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020

2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Kegiatan 3.
Dukungan terhadap
operasionalisasi dan
penguatan KPHK

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan 4.
Dukungan terhadap
integrasi
pengembangan
usaha produk
unggulan dan HHBK
(bambu dlsb)
kedalam proses
pembangunan 4
pilot KPH (Berau,

Malinau, Kapuas
TTa310y Taalawsrs)

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan 5.
Identifikasi peluang
dan tantangan
pengembangan
energi baru
terbarukan dan jasa
lingkungan (PES) di
sektor kehutanan
tingkat provinsi.

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Program: Target perhutanan social di tingkat provinsi sesuai RPHJP KPH tercapai.

kegiatan 1.
Mendukung
operasionalisasi
Pokja Percepatan
Perhutanan Sosial

tinlrat rraxrinos

indikator 6. Dalam area
intervensi Forclime area

yang dikelola oleh

masyarakat meningkat

sekian persen, dan
dolowrm rnrocac

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
kegiatan 2. perencanaannya selaras
Penyesuaian dengan perencanaan
dokumen KPH setempat.
pembaruan izin GIZ Kalimantan
terl.ialt perhutanan FORCLIME Timur dan
sosial dan peta Berau
PIAPS di tingkat
provinsi.
kegiatan 3.
Mendukung Kal; ;
aktivitas GIZ T
imur dan
engembangan FORCLIME

peng g Berau

agroforestry di

tingkat lapangan.
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020

2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Program: Penyempurnaan kebijakan dan peraturan kehutanan maupun keanekaragaman hayati untuk meningkatkan pera

n KPH

Kegiatan 1:
Dukungan
penyempurnaan
kebijakan dan
peraturan dalam
rangka peningkatan
peran KPH dan
kawasan konservasi
dalam
pembangunan
sektor kehutanan
dan
keanekaragaman
hayati pada tingkat
nasional maupun
tingkat provinsi.

Indikator 1 : at least 2
peraturan Nasional dan
2 peraturan daerah
yang baru/diperbaharui
dalam pengembangan
KPH yang merujuk pada
UuU 23/2014
mengadopsi
pembelajaran dari
Forclime TC.

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan 2:
Dukungan
sosialisasi kebijakan
yang telah
disempurnakan dan
peningkatan
kapasitas
managerial staf KPH
di tingkat nasional
maupun
provinsi/daerah.

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020 2021 2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Kegiatan 3:
Dukungan pada
koordinasi
kebijakan dalam
pembangunan dan
operasional KPH di
tingkat nasional
(operasional Setnas
KPH, forum
koordinasi KPH,
pertemuan
koordinasi
perangkat
pendukung
pembangunan KPH

1o 1)

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020 2021 2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Kegiatan 4:
Dukungan terhadap
penyusunan dan
penerbitan materi
komunikasi,
publikasi,
himpunan
peraturan terkait
KPH terkait
perbaikan kebijakan
mengenai KPH
termasuk
pengembangan
sistem informasi
dan dokumentasi
resmi di

Kementerian
T iamoalaaam e A B PPN PN

GIzZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan 5:
Dukungan untuk
penyebaran hasil
pembelajaran dan
pengetahuan,
melalui studi tur dll.

GIzZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020

2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Program: Dukungan untuk penyediaan panduan pengembangan bisnis di KPHP/L/K dalam rangka kemandirian pengelolaan KP

Kegiatan 1:
Dukungan
kebijakan mengenai

Indikator 2: 2 Peraturan

national dan 2
peraturan daerah

operasionalisasi terkait reformasi sektor GIZ Krfjllimantan
KPH menuju kehutanan memasukan FORCLIME Timur dan
kemandirian KPH  [unsur mitigasi Berau
(KPHL/KPHP/KPHK) |perubahan iklim sektor

kehutanan
Kegiatan 2:
Dukungan terhadap
usaha optimalisasi .
operasional KPH GIZ thmantan
secara terintegrasi FORCLIME Timur dan
antara KPHL/KPHP Berau
dengan KPHK
terdekat.
Kegiatan 3:
Dukungan
kebijakan terhadap a1z Kalimantan
penyusunan standar :
operasional FORCLIME Tlr};;l;*aian
KPHL/KPHP/KPHK.
Kegiatan 4:
Dukungan proses GIZ Kalimantan
ulasan NSPK dalam Timur dan
penetapan KPHK. FORCLIME Berau
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan 5: Fasilitasi
proses sertifikasi
bagi pihak ketiga GIZ Kalimantan
yang menyediakan FORCLIME Timur dan
jasa pelaksanaan Berau
kegiatan di KPH.
PROGRAM : Penyusunan Pengembangan Modul Modul Pelatihan Pengembangan Suksesi Agroforestri
Kegiatan 1. Indikator 5. Peraturan
Penyusunan Draft |dan dua instrumen
Modul Pelatihan pengembangan SDM )
Pengembangan dipergunakan oleh GIZ Ka.thmantan
Suksesi Agroforestri |Pusdik, Balai Diklat dan FORCLIME Timur dan
SMK dan pelatihan Berau
lainnya termasuk
pembelajaran KPH
Kegiatan 2.
Pengujian lapangan .
ModgllljiJ PelatiEang Glz Ka.lhmantan
Pengembangan FORCLIME Timur dan
Suksesi Agroforestri Berau
di 4 lokasi.
Kegaitan 3.
Finalisasi dan
Publikasi Modul Kalimantan
Pelatihan Gz Timur dan
FORCLIME
Pengembangan Berau

Suksesi Agroforestri.

Program: Dukungan Pengembangan dan pendampingan BLU/BLUD di KPH
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)

Kegiatan : Fasilitasi |Indikator : Rencana
terhadap pengelolaan atau
pengarusutamaan |[rencana tahunan KPH
maupun jumlah model memasukan GIZ Kalimantan
implementasi unsur FORCLIME Timur dan
BLU/BLUD dan penenanggulangan Berau
penyiapan bisnis kebakaran hutan,
KPH di tingkat penanganan konflik,
provinsi. target keanekaragaman
Kegiatan : Fasilitasi |hayati (seperti konsep
peningkatan konservasi untuk key
kapasitas teknis staf [species/ spesies kunci). GIZ Kalimantan
mengenai FORCLIME Timur dan
penerapan PPK Berau
BLUD di KPH
tingkat provinsi.
Kegiatan :
Dukungan
identifikasi dalam GIZ Kalimantan
rangka FORCLIME Timur dan
pengembangan Berau
bisnis KPH
(termasuk REDD+).
Kegiatan : Indikator : 2 Peraturan
Pengembangan national dan 2
konsepsi dan peraturan daerah Kalimantan
implementasi Badan [terkait reformasi sektor Gz Timur dan
Layanan Umum kehutanan memasukan FORCLIME Berau

(BLU) pada KPHK.

unsur mitigasi
perubahan iklim sektor
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020 2021 2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Kegiatan :
Dukungan terhadap
pengembangan
peraturan dan
pedoman teknis
untuk pengarus-
utamaan dan
perluasan
implementasi
BLU/BLUD dalam
pengelolaan KPH
(KPHK/Tahura).

kehutanan

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau
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Target Tahunan

Indikatif

Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan A?ll;)gl::la;'zln S L Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023 5 tahun Pendanaan
(Rp Juta)
Program : Tersedianya konsep kebijakan dan dukungan bagi penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan di KPH
Kegiatan 1: Tindak |Indikator 1 : at least 2
lanjut draft akhir peraturan Nasional dan
dari Peraturan 2 peraturan daerah
tentang Jasa yang baru/diperbaharui
Lingkungan di dalam pengembangan GIZ Kalimantan
hutan produksi yang|KPH yang merujuk pada FORCLIME Timur dan
pernah didukung  |[UU 23/2014 Berau
oleh FORCLIME dan |mengadopsi
potensi pembelajaran dari
pengembangannya. [Forclime TC.
Kegiatan 2: Kajian dan
penyediaan informasi,
pembelajaran &
konse? 1menge?ai . GIZ Kaillimantan
engelolan Otens1
fasaglingkunZan di FORCLIME Tll’gllel;”aian
KPH & perkiraan
nilainya.
Kegiatan 3:
Penyusunan
pedoman teknis
me:cngepa.i pengelolaan GIZ I’{I‘e.llimatétan
otensi jasa
ﬁngkungjan di KPH FORCLIME 11'};121;11311

dan dukungan
sosialisasinya di
tingkat nasional
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Indikator 15.5.1* Persentase populasi 25
PROGRAM Penyelamatan Ekosistem Satwa
Kegiatan: Indikator 1. Survey
Pengamaman potensi konektivitas
konektivitas habitat [badak sumatera di
kritis untuk spesies [Kalimantan Timur
kunci Badak Indikator 2. Survey
Sumatera & 2 populasi dan habitat
spesies yang Bekantan di Landscape
menjadi perhatian [Hulu Mahakam
lokal (Belalai monyet|Indikator 3. Survey
& lumba-lumba populasi dan sebaran WWF Mahakam
Irrawaddy) Pesut Mahakam Networks WWE landscape
& Alliance

Indikator 4. Diseminasi
Wilayah Habitat Species
Kunci dan Koridor
Satwa di Hulu
Mahakam

Indikator 5. Wildlife
workshop (local &
customary regulation to
protect endagered

1)
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan: Badak Indikator 1.
Sumatera dikelola |Pengembangan satu
untuk tempat kudus dan area
memaksimalkan kantor paddock
pemuliaan dan Indikator 2. Pengelolaan
menumbuhkan sanctuary badak
populasi untuk sumatera di Kalimantan
membangun Indikator 3. Finalisasi
kembali badak survei okupansi habitat
Sumatera di alam badak sumatera di WWE Mahakam
liar di Kutai Barat [kantong habitat di Kutai Networks WWF landscape
& Alliance

dan Mahakam Ulu,
Kalimantan Timur.

Barat dan Mahakam
Ulu

Indikator 4. Program
pengembangbiakan
badak di suaka Kelian
Indikator 5. Translokasi
badak dari habitat
terdegradasi ke suaka
Kelian
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020

2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber

Pendanaan ML

INDIKATOR TPB/SDGs: 15.6.1.Tersedianya kerangka le

gislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan

pembagian keuntungan

PROGRAM : transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE)

Kegiatan: Fasilitasi
penyusunan
Peraturan Gubernur
Kaltim dengan
memasukkan
indikator ekologi
dalam bantuan
keuangan daerah

Indikator:

Jumlah kebijakan
terkait dengan transfer
anggaran provinsi
berbasis ekologi

Kebijakan
Provinsi

1

The Asia
Foundation

PROVINSI
KALTIM

Indikator 15.7.1 (a):

Persentase

PROGRAM : Tersedianya Pedoman Teknis men

genai penin

katan peran KPH

dalam fasilitasi pembinaan masyarakat dan

resolusi konflik.

Kegiatan:
Penyempurnaan
peraturan-peraturan
dan pedoman di DJ
PSKL mengenai
resolusi konflik dan
adaptasi
penerapannya di
tingkat lokal.

Kegiatan: Fasilitasi
pengembangan
Perhutanan Sosial di
tingkat nasional dan
daerah.

Indikator 1 : at least 2
peraturan Nasional dan
2 peraturan daerah
yang baru/diperbaharui
dalam pengembangan
KPH yang merujuk pada
UU 23/2014
mengadopsi
pembelajaran dari
Forclime TC.

| Saimancn
FORCLIME u
Berau
o | Saimarn
FORCLIME Y
Berau
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Target Tahunan

Indikatif

. 5 . o Sumber 5
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan 3:
Pengarus utamaan
peraturan dan
metoda resolusi
konflik tenurial GIZ Kalimantan
yang dikembangkan FORCLIME Timur dan
KemenLHK ( Berau
sosialisasi,
pengembangan
modul TOT, fasilitasi
TOT
PROGRAM: Terfasilitasinya pembinaan masyarakat dan penyelesaian konflik tenurial masyarakat sekitar hutan.
Kegiatan : Indikator: Terbentuknya |Tim
Penguatan kapasitas|Tim Terpadu untuk terpadu
tata kelola konflik Pencegahan dan
Mediasi Konflik 1 Kutai Timur | GIZ SCPOP
perkebunan Kabupaten
Timur
Kegiatan : Fasilitasi |Indikator : Rencana
pengembangan pengelolaan atau
penanganan resolusi|rencana tahunan KPH
konflik (proyek model memasukan
utama) dan proses |unsur GIZ Kalimantan
mediasi dan penenanggulangan FORCLIME Timur dan
kebakaran hutan, Berau

penyelesaian
konflik tenurial
serta batas desa di
tingkat kabupaten.

penanganan konflik,
target keanekaragaman
hayati (seperti konsep
konservasi untuk kev
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020

2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Kegiatan : Evaluasi
dan dokumentasi
pengalaman dan
pembelajaran
mengenai fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat dan
partisipasi nya
dalam penanganan
konflik di
pengelolaan hutan.

7

species/ spesies kunci).

GIzZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan :
Pengembangan
roadmap yang
dinamis
pembangunan
masyarakat dan
resolusi konflik
tenurial dalam
pengelolaan hutan

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan :
Penyediaan
pedoman teknis
mengenai
pembangunan
masyarakat dan
resolusi konflik

GIz
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Fasilitasi
proses
pendampingan
Hutan Adat,
inventarisasi Kalimantan
kearifan lokal, GIZ Timur dan
pengakuan Hutan FORCLIME Berau
Adat dan
peningkatan
kapasitas warga
masyarakat dalam
nemetann
Kegiatan: Penguatan |Indikator : Panduan Jumlah
kapasitas mediasi teknis mediasi konflik panduan GIZ
konflik dan kemitraan 1 LEPOALD
perkebunan tersedia
Indikator: Kesepakatan |Jumlah
penggunaan lahan atau [kasus
penyelesaian kasus 5 5 GIz
konflik antara LEPOALD

perusahaan dan
masyarakat

PROGRAM : Tersedianya modul pelatihan pemetaan partisipatif dan mediasi penyelesaian konflik batas desa dan penggunaan lahan.
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan 1. Indikator 5. Peraturan
Penyusunan draft dan dua instrumen
Modul Pelatihan pengembangan SDM
Pemetaan dipergunakan oleh .
Kal t
Partisipatif dan Pusdik, Balai Diklat dan GIz Ti:i?réaar?
Mediasi SMK dan pelatihan FORCLIME
. . . Berau
Penyelesaian Konflik [lainnya termasuk
Batas Desa dan pembelajaran KPH
Penggunaan Lahan.
Kegiatan 2.
Pengujian lapangan
Modul Pelatihan
Pemetaan
Partisivati
art1's1p'at1f dan Kalimantan
Mediasi GIZ Timur dan
Penyelesaian Konflik FORCLIME
Berau

Batas Desa dan
Penggunaan Lahan.
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020 2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Kegiatan 3.
Finalisasi dan
Publikasi Modul
Pelatihan Pemetaan
Partisipatif dan
Mediasi
Penyelesaian Konflik
Batas Desa dan
Penggunaan Lahan.

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Kegiatan :fasilitasi
pengusulan
perhutanan sosial
dengan skema
hutan desa di
wilayah gambut
oleh lembaga
pengelolaan hutan
desa kepada
kementrian
Lingkungan hidup
dan Kehutanan

Indikator: Jumlah SK
yang di terbitkan di
KLHK

kebijakan
di
tingkatan
desa

The Asia
Foundan
tion

Kutai
Kartanegara

Yayasan
BUMI,
LPHD
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Target Tahunan

Indikatif
Alokasi

. 5 . Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Fasilitasi |Indikator: Jumlah
penyusunan kebijakan y‘ar.lg di kebijakan ' Yayasan
rencana tata ruang [terbitkan di tingkatan di The Asia Kutai BUMI,
di 5 desa di Kutai  |desa ) 1 Foundan |, LPHD,
tingkatan . Kartanegara )
Kartanegara tion Pemerintah
desa
an Desa
Kegiatan : Fasilitasi [Indikator: dokumen I Yayasan
pembuatan kalendar|acuan untuk do' umen . The Asia ) BUMI,
musim di 6 desa di [penyusunan rencana r.UJuli(an di 1 Foundan EUtfll LPHD,
Kutai Kartanegara |pengelolaan desa tingkatan tion artancgara Pemerintah
desa
an Desa
Kegiatan : fasilitasi |Indikator: Jumlah
penyusunan kebijakan yang di
peratgran gubernur terbi.tka‘n di tingkatan kebijakan . Yayasan
terkait dengan Provinsi . The Asia .
. . di Kalimantan [BUMI,
penyelesaian konflik . 1 Foundan |,.. .
. tingkatan . Timur Dinas
lintas sektor o tion
provinsi Kehutanan
Kegiatan : fasilitasi |Indikator: Jumlah
penyusunan SOP Kebijakan terkait kebijakan
terkait penyelesaian [penyelesaian konflik di The Asia Kutai Yayasan
konflik sektor sektor kehutanan tingkatan Foundan BUMI, Biro
. Kartanegara .
kehutanan perangkat tion Ekonomi
daerah

INDIKATOR TPB/SDGs 15.3.1.(a): Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

INDIKATOR TPB/SDGs 15.5.1*: Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.

INDIKATOR TPB/SDGs 15.7.1.(b): Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Program : Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Terlindungi
Indikator Program 1 dan|ha 88.000 [92.000 ([96.000 |100.000 [NDY TFCA TBD
Keoi . 2: ha luas hutan dan jumlah ha ha ha ha KALIMAN
egiatan 1: : ) . . . . .
p jumlah tipe ekosistem 3 jenis |3 jenis |3 jenis |3 jenis TAN
engembangan . .
terlindungi dengan
skema perhutanan .
. skema legalitas formal
sosial i
perlindungan (SK
Menteri/SK
Kegiatan 2: Bupati/Perdes dll), TFCA
Perlindungan hutan |memiliki rencana kelola KALIMAN
. 80 %
dan ekosistem dan lembaga pengelola. TAN
. . (Kapuas
penting di APL )
. Hulu, Kutai
dengan berbagai
. Barat,
skema legalitas SK
. . Mahalam
Menteri, SK Bupati,
Perdes dll Ulu, Berau)
20 % diluar
4 kabupaten
sasaran di
Kalimantan
Kegiatan 3: Indikator Program 3 dan
Konservasi 4: jumlah individu 30
. . 35 40 45
tumbuhan dan satwa liar (dan/atau Individ . . .. ..
) . Individu [ Individu | Individu
satwa liar yang jenis tumbuhan) u satwa
’ o gs . satwa satwa satwa
langka, endemik, berhasil diselamatkan . liar . . .
jumlah liar liar liar
dan/atau terancam |dan/atau
punah dilepasliarkan. frmlah 7 jenis Q ianmia | Qianie | 10 iania

262



Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
P Kegiat Indikator Kegiat Sat A Lokasi
rogram/Kegiatan/Indikator Kegiatan atuan 2019 2020 2021 2022 2023 snffla::a;n Pendanaan okasi
(Rp Juta)
J UlllIALL o J\./IJJD g J\./IJJ.D YU JbLLlD
. tumbuh
Kegiatan 4: Mitigasi o . . jenis WIS  mbuh | tumbuh | tumbuh | NDY TBD
. ) . |Data hasil identifikasi, an dan
dan/atau investigasi |. L L an dan | an dan | an dan
. Inventarisasi, investigasi satwa
peredaran illegal . prosentase . satwa satwa satwa
peredaran illegal, liar . . .
tumbuhan dan liar liar liar
. pemantauan,
satwa liar yang penyelamatan banyak eningk
langka, endemik, .. P & peningk | peningk [ peningk
jenis tumbuhan dan atan
dan/atau terancam . atan 3% |atan 4% |atan 5%
satwa liar yang langka, 2%

punah

endemik, dan/atau
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
INDIKATOR TPB/SDGs 15.9.1.(a): Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Program : Perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan perlindungan keanekaragaman hayati
Kegiatan : Workshop |Indikator: Jumlah TFCA 80 % TBD
penulisan artikel artikel terkait proyek 30 35 40 45 KALIMAN |[(Kapuas
dan buku dipublikasikan oleh . artikel | artikel | artikel | artikel TAN Hulu, Kutai
. . . jumlah NDY
pembelajaran media, dan jumlah Barat,
proyek mitra buku pembelajaran 6 buku | 7 buku | 8 buku |10 buku Mahalam
terkait proyek terbit. Ulu, Berau)
Kegiatan : Indikator: Jumlah film 20 % diluar
Pembuatan film terkait pembelajaran 4 kabupaten
pembelajaran proyek diproduksi. jumlah 10 film | 12 film | 14 film | 17 film NDY sasaran di

proyek mitra

Kalimantan
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 :nffla::a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan : Pelatihan |Indikator: Jumlah orang
terkait implementasi [dan kelompok
proyek (teknik masyarakat yang
survei tumbuhan meningkat kapasitasnya
dan satwa liar, dalam pengelolaan SDA.
pelatihan
e
penghitungan emisi 6600 1 6900 | 7200 | 7500 (Kapuas
. orang Hulu, Kutai
karbon, pelatihan dan orang orang orang Barat
pembibitan dan 145 dan 150 |dan 155|dan 160 TFCA Mahaiam
rehabilitasi, jumlah kelompo | kelompo [ kelompo| NDY |KALIMAN TBD
. . kelomp Ulu, Berau)
pelatihan Sistem k k k TAN .
. ok 20 % diluar
Informasi Desa, masyara|masyara|masyara
. masyar 4 kabupaten
pelatihan kat kat kat .
akat sasaran di
pengelolaan Kalimantan
ekowisata dst), dan
terkait pengelolaan
proyek (teknis dan
keuangan).
Kegiatan: Indikator: Jumlah
T [ s | s | 75 | s
pema Penge. jumlah | LSM/K [LSM/KS|LSM/KS|LSM/KS| NDY
dan evaluasi. proyek konservasi SM M M M

dengan baik.
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Target Tahunan Indikatif
Alokasi
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan Anggaran S L Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023 | 5 hun | Pendanaan
(Rp Juta)
Kegiatan: Fasilitasi |Indikator: Jumlah
pertemuan kebijakan kebijakan
penyusunan dihasilkan dan/atau
dan/atau diskusi disempurnakan
para pihak terkait (RPJMKam /Perkam/
SRAK Perkakam /Perda/Jukni
spesies/RPJMKam/ |s/ Naskah
Perkam /Perkakam/ [Akademik/Policy 90 100 110 120
Perda/Juknis/Nask |Paper/Masteplan jumlah | kebijak |kebijaka|kebijaka|kebijaka| NDY
ah Akademik/Policy [Pengelolaan an n n n
Paper/Masteplan Spesies/Ekosistem dll)
Pengelolaan dan mendukung
Spesies/Ekosistem |pengelolaan SDA yang
dil. berkelanjutan.
kegiatan : Indikator : Peraturan
Penyusunan baru/diperbaharui
Peraturan Daerah terkait pengembangan
Pengelolaan Tahura |pengelolaan hutan dan
(KPHK) pada 2017- |[memasukan aspek
2019. keanekaragaman hayati Kalimantan
berdasarkan Indonesian Gz Timur dan
FORCLIME

Biodiversity Strategy

and Action Plan (IBSAP).

Berau
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Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan

Satuan

Target Tahunan

2019

2020

2021

2022

2023

Indikatif
Alokasi
Anggaran
5 tahun
(Rp Juta)

Sumber
Pendanaan

Lokasi

Program: Dukungan

penetapan dan penguatan KPH di pro

vinsi rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan 1.
Penyediaan jasa
klinis untuk
identifikasi KPH
yang
berpotensi/rawan
kebakaran,
pemetaan areal
bekas kebakaran,
pemberian
pendampingan
dalam rangka
memperkuat upaya
pencegahan
kebakaran hutan

dan lahan

Indikator 4: Konsep

hutan berbasis KPH
telah teruji di satu
provinsi

Kegiatan?2.
Dukungan analisis
kebutuhan bagi
pelatihan dan
peningkatan
kapasitas bagi staf
KPH yang rawan
kebakaran hutan
dan lahan.

Pencegahan kebakaran

GIZ
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

GIz
FORCLIME

Kalimantan
Timur dan
Berau

Indikator 15.9.1(a) :
Dokumen rencana
pemanfaatan
keanekaragaman
hayati.
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)

PROGRAM : Pengelolaan HCV/Areal berhutan di pemegang ijin/pengelola dan perijinan di tingkat kabupaten.

Kegiatan 2.1 : Indikator: Kebijakan 1

Fasilitasi Jumlah kebijakan Provinsi

penyusunan terkait yang disahkan

Peraturan Gubernur [dan berdampak

Kaltim tentang

Insentif Bagi

Pengelola

HCV/ABKT Kaltim. PROVINSI
GEF- | K HK-PKTL KK:éﬁg\ibe

Kegiatan 2.2: Indikator: Kebijakan 1 UNDP N KUTAI

Fasilitasi Jumlah kebijakan Kabupaten TIMUR

Penyusunan terkait yang disahkan

Kebijakan dan berdampak

(SK/PerBup) di

tingkat Kabupaten

tentang Insentif Bagi

Pengelola

HCV/ABKT Kutai

Timur.

Kegiatan 2.3: Indikator: Peraturan 2

Pilot Project pada Jumlah kebijakan Desa

Desa-Desa Potensial |terkait yang disahkan

Pengelola Hutan di |dan berdampak pada

APL (Mekanisme pengelolaan hutan di PROVINSI

Insentif) tingkat desa GEF- KALTIM &

77T IO DIZ7'TT

TZADTTDATI
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Target Tahunan

Indikatif

- q c Alokasi Sumber q
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)

K.eglatan. 2.4: Indikator: ) Do.lfumen 2 UNDP N KUTAI

Pilot Project pada Usulan Kebijakan Kajian TIMUR

pemegang ijin terkait yang disahkan

potensial pengelola [dan berdampak pada

hutan di APL pengelolaan hutan di

(Mekanisme Insentif) [tingkat pemegang ijin

PROGRAM Fasilitasi Integrasi Mekanisme Pengelolaan ABKT ke dalam kebijakan daerah

Kegiatan 3.1: Indikator: Kebijakan 1

Fasilitasi Integrasi |Terintegrasinya

Penilaian mekanisme penilaian PROVINSI

Pengelolaan ABKT |pengelolaan ABKT ke GEF- KALTIM &

ke dalam sistem dalam mekanisme UNDP KLHK-PKTL (KABUPATE

perijinan dan penilaian dan perijian N KUTAI

mekanisme reward |pemanfaatan lahan TIMUR

di tingkat

Kahiinaten

Kegiatan 3.2: Indikator: Kebijakan 2 2

Pilot Project pada Jumlah kebijakan

Desa-Desa Potensial |terkait yang disahkan

Pengelola Hutan di |dan berdampak pada

APL (Model pengelolaan hutan di PROVINSI

Pengelolaan) tingkat desa GEF- KALTIM &
UNDP KLHK-PKTL | KABUPATE

Kegiatan 3.3: Indikator: Kebijakan 2 2 N KUTAI

Pilot Project pada Usulan Kebijakan TIMUR

pemegang ijin
potensial pengelola
hutan di APL (Model
Pengelolaan)

terkait yang disahkan
dan berdampak pada
pengelolaan hutan di
tingkat pemegang ijin
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi

- q c Sumber .
Program /Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Asnff;:z;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Indikator: Terjaganya
Kegiatan: Area konservasi Hutan Iuran/Donasi Anggota
. ’ dari NKT1 sampai NKT5 Ha 10,000.00 - - - - Keanggotaan GAPKI Kaltim
Perl HCV -
erlindungan HC dengan mengikuti GAPKLKaltim| — Kaltim
Sertifikasi ISPO
Indikator 15.6.1. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan

PROGRAM 4 : Mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan stakeho

lder di Kutai Timur

Kegiatan 4.1 : Indikator: Paket 1 1 1 1 1

Fasilitasi Forum Pointers hasil forum di |usulan

multi stakeholder terima dan yang GEF- EIZ(I?’[YIHI\ZSSIB
pengelolaan diintegrasikan dalam diintegrasi UNDP KABUPATEN KLHK-PKTL
HCV/ABKT Prov. usulan penyempurnaan |[kan KUTAI TIMUR
Kaltim. kebijakan

Kegiatan 4.2 : Indikator: Paket 1 1 1 1 1

Fasilitasi Forum Pointers hasil forum di [usulan

multi stakeholder terima dan yang

pengelolaan diintegrasikan dalam diintegrasi

HCV/ABKT usulan penyempurnaan |kan

Kabupaten Kutim.

kebijakan

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.2 (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun

PROGRAM 3 : Resolusi kelola hutan dan lahan yang transparan dan akuntabel
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Target Tahunan

Indikatif

Alokasi Sumber
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A;nff;:a;n Pendanaan Lokasi
(Rp Juta)
Kegiatan: fasilitasi |Indikator: keterbukaan
penyusunan SOP / [informasi publik sektor
Peraturan Gubernur [sumber daya alam di
terkait dengan Kalimantan Timur Kebijakan 1
standar layanan
informasi publik
The Asia PROVINSI

Foundation KALTIM
Kegiatan : Fasilitasi |Indikator: Jumlah .
penyusuan DIP Daftar Informasi Publik keblja.lkan
dalam mendorong [yang disahkan di . di
keterbukaan Kalimantan Timur tingkatan 1
informasi di Kaltim perangkat

daerah

Kegiatan: diskusi Indikator: adanya anak
anak muda dalam |muda yang kritis dalam
mendorong melihat permasalah
keterbukaan terkait sumber daya 1 1 1 1 1
informasi sektor alam di Kaltim
?DA di kalimantan The Asia | PROVINSI
imur .

Foundation KALTIM
Kegiatan : Indikator: Adanya data
Republikasi data yang sudah di putuskan
informasi publik sebagai data publik 1 1 1 1 1
terutama terkait yang bisa dipublikasi di
sektor SDA pojok Lingkungan
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MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (SESUAI RPJMD)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021

2022 | 2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 1 Tanpa Kemisiki

nan

INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis

kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Program pemberdayaan |Jumlah Fakir Miskin yang % 95 98 98 98 98 98 4,117,092,588 Dinas Sosial
fakir miskin, Komunitas |dibina

Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya

Program pembinaan Jumlah Panti Asuhan % 93 95 95 95 95 95 161,850,000 Dinas Sosial
panti asuhan/ panti yang dibina

jompo

Program pembinaan Jumlah orang terlantar % 88 90 92 94 96 98 67,854,752 Dinas Sosial
anak terlantar yang dipulangkan

Program Pemberdayaan [Menurunya jumlah PMKS % 92 92 95 95 95 95 1,755,412,500 Dinas Sosial
Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Program Bantuan dan |Jumlah PMKS % 90 90 92 94 96 98 321,868,020 Dinas Sosial

Perlindungan Jaminan
Sosial

mendapatkan Bantuan

INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Program pembinaan Penyandang cacat yang % 93 95 95 95 95 95 902,080,000 Dinas Sosial
para penyandang cacat |dibina

dan trauma

INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Program Peningkatan tersusunnya dokumen dokumen 2 2 2 2 2 2 76,382,500 Dinas Sosial

Kapasitas Kesiapsiagaan
dan Pencegahan,
Penyelamatan

pengamanan yang
kondusif

272



BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN |  OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Program pencegahan Tersusunnya dokumen dokumen 5 5 - - - - 60,000,000 BPBD
dini dan pencegahan
penanggulangan korban [penaggulangan korban
bencana alam bencana alam yang

akurat
Program Pencegahan Terlaksananya % 25 25 27 28 29 30 96,461,000 BPBD
dan Kesiapsiagaan kesiapsiagaan serta
Penanggulangan penyebaran informasi
Bencana Daerah kepada masyrakat
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
Program Pengendalian |Terpenuhinya persediaan unit 35 35 35 40 40 40 3,850,296,436 BPBD
Penanganan Bencana peralatan kebencanaan
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)
Program Peningkatan Prosentase Peningkatan kelompok 30 30 30 30 30 30 703,199,020| Dinas Pertanian
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan [Pertanian
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.
Program Perbaikan gizi |Meningkatnya capaian balita gizi - - 10 10 10 10 1,089,933,440( Dinas Kesehatan
masyarakat target Balita Kurang Gizi buruk

dan ibu hamil KEK balita gizi - - 470 470 470 470

mendapat PMT kurang

Bumil KEK - - 400 400 400 400

INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
Program peningkatan Jumlah produksi ton 64,414 69,325 70,956 | 72,682 | 74,308 | 75,962 6,383,994,000| Dinas Pertanian
produksi pertanian
pertanian/perkebunan
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.
Program produksi hasil [Peningkatan populasi ekor 12,956 17,411 | 17,911 | 18,111 18,375 18,644 1,745,725,000( Dinas Pertanian
peternakan ternak
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021 2022

2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifik

asikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang

Program pencegahan Peningkatan populasi ekor 12,956 17,411 | 17,911 | 18,111 18,375 18,644 2,325,818,677| Dinas Pertanian
dan penanggulangan ternak

penyakit ternak

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).

Program peningkatan Meningkatnya angka % 70.82 71 71.5 71.75 72 72.5 3,143,984,708| Dinas Kesehatan
keselamatan ibu harapan hidup

melahirkan dan anak

INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

Program Pencegahan orang 21,440 21,440 | 21,440 | 21,440 | 21,440 21,440 7,905,141,761| Dinas Kesehatan

dan Pengendalian
Penyakit Menular

Meningkatkan kesadaran
masyarakat untk
melakukan skrining
kesehatan

INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dal

am panti sesuai standar pelayanan.

Jumlah Eks Penyandang % 95 95 98 98 98 98 1,900,000,000 Dinas Sosial
penyakit Sosial yang

Program pembinaan eks |§ibina

penyandang penyakit

sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

Peningkatan Tersedianya obat dan % 85 85 90 95 100 100 11,026,882,327| Dinas Kesehatan

Ketersediaan Obat dan |perbekalan kesehatan

Perbekalan Kesehatan |bagi masyarakat kab.
Penajam Paser Utara

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.

Program Manajemen APM SD/MI % 96.63% |91.80%| 91.20% | 90.70% | 90.40% 90% 2,760,167,553 | Dinas

Pelayanan Pendidikan |APK SD/MI % 113.13% | 100% 100% 100% 100% 100% Pendidikan,
Angka Putus Sekolah % 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% Pemuda dan
(APS) SD/MI 0.01% | 0.01% Olahraga
Angka Kelulusan SD/MI % 99.98% |99.98% | 100% 100% 100% 100%
APM (SMP)N/MTs % 86.03% | 81.10% | 80.70% | 80.50% | 80.20% 80% 2,760,167,553

Program Manajemen

Dinas
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN |  OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Pelayanan Pendidikan  |APK (SMP)N/MTs % 118.01% | 100% | 100% | 100% 100% 100% Pendidikan,

Angka Putus Sekolah % 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.06% Pemuda dan

(APS) (SMP)N/MTs 0.06% Olahraga

Angka Kelulusan % 99.95% | 99.82% | 99.85% | 99.85% | 99.90% | 99.90%

(SMP)N/MTs

Angka Melanjutkan (AM) % 102.38% | 100% 100% 100% 100% 100%

dari SD/MI ke

(SMP)N/MTs

Rasio APM P/L SD/MI % 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Rasio APM P/L % 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

(SMP)N/MTs

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur

15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau e

mosional) oleh

Program Peningkatan Presentse kasus korban % 7.89 28 24 20 16 12 393,931,908 .
; ; Dinas
Kualitas Hidup dan terhadap perempuan yang .

; : ; Pengendalian
Perlindungan tertangani sesuai dengan
Perempuan standart Penduduk, KB,

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Program Peningkatan Presentse kasus korban % 24 24 25 26 27 28 704,567,191 .

. Dinas
Perlindungan Hak terhadap perempuan yang dali
Perempuan tertangani sesuai dengan Pengendalian

standart Penduduk, KB,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN |  OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Peningkatan kualitas Persentase kelompok 49.90% |56.10%| 62.40% | 68.70% | 74.90% | 81.20% 586,501,156 Dinas
hidup perempuan perempuan yang Pemberdayaan
memiliki usaha industri Perempuan,
rumahan Perlindungan
_ Anak,
Peningkatan IPG 86.31 87.14 | 87.97 88.58 89.63 90.46 Pengendalian
Peningkatan IDG 50.30 65.94 | 69.38 72.82 76.26 79.70 Penduduk dan
Rasio perempuan yang 3.92 4.0 5.0 8.0 10 12 Keluarga
memiliki kapasitas Berencana
sebagai tenaga
manager,profesional,admi
nistrasi,tekhnisi
Penerapan Anggaran 21.21% |36.36% | 51.52% | 66.67% | 81.82% 100%
Responnsif Gender pada
OPD
Persentase legislatif 8% 30% 30% 30% 30% 30%
perempuan yang terpilih
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Program penyediaan Persentase penduduk % 31.22 32 50 65 70 75 81,849,121,052| Dinas Pekerjaan
dan pengolahan air berakses air minum Umum dan
baku Penataan Ruang
Program pengembangan |Jumlah kelompok % 0 10 15 20 25 30 62,060,987,800| Dinas Pekerjaan

kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah

masyarakat pengelola
SPAM Berbasis
Masyarakat

Umum dan
Penataan Ruang

INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi T

otal Berbasis Masyarakat (STBM).

Program Lingkungan
Sehat Perumahan

Persentase Cakupan
Sanitasi (Septik Komunal)
Pemukiman Terbangun
(%)

%

20

1.6

0.8

0.8

0.8

0.8

1,929,950,000

Dinas
Perumahan,
Kawasan
Pemukiman, dan
Pertanahan
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA

PROGRAM/KEGIATAN | OUTPUT/INDIKATOR SATUAN

Program Pengembangan |Kecamatan/Desa/Kelura % 55 60 70 85 95 100 1,715,095,516| Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat han yang sehat

INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

Pengendalian IKLH - 68.5 69.5 70.5 71.5 73.5 1,371,327,726 Dinas
Pencemaran dan Lingkungan
Perusakan Lingkungan Hidup
Hidup

Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.

Program pembinaan dan |titik PJU terpasang 573 550 550 550 550 550 550 96,650,000,000| Dinas Pekerjaan
pengembangan bidang Umum dan
ketenagalistrikan Penataan Ruang

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

Program penciptaan Peningkatan Jumlah UKM 2,400 50 50 50 50 50 567,957,582 Dpinas Koperasi

iklim Usaha Kecil pertahun UKM ’

Menengah yang Perindustrian dan

kondusif Perdagangan

Program Pengembangan |Peningkatan jumlah 10 10 10 10 10 10 75,900,000

Sistem Pen.dukung Kel.o.mpok yang mendapat Dinas Koperasi,

Usaha Bagi Usaha fasilitas UKM

Mikro Kecil Menengah |permodalan/peralatan Perindustrian dan
Peningkatan Jenis Produk 0 5 10 50 50 50 1,030,402,000 Perdagangan
Unggulan

INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

Program Pengembangan |Hubungan Kemitraan kelompok 2 10 11 12 14 16 3,221,612,800 Dinas

Kemitraan dengan POKDARWIS Kebudayaan dan

Pariwisata
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN |  OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara

Program Pengembangan [Perkembangan orang 72,328 72,328 | 75,944 | 80,501 86,136 | 93,027 912,788,000 Dinas

Pemasaran Pariwisata [Kunjungan Wisata (orang) Kebudayaan dan
Pariwisata

INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Program Pengembangan |Perkembangan orang 72,328 72,328 | 75,944 | 80,501 86,136 | 93,027 912,788,000 Dinas

Pemasaran Pariwisata [Kunjungan Wisata (orang) Kebudayaan dan
Pariwisata

Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri

pengolahan non mi

gas terhadap PDB dan perkapita.

Program pendidikan
politik masyarakat

Tersajinya Data
Ketahanan Ekososbud
dan sda serta
Rekomendasi Kebijakan

Program Pengembangan |Cakupan IKM terbina 851 17 51 51 53 54 2,228,809,000| npinas Koperasi
Industri Kecil dan Pertahun UKM ’
Menengah Perindustrian dan
Perdagangan
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal
Program Peningkatan Meningkatnya Mandiri = 0 |Mandiri =| Mandiri = | Mandiri = | Mandiri = 1|Mandiri = 2 638,865,000
Keberdayaan keberdayaan masyarakat Maju = 4 1 1 ! Maju = 13 | Maju = 14
M kat Pedesaan edesaan Berkembang | Maju =7 [ Maju =9 | Maju = 11 | Berkemban | Berkemban
asyara p = 24 Berkemb | Berkemba | Berkemba g= 16 g= 14
tertinggal =2 |ang = 22| ng= 20 ng = 18 | tertinggal = [ tertinggal = Dinas
Sangat tertinggal | tertinggal =|tertinggal = 0 0
Tertinggal = 0 =0 0 0 Sangat Sangat Pemberdayaan
Sangat Sangat Sangat |Tertinggal =|Tertinggal = Masyarakat dan
Tertinggal| Tertinggal | Tertinggal 0 0 Desa
=0 =0 =0
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia
% 80 83 85 90 95 100 1,158,532,032 | Badan Kesatuan

Bangsa dan
Politik
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN |  OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Program Pengembangan |Peningkatan Kualitas Unit 920 300 300 300 300 300 2,211,576,080 Dinas
Perumahan Rumah Layak Huni (unit) Perumahan,
Kawasan
Pemukiman, dan
Pertanahan
INDIKATOR SDGs: 11.5.1%. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Program Peningkatan tersusunnya dokumen dokumen 2 2 2 2 2 2 76,382,500 Dinas Sosial
Kapasitas Kesiapsiagaan|pengamanan yang
dan Pencegahan, kondusif
Penyelamatan
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
Program pencegahan Tersusunnya dokumen dokumen 5 5 - - - - 60,000,000 BPBD
dini dan pencegahan
penanggulangan korban [penaggulangan korban
bencana alam bencana alam yang
akurat
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Program Pengembangan [Persentase Timbulan % 25.27 40 60 70 80 90 46,893,988,063 Dinas
Kinerja Pengelolaan sampah yang tertangani Lingkungan
Persampahan Hidup
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Program Peningkatan tersusunnya dokumen dokumen 2 2 2 2 2 2 76,382,500 Dinas Sosial

Kapasitas Kesiapsiagaan
dan Pencegahan,
Penyelamatan

pengamanan yang
kondusif




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN |  OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 14 Ekosistem Lautan
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.
Program pengembangan |Cakupan Nelayan Yang 60 175 200 200 200 200 200 305,957,887 | Dinas Perikanan
sistem Penyuluhan Terbina dan Kelautan
perikanan
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Program pemeliharaan |Capaian Ketentraman dan % 100 95 96 97 98 99 911,210,000 Satpol PP

ketentraman, ketertiban
perlindungan
masyarakat dan
pencegahan tindak
kriminal

Ketertiban masyarakat

INDIKATOR SDGs: 16.6

.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah

Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Opini BPK

dokumen

2

2

2

2

2

2

450,846,000

Badan Keuangan

INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Program keserasian Rasio perempuan 6:30 6:30 | 10:30 | 10:30 898,000,000 Dinas

kebijakan peningkatan [terhadap laki-laki pada Pengendalian

kualitas perempuan lembaga legislatif Penduduk, KB,

(jabatan politik dan Pemberdayaan

publik) Perempuan dan
Perlindungan

Anak
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN | OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
Peningkatan kualitas Persentase kelompok 49.90% |56.10%| 62.40% | 68.70% | 74.90% 81.20% 586,501,156 Dinas
hidup perempuan perempuan yang Pemberdayaan
memiliki usaha industri Perempuan,
rumahan Perlindungan
_ Anak,
Peningkatan IPG 86.31 87.14 | 87.97 88.58 89.63 90.46 Pengendalian
Peningkatan IDG 50.30 65.94 | 69.38 72.82 76.26 79.70 Penduduk dan
Rasio perempuan yang 3.92 4.0 5.0 8.0 10 12 Keluarga
memiliki kapasitas Berencana
sebagai tenaga
manager,profesional,admi
nistrasi,tekhnisi
Penerapan Anggaran 21.21% |36.36% | 51.52% | 66.67% | 81.82% 100%
Responnsif Gender pada
OPD
Persentase legislatif 8% 30% 30% 30% 30% 30%
perempuan yang terpilih
INDIKATOR SDGs: 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
Penataan Administrasi |Prosentase dokumen % 79 85 89 93 96 98 7,812,188,876 Dinas
Kependudukan kependudukan yang Kependudukan
terlayani dan Pencatatan
Sipil
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
Penataan Administrasi |Prosentase dokumen % 79 85 89 93 96 98 7,812,188,876 Dinas
Kependudukan kependudukan yang Kependudukan
terlayani dan Pencatatan
Sipil
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
Penataan Administrasi |Prosentase dokumen % 79 85 89 93 96 98 7,812,188,876 Dinas
Kependudukan kependudukan yang Kependudukan
terlayani dan Pencatatan
Sipil
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN |  OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
Program pel’lll’lgkatal’l PAD 134,191,044,743 | ############# | 180,567,469,806 | 286,105,533,454 343,691,472,714 | 398,682,108,348 11 571 610 000 Badal’l Keual’lgal’l
dan Pengembangan
pengelolaan keuangan 1o o ReTTer bagi 8,200 500 3,000 | 3,000 3,000 3,000 36,000,000,000
daerah

Masyarakat (Penyertaan

Modal PDAM Danum

Taka) (SR)

Penlngkatan PAD (ia.r1 451’8957358 ##########4 550,000,000 600,000,000 650,000,000 700,000,000 2’000’000,000

Usaha Daerah

(Penyertaan Modal

PERUMDA Benuo Taka)

Peningkatan PAD dari _ _ 10,000,000,000 | #############F 10,000,000,000

Usaha Daerah Melalui PI

10% Wilayah Kerja Migas

(Penyertaan Modal

PERUMDA Benuo Taka

Energy - PBTE)

Sambungan Jargas 4,260 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 800,000,000

(Penyertaan Modal

PERUMDA Benuo Taka

Energy - PBTE)
INDIKATOR SDGs: 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Optimalisasi Jumlah Layanan Publik aplikasi 43 43 43 43 43 43 5,200,000,000 Diskominfo
Pemanfaatan Teknologi [yang berbasis Teknologi
Informasi Informasi
INDIKATOR SDGs: 17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
Optimalisasi Jumlah Layanan Publik aplikasi 43 43 43 43 43 43 5,200,000,000 Diskominfo

Pemanfaatan Teknologi
Informasi

yang berbasis Teknologi
Informasi
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MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER (SESEUAI RPJMD)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021 | 2022 | 2023

ALOKASI

ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 1 Tanpa Kemisikinan

INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan

kelompok umur.

Program pemberdayaan |Persentase KK miskin yang % 88 90 96 100 1,110,000,000 Dinas Sosial
fakir miskin, Komunitas {[menerima bantuan sosial
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Presentase KK miskin yang 4 4 4 4 300,000,000
Masalah Kesejahteraan . .
Sosial (PMKS) lainnya menerima pelatihan
ketrampilan berusaha
Persentase KAT yang 100 100 100 75 300,000,000
mendapatkan pembinaan
Program pembinaan Persentase warga panti % 100 100 100 100 1,395,000,000 Dinas Sosial
panti jompo jompo yang menerima
pembinaan
Persentase lanjut usia 100 100 100 100
terlantar yang telah
menerima jaminan sosial
Persentase lanjut usia 100 100 100 100
terlantar yang telah
menerima pembinaan
Program pembinaan Persentase anak terlantar % 100 100 100 100 178,459,515 Dinas Sosial
anak terlantar yang menerima pembinaan
Program Pemberdayaan |Cakupan organisasi % 100 100 100 100 1,056,160,500 Dinas Sosial
Kelembagaan kesejahteraan sosial yang
Kesejahteraan Sosial mendapatkan pembinaan
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
Program Pembinaan Persentase penyandang % 88 92 96 100 121,060,775 Dinas Sosial
para Penyandang Cacat |disabilitas yang telah
dan Trauma menerima jaminan sosial
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Program Persentase korban bencana % 100 100 100 100 262,500,000 Dinas Sosial
penanggulangan korban |sosial yang menerima
bencana sosial bantuan sosial
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Program pencegahan Sistem pencegahan dini % 70 75 80 80 4,528,950,799 BPBD
dini &penanggulangan |yang berfungsi (SPP dan
korban bencana alam SOP)
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
Program rehabilitasi dan|Cakupan pelayanan - - - - - BPBD

rekonstruksi korban
bencana sosial

rehabilitasi dan
rekonstruksi korban
bencana sosial

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

INDIKATOR SDGs: 2.1.1

* Prevalensi ketidakcukupan

Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)

Peningkatan Ketahanan |Ketersediaan pangan % 40 45 50 55 17,650,569,125| Dinas Ketahanan
Pangan utama pertanian Pangan, Dinas
Pertanian /Perkebunan Pertanian
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.
Perbaikan Gizi Presentase balita mendapat % 76 77 78 80 7,994,766,950| Dinas Kesehatan
Masyarakat kapsul Vit A

Presentase ibu hamil 78 80 90 100 3,018,717,300

mendapat Fe 90

Cakupan Desa/kelurahan 100 100 100 100 2,190,717,300

Universal Child

Immunization (UCI)
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.
Peningkatan Pelayanan |Balita berat badan di Anak - - - - 4,456,470,000| Dinas Kesehatan
Kesehatan Anak Balita [bawah garis Merah (BGM)

Cakupan pelayanan Y% 65 70 75 80

kesehatan balita

Rasio Posyandu per 1000 365 370 375 380

balita




PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN BASELINE

TARGET TAHUNAN

ALOKASI

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)

Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan

Luas lahan yang
menghasilkan produksi
pertanian (padi)

Hektar 9,800

10,000

10,200

10,400

13,665,109,909

Luas lahan yang
menghasilkan produksi
pertanian (jagung)

Hektar 360

370

380

400

Luas lahan yang
menghasilkan produksi
pertanian (kedelai)

Hektar 100

110

120

130

Luas lahan yang
menghasilkan produksi
pertanian (bawang merah)

Hektar 30

35

40

45

Luas lahan yang
menghasilkan produksi
pertanian (jeruk)

Hektar 420

430

440

450

Dinas Ketahanan
Pangan, Dinas
Pertanian

INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.

Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan

Cakupan kelompok
peternak yang
diberdayakan

% 12

13

14

15

6,244,583,389

Dinas Pertanian

INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan:

berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak

Pencegahan dan Rasio populasi ternak yang % 72 73 74 75 895,235,747| Dinas Pertanian
Penanggulangan sehat terhadap jumlah

Penyakit Ternak ternak

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).

Promosi Kesehatan Dan |Cakupan rumah tangga % 74 76 78 80 438,910,280| Dinas Kesehatan
Pemberdayaan yang mendapatkan promosi

Masyarakat kesehatan

INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

Pencegahan dan Cakupan Penanganan % 74 76 78 80 6,684,000,000( Dinas Kesehatan

Penanggulangan
Penyakit Menular

Penderita Penyakit BC




PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

ALOKASI

2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023

ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 3.5.1.

(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA

yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti ses

uai standar pelayanan.

Program pembinaan eks |[Cakupan eks peyandang Orang 330 325 320 320 305,534,755 Dinas Sosial
penyandang penyakit penyakit sosial yang
sosial (eks narapidana, |menerima pembinaan
PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pelayanan Kesehatan Presentase peserta jaminan % 92 94 96 98 2,250,000,000| Dinas Kesehatan
Penduduk pemeliharaan kesehatan di
Miskin unit layanan
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.
Pencegahan dan Prevalensi hipertensi Kasus 19,000 18,000 | 16,000 | 15,000 3,100,000,000| Dinas Kesehatan
Penanggulangan
Penyakit Menular
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Obat dan Perbekalan Cakupan ketersediaan obat % 100 100 100 100 12,628,190,198| Dinas Kesehatan
kesehatan esensial generic di faskes
Upaya kesehatan Persentase masyarakat % 80 85 87 90 48,741,712,000 Dinas
masyarakat yang terlayani puskemas Kesehatan,
RSUD, Dinas
Kearsipan dan
Perpustakaan
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
Pemerataan tenaga Rasio Dokter (per 100.000 28 32 37 40 38,634,465,600| Dinas Kesehatan
kesehatan penduduk)
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
Wajib Belajar Sembilan |Persentase unit pendidikan % 4 6 8 10 74,869,620,000 Dinas
tahun yang Pendidikan dan
mengimplementasikan Kebudayaan
model unggulan mutu
pendidikan
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN S PELAKSANA
Pendidikan Non-formal |[Angka putus sekolah % 0.702 0.47 0.23 0 1,020,000,000 Dinas

masyarakat Pendidikan dan

Jumlah lembaga Unit 14 16 18 20 450,000,000| Kebudayaan

pendidikan keterampilan

Jumlah keaksaraan Orang 10,000 9,500 9,000 8,500 3,850,000,000

mandiri

Persentase tenaga tutor % 28 32 36 40 4,950,000,000

yang memiliki kualifikasi
Tujuan 5 Kesetaraan Gender
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
Program Peningkatan |Persentase perempuan % 54 54.50 55 55 935,800,000| Dinas Pengendalian
peran serta dan dalam pekerjaan upahan di Penduduk, KB,

Pemberdayaan

kesetaraan gender sektor formal non- Perempuan dan
dalam pembangunan pertanian Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh

Program Peningkatan Persentase kasus % 80 90 100 100 998,888,888| Dinas Pengendalian
kualitas Hidup perl- kekerasan terhadap Penduduk, KB,

. . . Pemberdayaan
lindungan Perempuan |perempuan yang ditangani Perempuan dan
(kekerasan perempuan) Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.

Program Penguatan Persentase kasus % 80 90 100 100 845,000,000 Dmas_
Kelembagaan kekerasan anak yang Pengendalian
p . R Penduduk, KB,
engarusutamaan ditangani
Gender dan Anak Pemberdayaan
€ Perempuan dan
(kekerasan anak) Perlindunean Anak
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Program keserasian Rasio perempuan terhadap 6:30 6:30 | 10:30 | 10:30 898,000,000 Dinas Pengend
kebijakan peningkatan |laki-laki pada lembaga Penduduk, KB,
kualitas perempuan legislatif Pemberdayaan
(jabatan politik dan Rasio PNS perempuan 2395 : 2450 : | 2500 : | 2555: PP flffe(rinpuan iarl .
publik) terhadap PNS laki-laki 5582 5582 | 5582 5582 erindungan Ana
Rasio pejabat struktural 250 : 787 | 265: 285: 300 :
perempuan terhadap 787 787 787

pejabat struktural laki- laki

Tujuan 6 Air Kebersihan

dan Sanitasi Layak
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021 | 2022 | 2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 6.1.1.

(a) Persentase rumah tangga

yang memiliki

akses terha

dap layanan sumber air minum layak.

Penyediaan dan Persentase desa yang % 53 63 73 83 2,259,160,350| Dinas Pekerjaan
pengelolaan air baku masuk dalam cakupan Umum dan Tata
pelayanan PDAM Ruang
Persentase sarana % 50 65 70 85 20,853,787,500
penampungan air baku
dalam kondisi baik
Pengembangan Kinerja |Persentase teknologi % 15 17 19 21 17,250,000,000 Dinas
Pengelolaan Air Minum |pengeloahan air minum Perumahan
dan Air Limbah yang dimanfaatkan Kawasan ’
Permukiman dan
Pertanahan
Pengembangan, Jumlah desa yang memiliki Desa 72 75 78 81 9,000,000,000
pengelolnaan, dgn sarana air baku Dinas Pekerjaan
konversi sungai, danau,
. Umum dan Tata
dan sumber daya air R
lai uang
ainnya
Pengembangan dan Persentase kecamatan yang % 75 85 95 100 8,341,515,000

pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan
jaringan pengairan

terinstalasi jaringan air
bersih

Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata

lainnya Ruang

INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Lingkungan sehat Cakupan lingkungan yang % 74 79 84 90 19,411,400,550 Dinas

perumahan sehat dan aman yang Perumahan
didukung Prasarana, Kawasan ’
Sarana dan Utilitas mum .

Pemukiman dan

(PSU) Pertanahan

Pengembangan Rumah Tangga ber-PHBS % 70 75 80 85 75,244,809 Dinas Kesehatan

Lingkungan

Sehat

INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

Pengendalian Nilai status lingkungan 70.5 73.5 76.5 80 8,921,590,000 Dinas

Pencemaran dan hidup daerah Lingkungan

- 1 T 1

Trea

288



rerasaran LIMgRUNgan ILaju deforestasi Ha/tahun 16,800 | 16,200 15,600 | 15,000 375,000,000 Hidup
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.
Rehabilitasi dan Persentase peningkatan % 6.8 7.2 7.6 8 1,000,000,000 Dinas
Pemulihan Cadangan luas area DAS yang Lingkungan
Sumber Daya Alam terkonservasi Hidup
Persentase luas HCV dalam % 7 8 9 10
kawasan izin pemanfaatan
lahan
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.
Peningkatan dan Rasio elektrifikasi 0.8 0.85 0.9 0.9 9,703,988,396 Dinas

fasilitasi pengembangan

Perindustrian dan

sarana dan pra-sarana Energi
kelistrikan
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan
Penciptaan iklim usaha |Persentase UMKM yang % 30 45 60 75 764,977,454 Dinas
kecil menengah yang mendapatkan kredit Perindustrian
kondusif perbankan Perdagangan ’
Koperasi dan
UKM
Pengembangan sistem |Cakupan produk UMKM Produk 75 100 125 150 85,000,000 Dinas
pendukung usaha bagi |yang mendapatkan Perindustrian
UMKM permodalan Perdagangan ’
Koperasi dan
UKM
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
Pengembangan Persentase lembaga mitra % 100 100 100 100 232,335,040 Dinas Pemuda
kemitraan yang aktif berkerjasama Olahraga dan
Pariwisata
Pengembangan Jumlah destinasi wisata Destinasi 12 13 14 15 1,405,038,483| Dinas Pemuda
destinasi pariwisata yang dikembangkan Olahraga dan
Pariwisata
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara
Pengembangan Jumlah media pemasaran Jenis 5 5 5 5 540,000,000| Dinas Pemuda
pemasaran pariwisata |pariwisata Pemerintah Olahraga dan
Daerah Pariwisata
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Pengembangan Jumlah media pemasaran Jenis 5 5 5 5 540,000,000 Dinas Pemuda

pemasaran pariwisata

pariwisata Pemerintah

Olahraga dan

Daerah Pariwisata
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.
Pengembangan sentra- |Kontribusi industri kecil % 60 70 80 90 3,745,712,500 Dinas
sentra industri potensial [menengah terhadap PDRB Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan
UKM
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.
Pengendalian Jumlah Emisi yang Juta ton CO2 2.29 2.01 1.77 1.58 1,995,000,000 Dinas
Pencemaran dan diturunkan dari eq Lingkungan
Perusakan Lingkungan |Pemanfaatan Lahan di Hidup

Hidup

areal APL (juta ton CO2 eq)
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal
Pengembangan lembaga |Persentase desa yang % 40 60 80 100 554,540,489 Dinas
ekonomi pedesaan memiliki BUMDES Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Peningkatan pembinaan |Persentase desa yang % 75 100 100 100 1,060,428,296 Badan
dan Pengembangan menyusun dan melaporkan Pemberdayaan
penyelenggaraan kinerja penyelenggaraan Masyarakat dan
pemerintahan pemerintahan desa Desa
desa/Kelurahan
Penataan Lembaga Persentase Lembaga % - - - - - Badan
Kemasyarakatan kemasyarakatan desa aktif Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia
Pendidikan politik Partisipasi pemilih dalam % - - 75 - - Kantor
masyarakat (pilkada) pilkada Kesbangpol;
Partisipasi pemilih dalam % - - - - Satpol PP; Bagian
pilgub Tata
Pemerintahan
Pendidikan politik Partisipasi pemilih dalam % - 75 - - 1,331,506,000 Kantor
masyarakat (pileg & pileg Kesbangpol;
pilpres) Partisipasi pemilih dalam % - 70 - - Satpol ’];Pt’ Bagian
ata

pilpres

Pemerintahan

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki

akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Pengembangan
perumahan

Rasio rumah layak huni

Unit

70

95

120 145

6,082,354,700

Dinas
Perumahan,
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Program Persentase korban bencana % 100 100 100 100 262,500,000 Dinas Sosial
penanggulangan korban [sosial yang menerima
bencana sosial bantuan sosial
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
Program pencegahan Sistem pencegahan dini % 70 75 80 80 4,528,950,799 BPBD
dini dan yang berfungsi (SPP dan
penanggulangan korban [SOP)
bencana alam
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Pengembangan kinerja |Cakupan ibukota IKK 2 2 1 1 20,481,924,726 Dinas
pengelolaan kecamatan yang memiliki Lingkungan
persampahan fasilitas pengelolaan Hidup

sampah

Jumlah rumah tangga yang Rumah 7,200 8,700 | 10,200 | 11,700 4,200,000,000

melakukan pengelolaan Tangga

sampah secara mandiri

% 38 52 66 80 23,685,969,246

Persentase kecamatan yang
sudah terlayani
pengelolaan pesampahan

Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Program
penanggulangan korban
bencana sosial

Persentase korban bencana
sosial yang menerima
bantuan sosial

%

100

100

100

100

262,500,000

Dinas Sosial

Tujuan 14 Ekosistem Lautan

INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.

Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Perikanan

Cakupan masyarakat
perikanan yang
diberdayakan

%

15

17.5

20

22.5

1,507,864,000

Dinas Perikanan




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 15 Ekosistem Daratan
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Perlindungan dan Persentase luasan kawasan % 21.50 24.00 26.50 30.00 1,677,216,547 Dinas
Konservasi Sumber lindung terhadap luasan Lingkungan
Daya Alam kabupaten Hidup
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Pemeliharaan Jumlah linmas per 10.000 Orang 890 890 890 890 222,615,838 Kantor
kantrantibmas dan penduduk Kesbangpol;
pencegahan tindak Jumlah aksi unjuk rasa Kasus 118 108 108 100 3,300,106,952 Satpol PP

kriminal (SDM dan
sarana & prasarana)

anarkis

INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik d

an/atau agresi psikologis dari

Program Penguatan Persentase kasus % 80 90 100 100 845,000,000 Dinas
Kelembagaan kekerasan anak yang Pengendalian
Pengarusutamaan ditangani Penduduk, KB,
Gender dan Anak Pemberdayaan
(kekerasan anak) Perempuan dan
INDIKATOR SDGs: 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Pencegahan dan Jumlah kasus korupsi yang 3 3 3 3 1,914,127,080 Inspektorat
pemberantasan korupsi [telah diputus secara Kabupaten
hukum
Persentase PD yang telah 2 2 3 3

menerapkan zZona
WBK/WBM

INDIKATOR SDGs: 16.6.1.(a) Persentase peningkatan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah

Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah (BPKAD)

Persentase PD yang
menyusun laporan
keuangan sesuai standar

100

100 100 100

19,530,406,204

BPKAD

INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
Program keserasian Rasio perempuan terhadap 6:30 6:30 | 10:30 | 10:30 898,000,000 Dinas
kebijakan peningkatan [(laki-laki pada lembaga Pengendalian
kualitas perempuan legislatif Penduduk, KB,
(jabatan politik dan Pemberdayaan
publik) Perempuan dan
Perlindungan
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
Program keserasian Rasio pejabat struktural 250 : 787 | 265: 285: 300 : - Dinas
kebijakan peningkatan |perempuan terhadap 787 787 787 Pengendalian
kualitas perempuan pejabat struktural laki- laki Penduduk, KB,
(jabatan politik dan Pemberdayaan
publik) Perempuan dan
Perlindungan

INDIKATOR SDGs: 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pe

ncatatan sipil, menurut umur.

Program penataan
administrasi
kependudukan

Kepemilikan akte lahir per
1000 penduduk

107,438

114,487

121,352 128,726

Kantor kecamatan,
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

Program penataan Kepemilikan akte lahir per 107,438 |114,487| 121,352 | 128,726 -| Kantor kecamatan,

administrasi 1000 penduduk Dinas

kependudukan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

Program penataan Kepemilikan akte lahir per 107,438 |114,487| 121,352 | 128,726 -| Kantor kecamatan,

administrasi
kependudukan

1000 penduduk

Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
Peningkatan dan Persentase kontribusi PAD % 7 8 9 10 11,736,176,949 Bapenda
pengembangan terhadap total pendapatan
pengelolaan keuangan
daerah (pendapatan)
INDIKATOR SDGs: 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Pengembangan Persentase desa yang bisa % 54 66 78 90 18,755,544,000 Dinas
komunikasi, informasi, |mengakses informasi digital Komunikasi,
dan media massa Informatika,

Statistik dan

Percandian

INDIKATOR SDGs: 17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan

akses telekomunikasi universal dan

internet.

Pengembangan
komunikasi, informasi,
dan media massa

Persentase desa yang bisa
mengakses informasi digital

%

54

66 78 90

18,755,544,000

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan

DPersandian
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MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (SESUAI RPJMD)

BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 1 Tanpa Kemisikinan
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Program Pembinaan Persentase Panti Sosial % 100 100 100 100 3,045,000,000 Dinas Sosial
Panti Asuhan Anak yang menyediakan sarana
/Panti Jompo prasarana pelayanan

kesehatan sosial
Fasilitasi Pelayanan Jumlah anak asuh yang anak 40 1,015,000,000
anak pada UPT Panti terfasilitasi
Sosial Asuhan Anak
Tenggarong
Program Rehabilitasi 1) Persentase PMKS yang % 1) 100 | 1) 100 1) 100 6,120,000,000 Dinas Sosial
Sosial Bagi PMKS tertangani 2) 100 | 2) 100 | 2) 100

2) Persentase penyandang

cacat fisik dan mental,

serta lanjut usia tidak

potensial yang telah

menerima jaminan sosial
Fasilitasi Pelayanan Jumlah anak dan lanjut usi orang 50 100,000,000
Kesejahteraan Sosial
Anak dan Lanjut Usia
(adopsi, anak terlantar
masuk panti, PSBR,
Panti lansia)
Fasilitasi Alat Bantu Jumlah alat bantu orang 50 150,000,000
Aksesibilitas bagi Lanjut |aksesibilitas bagi lansia
Usia Non Potensial non potensial
Program Penanganan Cakupan Fakir Miskin/ % 90 90 90 6,674,861,725(Dinas Sosial
Fakir Miskin Orang Tidak Mampu yang

tertangani




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Fasilitasi Ketrampilan [Jumlah Fakir Miskin yang orang 50 125,000,000|Dinas Sosial
Berusaha bagi Fakir memperoleh Pelatihan
Miskin Ketrampilan
Fasilitasi Bantuan keluarga 24,000 600,000,000
Pangan Non Tunai Jumlah Fakir miskin yang
(Rastra) penerima BPNT
Operasional Puskessos kelurahan 50 600,000,000

Kelurahan

Jumlah Puskesos di
Kelurahan yang
memperoleh bantuan
operasional

INDIKATOR SDGs: 1.3.1.

(c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuh

i hak dasarnya dan inklusivitas.

Program pembinaan
para penyandang cacat
dan trauma

Presentase pembinaan
sosial bagi penyandang
cacat dan eks trauma

%

60

Dinas Sosial

Program Rehabilitasi 1) Persentase PMKS yang 1) % 1) 100 | 1) 100 1) 100 6,120,000,000
Sosial Bagi PMKS tertangani 2) % 2) 100 | 2) 100 | 2) 100
2) Persentase penyandang
cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan sosial
Fasilitasi alat bantu orang S0 150,000,000
aksesibilitas, bagi
penyandang Disabilitas |jumlah penyandang
(dan Eks penyakit disabilitas penerima alat
kronis -kusta,tb paru,) |bantu
Pelayanan jumlah anak dengan orang 40 200,000,000
Kesejahteraan Sosial kecacatan penerima
bagi Anak pelayanan

dengan Kecacatan
melalui panti (SDLB)

Dinas Sosial
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Rehabilitasi sosial dan |jumlah penyandang cacat orang 25 100,000,000|Dinas Sosial
medis bagi dan eks trauma penerima
penyandang disabilitas |rehabilitasi sosial dan
dan eks trauma medis
(psikotik dan pasung,
kusta)
Fasilitasi Penerima Jumlah penerima orang 100 100,000,000
Jaminan sosial bagi Jaminan sosial bagi
penyandang disabilitas |penyandang disabilitas
berat dan lansia non berat dan lansia non
potensial potensial
Program Perlindungan |1) Persentase Keluarga 1) % 1) 100 | 1) 100 1) 100 7,412,846,000 Dinas Sosial
dan Jaminan Sosial Penerima Manfaat (KPM) 2) % 2) 100 | 2) 100 | 2) 100

yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar;

2) Persentase korban

bencana dan kelompok

rentan yang menerima

bantuan dan jaminan pada

masa tanggap darurat
Penunjang Operasional orang 250 850,000,000
Pendampingan
Program Keluarga .
Harapan Jumlah Pendamping

Program Keluarga

Harapan
Fasilitasi Pertemuan Jumlah KPM PKH yang keluarga 30 150,000,000
peningkatan mengikuti P2K2
Kemampuan KPM PKH
Bantuan stimulan bagi [Jumlah KPM PKH yang keluarga 100 200,000,000

KPM

memperoleh bantuan
stimulan




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Program Tanggap Cakupan layanan % 100 100 100 100 5,113,000,000 Badan
Darurat penyelamatan dan evakuasi Penanggulangan
Penanggulangan korban bencana Bencana Daerah
Bencana
Penyediaan Peralatan unit 100 200,000,000
Perl'mdl%ngan dan Jumlah peralatan
Kesiapsiagaan terhadap .
perlindungan
bencana Kkesiapsi
esiapsiagaan

- 600,000,000
Pencarian, Pertolongan
dan Evakuasi
Korban Bencana
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Program Pencegahan 1) Jumlah Desa/Kelurahan | 1) desa/kel; 1) 2; 1) 4; 1) 6; 1) 8; 3,309,000,000 Badan
Dini dan Tangguh Bencana; 2) persen 2) 100 2) 100 | 2) 100 | 2) 100 Penanggulangan
Penanggulangan Korban |[2) Cakupan Layanan Bencana Daerah
Bencana Alam Informasi Rawan Bencana
Fasilitasi persiapan Persentase Desa Tangguh Desa/ 6 450,000,000
Desa Tangguh Bencana |Bencana Kelurahan
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial
Program Tanggap Cakupan layanan % 100 100 100 100 5,113,000,000 Badan
Darurat penyelamatan dan evakuasi Penanggulangan
Penanggulangan korban bencana Bencana Daerah
Bencana
Pengerahan - 463,000,000
Peralatan/Logistik dan
Pemenuhan Kebutuhan
dasar




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Program Perlindungan |1) Persentase Keluarga 1) % 1) 100 | 1) 100 1) 100 7,412,846,000 Dinas Sosial
dan Jaminan Sosial Penerima Manfaat (KPM) 2) % 2) 100 | 2) 100 | 2) 100

yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar;

2) Persentase korban

bencana dan kelompok

rentan yang menerima

bantuan dan jaminan pada

masa tanggap darurat
Penanganan masalah- Jiwa 3,000 600,000,000
masalah strategis yang
::r:;;)r;}t/adr;grl;l;;tt zr;igap Jumlah korban bencana
kejadian luar biasa yang menerima bantuan

selama masa tanggap

darurat
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial
Program Rehabilitasi 1) Persentase PMKS yang 1) % 1) 100 | 1) 100 1) 100 6,120,000,000 Dinas Sosial
Sosial Bagi PMKS tertangani 2) % 2) 100 | 2) 100 2) 100

2) Persentase penyandang

cacat fisik dan mental,

serta lanjut usia tidak

potensial yang telah

menerima jaminan sosial
Pelayanan rehabilitasi |Jumlah anak dan orang 70 350,000,000

Psikososial di Rumah
perlindungan dan
Trauma Centre ( RPTC)
dan Penguatan Fungsi
Sosial

perempuan korban tindak
kekerasan dan perlakuan
salah yang menerima
rehabilitasi psikososial
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

SIS T | U e SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022|2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.
Program Pencegahan 1) Jumlah Desa/Kelurahan | 1) desa/kel; 1) 2; 1) 4; 1) 6; 1) 8; 3,309,000,000 Badan
Dini dan Tangguh Bencana; 2) persen 2) 100 2) 100 | 2) 100 | 2) 100 Penanggulangan
Penanggulangan Korban |2) Cakupan Layanan Bencana Daerah
Bencana Alam Informasi Rawan Bencana
Sekolah Siaga Bencana |Jumlah Sekolah Siaga sekolah 3 75,000,000

Bencana
Pelatihan pencegahan |sarana dan prasarana orang 20 140,000,000

dan mitigasi bencana

berupa alat komunikasi
dan sistem peringatan dini
kebencanaan beerbabis
keemasyarakatan

INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko ben

cana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Program Pencegahan 1) Jumlah Desa/Kelurahan | 1) desa/kel; 1) 2; 1) 4; 1) 6; 1) 8; 3,309,000,000
Dini dan Tangguh Bencana; 2) persen 2) 100 2) 100 | 2) 100 2) 100

Penanggulangan Korban |[2) Cakupan Layanan

Bencana Alam Informasi Rawan Bencana

Penyusunan Kajian dokumen 1 800,000,000

Risiko Bencana ( KRB)

Jumlah Dokumen KRB

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

BASELINE TARGET TAHUNAN

S 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

INDIKATOR SDGs: 2.1.1

* Prevalensi ketidakcukupan

Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)

1) Penguatan Kebijakan/
Program/Kegiatan
Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan dan Gizi
Lintas Sektor (Cakupan
Regulasi Ketahanan
Pangan);

2) Prosentase Ketersediaan
pangan utama Beras;

3) Persentase desa
berstatus swasembada
pangan utama (beras);

4) Ketersediaan Energi dan
Protein Perkapita (Skor Pola
Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan);

5) Penanganan Daerah
Rawan Pangan (Penurunan
jumlah penduduk rawan
pangan (%/tahun);

6) Konsumsi Energi dan
Protein Perkapita (PPH)
Konsumsi (Cakupan nilai
(score) Pola Pangan
Harapan Konsumsi);

7) Cakupan Keamanan
Pangan segar (%)

1) Regulasi; 1) 1; 1) 1;
2) persen; 2) 131; 2) 132;
3) persen; 3) 22; 3) 23;
4) skor; 4) 94; 4) 95;
5) persen; 5) 1; 5) 1;
6) skor; 6) 92; 6) 92;
7) persen 7) 85 7) 86

5,471,470,000

Dinas Ketahanan
Pangan
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

ALOKASI

2019 | 2020 | 2021 | 2022 [ 2023

ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 2.1.1.

(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.

Program Perbaikan Gizi |1) Prevalensi Balita Gizi 1) persen; 1) 16; 1) 1) 17; |[1) 16.56; 10,129,568,225
Masyarakat Kurang; 2) persen; 2) 100; 17.44; | 2) 100; | 2) 100;

2) Persentase balita Gizi 3) persen; 3) 0; 2) 100; | 3)28; 3) 27;

Buruk mendapat 4) persen; 4) 0; 3) 28; 4)9; 4)9;

perawatan; 5) persen; 5) 97; 4) 10; 5) 95; 5) 97;

3) Prevalensi Balita 5) 92;

Stunting;

4) Prevalensi Balita Kurus;

5) Persentase Ibu Hamil

KEK mendapat PMT ;
Pencegahan dan Jumlah kasus gizi buruk orang 39 300,000,000

Penanggulangan bumil
KEK

dan anak gizi
buruk/KEP

yang mendapatkan
perawatan, jumlah
penderita TB KEP yang
mendapat makanan
tambahan, dan jumlah
Bumik KEK yang
mendapatkan makanan
tambahan

Dinas Kesehatan

INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berd

asarkan p

ada Skala Pengalaman Kerawananan

pangan.

Program Pengembangan
Ketersediaan Pangan
dan Sistem Distribusi
Pangan

1) Prosentase Ketersediaan
pangan (Beras);

2) Koefisien variasi pangan
(beras) di tingkat
konsumen (CV) <10%;

3) Penguatan Cadangan
Pangan (beras);

4) Terbentuknya Lembaga
Distribusi Pangan
Masyarakat

1) persen;
2) persen;
3) ton;

4) kelompok

1) 133;

2) <10;
3) 25;
4) 3;

1) 135;

2) <10;
3) 50;
4) 6;

3,550,000,000

Dinas Ketahanan
Pangan
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Pemantauan Daerah Jumlah jiwa dalam Desa/ 30 300,000,000 |Dinas Ketahanan
Rawan Pangan desa/kelurahan yang Kelurahan Pangan

mendapat penanganan

rawan pangan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.
Program Perbaikan Gizi |1) Prevalensi Balita Gizi 1) persen; 1) 16; 1) 1) 17; |1) 16.56; 10,129,568,225| Dinas Kesehatan
Masyarakat Kurang; 2) persen; 2) 100; 17.44; | 2) 100; | 2) 100;

2) Persentase balita Gizi 3) persen; 3) 0; 2) 100; | 3)28; 3) 27;

Buruk mendapat 4) persen; 4) 0; 3) 28; 4)9; 4)9;

perawatan; 5) persen; 5) 97; 4) 10; 5) 95; 5) 97;

3) Prevalensi Balita 5) 92;

Stunting;

4) Prevalensi Balita Kurus;

5) Persentase Ibu Hamil
INDIKATOR SDGs: 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
Program Perbaikan Gizi |1) Prevalensi Balita Gizi 1) persen; 1) 16; 1) 1) 17; |1) 16.56; 10,129,568,225| Dinas Kesehatan
Masyarakat Kurang; 2) persen; 2) 100; 17.44; | 2) 100; | 2) 100;

2) Persentase balita Gizi 3) persen; 3) 0; 2) 100; | 3)28; 3) 27;

Buruk mendapat 4) persen; 4) 0; 3) 28; 4)9; 4)9;

perawatan; 5) persen; 5) 97; 4) 10; 5) 95; 5) 97;

3) Prevalensi Balita 5) 92;

Stunting;

4) Prevalensi Balita Kurus;

5) Persentase Ibu Hamil
Peningkatan kapasitas [Jumlah petugas terlatih orang 25

tatalaksana
Stunting/Kretin pada
baduta

penanganan balita
stunting/kretin

304



BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN |  OUTFUT/INDIKATOR SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) (i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita

Masyarakat Berbasis
Komoditi Pangan Lokal

Program Pengembangan |1) Cakupan nilai (score) 1) skor; 1) 92,8; | 1)93; 2,739,997,200 | Dinas Ketahanan
Konsumsi Pangan dan [Pola Pangan Harapan 2) persen 2) 87 2) 88 Pangan
Keamanan Pangan Konsumsi;
Masyarakat 2) Cakupan Keamanan
Pangan segar

Analisis Situasi dan Jumlah Responden/Rumah | Responden/ 540 49,998,600
Kebutuhan Konsumsi [tangga Rumah
Pangan Wilayah (Survey Tangga
Pola Pangan Harapan
(PPH)Konsumsi

. . . Jumlah kelompok kelompok 14 270,000,000
Optimalisasi
pemanfaatan
pekarangan

INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pe

rtanian (rupiah per

tenaga kerja)

Program peningkatan 1) Padi Sawah (Kwt/Ha) 1) Kwt / Ha | 1) 54.13 | 1) 55.63 9,458,346,000 |Dinas Pertanian
produksi pertanian 2) Padi Ladang (Kwt/Ha) 2) Kwt / Ha | 2)35.48 |2)36.76 dan Peternakan

3) Kedelai (Kwt/Ha) 3)Kwt / Ha | 3)14.58 |3 1471

4) Kacang Tanah (Kwt/Ha) | 4) Kwt / Ha [ 4) 12.95 54;) 217289683

5) Ubi Kayu (Kwt/Ha) 5) Kwt / Ha | 5) 255.62 |g) 118.49

6) Ubi Jalar (Kwt/Ha) 6) Kwt / Ha | 6) 118.47 7)

7) Padi Sawah (Ton) 7) Ton 7) 223.404 | 235.628

8) Padi Ladang (Ton) 8) Ton 8) 16.321 (8) 17.645

9) Kedelai (Ton) 9) Ton 9) 476 9) 509

10) Kacang Tanah (Ton) 10) Ton 10) 662 | 10) 665

11) Ubi Kayu (Ton) 11) Ton |[11)35.176 451;)18

12) Ubi Jalar (Ton) 12) Ton 12) 6.042 12) 6.043

13) Tanaman Buah (Ton) 13) Ton 13) 63.773 13)

14) Tanaman Sayuran 14) Ton 14) 33.636| 64.322

Dataran Rendah (Ton) 14)

34.931

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian

13,000,000,000




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Pengembangan 100,000,000
Perbenihan /
Pembibitan
Tanaman Pangan
Peni Jumlah kelompok Tani- kelompok 1,000,000,000
eningkatan 1
Kemampuan Lembaga Nelayan
Petani-
Nelayan
Program peningkatan 1) Cakupan Nilai 1) Rp. 1) 1) 1) 0 1) 0 3,050,000,000
pemasaran hasil Pemasaran Hasil Pertanian 2) Persen |[3.812.299.|4.284.9(2) 12.45|2) 12.51
produksi pertanian Tanaman Pangan dan 421.725 |51.069.
Hortikultura 2)n.a 069
2) Pertumbuhan Nilai 2) n.a
pemasaran komoditi Dinas Pertanian
pertanian dan Peternakan
Promosi Atas Hasil Jumlal:l_ eve.n /pameran even/ 6 200,000,000
Produksi yang diikuti pameran
Pertanian /Perkebunan
Unggulan Daerah
Peningkatan informasi [Jumlah Pertemuan antara kali 2 250,000,000
pemasaran hasil Petani Tanaman Pangan
pertanian tanaman dan Hortikultura dengan
pangan dan pelaku usaha
hortikultura
Pengembangan Jumlah Kelompok Usaha kelompok 9 200,000,000

Kerjasama Kemitraan
Usaha
Agribisnis

yang Terbina/melakukan
kerjasama kemitraan
agribisnis




PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019 | 2020 | 2021 | 2022 [ 2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 3 Kehidupan Seh

at dan Sejahtera

INDIKATOR SDGs: 3.2.2.

(b) Persentase kabupaten/ko

ta yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Program Pengendalian |1) Cakupan imunisasi 1) persen; 1) 77.5; 1) 90; 1) 91; 1) 92; 6,734,248,000| Dinas Kesehatan
Penyakit dan Surveilans |dasar lengkap pada bayi > 2) persen; 2) 100; |[2)100; | 2) 100; | 2) 100;
80%;
2) Cakupan
Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
100%;
Fasilitasi Peningkatan Cakupan Imunisasi 567,500,000
INDIKATOR SDGs: 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
Program Pencegahan 1) Cakupan pelayanan 1) persen; 4,711,085,000| Dinas Kesehatan
dan Penanggulangan kesehatan pada penderita 2) persen;
Penyakit Menular TB;
2) Cakupan pelayanan
kesehatan pada penderita
HIV-AIDS;
Fasilitasi Penanggulanga]Cakupan penanganan % 100 300,000,000
kasus HIV dan AIDs 100%
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
Program Pencegahan 1) Cakupan pelayanan 1) persen; 4,711,085,000| Dinas Kesehatan
dan Penanggulangan kesehatan pada penderita 2) persen;
Penyakit Menular TB;
2) Cakupan pelayanan
kesehatan pada penderita
HIV-AIDS;
Fasilitasi PenanggulangalCase Detektion Rate (CDR) | kali/tahun 100 250,000,000
399/100.000




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.
Program Pencegahan 1) Cakupan pelayanan 1) persen; 4,711,085,000| Dinas Kesehatan
dan Penanggulangan kesehatan pada penderita 2) persen;
Penyakit Menular TB;

2) Cakupan pelayanan

kesehatan pada penderita

HIV-AIDS;
Fasilitasi PenanggulangalAPI (Annual Parasite 100 150,000,000

Incidence) < 1/1.000)
INDIKATOR SDGs: 3.3.4.(a) Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Hepatitis
Program Pencegahan 1) Cakupan pelayanan 1) persen; 4,711,085,000| Dinas Kesehatan
dan Penanggulangan kesehatan pada penderita 2) persen;
Penyakit Menular TB;

2) Cakupan pelayanan

kesehatan pada penderita

HIV-AIDS;
Fasilitasi PenanggulangalCakupan penemuan % 100

deteksi dini Hepatitis

INDIKATOR SDGs: 3.5.1.

(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitas

i sosial di

dalam panti sesuai standar pelayanan.

Program Rehabilitasi
Sosial Bagi PMKS

1) Persentase PMKS yang
tertangani

2) Persentase penyandang
cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan sosial

1) %
2) %

1) 100
2) 100

1) 100
2) 100

1) 100
2) 100

6,120,000,000

Fasilitasi Rehabilitasi
penderita ODHA (Orang
dengan HIV AIDS) dan
NAPZA (Narkotika dan
Zat Adiktiv)

Jumlah penderita ODHA
SKPD
dan NAPZA

orang

25

100,000,000

Dinas Sosial




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
SIS T | U e SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022|2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus }
Program Keluarga 1) Angka pemakaian 1) Persen; 1) 73.29; (1) 74.4;| 1) 74.9; | 1) 75.4; 2,506,535,680 Dinas
Berencana kontrasepsi CPR bagi 2) Persen; 2) 15.12; 2) 2) 15.57;(2) 15.65; Pengendalian
perempuan menikah usia 15.25; Penduduk dan
15-49 tahun; Keluarga
2) Cakupan pelayanan KB Berencana
baru;
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program kemitraan Persentase pembiayaan persen 100 100 100 100 89,053,884,000| Dinas Kesehatan
peningkatan pelayanan |bagi penduduk yang
kesehatan dijamin kepesertaan BPJS
oleh pemerintah daerah
Kemitraan Asuransi Cakupan pelayanan 100 29,684,628,000
Kesehatan Masyarakat [jaminan kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Program Obat dan 1) Persentase penggunaan 1) persen; 1)96.66 1)100 1)100 1)100 20,983,205,000| Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan |obat generik di Fasilitas 2) persen; 2)0 2)75 2)80 2)85
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP);
2) Persentase ketersediaan
perbekalan kesehatan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP);
Pengadaan Obat Paket obat yang diadakan paket 1 4,500,000,000
Pengadaan Perbekalan |pgket perbekalan Renja paket 1 1,000,000,000

Kesehatan

SKPD
kesehatan yang diadakan
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019 | 2020 | 2021 | 2022 [ 2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

INDIKATOR SDGs: 4.1.1.

(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.

Program Wajib Belajar |1) Angka Partisipasi Kasar 1) persen; 1) 100; | 1) 100;| 1) 100; | 1) 100; 502,947,599,255
Pendidikan Dasar SD/MI; 2) persen; 2) 95; 2) 95.5;|2) 96.75;| 2) 96.8;
Sembilan Tahun 2) Angka Partisipasi Kasar 3) persen; 3) 99.96; 3) 3) 99.7; |3) 99.71;

SMP/MTs; 4) persen; 4) 93.92; | 99.69; | 4) 92.5; |4) 92.75;

3) Angka Partisipasi Murni 5) skor; 5) 4.8; 4) 5) 5.5; 5) 5.8;

SD/MI; 6) skor. 0) 4.6. 92.25; | 6)5.4. | 6)5.6.

4) Angka Partisipasi Murni 5) 5.2;

SMP/MTs; 6) 5.

5) Indeks Mutu Pendidikan

SD;

6) Indeks Mutu Pendidikan

SMP.
Penyelenggaran Jumlah siswa SD yang siswa 2,040 825,000,000
Pembinaan Siswa mengikuti lomba, festival
Jenjang dan olimpiade
SD
Penguatan Pendidikan |Jumlah peserta didik yang siswa 450 250,000,000
Karakter Peserta Didik |mengikuti Penguatan
Tingkat SD Pendidikan Karakter (PPK)
Monitoring dan Evaluasi |[Jumlah Siswa yang siswa 13,000 150,000,000
Program Indonesia menerima bantuan
Pintar Program Indonesia Pintar

(Bea Siswa Miskin ) Jenjang

Sekolah Dasar dengan

menyeluruh
Bantuan Operasional Jumlah Penerima Bantuan siswa 90,535 37,864,000,000
Sekolah (BOS) Bagi Sekolah Penerima
Kabupaten SD Dana BOS Kabupaten

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019 | 2020 | 2021 | 2022 [ 2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 4.1.1.

(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.

Program Wajib Belajar |1) Angka Partisipasi Kasar 1) persen; 1) 100; 1) 100; | 1) 100; | 1) 100; 502,947,599,255| Dinas Pendidikan
Pendidikan Dasar SD/MI; 2) persen; 2) 95; 2) 95.5;|2) 96.75;| 2) 96.8; dan Kebudayaan
Sembilan Tahun 2) Angka Partisipasi Kasar 3) persen; 3) 99.96; 3) 3) 99.7; (3) 99.71;
SMP/MTs; 4) persen; 4) 93.92; | 99.69; | 4) 92.5; |4) 92.75;
3) Angka Partisipasi Murni 5) skor; 5) 4.8; 4) 5)5.5; | 5)5.8;
SD/MI; 6) skor. 6) 4.6. 92.25; | 6)5.4. | 6)5.6.
4) Angka Partisipasi Murni 5) 5.2;
SMP/MTs; 6) 5.
5) Indeks Mutu Pendidikan
SD;
6) Indeks Mutu Pendidikan
SMP.
Bantuan Operasional Jumlah Penerima Bantuan siswa 30,149 30,837,600,000
Sekolah (BOS) Bagi Sekolah Penerima
Kabupaten SMP Dana BOS Kabupaten
Penguatan Pendidikan |Meningkatnya siswa 340 350,000,000
Karakter Peserta Didik |kemampuan siswa dalam
Tingkat Siswa SMP mengembangkan dan
membangun karakter diri
INDIKATOR SDGs: 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Program Pendidikan 1) Angka Partispasi Kasar 1) Persen; 1) 77.85; 1)77.9; 1)78; 1)78.1; 39,877,928,000|Dinas Pendidikan
Anak Usia Dini PAUD; 2) persen; 2) 20; 2) 50; 2) 67; 2) 80; dan Kebudayaan
2) Persetase sekolah PAUD 3) skors; 3) 0; 3) 2.5; 3) 3; 3) 3.2;
terakreditasi;
3) Indeks Mutu Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Sosialisasi, Verifikasi Jumlah pendampingan satuan PAUD 61 450,000,000(|Dinas Pendidikan
dan Evaluasi Bantuan |penerima Bantuan dan Kebudayaan
Penyelanggaraan Operasional Pendidikan
Pendidikan Anak Usia [Anak Usia Dini
Dini
(PAUD)
Bantuan Operasional Jumlah Penerima Bantuan 24,221 6,055,250,000
Sekolah (BOS) Bagi Sekolah Penerima
Kabupaten PAUD Dana BOS
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur =15 tahun
Program Pendidikan 1) Angka Melek Huruf; 1) persen; 1) 99.94; 1) 1) 99.61;(1) 99.75; 18,388,758,000| Dinas Pendidikan
Non Formal 2) Cakupan Penanganan 2) persen; 2) 0; 99.47; | 2) 50; 2) 90; dan Kebudayaan
Putus Sekolah; 3) persen; 3) 30.3; 2) 0; |3) 60.61;|3) 84.85;
3) Cakupan penyelenggara 3) 30.3;
Pendidikan Kecakapan
Hidup yang aktif;
Pemberantasan Buta Jumlah penduduk bisa orang 900 750,000,000
Aksara membaca dan menulis
Bimbingan Pendidikan [Jumlah orang yang orang 60 250,000,000
Keaksaraan dibimbing Tutor
Tujuan 5 Kesetaraan Gender
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangar

Program keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan

1) Cakupan pelayanan
terhadap kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak termasuk TPPO;

2) Persentase kelompok
Program Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) yang
aktif.

1) Persen;
2) Persen.

1) 100
2) 6,75

1) 100
2)
15,19

1) 100
2) 23,63

1) 100;
2) 32,07

3,704,714,000

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Fasilitasi Upaya Jumlah korban kekerasan Korban 100 100,000,000(Dinas
Perlindungan yang difasilitasi Kekerasan Pemberdayaan
Perempuan Perempuan dan
Terhadap Tindak Perlindungan
Kekerasan Anak
Fasilitasi Pendampingan [Jumlah Korban Kekerasan Korban 110 500,000,000
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang
Perempuan dan Anak dilayani
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Program keserasian 1) Cakupan pelayanan 1) Persen; 1) 100 1) 100 | 1) 100 1) 100; 3,704,714,000 Dinas
Kebijakan Peningkatan [terhadap kasus kekerasan 2) Persen. 2) 6,75 2) 2) 23,63 | 2) 32,07 Pemberdayaan
Kualitas Anak dan terhadap perempuan dan 15,19 Perempuan dan
Perempuan anak termasuk TPPO; Perlindungan
2) Persentase kelompok Anak
Program Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) yang
aktif.
Fasilitasi Penanganan |Terlaksananya Fasilitasi Korban 100 100,000,000
masalah kekerasan penanganan masalah Kekerasan
terhadap anak kekerasan terhadap anak
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Program Peningkatan Persentase perempuan di Persen 25.25 25.55 | 26.24 29.99 500,000,000 Dinas
Kualitas Hidup dan lembaga legislatif dan Pemberdayaan
Perlindungan Eksekutif Perempuan dan
Perempuan Perlindungan
Anak
Jumlah Peserta peserta 100 150,000,000
Workshop Peningkatan
Peran Perempuan dalam
Pengambilan Keputusan
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019 | 2020 | 2021 | 2022 [ 2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 6 Air Bersih dan

Sanitasi Layak

INDIKATOR SDGs: 6.1.1.

(a) Persentase rumah tangga

yang memiliki

akses terha

dap layanan sumber air minum layak.

Program Pengembangan |1) Persentase penduduk 1) persen; 1) 84,88; 1) 1) 89,88;|1) 92,38; 114,281,476,840
Kinerja Pengelolaan Air |berakses air minum; 2) persen. 2) 86,49 | 87,38; | 2) 89,2 |2)91,35
Minum dan Air Limbah |2) Rumah tangga 2)
bersanitasi 87,51
Pendampingan DAK Air |Jumlah kegiatan kegiatan 1 300,000,000
Minum
Pengadaan sarana dan pjJumlah tandon unit 700 500,000,000
Jumlah SPAM beserta paket 14 20,500,000,000

Pembangunan /
Peningkatan SPAM
Perkotaan dan
Perdesaan

sarana pendukungnya

Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

INDIKATOR SDGs: 6.2.1.

(b) Persentase rumah tangga

yang memiliki

akses terhadap layanan sanitasi layak.

Program Pengembangan |1) Persentase penduduk 1) persen; 1) 84,88; 1) 1) 89,88;(1) 92,38; 114,281,476,840
Kinerja Pengelolaan Air |berakses air minum; 2) persen. 2) 86,49 | 87,38; | 2) 89,2 | 2)91,35
Minum dan Air Limbah |2) Rumah tangga 2)

bersanitasi 87,51
Pendampingan DAK Jumlah kegiatan kegiatan 2
Sanitasi 350,000,000
Pembuatan prasarana unit 810

sanitasi

Jumlah sapras sanitasi

9,650,000,000

Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

INDIKATOR SDGs: 6.2.1.

(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Program Pengembangan |1) Kualitas sanitasi dasar; 1) persen; 1) 58; 1) 75; | 1) 100; | 1) 100; 9,115,500,000
Lingkungan Sehat 2) Jlh desa/kelurahan yang| 2) persen; 2) 26; 2) 28; 2) 79; 2) 79;

melakukan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat

(STRM)-
Pendampingan Pasca Jumlah Desa/ Kelurahan desa/ 79 300,000,000
Pemicuan Sanitasi Yang Bebas Buang Air kelurahan

Total Berbasis
Masyarakat (STBM)

Besar Sembarangan

Dinas Kesehatan
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Operasional Fasilitasi | juymlah Kecamatan Yang kec/bulan 18 250,000,000(Dinas Kesehatan
Pencapaian Kabupaten |Menyelenggarakan
Sehat Tatanan Kawasan Sehat
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.
Program Rehabilitasi Jumlah luasan lahan Kritis hektar 23 23 23 23 3,587,183,505 Dinas
Lahan Kritis yang direhabilitasi Lingkungan
Penanaman Rehab DAS |Jumlah luas lahan Kritis 500,000,000 Hidup dan
yang terehabilitasi Kehutanan
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.
Program pembinaan dan|Prosentase Rumah Tangga Persen 77 81 86 90 800,000,000| Dinas Energi dan
pengembangan bidang |Berlistrik / Rasio Sumber Daya
ketenagalistrikan Elektrifikasi Mineral
Inventarisasi Data Rumah Tangga Berlistrik 100,000,000
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.
Program Pengembangan [Persentase Rumah Tangga Persen 3.30 6.00 7.00 8.00 2,920,000,000| Dinas Energi dan
Energi Baru Terbarukan |[Yang menggunakan EBT Sumber Daya
Mineral
Penyediaan Data dan 100,000,000
Potensi Energi Baru
Terbarukan
Fasilitasi Pemanfaatan Energi 100,000,000
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen FS dokumen 1 330,000,000
Perencanaan /Kajian
Pengembangan Energi
baru Terbarukan
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal
Program Pembinaan Cakupan pencari kerja Persen 25.00 | 27.00 30.00 3,060,420,600|Dinas
Pemberdayaan dan yang terdaftar ditempatkan Transmigrasi dan
Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja
Kerja




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
Pendataan Tenaga Kerja Kecamatan 18 100,000,000(Dinas
Formal Jumlah Kecamatan yang Transmlgra§1 dan
¢ Tenaga Kerja
erdata penyerapan
Tenaga Kerjanya
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Program pengembangan |1) Jumlah kunjungan 1) orang 1) 1) 1) 1) 5,845,041,000| Dinas Pariwisata
pemasaran pariwisata |wisatawan 2) data dan 1961150 |201998|2201783|2511003
2) Cakupan Layanan Data informasi 2)5 4 2)5 3
dan Informasi Pariwisata 3) dokumen 3)1 2)5 3)1 2)5
3) Jumlah analisis pasar 3)1 3)1
pariwisata
Pelaksanaan Promosi jenis 3 375,000,000
Pariwisata Jumlah media informasi
Fasilitasi wisata mice Jumlah peserta mice orang/ 150 500,000,000
hari
Penyusunan Branding [Jumlah dokumen dokumen 1 700,000,000
Daerah Kutai
Kartanegara
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
INDIKATOR SDGs: 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
Program pengembangan |1) Pertumbuhan IKM 1) Persen; 1) 1,86 1)2,05| 1)2,40 | 1) 2,92 12,795,000,000 Dinas
industri kecil dan 2) Jumlah Sentra 2) Kawasan 2)0 2)0 2)1 2)1 Perindustrian dan
menengah 3) Cakupan Sertifikasi IKM; 3) 13 3) 13 3) 27 3) 27 Perdagangan
Produk IKM 3) Persen; 4) 1,21 |[4) 3,22 4) 4,89 | 4) 5,36
4) Pertumbuhan Omzet 4) Persen.
IKM
Pembangunan Sentra 1) Jumlah kawasan 1) Kawasan; 1)1 3,900,000,000
IKM 2) Pematangan lahan 2) Meter 2) 7000
kawasan
Pembinaan dan IKM/K 20 150,000,000
Pengembangan Produk UB

IKM

IKM/KUB yang dapat
sertifikat
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

SIS T | U e SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022|2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.
Program Pengendalian |1) Persentase pelaku 1) Persen; 1) 100; 1) 100; | 1) 100; | 1) 100; 11,620,000,680 Dinas
Pencemaran dan usaha/kegiatan yang 2) Persen; 2) 2; 2) 2; 2) 2; 2) 2; Lingkungan
Perusakan Lingkungan |mempunyai dokumen 3) 3) 60; 3) 75; 3) 85; 3) 95; Hidup dan
Hidup lingkungan; Rekomendasi| 4) 50; 4) 51; 4) 52; 4) 53; Kehutanan

2) Indeks emisi GRK; ; 5) 0; 5) 750; | 5) 1500; | 5) 2250;

3) Jumlah rekomendasi 4) Persen; 6) 96; 6) 100; | 6) 100; | 6) 100;

izin; 5) Ha; 7)110; |[7)120; | 7) 125; | 7) 130;

4) Persentase kualitas air 0) Persen; 8) n.a 8) n.a 8) 20 8) 20

dan udara sesuai baku 7) Orang;

mutu; 8) Persen

5) Jumlah kerusakan tanah

untuk produksi biomassa;

6) Persentase ketaatan

pelaku usaha/kegiatan

terhadap peraturan

perundangan-undangan

lingkungan hidup;

7) Jumlah masyarakat yang

melaksanakan pelestarian

lingkungan hidup.

8) Persentase Ruang

Terbuka Hijau
Penyusunan Dokumen [Jumlah dokumen dokumen 1 100,000,000

Emisi Gas Rumah
Kaca
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
e e I SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022|2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal
Program Pengembangan (1) Persentase 1) Persen; 1) 36; 1) 52; 1) 75; 1) 85; 3,065,000,000 Dinas
Lembaga Ekonomi Perkembangan BUMDes 2) Kelompok; 2) 57; 2) 120; | 2) 160; | 2) 200; Pemberdayaan
Pedesaan aktif; 3) Kelompok; 3) 40; 3) 60; 3) 65; 3) 155; Masyarakat dan
2) Jumlah Kelompok Usaha Desa
Ekonomi Masyarakat;
3) Jumlah Pengurus
Pengelola Pasar Desa yang
aktif;
Jumlah Peserta yang orang 40 160,000,000
Pelatihan terlatih
Pengembangan
Kewirausahaan
bagi Kelompok Usaha
Masyarakat di
Pedesaan
Jumlah Kelompok yang orang 50 175,000,000
Pelatihan kelompok mengikuti pelatihan
kewirausahaan dan
keterampilan kerja bagi
rumah tangga miskin
Pelatihan Manajemen orang 120 350,000,000
BUM Desa Jumlah Peserta Pelatihan
Fasilitasi Pembinaan Jumlah Desa yang desa 22 165,000,000
Pembentukan BUM terfasilitasi
Desa
Fasilitasi pembentukan [Jumlah desa yang desa 45 157,500,000

pengelola Pasar Desa

difasilitasi
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUNAN

2019 | 2020 | 2021 | 2022 [ 2023

ALOKASI
ANGGARAN 5

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil d

alam Indeks Demokrasi Indonesia

Program pendidikan 1) Persentase Pemahaman 1) Persen; 1) 40 1) 60 1) 80 1) 100 5,000,337,800
politik masyarakat Aparatur dan Masyarakat 2) Persen; 2) 100 2) 100 | 2) 100 | 2) 100

Terhadap Politik; 3) Persen. 3) 75 3) 80 3) 90 3) 100

2) Persentase parpol yang

tertib administrasi;

3) Persentase ormas yang

tertib administrasi.
Fasilitasi Pelaksanaan [Jumlah peserta dan orang 1,800 1,780,000,000
Pemilihan Umum laporan
Fasilitasi Partai Politik |Jumlah parpol yang difasilit: parpol 16 50,000,000
Fasilitasi Organisasi Jumlah ormas yang ormas 20 30,000,000
Kemasyarakatan difasilitasi
Sosialisasi Peraturan Jumlah peserta orang 50 50,000,000

Perundang-Undangan
Ormas dan Hibah

Badan Kesatuan
Bangsa, Politik
dan Masyarakat

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki

akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Program Pengembangan |Cakupan ketersediaan persen 90.36 90.74 | 91.12 91.49 51,585,055,530

Perumahan rumah layak huni

Fasilitasi Pengelolaan RulJumlah kegiatan kegiatan 1 445,368,000
Jumlah dokumen dokumen 2 500,000,000

Penyusunan Rencana

Pembangunan

Pengembangan

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman (RP3KP)

Fasilitasi pembinaan Jumlah kegiatan kegiatan 1 200,000,000

dan pengembangan

kawasan permukiman

Penanganan Kumuh Luasan kumuh yang hektar 10 500,000,000

tertangani




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

PROGRAM/KEGIATAN |  OUTFUT/INDIKATOR SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
Program Pencegahan 1) Jumlah Desa/Kelurahan | 1) desa/kel; 1) 2; 1) 4; 1) 6; 1) 8; 3,309,000,000 Badan
Dini dan Tangguh Bencana; 2) persen 2) 100 2) 100 | 2) 100 | 2) 100 Penanggulangan
Penanggulangan Korban |2) Cakupan Layanan Bencana Daerah
Bencana Alam Informasi Rawan Bencana
Fasilitasi persiapan Persentase Desa Tangguh Desa/ 6 450,000,000
Desa Tangguh Bencana |Bencana Kelurahan
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Program Pengembangan |1) Persentase penanganan 1) Persen; 1) 73; 1) 80; 1) 75; 1) 74; 26,453,768,050 Dinas
Kinerja Pengelolaan sampah rumah tangga dan | 2) Persen; 2) 18; 2) 20; 2) 22; 2) 24; Lingkungan
Persampahan sampah sejenis sampah 3) Persen 3) 100 3) 100 [ 3) 100 3) 100 Hidup dan

rumah tangga; Kehutanan

2) Persentase pengurangan
sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah
rumah tangga.

3) Persentase pelaku usaha
yang memiliki izin
pengelolaan limbah B3

Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck

2,440,000,000

Pengadaan Sarana dan
Prasarana
Pengurangan dan
Pengendalian Beban
Pencemaran dari
Limbah Cair dan
Sampah

700,000,000




BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
SIS T | U e SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022|2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.
Program Pencegahan 1) Jumlah Desa/Kelurahan | 1) desa/kel; 1) 2; 1) 4; 1) 6; 1) 8; 3,309,000,000 Badan
Dini dan Tangguh Bencana; 2) persen 2) 100 2) 100 | 2) 100 | 2) 100 Penanggulangan
Penanggulangan Korban |2) Cakupan Layanan Bencana Daerah
Bencana Alam Informasi Rawan Bencana
Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen KRB dokumen 1

Risiko Bencana (KRB)

800,000,000

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab

INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang

terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan

perundangan (sektor industr

).

Program Pengembangan |1) Persentase penanganan 1) Persen; 1) 73; 1) 80; 1) 75; 1) 74; 26,453,768,050 Dinas
Kinerja Pengelolaan sampah rumah tangga dan | 2) Persen; 2) 18; 2) 20; 2) 22; 2) 24; Lingkungan
Persampahan sampah sejenis sampah 3) Persen 3) 100 3) 100 | 3) 100 | 3) 100 Hidup dan
rumah tangga; Kehutanan
2) Persentase pengurangan
sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah
rumah tangga.
3) Persentase pelaku usaha
yang memiliki izin
pengelolaan limbah B3
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Program Tanggap Cakupan layanan % 100 100 100 100 5,113,000,000|Badan
Darurat penyelamatan dan evakuasi Penanggulangan
Penanggulangan korban bencana Bencana Daerah
Bencana
Penyediaan Peralatan 100 200,000,000

Perlindungan dan
Kesiapsiagaan terhadap
bencana

Jumlah peralatan
perlindungan
kesiapsiagaan
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA
600,000,000 (Badan

Pencarian, Pertolongan Penanggulangan
dan Evakuasi Bencana Daerah
Korban Bencana
INDIKATOR SDGs: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Program Pengendalian |1) Persentase pelaku 1) Persen; 1) 100; 1) 100; | 1) 100; | 1) 100; 11,620,000,680 Dinas
Pencemaran dan usaha/kegiatan yang 2) Persen; 2) 2; 2) 2; 2) 2; 2) 2; Lingkungan
Perusakan Lingkungan |mempunyai dokumen 3) 3) 60; 3) 75; 3) 85; 3) 95; Hidup dan
Hidup lingkungan; Rekomendasi| 4) 50; 4) 51; 4) 52; 4) 53; Kehutanan

2) Indeks emisi GRK; ; 5) 0; 5) 750; | 5) 1500; | 5) 2250;

3) Jumlah rekomendasi 4) Persen; 6) 96; 6) 100; | 6) 100; | 6) 100;

izin; 5) Ha; 7) 110; |7)120; | 7) 125; | 7) 130;

4) Persentase kualitas air 6) Persen; 8) n.a 8) n.a 8) 20 8) 20

dan udara sesuai baku 7) Orang;

mutu; 8) Persen

5) Jumlah kerusakan tanah

untuk produksi biomassa;

6) Persentase ketaatan

pelaku usaha/kegiatan

terhadap peraturan

perundangan-undangan

lingkungan hidup;

7) Jumlah masyarakat yang

melaksanakan pelestarian

lingkungan hidup.

8) Persentase Ruang

Terbuka Hijau
Penyusunan Dokumen [Jumlah dokumen dokumen 1 100,000,000

Emisi Gas Rumah
Kaca
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
2019 2020 2021 | 2022 | 2023 ANGGARAN 5 PELAKSANA

PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT/INDIKATOR SATUAN

Tujuan 14 Ekosistem Lautan

INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.

Program Jumlah Nelayan dan orang 100 - 200 200 8,000,000,000| Dinas Kelautan
penanggulangan Pembudidaya Ikan Miskin dan Perikanan
Kemiskinan Masyarakat |Yang Mendapatkan
Kelautan dan Perikanan [Bantuan

Fasilitasi Sarana Jumlah Nelayan dan orang 200 4,000,000,000
Prasarana Nelayan dan |Pembudidaya Ikan Kategori
Pembudidaya Ikan Miskin dan Rentan Miskin
Kategori Miskin dan Terfasilitasi

Rentan Miskin

Program Pemberdayaan |Peningkatan Kelas Kelompok 40 40 3,700,000,000
dan Pengembangan Kelompok Masyarakat
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Masyarakat Kelautan
Perikanan (KP)

Pelatihan Nelayan Kecil |Jumlah Peserta Pelatihan orang 300 500,000,000

Temu Kemitraan NelayannJumlah Peserta Temu orang 250 100,000,000
Kemitraan

Pembinaan KUB Jumlah KUB Terbina KUB 25 100,000,000

Tujuan 15 Ekosistem Daratan

INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

Program Rehabilitasi Jumlah luasan lahan Kkritis hektar 23 23 23 23 3,587,183,505 Dinas
Lahan Kritis yang direhabilitasi Lingkungan

Penanaman Rehab DAS [Jumlah luas lahan kritis 500,000,000 Hidup dan
yang terehabilitasi Kehutanan
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI
e e I SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022|2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
Program keserasian 1) Cakupan pelayanan 1) Persen; 1) 100 1) 100 | 1) 100 | 1) 100; 3,704,714,000 Dinas
Kebijakan Peningkatan [terhadap kasus kekerasan 2) Persen. 2) 6,75 2) 2) 23,63 | 2) 32,07 Pemberdayaan
Kualitas Anak dan terhadap perempuan dan 15,19 Perempuan dan
Perempuan anak termasuk TPPO; Perlindungan
2) Persentase kelompok Anak
Program Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) yang
aktif.
Fasilitasi Penanganan |Terlaksananya Fasilitasi 100
masalah kekerasan penanganan masalah
terhadap anak kekerasan terhadap anak
Fasilitasi Pendampingan [Jumlah Korban Kekerasan Korban 110 500,000,000
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang
Perempuan dan Anak dilayani
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Program Peningkatan Persentase perempuan di Persen 25.25 25.55 26.24 29.99 500,000,000 Dinas
Kualitas Hidup dan lembaga legislatif dan Pemberdayaan
Perlindungan Eksekutif Perempuan dan
Perempuan Perlindungan
Anak
Jumlah Peserta peserta 100 150,000,000

Workshop Peningkatan
Peran Perempuan dalam
Pengambilan Keputusan
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

e e I SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022|2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
Program Penataan 1) Cakupan KTP Elektronik;| 1) Persen; 1) 94; 1) 96; 1) 98; 1) 99; 7,210,660,202 Dinas
Administrasi 2) Rasio Pasangan Non 2) Persen; 2) 78; 2) 83; | 2) 86; 2) 88; Kependudukan
Kependudukan Muslim berAkta Nikah; 3) Persen; 3) 100; |3) 100; | 3) 100; | 3) 100; dan Catatan Sipil

3) Persentase Pelayanan 4) Persen; 4) 95; 4) 97; 4) 98; 4) 99;

Akta Kematian;

4) Persentase Kepemilikan

Akta Kelahiran;
Pelayanan Langsung Jumlah akta kutipan akta 194,063,100
Administrasi Pencatatan kelahiran
Akta Kelahiran
INDIKATOR SDGs: 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam
menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Program Pengembangan |1) Cakupan Layanan 1) Persen; 1) 10.67; 1) 1) 46.05;| 1) 64.1; 20,700,494,053|Dinas
Komunikasi, Informasi |Sistem Informasi yang 2) Persen; 2) 72.55; | 23.68; | 2) 90.2; | 2) 100; Komunikasi dan
dan Media Massa terintegrasi; 3) Persen; 3) 94.67; 2) 3) 100; | 3) 100; Informatika

2) Cakupan Layanan 4) Persen; 4) 56.9; 74.51; | 4) 100; | 4) 100;

Internet di Kecamatan, 5) Persen; 5) 0; 3) 5) 62; 5) 100;

Desa dan Kelurahan; 97.37;

3) Cakupan Sistem 4) 100;

Informasi E-Government 5)

yang aktif; 37.93;

4) Penerapan e-

Procurement dalam

Pengadaan Barang dan

Jasa;

5) Cakupan Pengelolaan

Jumlah PPID / PPID unit 58 200,000,000(Dinas

Pembantu Komunikasi dan
Pengelolaan Infa tik

. nformatika

Kelembagaan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
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BASELINE TARGET TAHUNAN ALOKASI INSTANSI

SIS T | U e SATUAN 2019 | 2020 | 2021 [ 2022|2023 | ANGGARAN 5 PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Program Peningkatan 1) Pertumbuhan pajak 1) Persen 1) 50 1) 50 1) 50 1) 50 18,921,307,300 Badan
Pendapatan Asli Daerah |2) Pertumbuhan retribusi 2) Persen 2)8 2)8 2)8 2)8 Pendapatan

3) Pertumbuhan 3) Persen 3) 32 3) 32 3) 32 3) 32 Daerah

pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

Jumlah Objek Pajak WP 1,000 800,000,000

Optimalisasi
pendaftaran dan
pendataan

pajak daerah
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MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT (SESUAI RPJMD)

TARGET TAHUNAN SKPD
OUTPUT BASELI INDIKATIF ALOKASI
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN |SATUAN|vp 2018 2010 2020 | 2021 |2022 | 2023 | ANGGARAN 5 TAHUN Pe"‘;‘:fag;“‘g

Tujuan 1 Tanpa Kemisikinan
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin 4,207,609,719.52 | Dinas Sosial
Prog Komunitas Adat Terpencil 693,075,672.05 | Dinas Sosial
Program Penyandang Masalah . .
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 488,081,459.19 | Dinas Sosial
Program Pembinaan dan . .
Pengembangan TKSK dan TKSM 2,904,662,732.95 | Dinas Sosial
Program Penyuluhan Sosial dalam
Rangka Peningkatan Kesejahteraan 4,140,012,956.53 | Dinas Sosial
Sosial
Program Pelayana.n Pemberda-yaan Persentase 5.482,870,194.15 | Dinas Sosial
Kelembagaan Sosial penduduk di
5 el Jan Rehabilitasi atas garis 92.60% 92.80% | 93.20%

rogram Pelayanan dan Rehabilitast |- = ¥ 9,291,527,846.52 | Dinas Sosial

Kesejahteraan Sosial

Prog Pembinaan Balita Terlantar

Program Pembinaan Anak penyan-
dang Masalah Kesejahteraan Sosial (
Korban Tindak Kekeras-an,
Bermasalah dengan Hukum, Ter-
lantar dan Anak Yang memer-lukan
Perlindungan Khusus )

Program Pembinaan Panti Asuhan

Program Pembinaan Lanjut Usia
Terlantar

7,420,369,476.71

Dinas Sosial

6,310,237,611.10

Dinas Sosial

3,590,633,482.38

Dinas Sosial

1,423,351,890.22

Dinas Sosial

Program Bantuan Dan Jaminan
Sosial

6,207,836,992.94

Dinas Sosial
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PROGRAM KEGIATAN

OUTPUT
KEGIATAN

SATUAN

BASELI
NE 2018

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF ALOKASI
ANGGARAN 5 TAHUN

SKPD
Penanggung
Jawab

Program Penanggulangan
Kemiskinan Bidang Pemberdayaan
Perempuan

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan

Anak
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
Persentase
Program Pembinaan Para penduduk di 92.60% | 92.80% | 93.20% 3,556,883,440.16
Penyandang Cacat dan Trauma atas garis
kemiskinan
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Tingkat Badan
Program Pencegahan dini dan waktu tan
ggap Penanggulanga
Erogra;n Peren(lzgana Pembangunan (response time 2,070,000,000.00 n Bencana
aerah rawan Bencana rate) daerah + 30 . Daerah
layanan * 35 Menit . .
Wilavah Menit Menit Badan
Program Pencegahan Dini dan raya. Penaneeulanea
Penanggulangan Korban Bencana Manajemen 3,000,000,000.00 sgutans
Kebakaran n Bencana
Alam
(WMK). Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
Badan
Program Rehgblhtas1 dan 7.950,000,000.00 Penanggulanga
Rekonstruksi Pasca Bencana n Bencana
Daerah
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TARGET TAHUNAN SKPD
OUTPUT BASELI INDIKATIF ALOKASI
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN |SATUAN|vp 2018 2010 2020 | 2021 |2022 | 2023 | ANGGARAN 5 TAHUN Pe%z*:fag;‘“g
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)
Jumlah
Ketersedian
dan cadangan
. . pangan Dinas
Program Peningkatan Ketersediaan |p \0iop 100 100 100 5,223,166,436.76 | Ketahanan
dan Cadangan Pangan
Kabupaten(ton Pangan
beras) tercapai
100
Ton/Tahun
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.
a) Angka )
i/{r_oir_am Pelayanan Penduduk K?langsungan 3,50per 27.994.734.,836.02 « D1Eas
1sKin Hidup Bayi 3,80 per 1000 kel 3,10 per esehatan
b) Angka usia 1000 kel hidu 1000 kel
Program Upaya Kesehatan harapan hidup 73 Sp hidup 3.951.363.872.56 Dinas
Masyarakat hidup 73,6 Tahun Tah7un 74 Tahun ’ ’ ’ ’ Kesehatan
c) Persentase 4,10% 3.90% 3,70%
. .. , (9 :
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Balita Gizi 2,702,626,737.29 Dinas
Buruk Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.
a) Angka
Kelangsungan
Hidup Bayi 3,80 per faggpﬁé 3,10 per
b) Angka usia 1000 kel . 1000 kel .
Program Upaya Kesehatan . hidup . Dinas
Masyarakat harapan hidup 73,8 hidup Kesehatan
hidup 73,6 Tahun Tah,un 74 Tahun
c) Persentase 4,10% 3.90% 3,70%
Balita Gizi I
Buruk

INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
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PROGRAM KEGIATAN

OUTPUT
KEGIATAN

SATUAN

BASELI
NE 2018

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF ALOKASI
ANGGARAN 5 TAHUN

SKPD
Penanggung
Jawab

Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan

meningkat
nya jumlah
produksi
tanaman
perkebunan
(Karet
meningkat

5% pertahun;
produksi sawit
meningkat 3%
pertahun
(ton);produksi
Kakao
meningkat 2%
pertahun
(ton))

58842,65
29577,24
16,23

61784,79
30464,56
16,56

64874,02
31378,5
16,89

36,599,748,631.53

Dinas
Pertanian

Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian / Perkebunan

Jumlah
produksi padi
sawah dan
padi ladang
meningkat
meningkat
(ton)

4838,5
(padi
Sawah)
9209,3
(padi
ladang)

4935,2
(padi
Sawah)
9393,5
(padi
ladang)

5033,9
(padi
Sawah)
9581,4
(padi
ladang)

3,384,864,592.05

Dinas
Pertanian

Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
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TARGET TAHUNAN

SKPD
OUTPUT BASELI INDIKATIF ALOKASI
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN |SATUAN|vp 2018 2010 2020 | 2021 |2022 | 2023 | ANGGARAN 5 TAHUN Pe%z*:fag;‘“g
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).
Program Peningkatan Keselamatan Dinas
Ibu Melahirkan dan Anak Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Program Obat dan Perbekalan Dinas
Kesehatan Kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
Dinas
Program Pendidikan Menengah Atas 88.62% 88.05% 88.27% | 88.47% Pendidikan dan
Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio APM SD/MI/sederajat
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio APM SMP/MTs/sederajat
Program Wajib Belajar Pendidikan 8.7 Tahun 7.2Tahun | 7 tahun | 7 Tahun
Dasar 9 Tahun
Program Pendidikan Peningkatan
Mutu Pendidikan dan Tenaga 9.87% 10.50% 11.00% 11.00%
Kependidikan
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).
Dinas
Program Pendidikan Anak Usia Dini 97.15% 97.75 % 97.90% | 98.20% Pendidikan dan

Kebudayaan




TARGET TAHUNAN SKPD
OUTPUT BASELI INDIKATIF ALOKASI
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN |SATUAN|vp 2018 2010 2020 | 2021 |2022 | 2023 | ANGGARAN 5 TAHUN Pe"‘;‘:fag;“‘g
Tujuan 5 Kesetaraan Gender
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
30% 45% 50% 55% Dinas
2% 45% 50% 55% Pengendalian
Program Peningkatan Peran serta 4% 1% 1% 1% Penldu‘jUk7
dan kesetaraan Jender dalam 71,69 % 1% 0,5% 0,1% BKe narga
Pemb 65% 74,50 % | 75,70 % | 76,50 % berdaya:
embangunan > o > o > o Pemberdayaan
85% 100% 100% Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Pengutan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.

program pembinaan, pengem-
bangan dan pemanfaatan energi
baru terbarukan

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

Pengembangan Kewirausahaan dan Dinas
. . Perdagangan,

Keuanggulan Kompetetif Usaha Kecil .
Koperasi dan

Menengah UKM

Pengembangan Kewirausahaan dan Dinas
Perdagangan,

keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Koperasi dan
Menengah UKM

Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Industri
dan Kelembagaan Pariwisata
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TARGET TAHUNAN

SKPD
OUTPUT BASELI INDIKATIF ALOKASI
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN |SATUAN|vp 2018 2010 2020 | 2021 |2022 | 2023 | ANGGARAN 5 TAHUN Pe%z*:fag;‘“g
360 410 Dinas
. . 310 orang .
Program Pengembangan Destinasi 160 Orang 23.500 orang orang 16 Pariwisata dan
Pariwisata 19.000 Orang ) 25.000 26.500 Ekonomi
orang .
orang orang Kreatif
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara
Dinas
Progrgrn Pengembangan Pemasaran 4 malam 4 malam | 4 malam | 4 malam 6 Kal'l Pariwisata ('ian
Pariwisata 2 Kali Ekonomi
Kreatif
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Dinas
Progrgrn Pengembangan Kemitraan 1 10 14 16 4 malam Pariwisata ('ian
Pariwisata Ekonomi
Kreatif
Program Pengembangan Ekonomi 2 Kali 4 Kali 5 Kali 6 Kali
Kreatif 0 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan

Dinas Pekerjaan
85% 88% 89% 90% Umum dan

Penataan Ruang

Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan

INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi
nilai  tambah  sektor  industri
pengolahan non migas terhadap
PDB dan perkapita.

Dinas
Program Penataan Struktur Industri ?{Zr;;ii?izi
UKM
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a)
Persentase Perubahan Emisi

CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.
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TARGET TAHUNAN

SKPD
OUTPUT BASELI INDIKATIF ALOKASI
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN |SATUAN|vp 2018 2010 2020 | 2021 |2022 | 2023 | ANGGARAN 5 TAHUN Pe%z*:fag;‘“g
CO (kurang €0 (ku CO (kurang | CO (kurang
. . daril5ppm)da darjl(5 rfr?)ia dari15ppm)d|darilSppm)d Dinas
Program peningkatan pengendalian PP an an .
. n HC(kurang n HC(kurang 100% Lingkungan
polusi . Qari HC(kurang | HC(kurang :
dari 150Me/m32 dari dari hidup
150Mg/m?2) 8/m2) | 150Mg/m2) | 150Mg/m2)
Tujuan 10 Berkurangnya
Kesenjangan
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal
Dinas
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pemberdayaan
Perdesaan Masyarakat dan
Kampung
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan dan Program
Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Pendapatan Dinas
Masyarakat Kampung Melalui Pemberdayaan
Penerapan TTG dan Optimalisasi Masyarakat dan
Pengelolaan SDA Kampung
Dinas
Program Pengembangan Prasarana Pemberdayaan

dan Sarana Perdesaan

Masyarakat dan
Kampung




TARGET TAHUNAN

SKPD
OUTPUT BASELI INDIKATIF ALOKASI
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN |SATUAN|vp 2018 2010 2020 | 2021 |2022 | 2023 | ANGGARAN 5 TAHUN Pe"‘;‘:fag;“‘g
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia
Badan
Program Pendidikan Politik Kesatuan
Masyarakat Bangsa dan
Politik
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*%. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Badan
Program Tanggap Darurat Penanggulangan
Penanggulangan Bencana. Bencana Daerah
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.
Program Pengendalian Pencemaran 92% 94% 96% 98% Dinas
dangKerusakai Linekunean Hidu 150 ppm 230 ppm | 230 ppm | 230 ppm 39 Lingkungan
& & p ug/Nm2 ug/Nm2 [ ug/Nm2 | ug/Nm2 hidup
Tujuan 15 Ekosistem Daratan
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Program penataan kawasan Hutan Seé{;z‘;z;iat

Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)
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MATRIK 3. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU (SESUAI RKPD)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASE
LINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020

2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 1 Tanpa Kemisikinan

INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan Masalah-Masalah

Jumlah KLB yang

Strategis yang menyangkut ditaneani Kali 22 Kali Dinas Sosial
tanggap cepat darurat dan KLB g
Fasilitasi Penyaluran Jumlah Masyarakat . . . .
Raskin/Rastra Miskin yang difasilitasi Jiwa 6.020 Jiwa Dinas Sosial

Jumlah Anak Nakal

. yang diberikan

Pela.yanan. dan Perlindungan pelayanan dan Klien/Orang 7 Klien/Orang Dinas Sosial
Sosial bagi Anak Nakal oo .

diberikan perlindungan

sosial

Jumlah KSB. Yang . .
Penanggulangan bencana dibentuk KSB 4 KSB Dinas Sosial
Fasilitasi Sistem Layanan dan Jumlah Petugas SLRT PuSkessos 75 Puskessos Dinas Sosial

Rujukan Terpadu (SLRT)

yang difasilitasi

Program Pemberdayaan Fakir Mis

kin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pelatihan Keterampilan Bagi

Jumlah
PMKS/keluarga miskin

Penyandang Masalah o orang 15 orang Dinas Sosial
. . yang diberikan
Kesejahteraan Sosial (PMKS) . .
pelatihan ketrampilan
Pembinaan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan |Jumlah TKSK dan
(TKSK) dan Tenaga TKSM yang dilakukan Orang 24 Orang Dinas Sosial

Kesejahteraan Sosial Masyarakat
(TKSM)

pembinaan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Pemenuhan Kebutuhan Dasar flimeliﬁ}ialzl Séizfj}rlfn
dan Usaha Ekonomis Produktif crp ¢ Orang 450 Orang Dinas Sosial
bagi L . dasar dan Usaha
agl Lansia Ekonomis Produktif
Jumlah Masyarakat
miskin (PKH) yang KPM 4.000 KPM Dinas Sosial
difasilitasi
Fasilitasi Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) ;
Eﬁ;ﬁ;ﬁlﬁjﬁ;ﬁ e org / bh x 26 org / bh x Dinas Sosial
Pemutakhiran data Rp.3.200.000 Rp.3.200.000
Pendayagunaan Komunitas Adat Jumlal? warga KAT . .
. yang diberikan orang 75 orang Dinas Sosial
Terpencil (KAT)
pemberdayaan
Verifikasi dan validasi data Jumlah PMKS, Lansia
PMKS, Lansia terlantar, Anak terlantar, Anak ran 6020 oran Dinas Sosial
terlantar dan Disabilitas terlantar & Disabilitas orang orang S 508
terlantar. terlantar yang terdata

INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendidikan dan Pelatihan bagi

Jumlah Paca/eks.

Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang diberikan |orang 8 Orang Dinas Sosial
Trauma Diklat
Pengiriman orang sakit jiwa ke Jumlah ODGJ /

& & J penyandang Cacat orang 7 Orang Dinas Sosial

RSJ dan rehab penyandang cacat

yang direhabilitasi
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL/KEBAKARAN
Fasilitasi dan Stimulasi
rehabilitasi rumah akibat Jumlah laporan 1
bencana alam/Sosial/Kebakaran
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Jumlah Kecamatan Badan

Pemantauan dan Penyebarluasan

yang dilakukan

Penanggulanga

Informasi Potensi Bencana Alam Pemantauan dan 13 n Bencana
Penyebarluasan
. Daerah
Informasi
Persentase Badan
Tanggap Darurat Operasioanl Penanganan Kejadian 100 Penanggulanga
Penanggulangan Bencana Bencana / Tanggap n Bencana
Darurat Daerah
Pelatihan Penanggulangan Badan
Bencana Jumlah orang yang 10 Penanggulanga
mengikutiti pelatihan n Bencana
Daerah
Peningkatan Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Jumlah orang yang 10 Penanggulanga
mengikutiti pelatihan n Bencana
Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Badan
Pelatihan Penanggulangan|Jumlah orang yang 10 Penanggulanga
Bencana mengikutiti pelatihan n Bencana
Daerah
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Badan
Peningkatan Pelayanan Jumlah orang yang 10 Penanggulanga
Penanggulangan Bencana mengikutiti pelatihan n Bencana
Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Sosialisasi Norma Standar, Jumlah Pelaksanaan ]sadan 1
Prosedur dan Manual . Kali 30 enangguianga
Sosialisasi - - n Bencana
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Daerah
Badan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah orang yang Oran 0 Penanggulanga
Pencegahan Bahaya Kebakaran |mengikutiti pelatihan g - - n Bencana
Daerah
. Badan
Peningkatan Pelayanan Persentase pelayanan
Penanggulanga
Penanggulangan Bahaya penanggulangan Orang 100
- - n Bencana
Kebakaran bahaya kebakaran
Daerah
PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA
Badan

Penyusunan Pemetaan Daerah
Rawan Bencana

Jumlah Dokumen

Penanggulanga
n.Bencana

Penyusunan Peraturan Daerah
Penanggulangan Bencana

Jumlah Dokumen

Badan
Penanggulanga
n Bencana

Dacrab
Badan

Penyusunan dan Pembuatan Penanggulanga

Standar Teknis Pasca Bencana Jumlah Dokumen 1 n Bencana
Daerah
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
Analisis dan penyusunan pola Jumlah Analisis pola
A0 penyust p konsumsi pangan dan |Analisis 1 DINAS PANGAN
konsumsi dan suplai pangan .
Suplai pangan
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Jumlah analisis rasio
Terhadap Jumlah Kebutuhan Analisis 1 DINAS PANGAN
kebutuhan pangan
Pangan
Pemanfaatan Pekarangan Untuk |Jumlah Kelompok |krpL. 8 DINAS PANGAN
Pengembangan Pangan Rumah Pangan Lestari
Pemantauan dan Analisis Akses |Jumlah analisis akses Analisis 1 DINAS PANGAN
Pangan Masyarakat pangan daerah
Pemantauan dan Analisis Harga |Jumlah analisis harga Analisis 1 DINAS PANGAN
Pangan Pokok pangan pokok daerah
Pengembangan cadangan pangan|Jumlah Cadangan Ton 20 DINAS PANGAN
daerah Pangan Daerah
Pengembangan Desa Mandiri Jumlah perlld.amplngan Desa 9 DINAS PANGAN
Pangan Desa Mandiri Pangan
Jumlah Lumbung
Pengembangan Lumbung Pangan Pangar} Masyarakat Kampung 9 DINAS PANGAN
Desa yang dibangun dan
dikembangkan
Jumlah koordinasi
Koordinasi Kebijakan Perberasan |kebijakan pengamanan |Lokasi 3 DINAS PANGAN
stok pangan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Jumlah diversifikasi
Diversifikasi Pangan Lokal pangan yang Jenis 3 DINAS PANGAN
dikembangkan
Penanganan Daerah Rawan Jumlah daerah rawan
Pan aﬁ pangan yang Kec 12 DINAS PANGAN
& teridentifikasi
Peningkatan Mutu dan Jumlah pengujian Sampel 50 DINAS PANGAN
Keamanan Pangan sampel pangan segar
Pengadaan bangunan
Laboratorium Sampel Pangan Jumlal.l bangunan unit 1 DINAS PANGAN
yang dibangun
Segar
Peningkatan peran dewan Jumlah pertemuan
& P dewan ketahanan Kali 4 DINAS PANGAN
ketahanan pangan
pangan
Pengembangan Sumberdaya Jumlal.l Kelomek Kkali 5 DINAS PANGAN
Pangan Lokal yang didampingi
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Pembinaan
Produksi Pangan, Penggunaan dan Peneawasan kali 14 DINAS PANGAN
Pupuk dan Pestisida g
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
. . Jumlah pelaksanaan
Promosi .hasﬂ olahan pangan dan Promosi produk kali 5 DINAS PANGAN
produksi unggulan daerah
unggulan daerah
e Jumlah fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan‘ P"rod.uk produk olahan yang Kel 10 DINAS PANGAN
Olahan Pangan dan Sertifikasi . .
bersertifikasi
Program peningkatan produksi pertanian
Pengembangan intensifikasi dan Bantuan Bibit Padj, DINAS
gembanga Jagung, Kedelai, se Kabupaten PERTANIAN
ekstensifikasi tanaman pangan Kecamatan
dan holtikultura Bawang Merah dan Berau DAN
Cabe PETERNAKAN
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Terlaksananya
Pengendalian organisme gelayana? Akgf d DINAS
pengganggu tanaman dan cngama an/Pengenda . . 12 kali/2.500 PERTANIAN
o . lian OPT, kali/ton/liter .
fasilitasi sarana produksi Terdistribusinya pupuk ton/3.00 liter DAN
pertanian bersubsidi dan PETERNAKAN
Pengadaan Pestisida
DINAS
. . Terbentuknya lembaga PERTANIAN
Pembinaan usaha pertanian ekonomi petani lembaga 3 lembaga DAN
PETERNAKAN
BIDIT UNIZEUI
Tersedianya bibit Bua‘}: (? (;z)ahan
unggul hortikulutura P ) K ’ 10 DINAS
Pengembangan penangkar dan |dan terbinanya Benih enar(1)g ar PERTANIAN
benih holtikultura penangkar benih, P rgk DAN
Fasilitasi Siswa Bonih 5 irrg PETERNAKAN
Prakerin Siswa/Mahasi
Tersedianya benih ll:’sag?rlljr]?;gri? DINAS
Pengembangan penangkar dan unggul padi dan dan 15 Org PERTANIAN
- . terbinanya penangkar |Ton
benih padi benih, Fasilitasi Siswa Penangkar DAN
Prakerin bemsf?s vig org PETERNAKAN
Program peningkatan produksi peternakan
Terlaksananya DINAS
Inseminasi Buatan (IB) ekor/or, 700 ekor/6 PERTANIAN
pada ternak sapi dan & org DAN
Terlaksananya Bimtek PETERNAKAN

Peningkatan Muiti1 Genetika Rihit
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
—_——
Ternak Pengadaan Mobil DINAS
. . . PERTANIAN
Operasional Khusus ( |Unit 1 Unit
SIWAB DAN
) PETERNAKAN
Te.:rlal.isananya . DINAS
Bimbingan Teknis PERTANIAN
Pembinaan agribisnis peternakan|Produksi dan klpk 15 klpk DAN
Managemen usaha PETERNAKAN
peternakan
Terlaksananya DINAS
Pengembangan teknologi penerapan teknologi PERTANIAN
peternakan tepat guna HPT dan pengolahan kelompok 15 kelompok DAN
pupuk organik PETERNAKAN
Tersedianya HPT di DINAS
Pengembangan bibit ternak dan |lokasi UPTD PERTANIAN
hijauan pakan ternak Pembibitan Ternak DAN
Labanan, Gudang Alsin PETERNAKAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Budidaya Jumlah pokdakan yang DINAS
Perikanan Air Tawar menerima bantuan pokdakan 4 pokdakan PERIKANAN
Paket Bantuan Sapras Budidaya |Jumlah pokdakan yang DINAS
Kolam menerima bantuan pokdakan 5 pokdakan PERIKANAN
Pengembangan Balai Benih Ikan |Jumlah sapras enis 5 ‘enis DINAS
Air Tawar operasional BBI J J PERIKANAN
Pengembangan Pembenihan krlrﬁerrlllilaah ;PR yang anit 1 unit DINAS
Rakyat P _ PERIKANAN
bantuan/pembinaan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi f{%?{ﬂah PMT Bumil 300
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium
(GAKY), Kurang V1Fgm1r} A, dan DINAS
Kekurangan Zat Gizi Mikro ) KESEHATAN
Lainnya (Pemberian Tambahan ~[Jumlah PMT Balita 25
Makanan dan Vit ) /Pemberian |Gizi Buruk
Makanan Tambahan
Jumlah Kelompok
Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan
. .. DINAS
untuk pencapaian keluarga Masyarakat Sadar Gizi 1 KESEHATAN
sadar gizi (Pos Gizi, KP-Asi, LBSI
)
Jumlah Pelaporan
o . Pelaksanaan kegiatan
Monitoring, evaluasi dan roeram eizi di 21 DINAS
pelaporan prog & KESEHATAN
puskesmas dan
jaringannya
. .. Jumlah Petugas Gizi DINAS
Peningkatan SDM petugas gizi yang dilatih 21 KESEHATAN
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Jaminan Kesehatan Penduduk JL.lml.ah F.)enduduk
Miskin/ Tidak Mampu Kab Miskin/tidak mampu 5712 DINAS
Berau P ' yang memiliki Jaminan KESEHATAN
¢ Kesehatan oleh Daerah
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASE
LINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Penanganan Daerah  Rawan Jumlah daerah rawan
& pangan yang|Kecamatan 12 DINAS PANGAN
Pangan . . .
teridentifikasi
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Jumlah PMT Bumil 300
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, |SEK
Gangguan Akibat kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro DINAS
Lainnya (Pemberian Tambahan |jymlah PMT Balita KESEHATAN
Makanan dan Gizi Buruk 25
Vit) /Pemberian Makanan
Tambahan
.. Jumlah PMT Balita DINAS
Pengadaan Obat Gizi (DAK) (Kurus,Stunting) 600 KESEHATAN
Jumlah Kelompok
Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan
. .. DINAS
untuk pencapaian keluarga Masyarakat Sadar Gizi 1 KESEHATAN
sadar gizi (Pos Gizi, KP-Asi, LBSI
)
Jumlah Pelaporan
Monitoring, evaluasi dan Pflal;z?:aiaz? cl;ieglatan 21 DINAS
pelaporan program g KESEHATAN
puskesmas dan
jaringannya
. .. Jumlah Petugas Gizi DINAS
Peningkatan SDM petugas gizi yang dilatih 21 KESEHATAN
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

TARGET TAHUNAN

INDIKATIF

BASE

LINE 2019

2020

2021

2022

2023

ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) (i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan

Jumlah Analisis pola
konsumsi pangan dan
Suplai pangan

Analisis

Dinas Pangan

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Promosi hasil olahan pangan dan
produksi unggulan daerah

Jumlah  pelaksanaan
Promosi produk|
unggulan daerah

Kali

Dinas Pangan

INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian

(rupiah per tenaga kerja)

Program peningkatan produksi pertanian

masyarakat

perkebunan

DINAS
Pembinaan usaha pertanian Terbentl.lknya .lembaga lembaga 3 PERTANIAN
ekonomi petani DAN
PETERNAKAN
Program peningkatan produksi peternakan
Tt.erlalfsananya . DINAS
Bimbingan Teknis PERTANIAN
Pembinaan agribisnis peternakan|Produksi dan|Kelompok 15 DAN
Managemen usaha PETERNAKAN
peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengolahan informasi . L .
. ..|Periodesasi informasi
permintaan pasar atas hasil asar komoditilbulan 12 DINAS
produksi pertanian/perkebunan P PERKEBUNAN
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Jumlah petani/
pelalen agribyenis (pekan nasionaljagrivionis - yang|PE 30 DINAS
kontak tani pekebun andalan) bertambah mengikuti PERKEBUNAN
wawasannya
. .|Jumlah petani yang
lerzliqtelgirrllanperiig?iiiﬂ t}:ekrrclzlzc;gli menerapkan - teknologi etani/pekebun 30 DINAS
p perkebunan modern|P p PERKEBUNAN
tanam
bercocok tanam
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
Jumlah produk| DINAS
Pembinaan Pasca Panen turunan komoditas|Produk 2 PERKEBUNAN
perkebunan
Pembinaan dan pengendalian|Jumlah pekebun
qer s DINAS
pengembangan perkebunan|rakyat yang memiliki|STDB 200
PERKEBUNAN
rakyat STD-B
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah sarana
sarana dan prasarana teknologi prasarana teknologi unit 5 DINAS
P & perkebunan tepat guna PERKEBUNAN
perkebunan tepat guna .
terpelihara
Pelatihan dan bimbingan|Jumlah
. . . DINAS
pengoperasian alat dan mesin|petugas/petani/operat |orang 9
. . PERKEBUNAN
teknologi perkebunan or yang dilatih
Jumlah Dokumen DINAS
Penilaian Usaha Perkebunan Hasil Penilaian Usaha|dokumen 10 PERKEBUNAN
Perkebunan
Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
Jumlah peserta DINAS
Pengembangan SDM Perikanan |penyuluhan dan|orang 102
. . PERKEBUNAN
pelatihan /bimtek
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Jumlah pelaku usaha
Pengembangan Usaha rpfgﬁzlznaa:kan yang oran 25 DINAS
Masyarakat Perikanan encap g PERKEBUNAN
bimbingan managemen
usaha
Pembinaan Kelompok| 1o b Pembridapa |Kelompok 50 DINAS
Masyarakat Perikanan clayan/. y p PERKEBUNAN
Yang Dibina
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.
Program peningkatan produksi pertanian
Bibit Unggul
Tersedianya bibit Buail (? (;z)ahan
unggul  hortikulutura Penal.l ka,r 10 DINAS
Pengembangan penangkar dan|dan terbinanya Bibit Uneeul O%" PERTANIAN
benih holtikultura penangkar benih, geu P nang Kar DAN
Fasilitasi Siswa enans PETERNAKAN
. Benih, 50 org
Prakerin .
Siswa/
Mahasiswa
. . 15 Ton Benih
E;rsedllanya i be;alg Padi Unggul DINAS
Pengembangan penangkar dan ssu P dan 15 Org PERTANIAN
: . terbinanya penangkar|Ton
benih padi benih, Fasilitasi Siswa Penanglkar DAN
o benih, 30 org PETERNAKAN
Prakerin .
siswa

Program peningkatan produksi peternakan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN

;I‘erlak.sana.mga . 5 DINAS
Peningkatan Mutu Genetika Bibit| 2S¢minasi Buatan (IB) 700 ekor/6 PERTANIAN

pada ternak sapi dan|ekor / orang
Ternak Terlaksananya Bimtek ore DAN

Teknis Reproduksi PETERNAKAN

Tersedianya HPT di DINAS
Pengembangan bibit ternak dan|lokasi UPTD 15 kelompok PERTANIAN
hijauan pakan ternak Pembibitan Ternak P DAN

Labanan, Gudang Alsin PETERNAKAN

INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan kesehatan dan|Terlaksananya ekor ternak 2000 ekor PDIEZI\II?FiNI AN
pencegahan penyakit menular|Vaksinasi dan HPR ’ ternak, 750 DAN
ternak Survelence HPR PETERNAKAN
. 5 Unit

E:Eb;éi E;B; Erllir;llj{r:stvs_fan Puskeswan ; Puskeswan DINAS
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Petugas orang Petugas . dan 13 orang PERTANIAN

Medic/Paramedic Medic/Paramedi Petugas DAN

Veteriner c Veteriner Medic/Param PETERNAKAN

edic Veteriner

Termonitornya DINAS
Pelayanan kesehatan masyarakat iirﬁjo:gng:?l h??;in ekor 1.000 ekor / PERTANIAN
veteriner sam el) I;O dﬁi“ asal sampel 120 sampel DAN

petp PETERNAKAN

ternak
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).
Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Pelayanan|Pembelajaran AMP, 9 Dinas
Kesehatan Ibu dan Anak Rapat Tim Pengkaji Kesehatan
AMP
Jumlah Sarana
Monitoring, Evaluasi dan|Pelayanan Kesehatan .
. Dinas
Pelaporan kesehatan Ibu dan|yang dimonev 18
Kesehatan
Anak pelayanan Ibu dan
Anak
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya
. L Imunisasi pada Dinas
Peningkatan Imunisasi puskesmas dan 21 Kesehatan
jaringannya
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya
Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan
Pelayanan Pencegahan dan|penyakit menular, .
. Dinas
Penanggulangan Penyakit|pertemuan 21
. . Kesehatan
Menular Peningkatan kapasitas
petugas puskesmas

program kusta, HIV,

Hepatitis dan TB
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASE
LINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021 2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.

Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Pelayanan dan pemulangan
orang terlantar (OT),eks napi, eks
rehabilitasi PSK, gelandangan
pengemis dan penyakit sosial
lainnya

Jumlah Orang
terlantar,eks napi,
gepeng dan penyakit
sosial lainnya yang
diberikan pelayanan

Orang

37

Dinas Sosial

INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN).

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Jaminan Kesehatan Penduduk
Miskin/ Tidak Mampu Kab.
Berau

Jumlah Penduduk
Miskin/tidak mampu
yang memiliki Jaminan
Kesehatan oleh Daerah

Jiwa

5712

Dinas
Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Fas

ilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pelayanan Kesehatan Bersumber
Dana Kapitasi JKN di FKTP
Puskesmas Bugis

Jumlah Peserta JKN di
wilayah Puskesmas
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

Jiwa

4874

Dinas
Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Bersumber
Dana Kapitasi JKN di FKTP
Puskesmas Tanjung Redeb

Jumlah Peserta JKN di
wilayah Puskesmas
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

Jiwa

8554

Dinas
Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Bersumber
Dana Kapitasi JKN di FKTP
Puskesmas Teluk Bayur

Jumlah Peserta JKN di
wilayah Puskesmas
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

Jiwa

1746

Dinas
Kesehatan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKsaNa
TAHUN
Pelayanan Kesehatan Bersumber ilillranlzﬁ ;iss(:et:l;:N di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP b S |uiwa 4994
Puskesmas Labanan yang mendapatkan Kesehatan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ ;issir(::;fsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP Y Jiwa 8921
Puskesmas Sambaliun yang mendapatkan Kesehatan
& pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ ;issir(::;fsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y Jiwa 2249
Puskesmas Suaran yang mendapatkan Kesehatan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber ilillranlzﬁ ;iss(:et:l;:N di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y S |uiwa 8365
Puskesmas Gunung Tabur yang mendapatkan Kesehatan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ ;issir(::;fsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y Jiwa 3970
Puskesmas Merancang Ulu yang mendapatkan Kesehatan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ ;issir(::;fsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y Jiwa 4006
Puskesmas Taniung Batu yang mendapatkan Kesehatan
yung pelayanan kesehatan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Pelayanan Kesehatan Bersumber ilillranlzﬁ ;iss(:et:l;fl\l di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP b S |uiwa 1283
yang mendapatkan Kesehatan
Puskesmas Derawan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ E’le,lssii:rifsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP Y Jiwa 2678
yang mendapatkan Kesehatan
Puskesmas Maratua
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ E’le,lssii:rifsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP Y Jiwa 2097
yang mendapatkan Kesehatan
Puskesmas Tubaan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber ilillranlzﬁ ;iss(:et:l;fl\l di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y S |uiwa 954
. yang mendapatkan Kesehatan
Puskesmas Biatan Lempake
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber ilillranlzﬁ ;iss(:et:l;fl\l di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y S |uiwa 4181
. yang mendapatkan Kesehatan
Puskesmas Talisayan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber ilillranlzﬁ ;iss(:et:l;fl\l di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP anymen o atkans Jiwa 3487 Keoobatan
Puskesmas Batu Putih yans b ¢
pelayanan kesehatan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKsaNa
TAHUN
Pelayanan Kesehatan Bersumber ilillranlzﬁ ;iss(:et:l;fl\l di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP b S |uiwa 5100
Puskesmas Biduk Biduk yang mendapatkan Kesehatan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ E’le,lssii:rifsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y Jiwa 4709
Puskesmas Kela yang mendapatkan Kesehatan
y pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ E’le,lssii:rifsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y Jiwa 5597
Puskesmas Tepian Buah yang mendapatkan Kesehatan
P pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber i;l:lﬂ:ﬁ E’le,lssii:rifsN di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y Jiwa 759
Puskesmas Lone Laai yang mendapatkan Kesehatan
& pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber ilillranlzﬁ ;iss(:et:l;fl\l di Dinas
Dana Kapitasi JKN di FKTP y S |uiwa 2053
Puskesmas Merapun yang mendapatkan Kesehatan
pelayanan kesehatan
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASE
LINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Terhadap
Dampak Bahaya Rokok dan
Upaya Penegakan Hukum
Bahaya Rokok

Terfasilitasinya
pelayanan kesehatan
masyarakat dan
penegakan hukum
terhadap dampak
bahaya rokok serta
pembentukan/pembua
tan regulasi, sosialisasi
regulasi s media
Promosi, Pencanangan
(Deklarasi) KTR,Data
penyakit akibat rokok,
penyuluhan, kegiatan
upaya pemberdayaan
Masyarakat
(perorangan,
kelompok,
masyarakat),
Kemitraan

dan

Dinas
Kesehatan

INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Pus

kesmas.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan

Jenis obat dan bahan
medis habis pakai di

puskesmas

419

Dinas
Kesehatan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Jumlah Puskesmas
Peningkatan mutu penggunaan|dengan penggunaan 21 Dinas
obat & perbekalan kesehatan obat rasional di Kesehatan
Puskesmas
Monitoring, evaluasi dan Jumlgh . Puskesmas Dinas
laporan dan jaringannya yang 13 Kesehatan
pelap di MONEV
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah
Pengadaan peralatan dan|Puskesmas/Pustu/Pos .
Dinas
perbakalan kesehatan termasuk|kesdes dengan
. . . . Kesehatan
obat generik esensial peralatan medis sesuai
standar
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah TPM ( Jasa
Peningkatan Pengawasan|Boga, Rumah Dinas
Keamanan Pangan dan Bahan|Makan/Restoran, PIRT 335
R Kesehatan
Berbahaya ) yang memiliki
Sertifikat Laik Sehat
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Jumlah pelayanan
pemeriksaan
laboratorium
bakteriologi dan
Peningkatan Kapasitas k1@1aw11 air, makanan .
. minumanJumlah Dinas
Laboratorium Pengawasan obat 560
pelayanan Kesehatan
dan makanan .
pemeriksaan
laboratorium
bakteriologi dan
kimiawii air, makanan
minuman
Peningkatan Kesehatan Jumlah puskesmas Dinas
i yang melaksanakan 21
Tradisional . Kesehatan
kesehatan tradisional
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Tenaga
Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Dinas
- . mendapatkan 21
Pemeliharaan Kesehatan Lansia . Kesehatan
pelatihan Pelayanan
Lansia
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

BASE

SATUAN LINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana d

an prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Jumlah Unit Rumah

Pembangunan Rumal} Dokter/ |Dokter/ Rumah 4 DINKES-FISIK
Tenaga Kesehatan Lainnya paramedis yang
dibangun
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
Jumlah Sekolah Yang
Pengadaan alat praktik dan|Mendapatkan Alat
. . 5
peraga siswa Praktik Dan Peraga
Siswa
Pengadaan mebeluerr sekolah Jumlah Sekolah Yang
Jei SD Mendapatkann 32
cang Mebeuler Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Sekolah Yang
Sekalah Mendapatkan 28
Perlengkapan Sekolah
. . . Jumlah Siswa yang
Pelatihan . kompetensi  siswa, mengikuti Pelatihan 593
berprestasi .
Kompetensi
Jumlah Tenaga
Pelatihan  Kompetensi  Siswa|Pendidik Yang
Berprestasi ( Lomba OSN Tingkat|Mengikuti Pelatihan 288
SMP) Implementasi
kurikulum
Jumlah Siswa Yang
Penyelenggaraan Paket A, B dan mengikuti Ujian Paket 173
¢ A, B, C
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Penyelenggaraan akreditasiJJumlah Sekolah Yang 24
sekolah dasar Memiliki Akreditasi
Penyediaan Beasiswa Bagi
Keluarga Yang Tidak Mampu|Jumlah Siswa Yang
; . . . . 2450
Dan Siswa Berprestasi Jenjang|menerima Beasiswa
SMP
Penyediaan Beasiswa Bagi
Keluarga Yang Tidak Mampu dan|Jumlah Siswa Yang 1500
Siswa Berprestasi Jenjang SD|menerima Beasiswa
Tahun Anggaran 2018
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
Jumlah Sekolah Yang
Pengadaan alat praktik dan|Mendapatkan Alat 5
peraga siswa Praktik Dan Peraga
Siswa
Pengadaan mebeluerr sekolah Jumlah Sekolah Yang
Jei SD Mendapatkann 32
cang Mebeuler Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Sekolah Yang
Sekolah Mendapatkan 28
Perlengkapan Sekolah
. . . Jumlah Siswa yang
Pelatihan . kompetensi  siswa mengikuti Pelatihan 503
berprestasi .
Kompetensi
Jumlah Tenaga|
Pelatihan = Kompetensi  Siswa|Pendidik Yang
Berprestasi ( Lomba OSN Tingkat|Mengikuti Pelatihan 288
SMP) Implementasi
kurikulum
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Jumlah Siswa Yang
genyelenggaraan Paket A, B dan mengikuti Ujian Paket 173
A, B, C
Penyelenggaraan akreditasilJumlah Sekolah Yang 24
sekolah dasar Memiliki Akreditasi
Penyediaan Beasiswa Bagi
Keluarga Yang Tidak Mampu|Jumlah Siswa Yang 2450
Dan Siswa Berprestasi Jenjang|menerima Beasiswa
SMP
Penyediaan Beasiswa Bagi
Keluarga Yang Tidak Mampu dan|Jumlah Siswa Yang 1500
Siswa Berprestasi Jenjang SD|menerima Beasiswa
Tahun Anggaran 2018
INDIKATOR SDGs: 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Peserta Yang
C s Mengikuti
iir;}lf(eﬁ:éggrii?n Pendidikan Penyelenggaraan 173 Disdik
Pendidikan anak Usia
Dini
Jumlah Orang yang
.|mengikuti
gZEifgllE &;)I;g];ilg Wawasan  Bagl pengembangan 250 Disdik
wawasan bagi
Pendidik PAUD
. . Jumlah Lembaga
Ver1ﬁka§1 Lembaga PAUD dan PAUD Yang Di 3 Disdik
Akreitasi PAUD . .
Verifikasi
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Jumlah Kecamatan
Akreditasi Lembaga PAUD, LKP|Yang Akan Di Adakan 13 Disdik
dan PKBM Sosialisasi Tentang
Akreditasi
Bantuan Tambahan Penghasilan fg:rilah N;F;tO;N;AU]E
Tutor PAUD (Guru Non PNS) di . 518 Disdik
. Sekolah Negeri Dan
Sekolah Negeri dan Swasta
Swasta
Jumlah sekolah
Pembangunan Gedung Sekolah |Tingkat TKN yang 7 Disdik
dibangun
Jumlah Unit rumah
Pembangunan rumah  dinas|dinas kepala sekolah,
kepala sekolah, guru, penjagalguru, penjaga sekolah 4 Disdik
sekolah yang dibangun untuk
Tingkat TKN
Jumlah Sekolah yang
Penambahan Ruang Kelas|Ditambah Ruang -
Sekolah Kelasnya untuk 6 Disdik
Sekolah Tingkat TKN
Penambahan Ruang Guru Jumlag. Ruang  Guru -
Sekolah yang dibangun untuk 1 Disdik
Tingkat TKN
Jumlah Unit
Pembangunan Taman, Lapangan|Pembangunan Taman, 3 Disdik
Upacara dan Fasilitas Parkir lapngan Upacara dan
fasilitas parkir
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN

Jumlah Unit Sarana]
Pembangunan Sarana Air Bersih|Air Bersih yang 1 Disdik
Dan Sanitary dibangun untuk

Tingkat TK
Rehabilitasi Sedang / Berat|[Jumlah Unit Ruang 6 Disdik
Ruang Kelas Kelas yang direhab

INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio
Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Jumlah Sekolah Yang
Pengadaan alat praktik dan|Mendapatkan Alat
. . 5 DISDIK
peraga siswa Praktik Dan Peraga
Siswa
Jumlah Sekolah Yang
\l;e?'lgadesiaDn mebeluerr sekolah Mendapatkann 39 DISDIK
Qjang Mebeuler Sekolah
Jumlah Sekolah Yang
ngla;;an Perlengkapan(y, . 4apatkan 28 DISDIK
Perlengkapan Sekolah
. . . Jumlah Siswa yang
Pelatihan —kompetensi  siswal |~ ;i Pelatihan 593 DISDIK
berprestasi .
Kompetensi
Jumlah Tenaga
Pelatihan  Kompetensi  Siswa|Pendidik Yang
Berprestasi ( Lomba OSN Tingkat|Mengikuti Pelatihan 288 DISDIK
SMP) Implementasi
kurikulum
Jumlah Siswa Yang
Penyelenggaraan Paket A, B dan mengikuti Ujian Paket 173 DISDIK
c A, B, C
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Penyelenggaraan akreditasilJumlah Sekolah Yang
sekolah dasar Memiliki Akreditasi 24 DISDIK
Penyediaan Beasiswa Bagi
Keluarga Yang Tidak Mampu|Jumlah Siswa Yang 2450 DISDIK
Dan Siswa Berprestasi Jenjang|menerima Beasiswa
SMP
Penyediaan Beasiswa Bagi
Keluarga Yang Tidak Mampu dan|Jumlah Siswa Yang 1500 DISDIK
Siswa Berprestasi Jenjang SD|menerima Beasiswa
Tahun Anggaran 2018
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN

INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur 215 tahun.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Jumlah Siswa Yang
Penyelenggaraan Paket A, B dan mengikuti Ujian Paket|Siswa 173 DISDIK
C

A, B, C
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

Jumlah Kelompok
Penyelenggaraan Paket B Setara|Belajar Paket B Setara|Kelompok 34 Kelompok DISDIK
SMP SMP dan Paket C|Belajar Belajar

Setara SMU

INDIKATOR SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan
materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua

(WASH).
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
Jumlah Sekolah Yang
Penergpan S1ste1T1 .dan Informasi|Di terapkan Slstem Sekolah 217 DISDIK
Manajemen Pendidikan Dan Informasi
Manajemen Pendidikan
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
Jumlah Sekolah Yang
Pengadagn alat praktik dan Mendgpatkan Alat 5 DISDIK
peraga siswa Praktik Dan Peraga
Siswa
Jumlah Sekolah Yang
EzzgrladgaDn mebeluerr sekolah Mendapatkann 39 DISDIK
Jans Mebeuler Sekolah
Jumlah Sekolah Yang
ngla;;an Perlengkapan(y, . 4apatkan 28 DISDIK
Perlengkapan Sekolah
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASE
LINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Pelatihan
berprestasi

kompetensi

siswa|

Jumlah Siswa yang
mengikuti Pelatihan
Kompetensi

593

DISDIK

INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang )bersertifikat pendidik

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Jumlah Pendidik Yang
Sudah Sertifikasi

Orang

406

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Peningkatan Kapasitas dan
jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan
anak

100

DP2KBP3A

Fasilitasi UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak

Penanganan Kasus
Kekerasan terhadap
perempuan dan anak
yang datang di UPTD

100

DP2KBP3A

Pelatihan dan Road Show PUG
Melalui PPRG

Jumlah peserta yang
mengikuti Pelatihan
PPRG ( Perencanaan
Pengganggaran
Responsip Gender )

25

DP2KBP3A

Kabupaten Layak Anak

Peningkatan dalam
KLA

600

DP2KBP3A
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Jumlah orang yang
mendapatkan
Fasilitasi Penguatan geelljyanan Pngr?fi
kelembagaan PUSPAGA Berbasis . enag 50 DP2KBP3A
Hak Anah pendampingan ABK
dan Deteksi dini yang
mendapatkan
pelatihan
Pembentukan,
Pemenuhan Hak Anak pembmctian dar% 20 DP2KBP3A
evaluasi Forum anak di
Kecamatan
Progran Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran gender dalam Pembangunan
. . . . |Jumlah Organisasi
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan yang 23 DP2KBP3A
Perempuan . .
terbina dan terevaluasi
Terlaksananya Expose
Expose Peningkatan Kualitas Pemngkatan kreatifitas 9 DP2KBP3A
Perempuan dalam pembangunan |ibu dalam
pembangunan
. . Terbina dan terevaluasi
Pembmgan dan Evaluasi Model Kel Desa Prima. di 5 DP2KBP3A
Desa Prima
kecamatan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tersedianya
Operasional Pemberdayaan|Operasional PKK Bln 12 DP2KBP3A
Perempuan Kecamatan Kecamatan dan
Kelurahan

INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau
mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN

Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penanganan Kasus
Fasilitasi UPTD Perlindungan|Kekerasan terhadap 100 DP2KBP3A
Perempuan dan Anak perempuan dan anak

yang datang di UPTD
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penanganan Kasus
Fasilitasi UPTD Perlindungan|Kekerasan terhadap 100 DP2KBP3A
Perempuan dan Anak perempuan dan anak

yang datang di UPTD
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Progran Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran gender dalam Pembangunan
. . . . |Jumlah Organisasi
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan yang 23 DP2KBP3A
Perempuan . . - - -
terbina dan terevaluasi
Terlaksananya Expose
Expose Peningkatan Kualitas Penmgkatan kreatifitas 9 DP2KBP3A
Perempuan dalam pembangunan |ibu dalam
pembangunan
. . Terbina dan terevaluasi
Pembinaan dan Evaluasi Model o pecy prima di 5 DP2KBP3A
Desa Prima
kecamatan
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengawasan Kualitas Air dan nglah Penyelenggara
Pengambilan Sampel Air Bersih Air Minum yans 80 DINAS
gamoe P Memenuhi Syarat KESEHATAN
dan Air Minum
Kesehatan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pengembangan sistem distribusi | Pembangunan Sarana
air minum Pedesaan 1 Air Bersih Perdesaan Kampung 20 DPUPR
Pengembangan sistem distribusi | Pembangunan Sarana
air minum Pedesaan 2 Air Bersih Perdesaan Kampung 23 DPUPR
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Lanjutan Pengembangan sistem Lanjutan
. J. .. g. £ Pembangunan Sarana | KK 0 DPUPR

distribusi air minum Perkotaan . :

Air Bersih Perkotaan
Operasio.nal fian Pemeliharaan Jumlah kampung
Sarana Air Minum Pedesaan &  |yang di Revitalisasi Kampung 10 DPUPR
Sanitasi Sarana Air Bersihnya
Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana

yus . . Aksi Daerah Air Minum
Daerah Air Minum dan .
. dan Penyehatan Dokumen 1 Baplitbang

Penyehatan Lingkungan (RAD- .
AMPL) Lingkungan (RAD-

AMPL)
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah Petugas
Peningkatan Penyehatan Terlgtlh. Klinik{Ore, 21 org, 2 Dinas
Linekunean Sanitasi, Pengelolaan|Puskesmas, usk. 21 Pusk Kesehatan

& & Limbah, Pengawasan|Orang P ’

TTU, STBM
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH
Pemantauan Kualitas air sungai terlaksananya Sungai 3 DLHK

pemantauan air sungai

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Frekwensi penanganan
Penanganan Sampah pada Alur |sampah pada alur .
Sungai/DAS/Pesisir pantai sungai/DAS/Pesisir kali 10 DLHK
pantai
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.
Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan
Fasilitasi biomassa sebagai Jumlah PBS yang
i terbarukan dari hasilk i PBS 7 DINAS
energi terbarukan dari menghasilkan energi PERKEBUNAN

perkebunan

biomassa
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASE
LINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

Fasilitasi Permodalan bagi
UMKM Pedesaan Menengah
Pedesaan

Jumlah UMKM yang
terfasilitasi permodalan
di perdesaan/
kampung

UMKM

70

DPMK

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemantauan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pemerintah
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah

Melaksanakan
pemantauan dana|
pemerintah kepada
para debitur UKM agar
penyetoran tepat
waktu

Debitur UKM

42900000

Sekretariat
Daerah

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Pemantauan,
penggunaan dana
Pemerintah bagi UMKM

Pengelolaan
bergulir

Terlaksananya
pemantauan UMK

Debitur UKM

Diskoperindag

INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

Program pengembangan destinasi

pariwisata

Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah pembangunan
sarana dan prasarana
obyek wisata

Daya Tarik
Wisata

5 Daya Tarik
Wisata

Disbudpar

Pengembangan daerah tujuan
wisata

Jumlah studi potensi
dan tata ruang
kawasan wisata

Dokumen

2 Dokumen

Disbudpar
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Pengembangan, sosialisasi dan |Jumlah kegiatan .
L . 5 Bidang .
penerapan serta pengawasan standarisasi dalam Bidang Usaha Disbudpar
. . . Usaha
standarisasi bidang kepariwisataan
. Meningkatnya Kualitas
Pembent.ukan dan Pembinaan SDM Pokdarwis di 13 |Kecamatan 3 Kecamatan Disbudpar
Pokdarwis
Kecamatan
Inventarisasi dan Indentifikasi
. Terdatanya Sarana dan
Sarana dan Prasarana Penunjang . .
. . . Prasarana Penunjang |Dokumen 1 Dokumen Disbudpar
destinasi Pariwisata Alam, . . . L.
di Destinasi Pariwisata
Budaya dan Buatan
Program Pengembangan Kemitraan
-Diver 30 Org
'-Cindramata
20 Org '-3
Desa Wisata '-
. Kuliner 20
Pengembangan sumber daya Jumlah pelatihan Ore '-
manusia dan profesionalisme pengembangan  SDM|Org Pem;gn du Disbudpar
bidang pariwisata pariwisata Wisata 20 Org
'-Pengelola
Museum,
Pelatihan

Batik 30 Org
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Membangaun Kemitraan %?f:rin Kerrrnatrrlaiz
Pengelolaan Kebudayaan Antar £%4|Kemitraan 3 Kemitraan Disbudpar
Daerah Pengelolaan
Kebudayaan Daerah
e s . . Jumlah kegiatan
Fas.l 11t.as1 kemitraan bidang Fasilitasi kemitraan|Mitra 1 Mitra Disbudpar
pariwisata . -
bidang pariwisata
Fasilitasi Pembentukan Badan gu;nﬁhla gidiﬁ 5 Badan
Pengelola Obyek Wisata di enge’o Y4 Badan Pengelola Disbudpar
Kabupaten Berau Wisata yang terbentuk Pengelola
di Kabupaten Berau
Kerjasama Kajian Potensi Wisata |Jumlah Kerjasama .
(Kajian Ilmiah Dalam Rangka Kajian Obyek Wisata Dokumen 1 Dokumen Disbudpar
. . Meningkatnya Jenis
Fsetival Kuliner Kabupaten Wisata Berbasis|Event 1 Event Disbudpar
Berau .
Kuliner Khas Derawan
. Data usaha jasa
Pembinaan, pengawasan dan ..

) pariwisata, data .
pengendalian terhadap usaha . Dokumen 2 Dokumen Disbudpar
. . kunjungan, pelaku
jasa pariwisata . .

usaha jasa pariwisata
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Analisa pasar untuk promosi dan Tersedianya hasil
P . b analisa promosi dan|Dokumen 1 Dokumen Disbudpar
pemasaran objek pariwisata
pemasaran
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Peningkatan pemanfaatan \tjir;ﬂ?h ; pemii?f?g[;;
teknologi informasi dalam cXNO%oE ° Media 5 Media Disbudpar
.. dalam pemasaran
pemasaran pariwisata .
pariwisata
. . Jumlah pembentukan
Pengembangan jaringan kerja . . . . .
. . jaringan kerjasama|Kerjasama 2 Kerjasama Disbudpar
sama promosi pariwisata .
promosi
Pelaksanaan promosi pariwisata Jumlah romosi
nusantara di dalam dan di luar . P Event 3 Event Disbudpar
pariwisata

negeri
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Fasilitasi partisipasi masyarakat |Jumlah
dalam pengelolaan kekayaan event/peristiwa seni Event 5 Event Disbudpar
budaya budaya masyarakat
Fensloloan dan P i pengeiaan
P P £8 J dan pengembangan Situs 4 Situs Disbudpar
purbakala, museum dan .
. . Situs dan BCB

peninggalan bawah air

Jumlah
Pen.ge.mbangan kebudayaan dan |event/peristiwa seni Event 1 Event Disbudpar
pariwisata budaya dalam rangka

HUT Kabupaten Berau
Pendukungan pengelolaan Jumlah kegiatan

. Pendukungan Museum dan 3 Museum .

museum dan taman budaya di Disbudpar

pengelolaan museum |Keraton dan Keraton
daerah

daerah
Penyusun.an Buku Sejarah Berau Te‘rsedlanya Buku Dokumen Buku 1 Dokumen -
dan Identitas laporan hasil Sejarah Kabupaten Seiarah Budava Buku Sejarah Disbudpar
identifikasi dan potensi (Budaya) |Berau J ¥ Budaya
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.
Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Peningkatan Jalan Dalam Kota Panjang Jalan Dalam Paket 5 DPUPR

Kota Yang ditingkatkan
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TARGET TAHUNAN
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2020 2021

2022
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ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Program pembangunan jalan dan

jembatan

Perencanaan pembangunan jalan

Panjang Jalan Dalam
Kota Yang ditingkatkan

Paket

DPUPR

Pembangunan Jalan

Jumlah paket/panjang
jalan yang dibangun

Paket

18

DPUPR

Peningkatan Jalan Lingkungan

Panjang Jalan
Lingkungan IKK Kec.
Sambaliung, Teluk
Bayur dan Gunung
Tabur

Kecamatan

DPUPR

Program Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan

Peningkatan Jalan Perdesaan

Panjang Jalan
Perdesaan yang
ditingkatkan
penunjang  distribusi
pertanian dan
perekomian
masyarakat perdesaan

Km

10

DPUPR

Program Preservasi Jalan dan Jembatan

Perencanaan Preservasi Jalan

jumlah dokumen
perencanaan
preservasi jalan

Dok

DPUPR

Preservasi Jalan

Jumlah Paket/panjang
jalan yang dibangun

Paket / ... km

36 Paket/ ....
KM

DPUPR
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKsaNa
TAHUN
Jumlah titik perbaikan
Preservasi Infrastruktur Jalan|kerusakan jalan dalam Titik 950 Titik DPUPR

dan Jembatan (Swakelola)

kota yang diadukan
masyarakat
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Dokumen
Pembangunan Sarana dan|pendukung dalam Dinas
Fasilitas Pelabuhan/ Dermaga pembangunan sarpras Dok 1157130000 Perhubungan
Dermaga
Pembangunan  Pelabuhan /|Jumlah dermaga yang . Dinas
Dermaga Teluk Sulaiman dibangun unit 10816650000 Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH
. data emisi gas rumah
PerTla.ntauan evaluasi laporan kaca (GRK) berbasis|ton Co2 eq 414.000 ton DLHK
emisi gas rumah kaca (GRK) Co2 eq
lahan
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Jumlah
Pendampingan dan Penguatan BUMK/Bumdes yang 50 DPMK
Kapasitas Manajemen BUMK terfasilitasi dengan
baik
Pendataan Potensi Pasar Desa Tersedianya data
dan Peningkatan Pengelolaan potensi pasar kampung 8 DPMK
Pasar Desa yang akurat
Partisipasi Pameran Produksi Ezrlizlt{jinirgiran
Unggulan dan Usaha Ekonomi & P 40 DPMK
produk unggulan
Masyarakat Desa
masyarakat
Pendampingan Kawasan Jumlah
pingan =a BUMK/Bumdes 5 DPMK
Perdesaan melalui Prukades o
Bersama yang dibina
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
. Jumlah kampung yang
Pelaksanaan KKN Mahasiswa e 83 DPMK
terfasilitasi KKN
Peningkatan Kualitas SDM Pos
Pelayanan Teknologi Tepat Guna Jumlaljl Posy agtek 7 DPMK
yang dibina/dibentuk
(Posyantek)
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
Jumlah kampung yang
Penyelenggaraan Diseminasi menerima informasi
Y ggara hasil program 12 DPMK
Informasi bagi Masyarakat Desa
pemberdayaan
masyarakat desa
Pencanangan Bulan Bakti|Terselenggaranya 12 DPMK
Gotong Royong Masyarakat Bulbak
Pengembangan dan pengelolaan|Jumlah kampung yang
data profil kampung/desa dan|menyampaikan data] 12 DPMK
Kelurahan profil akurat
Meningkatnya
Fasilitasi dan Pembinaan kampung/desa  yang 5 DPMK
Lembaga Adat Kampung/Desa berbasis Adat Istiadat
dan Budaya
Pembinaan LPM (Lembaga Jgr.nlah LPM nya 35 DPMK
Pemberdayaan Masyarakat) dibina
Jumlah data]
Pengembangan fign Penetapan perkembangan 45 DPMK
Kampung Mandiri .
kampung mandiri
Inventarisasi Sarana dan Jumlah kampung yang
sarprasnya 20 DPMK
Prasarana kampung : -
terinventarisir

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
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PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

SATUAN

BASE
LINE

TARGET TAHUNAN

2019

2020 2021

2022

2023

INDIKATIF
ALOKASI
ANGGARAN 5
TAHUN

INSTANSI
PELAKSANA

Pelatihan Aparatur Pemerintah
Desa dalam Bidang Pengelolaan
Keuangan

Jumlah aparatur
kampung yang dilatih

100

DPMK

Pelatihan Manajemen
Pemerintah Desa bagi Badan
Perwakilan Kampung

Jumlah aparat BPK

yang dilatih

100

DPMK

Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi
Dana Kampung (ADK)

Jumlah kampung yang
dibina ADK

100

DPMK

Penyusunan dan  Sosialisasi
Regulasi Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung

Jumlah regulasi yang
disusun dan
disosialisasikan

DPMK

Pelatihan  Pengelolaan  Asset
Pemerintahan Desa/Kampung

Jumlah aparatur
kampung yang
mengikuti pelatihan

100

DPMK

Fasilitasi Penerapan
Sistem Keuangan Desa

Aplikasi|

Jumlah
yang di
penggunaan
siskeudes

kecamatan
fasilitasi
aplikasi

12

DPMK

Pelatihan Manajemen
Pemerintah Desa dan PTPD bagi
Aparatur Kecamatan dan DPMK

Jumlah aparatur
kampung yang dilatih

100

DPMK

Pelatihan Manajemen
Pemerintah Desa bagi Aparat
Pemerintah Kampung

Jumlah tenaga
kampung yang terlatih

30

DPMK

Pelaksanaan Lomba Cerdas

Cermat Desa

Jumlah kampung yang
mengikuti lomba|
cerdas cermat

12

DPMK

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Program Pengembangan Perumahan
Jumlah dokumen
Review Data Base Perumahan review database|Dokumen 1 Dokumen DISPERKIM
perumahan
Perencanaan Rumah Layak Huni Jumlah Dokumen Dokumen 5 Dokumen DISPERKIM
Perencanaan RLH
Pempangunan Rumah Layak Jum.lah Rurlnah Layak anit 50 unit DISPERKIM
Huni Huni yang di bangun
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Peningkatan kualitas BSPS Jumlah RTLH yang dif .. 50 DISPERKIM
Rehab
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Sosialisasi Norma Standar,
Prosedur dan Manual S;];;:llils?zilsi Pelaksanaan . 30 BPBD
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah orang yang 0 BPBD
Pencegahan Bahaya Kebakaran |mengikutiti pelatihan
Peningkatan Pelayanan Persentase pelayanan
Penanggulangan Bahaya penanggulangan 100 BPBD
Kebakaran bahaya kebakaran
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Jumlah Kecamatan
Pemantauan dan yang dilakukan
Penyebarluasan Informasi Pemantauan dan . 13 BPBD
Potensi Bencana Alam Penyebarluasan
Informasi
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Persentase
Tanggap Darurat Operasioanl Penanganan Kejadian
100 BPBD
Penanggulangan Bencana Bencana / Tanggap
Darurat
Pelatihan Penanggulangan Jumllah orang yang 10 BPBD
Bencana mengikutiti pelatihan
Pelatihan dan Pendidikan Jumlah orang yang 0 BPBD
Petugas TRC mengikutiti pelatihan
Pelatihan dan Pendidikan Jumlah orang yang
s . BPBD
Petugas Rescue mengikutiti pelatihan
Peningkatan Pelayanan Jumlah orang yang
s . 10 BPBD
Penanggulangan Bencana mengikutiti pelatihan
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Penyediaan prasarana dan Tersediannya sarana
dan prasarana . .
sarana pengelolaan unit S5 unit DLHK
pengelola
persampahan
persampahan
Pengembangan masterlan Tersusunya dokumen
g g masterplen dokumen 1 dokumen DLHK
persampahan
persampahan
Pengembangan teknologi tersed1ar}ya mesin anit 6 unit DLHK
pengelolaan persampahan teknologi persampahan
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TARGET TAHUNAN

INDIKATIF
BASE ALOKASI INSTANSI
PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN SATUAN LINE 2019 2020 2021 2022 | 2023 | ANGGARAN 5| PELAKSANA
TAHUN
Penanganan sampah pada Tertanganinya sam pah
. pada permukaan jalan
permukaan jalan dan saluran . orang 100 orang DLHK
. dan saluran drainase

drainase kota

kota
Penlnglfatan. kemlterrl;lan da.m Jumlah kemiteraan kemiteraan 2 kemiteraan DLHK
penyediaan informasi publik

Tertanganinya sampah
Penanganan sampah pada a.lur pada e.llur . KM 10 KM DLHK
sungai/daerah aliran sungai sungai/daerah aliran

sungai
pengelolaan dan pengembangan |bangunan bank bank sampah 6 bank DLHK
bank sampah sampah sampah
INDIKATOR SDGs: 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.
PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA
Penyusunan Pemetaan Daerah Jumlah Dokumen 1
Rawan Bencana
Penyusunan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen 1
Penanggulangan Bencana
Penyusunan dan Pembuatan
Standar Teknis Pasca Bencana Jumlah Dokumen 1
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH
Pemantauan Kerusakan LH jumlah usaha/kegiatan perusahaan 27 DLHK

dilakukan pengawasan

INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 